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NOMOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI PACITAN 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah.Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021; 

J 
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Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; . 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 
Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. ' Undang-Undang Nomor 25 .tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan .Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor . 12 . Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Tahun 2014 'Nomor./244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

or 9 Tahun 
mg-Undang Paraf Koordinasi , 

SKPD/ BagiarrPemrakarsa p 
SKPOi Bagan UtUir, 
1 
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2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Nomor 23 , Tahun 2014 tentang 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penjoisunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Presiden nomor 87 tahim 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahim 2011 Nomor 1 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa 
Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); 

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahim 2014 Nomor 3 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susiman Perangkat 
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2016 Nomor 4). 

Dengan Perseti^uan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 

dan 

BUPATI PACITAN 

MEBCUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 
2016 - 2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa 
Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); 

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2016 Nomor 4). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 

dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 
2016 - 2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; 



3. Bupati adalah Bupati Pacitan; 
4. Dewan Perwakilan Ral̂ ^at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan; 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan; 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan imtuk 
periode 5 (lima) tahun; 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selemjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan imtuk periode 1 (satu) 
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahiman daerah; 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk 
periode 5 (lima) tahun; 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 
(satu) tahun; 

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan; 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi; 

13. Strategi adsdah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi; 

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk 
mencapai tujuan; 

15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu 
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai misi; 

16. Kegiatan adalah ba^an dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan [input] untuk menghasilkan 
keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa. 
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(1) RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun, sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan pembangunan daerah, yang menggambarkan: 
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a. Visi dan Misi Bupati, dan 
b. Tujuan, sasaran yang disertai indikator sasaran, arah kebijakan, dan 

program daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan 
daerah, kebijakan umum dan program PD, program lintas PD, dan program 
kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif 
dan rencana kerja kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

(2) RPJMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 
penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD. 

Pasal 3 

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai 
berikut: 
BAB I ; PENDAHULUAN; 
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA 

KERANGKA PENDANAAN; 
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS; 
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; 
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI 

KEBUTUHAN PENDANAAN; 
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; 
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN. 

(2) Isi, uraian dan matrik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

(3) Target dan kebutuhan pendanaem sebagaimana tercemtum dalam lampiran 
RPJMD bersifat indikatif. 

BAB HI 
PERUBAHAN RPJMD 

Pasal4 
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Sekda Y 
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a. 

b. 

c. 

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 
Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, 
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusiman rencana 
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan penmdang-
undangan; 
Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 
dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya 
bencana alam, goncemgan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 
gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan 
nasional; 
Merugikan kepentingan nasional yaitu apabila bertentangan dengan 
kebijakan nasional; dan/atau 
Sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perutf3d(H t̂iiiaetT)cana | pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana 
1) ditetapkan deng£m Peraturan Daerah; 

d. 

e. 
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(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial 
dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak merubah target pencapaian 
sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD 
tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV 
KBTENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

Semua program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2016 
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhimya tahxm an^aran 2016. 

B A B Y 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dixmdangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengimdangan Peraturan 
Daerah ini dengan pehempatah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal: 4 - 10 - 2016 

Diundangkan di Pacitan 
Pada Tanggal 4 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN^ 

r BUPATI PACITAN 

/'INDARTATO 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 
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PENDAHULUAN 

BAB I 
P E N D A H U L U A N 

1.1. Latar Belakang 

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan 

bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai 

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 

dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangiman Jangka Panjang Daerah. 

(RPJPD), Rencana Pembangiman Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangiman 

daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang 

disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahim yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 

Dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati Pacitan Bapak Indartato dan Wakil Bupati Pacitan 

Bapak Yudhi Sumbogo untuk periode 2016-2021 pada tanggal 4 April 2016, maka daerah memiliki' 

kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pacitan 2016-2021. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang 

RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. 

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional. Hal ini bermakna bahwa RPJMD Kabupaten Pacitan disusun dengan 

berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan memperhatikan Rencana Pembangunan ' 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam proses penyusunaimya, RPJMD Kabupaten Pacitan -

2016-2021 dihasilkan melalui beberapa pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta 

atas-bawah dan bawah-atas. 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan melalui beberapa tahapan sesuai dengan amanat dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan yang dilakukan dengan 

pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, sebagai berikut: 

1. Persiapan; 

2. Penyusunan Rancangan Awal; 

3. Penyusunan Rancangan; 

4. Musrenbang RPJMD; 

5. Penyusunan Rancangan Akhir; 

6. Penetapan Perda RPJMD. 

Secara rinci disajikan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 1,1. 

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 

Sumber Bahan paparan Direktorat Jenderal Bina Pembanmgunan Daerah, Tahun 2016 

RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 merupakan pedoman seluruh pelaksanaan pembangunan 

lima tahun di wilayah Kabupaten Pacitan yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan 

pembanguncin di Pacitan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Padtan 2016-

2021, menjadi pedoman dalam penyusiman Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) di 

lingkungan Kabupaten Pacitan. Selanjutnya RPJMD dan Renstra-PD akan dijabarkan ke dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-AFBD). 

1.2. Dasar Hukum 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dilakukan berdasarkan beberapa peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik iidonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik tidonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Ferimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Paraf Hierarki , 

Sekda 

Asisten 
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahxm 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahxm 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahxm 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahxm 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5233); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahxm 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4598); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahxm 2005 tentang Pedoman Penyusiman Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

I Z Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019; 

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangiman Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

517); 

18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

awa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

SKPD/ Bagisn Izrkit: 
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19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Padtan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Nomor 3 Tahun 2010); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padtan 

Nomor 5 Tahun 2011); dan 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Padtan (Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Nomor 4 Tahun 2016). 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Padtan dengan dokumen perencanaan laiimya, diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten Pacitan 

RPJMD Kabupaten Padtan 2016-2021 merupakan RPJMD periode ketiga dari tahapan 

pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD 

selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padtan 

masa bakti 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan serta sasaran 

pokok yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Padtan 2005-2025. 

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga berpedoman pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Pacitan 2009-2028. Yang dimaksud dengan berpedoman pada RTRW 

adalah menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 

pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang 

Kabupaten Pacitan. 

b. RPJMD Kabupaten Pacitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi 

Jawa Timur, Hal mi dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, 

kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan 

arah kebijakan dan prioritas pembangiman jangka menengah Provinsi Jawa Timur. 

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-

PD). Renstra-PD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen 

perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta 

program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang 

disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

d. RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahiman Pemerintah Kabupaten Pacitan yang 
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memuat prioritas dan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan dari Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-PD), Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama 

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangiman (Musrenbang) Daerah Kabupaten 

Pacitan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,. 

dan kabupaten. 

Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut disajikan pada Gambar 1.2. Selain 

keterkaitan antar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka penyusunan RPJMD 

Kabupaten Pacitan juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 

Kabupaten Pacitan 2016-2021. Telaahan terhadap KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan 

dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangiman suatu wilayah dan/atau kebijakan, 

rencana, dan/atau program. 
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Gambar 1.Z 

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Dokumen Lainnya 
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lA, Sistematika Penulisan 

Sistematika RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

1.4. Sistematika Penulisan 

1.5. Maksud dan Tujuan 

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 

BABUL GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA 

PENDANAAN 

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

3.3. Kerangka Pendanaan 

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

4.1. Permasalahan Pembangunan 

4.2. Isu-isu Strategis 

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

5.1. Visi 

5.2. Misi 

5.3. Tujuan dan Sasaran 

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

6.1. Strategi 

6.2. Arah Kebijakan 

VII . KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN 

PENDANAAN 

IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 
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1.5. Maksud dan Tujuan 

Pen5aisunan RPJMD Kabupaten Padtan 2016-2021 dimaksudkan imtuk menjabarkan visi, misi dan 

program Bupati dan Wakil Bupati Padtan ke dalam dokumen yang menjadi pedoman 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Pacitan yang maju dan sejahtera. 

Tujuan penyusiman RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, yaitu: 

1. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD; 

2. Memberikan pedoman penyusiman RKPD setiap tahun sampai dengan tahun 2021; 

3. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Pacitan dalam mengendalikan 

penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan 

5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi 

pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 

Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis Kabupaten Pacitan 

yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap 

bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten serta beberapa 

data/ informasi lainnya. 

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung 

dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten 

Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera 

Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi 

koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7^S°- 8,17° Lintang Selatan dan 110,55°-111,25° Bujur 

Timur. 

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut: 

• Sebelah Utara 

• Sebelah Selatan 

• Sebelah Barat 

• Sebelah Timur 

**arar Hierarki 

Sekaa y 
j *sisien 

Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri 

(Jawa Tengah) 

Samudera Indonesia 

Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) 

Kabupaten Trenggalek 

Gambar 2.1 
Peta Kabupaten Pacitan 

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan tahun 2009-2018 

S^Pp'e«ia.i Pemrakarsa 
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Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km ,̂ dimana secara administratif terbagi atas 12 

kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 166 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya 

adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km .̂ Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling 

kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 km .̂ 

Luas tanah sawah Kabupaten Pacitan sebesar 130,15 km^ atau sekitar 9,36% dan luas tanah kering 

adalah 1.259,72 km^ atau sekitar 90,6%. Sebagian besar dari tanah sawah adalah sawah tadah hujan 

sebesar 5133%, dan sebagian besar dari tanah kering adalah untuk tanaman kayu-kayuan sebesar 

35,89%. Berikut adalah gambar dan tabel tentang luas Kabupaten Pacitan, status dan letak 

geografis menurut kecamatan, luas daerah Kabupaten Pacitan menurut jenisnya, jarak antar 

kecamatan, luas tanah sawah menurut jenis pengairan, dan luas tanah kering menurut jenis 

penggunaan pada tahun 2014. 

Gambar 2.2 
Luas Kabupaten Pacitan Menmut Kecamatan Tahun 2014 

K i n r a i a 
S«k«t Y 
Asistwi 

Ngadirojo • Sudimoro • 
95.905; 6,90% 71.856; 5,17% 

Tulakan 
161.615; 11,63% 

Donorojo 
109.092; 7,85% Punung 

108.807; 7,83% 

Pringkuku 
132.925; 9,56% 

Tegalombo 
149.257; 10,74% 

Bandar 3 Nawangan 
117.341; 8,44% 124.056; 8,93% 

Pacitan 
77,108; 5,5% 

Arjosari 
117,063; 8,42% 

Arjosari 
117,063; 8,42% Kebonagung 

124.847; 8,98% 
Kebonagung 

124.847; 8,98% 

• Donorojo • Punung 

• Kebonagung • Arjosari 

• Tegalombo • Tulakan 

• Pringkuku • Pacitan 

u Nawangan • Bandar 

• Ngadirojo • Sudimoro 

Sumber: Pacitan Dalam Angka Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

Tabel 2.1 
Status dan Letak Geografis Meniurut Kecamatan Tahun 2014 

Kabupaten Pacitan 

Kecamatan 
Jumlah 

D e s V K e l 

Status Daerah Letak 
Kecamatan 

Jumlah 
D e s V K e l Kota Pedesaan Pantai 

Bukan 
Pantai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Donoroio 12 12 3 9 
2 Pimung 13 1 12 13 

3 Pringkuku 13 13 5 8 
4 Pacitan 25 15 10 3 22 

5 Kebonagung 19 1 18 7 12 

6 Arjosari 17 2 15 17 

7 Nawangan 9 9 9 

8 Bandar 8 1 7 8 

9 Tegalombo 11 11 11 

10 Tulakan 16 16 1 15 

11 Ngadirojo 18 2 • 16 2 16 

12 Sudimoro 10 10 4 6 

Jumlah 171 22 149 25 146 

' ^umP^lij^ri-^fiij^tocH"-"^ '' tahun 2015 

^ S ^ ' L ^ ' f l " " Pemrakarsa 

SKP»/ Bagian Terkait 
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3 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



GAMBARAN U M U M KONDISI DAERAH 

Tabel 2.2 
Luas Daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya (km )̂ Tahun 2014 

Kecamatan 1 anan bawan 1 anan Kering T , , _ _ l _ l _ 

Jumlan 

(1) (2) (3) (4) 
1 Donnroirt U,00 ins 9^ inQ na 

2 Punung 7 OP. i n i 7a 1 ns Rl 

3 Pringkuku 4 47 12R 4fi 
lL.O,tU 

132 03 
4 Pacitan 12 07 65 04 77 11 

5 Kebonagung 17 53 107 32 
X\J/ 

124 85 
6 Arjosari 8,72 108,34 117,06 
7 Nawangan 1931 104,74 124,06 
8 Bandar 16,77 100,57 117,34 
9 Tegalombo 12,17 137,09 149,26 
10 Tulakan 18,18 143,44 161,62 
11 Ngadirojo 7,95 87,96 95,91 
12 Sudimoro 5,12 66,74 71,86 

Jumlah 130,15 1.259,72 1.389,87 

Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

Sfrkda 

Asisttn 

Parar Koordinasi 
SKPD/ Bag«n Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkai!: 
1 
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Tabel 2.3 
Jarak Antar Kecamatan (Km) Tahun 2014 

Kabupaten Pacitan 

Kecamatan Donoroja Punung Pringkuku Pacitan Kebonagung Arjosari Nawangan Bandar Tegalombo Tulakan Ngadirojo Sudimoro 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) 

1 Donorojo 0 6 13 35 42 45 69 107 69 62 75 89 

2 Punung 6 0 6 29 36 39 63 101 63 56 68 82 

3 Pringkuku 13 6 0 22 29 32 56 94 56 49 61 76 

4 Pacitan 35 29 22 0 7 10 34 72 34 27 39 53 

5 Kebonagung 42 36 29 7 0 17 41 79 41 34 47 61 

6 Arjosari 45 39 32 10 17 0 24 62 24 37 50 64 

7 Nawangan 69 63 56 34 41 24 0 38 48 61 74 88 

8 Bandar 107 101 94 72 79 62 38 0 86 99 112 126 

9 Tegalombo 69 63 56 34 41 24 48 86 0 61 74 88 

10 Tulakan 62 56 49 27 34 37 61 99 61 0 13 27 

11 Ngadirojo 75 68 61 39 47 64 74 . 112 74 13 0 14 

12 Sudimoro 89 82 76 53 61 64 88 126 88 27 14 0 

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

- ParatHiPiarti 
] Sekda r 
t Asisten 

j Kabaii 

Para: Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD/ Bagu(iTerkd*U 
1 
a. 
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Tabel 2.4 
Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan (Ha) Tahun 2014 

Kabupaten Pacitan 

Kecamatan 
Irigasi 
Teknis 

1/2 
Teknis 

Irigasi 
Sederhana 

Tadah 
Hujan 

T ^linnva 
l - i u l X l l t J ' tX 

Iiimlab 

(1) (2) 
S±£ 

ICLI f4) 
LZz 

(61 (7) 
1 Donorojo 84,49 84,49 
2 Punung 57,00 18,75 81,15 546,08 702,98 
3 Pringkuku 36,00 260,00 150,80 446,80 
4 Pacitan 64,32 325,10 203,41 613,70 1.206,53 
5 Kebonagung 93,60 285,50 480,40 893,30 1.752,80 
6 Arjosari 187,15 344,91 22,82 317,29 872,17 
7 Nawangan 177,00 440,00 1.314,26 1.931,26 
8 Bandar 460,00 676,30 541,00 1.677,30 
9 Tegalombo 145,68 171,84 180,67 718,55 1.216,74 
10 Tulakan 25,25 92,25 586,35 1.113,60 1.817,45 
11 Ngadirojo 291,17 125,38 215,87 162,32 794,74 
12 Sudimoro 93,28 167,02 251,70 512,00 

Jumlah 864,17 2.130,01 3.313,99 6.707,09 13.015,26 
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

Tabel 2.5 
Luas Tanah Kering Menurut Jenis Penggunaan (Ha) Tahun 2014 

Kabupaten Pacitan 

Tanah Tan. Hutan 
Hutan 
Negara Kecamatan Untuk 

Bangunan 
TegaVHuma Kayu-

kayuan 
Rakyat, 
Kebun 

Hutan 
Negara 

Lainnya Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Donorojo 195,10 78131 67S77 8.38038 7730 711,87 10.824,73 
2 Punung 183,77 4.643,18 Z294,46 2.275,47 9,30 771,49 10.177,67 
3 Pringkuku 171,77 2.29038 8.550,96 610,47 172,00 1.050,16 12.845,74 
4 Pacitan 310,55 1.693,72 2.637,21 782,70 299,50 780,66 6.50434 
5 Kebonagung 178,80 3.036,45 4.949,86 765,10 1435 1.78731 10.731,87 
6 Arjosari 16^40 1.057,09 8.416,88 579,08 81,70 536,97 10.834,12 
7 Nawangan 239,76 1.43034 6.857,43 932,70 7530 938,54 10.474,27 
8 Bandar 283,02 2.688,02 1.179,57 4.58636 409,40 910,22 10.056,79 
9 Tegalombo 29434 4.242,97 2.62933 5.215,17 41,10 1.286,04 13.708,95 
10 Tulakan 540,04 4.342,61 2.984,05 4.931,05 1.546,28 14.344,03 
11 Ngadirojo 40^83 2406,16 2.679,27 1506,16 1630 785,08 8.79530 
12 Sudimoro 190,95 1.278,15 1.355,99 3.404,13 18,00 426,37 6.67339 

Jumlah 3.15333 29.89038 45313,78 34.968,97 1.214,25 11.530,99 125.971,90 
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

Di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selama tahim 

2014, musim penghujan di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Januari-Juli dan bulan Nopember-

Desember. Diantara bulan tersebut, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan bulan 

Desember yaitu 25 hari hujan. Musim kemarau di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Agustus-

Oktober. Bulan Desember mempunyai rata-rata curah hujan yang terbesar yaitu 23,80 mm ,̂ 

sedangkan bulan dengan rata-rata curah hujan terkecil yaitu bulan Oktober sebesar 4,48 mm .̂ Air 

hujan ini mengalir melalui 3 sungai besar yang terdapat di Kabupaten Pacitan yaitu Sungai 

Grindulu, Sungai Lorok dan Sungai Baksoka. Berikut adalah tabel banyaknya hujan bulanan, hujan 

harian maximum, hari hujan dan rata-rata hujan per bulan. 

m i r r m m 

i Asisten 
i ; 

. . - • - i iJL 

FarafKwnilnasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

e>APPEDft /-
SKPD/ Bagian TerKaii: 
1 
2. 
\ 
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Tabel 2.6 
Banyaknya Hujan Bulanan, Hujan Harian Maximum, Hari Hujan dan 

Rata-rata Hujan Per Bulan Tahun 2014 
Kabupaten Pacitan 

Bulan 
Hujan Bulanan 

(mm) 
Hujan Harian 

(Hari) H a n Hujan 
Hujan Rata-

Rata 
(1) (2) (3) (4) (5) 

01 Januari 494,00 109,00 25,00 19,76 
02 Febniari 180,00 67,00 18,00 9,99 
03 Maret 138,00 63,00 12,00 11,51 
04 April 144,00 75,00 13,00 11,06 
05 Mei 30,00 31,20 4,00 734 
06 Juni 112,00 151,00 6,00 1839 
07 JuU 120,00 . 94,00 7,00 17,10 
08 Agustus 14,00 28,00 2,00 6,98 
09 September 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 Oktober 4,00 11,00 1,00 4,48 
11 November 248,00 163,00 13,00 19,08 
12 Desember 595,00 236,00 25,00 23,80 

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

Tabel 2.7 
Banyaknya Curah Hujan Per Bulan Menurut Stasiun Hujan 

di Wilayah Kabupaten Pacitan (mm') Tahun 2014 

Stasiun Hujan 
Bulan 

Stasiun Hujan 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop 1 Des 

r : (1) i,, , . . (2):, (3):- (4) - •-(5) (6) <7) (8) (10) (11) (12) (13) 
1 Donorojo 432 260 193 284 82 34 10 202 467 
2 Punung 387 127 91 129 35 87 86 15 340 549 
3 Pringkuku 478 107 77 129 27 129 206 19 5 290 552 
4 Pacitan 540 102 151 111 16 176 174 29 10 223 541 
5 Kebonagung 606 135 87 165 50 261 266 78 17 330 703 
6 Arjosari 634 236 113 182 17 42 40 10 5 254 638 
7 Nawangan 492 226 180 137 45 269 32 0 262 629 
8 Bandar 259 112 78 89 12 31 0 1 240 421 
9 Tegalombo 429 154 114 243 44 91 17 8 153 576 
10 Tulakan 570 217 142 93 61 90 211 0 5 289 610 
11 Ngadirojo 543 240 134 113 45 61 244 0 11 277 740 
12 Sudimoro 437 252 308 61 46 84 254 10 9 261 559 
13 Kerti 543 143 81 125 5 72 43 17 210 750 
14 Tahunan 567 206 185 153 32 106 38 0 142 597 

TOTAL 6.917 2.517 1.934 2.014 423 1.562 1.676 196 0 63 3.473 8.332 
Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahim 2015 

0.1 

Topografi Kabupaten Padtan sebagian besar berupa pegunungan dan perbukitan sehingga 

menjadikan penggunaan lahan yang ideal pada kawasan tersebut berupa kawasan hutan. Hal ini 

menyimpan potensi hutan yang cukup besar. Dari potensi hutan ini sebagian akan dihasilkan 

berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar tetapi juga dipasarkan 

keluar Kabupaten Pacitan. Hutan di Kabupaten Padtan terbagi menjadi hutan produksi yang 

luasnya mencapai 87,89% dari luas hutan yang ada, sedangkan sisanya 12,10% adalah hulan 

lindung, Luas areal hutan rakyat meningkat dikarenakan adanya penanaman tanaman kayu-

kayuan yang cukup besar terutama karena adanya kegiatan pengembangan baik dari dukungan 

APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun bantuan dari mitra usaha, pembuatan 

bedengan tanaman secara swadaya dan pembuatan kebun bibit rakyat. Hal ini mengindikasikan 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 i t̂̂ ^ 
farâ  koordinat 
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bahwa kesadaran masyarakat imtuk turut serta dalam pelestarian hutan semakin meningkat. 

Berikut adalah kondisi topografi Kabupaten Pacitan dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 km2 atau 4% dari luas wilayah Kabupaten 

Pacitan; 

b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 km2 atau 10% dari luas wilayah 

Kabupaten Pacitan; 

c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 km2 atau 24% dari luas wilayah 

Kabupaten Pacitan; 

d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 km2 atau 52% dari luas wilayah 

Kabupaten Pacitan; 

e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 km2 atau 10% dari luas wilayah 

Kabupaten Pacitan. 

Kandimgan mineral di Kabupaten Pacitan yang tercatat pada Dinas Pertambangan dan Energi 

bahwa Kabupaten Pacitan memiliki kandungan mineral berupa logam dan bukan logam yang 

tersebar pada beberapa kecamatan dan kelurahan atau desa. Berikut adalah tabel potensi mineral 

Kabupaten Pacitan tahun 2015: 

Tabel 2.8 
Data Potensi Mineral Kabupaten Pacitan Tahun 2015 

mmcmm 

StkK« r 

Jenis Mineral Volume (Ton) Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan 
(1) (2) (3) 

Logam 
1 Timah hitam / Timbal Hipotetik Gunung Tileng Kec. Ngadirojo 

Hipotetik Desa Kluwih, Kec. Tulakan 
2 Mangan Hipotetik Dsn. Pojok, Ds. Tegalombo Kec. Tegalombo 

Hipotetik Desa Kemuning, Kec. Tegalombo 
Hipotetik Desa Tahunan, Kec. Tegalombo 
Hipotetik Desa Kledung, Kec. Bandar 
Hipotetik Desa Mujing, Kec. Nawangan 

3 Tembaga Hipotetik Desa Kasihan, Kec. Tegalombo 
Hipotetik Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo 
Hipotetik Kel. Pucangsewu, Kec. Pacitan 

4 Seng Hipotetik Desa Pagerejo, Kec. Ngadirojo 
5 Emas Hipotetik Desa Pagerejo, Kec. Ngadirojo 

Hipotetik Desa Kebonsari, Kec. Punung 
Hipotetik Desa Tinatar, Kec. Punung 
Hipotetik Desa Mlati, Kec. Arjosari 

Terkira (2.880.000 ton) Gunung Gembes, Kec. Bandar 
6 Pasir besi Terkira (2.440,32 m') Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo 

Terkira (7.325,64 m') Desa Sendang, Kec. Donorojo 
7 Batu besi Hipotetik Desa Plumbungan, Kec. Kebonagung 

Hipotetik Desa Kembang, Kec. Pacitan 
Hipotetik Desa Kasihan, Kec. Tegalombo 

8 Timah putih Hipotetik Desa Tanjung Lor, Kec. Ngadirojo 
9 Nikel Hipotetik Desa Pagerejo, Kec. Ngadirojo 

Bukan Logam 
1 Dolomit Hipotetik Desa Dadapan, Kec. Pringkuku 
2 Gypsum Hipotetik Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo 

Hipotetik Desa Mujing, Kec. Nawangan 
3 Bentonit Terkira (70.000.000 m') Desa Punung, Kec. Punung 

Desa Mendolo Kidul, Kec. Punung 

1 c..«*ifMMj;.....i 1 Desa Mendolo Lor, Kec. Punung 

SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD/ ti.)gjan Teikait: 
l . _ 
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mjrrvMm'P^ 

Jenis Mineral volume (ion) Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan 
(1) (2) (3) 

Desa Mantren, Kec. Punung 
Desa Felem, Kec. Pringkuku 
Dpsa GlincTfTancTan TCPC P r i n a L i i L i i 

L/C^ja. xjUil^^tUl^clll, J\.CX.. 1 lill̂ IvUiNiLI Dp^a Diariiariaiia TCo/- r)rtnpri-i!/-\ i-'CoP LyX̂ lLUlUjU, ixcL. L/UllurU[(J 
L/a!>a oui^i/Lii/iiu, f^ci,. uunorojo 
TJoca QpLai* TCo/- nppproi/^ ucoa jviiLai, Pvc(.. UU]turU|<J 

4 Kalsit Terkira Desa Pringkuku, Kec. Pringkuku 

443 700 m' 
Desa Piton, Kec. Punung 

- Desa Donorojo, Donorojo 
5 Zeolit Terkira Desa Bangunsari, Kec. Bandar 

Terkira (1.020.510 m') Desa Tamansari, Kec. Pringkuku 
6 Oker rlipotetik Desa Kasihan, Kec. Tegalombo 

Desa Gemanar)o, Kec. Tegalombo 
TX - TT J Tl J 
Desa Bandar, Kec. Bandar 

7 Phospat r-Tl T1 ,"1 fro l( ̂  
iiipoceiiK 

Vjua Jxenciii, r^ec. i ringKUKU 
1 TT ^ K I T TmT TT * T ^ T I It A ^ I'fi A l̂ i i UTT 

OUa DUWUrigan/ lx6C- 1 ringKUKU iZim ^̂ ^̂ \̂̂ l̂ lafX Tco*̂  T'TiTiTinfT 
vjUa iauunaii/ rxuc. i unung 

Xxdialx̂  Ixt:;U« L.'L/ilkJiUlU 
rtJfT 1 :>TnTXATIT^O^ T îxnorixiix OUa ixglailLL/Cllg/ XXCL* L/UXlUiUJU 

(Jft^ CrttTi Am • T/x It A*̂  'I'n 1X V ̂ 1 n 
VjUa OUmupurU/JXcC^ lUXaKall 

8 Pirophylit lerKud 1 loca (ZATIA^ITITT *C AA WikltTaTl A X T I 

L/c5a XjUllUaJig/ JXcC- IMaWangali 
t.ouu.uuu in TJAC^ It a T l̂Tl AfTAA A It A/* A i - t A ^ a * * t 

L ĉSd P^ r̂anggUUC/ ixGC. /ArjOSail TiAp a T ^ A T H A n Is A A A n A ^ a 
uesa lemon, is.ec. rtrjosari 

9 Kaolin 1 erKira IT Aff a It a ••a T^ A f Q i A It A / * U TX A t A î i 

uesa j\arangrejo, is.ec. rtijosan 
Q non nnn mS uesa sjonaosari, i\ec. i unung 

uesa lomansari, ixec. i ringtsuisu 
noc9 T^9Ctfi9rx l̂ Cpo TpppTpmlirx uesa itasuiaii, ixet. icgaiuinuu 
Tloca T̂ iiopnpfXTTirxrx K P P "TpfraiATTinn uesa 1 UtCUIgUillL'L;, J\Ct-. IK^aHJlHWXJ 

ut^sa 1 uiiiL/ii^, xxut. ucxnuai 

10 Feldspar Tprlifa 4̂.6 finO C\C\(\ TTI3\ uesa vvuiiusjui, Jtee. luiaixaii 
TlOe9 X l̂ofrl TtOO 0 * 9 0 0 9 1 . 1 

uesa iviiati, ivec. /Aijosaii 
Desa Bolosingo, Kec. Pacitan 
T^Aca Tc AAAncaft It AA T îtmmo' 
L/cSa rxcPOnSall, JxcC, I UliUiig T̂ Ac:3 TamancarT T C O A PriArrlziiVti L ĉSa iaUlanddri/ r̂ t̂ C- 1 ilIlgKUKU 
l~)Aca îilcATAirx T̂ tfir* ^nrJiTTinm 

11 Pasir Kuarsa T-T1 TX/x fro fri V 
mpoiciiK. 

T̂ Aca TaVinnaf^ l^Ar Tpcralnrnhn 

T-TTnofrofrî  
nipoieiLN 

T̂ Aca I ^ A L T ALAtTT rxa n cr K A*^ N T era H i rfMrt L./cZ>d ^UIxJ UKdil L/di It'/ XXĈ * Ix jidUil UJi^ 

UI nnfrnfrl l-
riipotetix 

uesa Diuondr)0/ jxec. i aciitin 

12 Ball clay Y J I W4. A A..ilt^ 
rlipotetiK 

1 1 o9£9 Ol f ' A i It A A 1^11 n 11 n <T 

uesa Vjonaosari, is.ec. i unung 
MipotetiK TX o-.fl 1A 1 A A A * > A n 1̂ A Pt AA Tt AII/XA 3 ^Tl T TT fT 

uesa wonogonao, i\ec. is.euonagung 
I A Art AI 1̂  

rlipotetiK 
1 1A o. ^ It Â H 11T^ A ATtf A It OA It oll ATX 3 JTl f A fT 

uesa ixeaungQQWo, is.ec. rvcuonagung UlnrtfrrtfrlL-
rlipotetiK 

1 irtf rt It 9o!ri9rt frCoo 1 lom no 
uesa pvasinan, iset. legaiviuuu 

Hipotetik Desa Bungur, Kec. Tulakan 

13 Marmer Terkira Desa Ketro, Kec. Kebonagung 

> 77.000.000 m ' Desa Sanggrahan, Kec. Kebonagung 

Desa Gembuk, Kec. Kebonagung 

Desa Wonoanti, Kec. Tulakan 

Asisten 

SKPD/Bac^a^PemrakarM 

SKPi/ Bagian Terkait 
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Jenis Mineral Volume (Ton) Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan 
(1) (2) (3) 

Desa Jetak, Kec, Tulakan 
14 Rijang Hipotetik Desa Sooka, Kec. Punung 

Hipotetik Desa Wiyoro, Kec. Ngadirojo 
Sumber: ProfU ESDM Dalam Angka Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan tentang sektor yang memiliki 

keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi penting, Sektor yang memiliki keunggulan dan 

memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-

sektor lain imtuk berkembang di Kabupaten Pacitan. Potensi yang ada di wilayah Kabupaten 

Pacitan secara umum dari berbagai komoditi tahun 2011 - 2015 sebagai berikut: 

1. Pertanian, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk 

siam/keprok, janggelan, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak, kencur. Data produksi dan 

produktifitas komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahim 

terakhir diuraikan pada aspek pelayanan umum urusan pilihan pertanian. 

2. Tanaman perkebunan, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, aren, nilam. 

3. Ternak, meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur 

dan itik/entok. Dari beberapa jenis ternak tersebut yang merupakan unggulan, data 

produksi petemakan di Kabupaten Pacitan 5 (lima) tahun terakhir diuraikan pada aspek 

pelayanan umum urusan pilihan pertanian. 

4. Kehutanan, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono, bambu, dan gmelina. 

5. Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari: 

a. Batu bara 

b. Mineral logam: timah putih, nikel, timah hitam, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir 

besi, batu besi. 

c. Mineral bukan logam : batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, 

phosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophylit, fosU kayu, kalsedon/agate, 

kristal kuarsa, rijang, jasper. 

d. Batuan: ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/ tanah liat. 

6. Pariwisata: 

Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi wisata, baik wisata pantai, goa, maupun 

budaya. Berikut ini disajikan secara rinci. 

Paraf Hierarki 

S-keia 

Afristen 
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Tabel 2.9 
Potensi Pariwisata Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

No. Jenis Wisata Lokasi Jxxxuxv U u l & 

Pusat Kota 
1. Wisata Pantai Pantai Telpnp" Ria x x d « i_J lUV/iiaiJU/ XX^k'*! XlUJLai l 3 Km 

iXJ i 1. Pantai Watiikamnc 
X UXtLXXX w V UXiXxVxXX LXXIk^ 

O P C ? I xvahtW;̂ "rTfT̂ cr l ^ p r * P r i n r y V i i l i ' t i 25 Km 
Pantai Semara Anakan Lif^ja t^lK*\JkikKLLY yjf XXtr^4 X x ^ a U . l i U | U 30 K m 
^ UlLUAl A CLLi t L/XiAdA 1 XXCI4 i i ^ l v A U i l a i \\Jf XXCX.X a U l l a l l 3 Km 

T i p c ? i ^ '^iTiHt K P ^ P r i T i 0 V i i L 1 1 
L. 'Cda ^ a l l L X i / XXcJ^« X 1 i i 11'ivLlfvlX 

25 Km 
P ; i n t ; i i Xam;^n 32 Km 
Pantai Wawaran Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung 15 Km 

X ^ XXXii 
X HXiuxx xxxca y ax LJtZjk* V V l U f i L ' / xxx^r^t L / U I I U I U l k / 53 Km 
Pantai Dhaki Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro 48 Km 
i a l l L a L D U y u U a l l T l A C 3 IA7irlrtT*rt Tt 0/^ n / i r i A f A i A 

L^cSa vviQurO/jxec- L^onoro]0 
45 Km 

P ^ n f ^ i i P p T i p p r O n n r 
X uXkLXXX X CLLLvCX L y U U l 

T ^ P I P l n ^ n T ^ p j ^ P a r i f r ^ i n 
XXt^i, X x\/j\Jf JXC^BX a v L i a l L 

3 K m 
Pantai Kali Wuluh Desa Klesem, Kec. Kebonagung 20 Km 
Pantai Soge Desa Sidomulyo, Kec. Ngadiroio 23 Km 
Pantai Pidakan Desa Jetak, Kec. Tulakan 25 K m 

2. Wisata Goa Goa Tabuhan Desa Wareng, Kec. Punung 40 K m 
Goa Gong Desa Bomo, Kec. Punung 30 Km 
Goa Putri Desa Kendal, Kec. Punung 29 Km 

3. Wisata Sejarah / 
Budaya 

Monumen Panglima 
Besar Jendral Soedirman 

Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan 50 K m Wisata Sejarah / 
Budaya 

Monumen Tumpak 
Rinjing 

Desa Dadapan, Kec. Pringkuku 12 Km 

4. Wisata Rekreasi Pemandian Air Hangat Desa Karangrejo, Kec. Arjosari 15 Km 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan 

7. Kelautan dan Perikanan: 

Potensi unggulan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan, terdiri dari: Tuna, Cnkalang, 

Tongkol, Layur, Manyung, Lemuru, Tengiri, Rebon, Cucut, Pari, Kembung, Tiga waja, Teri, 

Kakap Merah, Kuwe, Pisang-pisang, Julung-julung, Marlin, Sebelah, Bawal Hitam, Layang, 

Cucut Martil, Bawal putih, Lemadang, Kuniran, Golok-golok, Lobster, Lele dan Nila. 

Tabel 2.10 
Produksi Perikanan (ton) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 
Produksi perikanan (ton) 6.244,07 7.006,49 9.275,32 9.338,57 11.692,87 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

8. Perdagangan: 

Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan 

rincian di masing - masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, 

Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah. Bandar 2 buah, 

Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah. 
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9. Perindustrian: 

Potensi sektor perindustrian di Kabupaten Pacitan disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2.11 
Potensi Perindustrian Tabun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

No. Uraian Lokasi 
1. Batu Aji/Akik Donorojo, Punung, Nawangan, Tulakan 
2. Gula merab Kebonagung, DonorojcTulakan 
3. Keramik dan Gerabab Seni Kebonagung 
4, Batik Tulis Ngadirojo, Pacitan 
5. Batu Bata Kebonagung, Pacitan, Ngadirojo 
6. Kapur Tobor Kebonagimg 
7. Industri Makanan Olahan Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari, 

Tegalombo, Pringkuku, Punung 
8. Meubelair Kec. Pacitan 
9. Anyaman bambu Kec. Nawangan, Arjosari 

Sumben Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan 

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana 

Bencana yang terdapat pada Kabupaten Padtan berdasarkan data yang tercatat dalam Laporan 

Bencana Kabupaten Padtan Tabim 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Pacitan yaitu banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran, tanah ambles, 

pohon tumbang dan rumah robob tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pacitarv 

berikut adalah rincian jenis bencana pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pacitan: 

1. Banjir: Punung, Pacitan, Kebonagimg, Arjosari dan Ngadirojo; 

2. Tanah Longsor: Donorojo, Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, 

Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro; 

3. Angin Topan: Pacitan, Kebonagimg, Bandar dan Sudimoro; 

4. Kebakaran: Pringkuku, Padtan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar dan 

Tulakan; 

5. Tanah Ambles: Arjosari; 

6. Pohon Tumbang: Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo dan Tulakan; 

7. Rumah Robob: Bandar. 

2.1.4 Demografi 

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 5 Tabun terakhir disajikan dalam 

beberapa tabel, sebagai berikut: 

Paraf HietsrKi 

r 

Aslsten 
i } Kabag 

uMuBL 

y 
\ 
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Tabel 2.12 
Jumlah Desa, Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk, Rata-rata Penduduk Per Desa dan 

Kepadatan Penduduk Per KmZTahun 2011-2014 
Kabupaten Pacitan 

Kecamatan Jumlah Desa 
T 1 1 9 o 

Kecamatan 
a. » ^ i a i a « i*Bt 

(Km2) 

Jumlah 
Penduduk 

T7rtfrrt v^lrt 

K a t a - r a i a 
Pxi H H I I H I I L ' 

Per Desa 

Kepadatan 
1 c I l Q U U U K 

(Oramr/Km^l 
a) (2) (3) (4) (5) <6) 

010. Donorojo 12 109,09 40.446 3.371 371 
020. Punung 13 108,81 37.521 2.886 345 
030. Pringkulu 13 132,93 31.977 2.460 241 
040. Pacitan 25 77,11 76.537 3.061 993 
050. Kebonagimg 19 124,85 45.542 2.397 365 
060. Arjosari 17 117,06 41.672 2.451 356 
070. Nawangan 9 124,06 52.734 5.859 425 
080. Bandar 8 117,34 46.017 5.752 392 
090. Tegalombo 11 149,26 55.900 5.082 375 
100. Tulakan 16 161,62 86.994 5.437 538 
110. Ngadirojo 18 95,91 49.017 2.723 511 
120. Sudimoro 10 71,86 35.119 3.512 489 
Jumlah Tahun 2014 171 1.389,87 599.476 3.506 431 
Tahun 2013 171 1.389,87 599.939 3.508 432 
Tahun 2012 171 1.389,87 586.595 3.430 422 
Tahun 2011 171 1.389,87 586.276 3.429 422 
Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan 

Jumlah penduduk beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 

2011 sebesar 586.276 orang dan mengalami peningkatan menjadi 599.939 orang pada taliun 2013. 

Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 599.476 orang. Kepadatan penduduk 

Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebesar 431 jiwa/Km^. Kepadatan penduduk paling tinggi adalah 

Kecamatan Pacitan sebagai ibukota kabupaten yang mencapai 993 jiwa/Km^, hal ini sangat jauh 

bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara 

241-538jiwa/Km2 

Tabel 2.13 
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2014 

Kabupaten Pacitan 

PenduduVPopulalion 
Laju Pertumbuhan 

Penduduk Per Tahun 
Kecamatan 

2013 2014 2013-2014 

(1) (2) (3) (4) 

010. Donorojo 40.776 40.446 -0,81 
020. Punung 37.538 37.521 -0,05 
030. Pringkulu 31.945 31.977 0,10 
040. PaciUn 76.512 76.537 0,03 
050. Kebonagung 45.481 45.542 0,13 

060. Arjosari 41.338 41.672 0,81 
070. Nawangan 52.578 52.734 0,30 
080. Bandar 46.129 46.017 -0,24 
090. Tegalombo 55.842 55.900 0,10 
100. Tulakan 87.032 86.994 -0,04 
110. Ngadirojo 49.213 49.017 -0,40 
120. Sudimoro 35.555 35.119 -1,23 

Jumlah 599.939 599.476 -0,08 
Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan 
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Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada Tahun 2014 terdiri dari laki-laki sebesar 298,315 

jiwa dan perempuan sebesar 301.161 jiwa. Laju penduduk dari Tahun 2013 ke 2014 sebesar -0,08. 

Tabel 2.14 
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2011-2014 

Kabupaten Pacitan 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio Kecamatan 
Qiwa) Qiwa) Qiwa) (%') 

(2) (3) (4) (3) 
010. Donorojo 19.75/ 20.689 40.446 95,50 
ozu. 1 unung loAoy iy.U52 37.521 96,94 
\)o\j. 1 rmgKUiu 15.U95 16.882 31.977 89,41 
fl4n Parifan 1R nai /0.53/ 90,02 
050. Kebonagung 23.216 22.326 45.542 103,99 
060. Arjosari 20.843 20.829 41.672 100,07 
070. Nawangan 26.388 26.346 52.734 100,16 
080. Bandar 23.113 22.904 46.017 • 100,91 
090. Tegalombo 27.772 28.128 55.900 98,73 
100. Tulakan 43.636 43.358 86.994 100,64 
110. Ngadirojo 24.416 24.601 49.017 99,25 
120. Sudimoro 17.569 17.550 35.119 100,11 

Jumlah Tahun 2014 298,315 301.161 599.476 99,05 
Tahun 2013 298.053 301.886 599.939 98,73 
Tahun 2012 291.550 295.045 586.595 98,82 
Tahun 2011 291.498 294.778 586.276 98,89 

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan 

Menurut hasil Registrasi Penduduk Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 

599.476 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 298.315 jiwa (49,76 persen) dan perempuan sebesar 

301.161 jiwa (50,24 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,05 persen. Hal ini berarti bahwa 

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Sedangkan menurut hasil 

Sensus Penduduk 2010 (SP2010), jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 540.881 jiwa. 

Tabel 2.15 
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2014 

Kabupaten Pacitan 

Kelompok Umur 
Laki-Laki 

Jiwa) 
Perempuan 

Oiwa) 
Jumlah 
(Jiwa) 

(1) (2) (3) (4) 
0 - 4 22.407 17.419 39.826 
5 - 9 21.572 22.428 44.000 

10-14 23.389 24.476 47.865 
15-19 24.926 18.469 43.395 
20-24 15.127 20.527 35.6S1 
2 5 - 2 9 23.105 18.448 41.553 
30 -34 20.960 19.659 40.619 
3 5 - 3 9 19.196 22.191 41.387 
40 -44 24.471 22.555 47.026 
4 5 - 4 9 22.294 25.191 47.485 
50-54 22.307 19.714 42.021 
55-59 15.355 16.598 31.953 

60-64 15.098 16.080 31.178 
65+ 28.108 37.406 65.514 

Jumlah 298.315 301.161 599.476 
Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan 
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Berdasarkan komposisi umumya, penduduk Kabupaten Padtan sebanyak 402.271 jiwa berada 

pada usia produktif yaitu berusia 15-64 tahun atau sebesar 67,10 persen. Sementara itu, penduduk 

berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu berdasarkan hasil sensus 

penduduk Tahun 2010 paling banyak bekerja di lapangan usaha pertanian tanaman pangan yaitu 

sebanyak 203.998 orang dan diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 15.897 

orang. 

Tabel 2.16 
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu 

Yang Lalu Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Utama 
Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Pacitan 

Kecamatan 
Lapangan Usaha Utama 

Kecamatan 1 2 3 4 5 6 
(V (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

010. Donorojo 13.097 35 7 544 31 5.806 
020. Punung 18.680 32 10 115 103 104 
030. Pringkulu 13.594 21 221 961 49 266 
040. Pacitan 10.500 66 611 368 652 779 
050. Kebonagung 18.682 36 210 113 159 5.287 
060. Arjosari 16.185 45 16 507 119 173 
070. Nawangan 14.181 1.066 39 5.721 2.012 202 
080. Bandar 17.893 68 21 738 474 105 
090. Tegalombo 21.296 99 91 544 758 187 
100. Tulakan 27.782 1.249 102 1.323 1.147 2.604 
110. Ngadirojo 18.639 458 276 1.818 623 350 
120. Sudimoro 13.469 492 53 1.373 168 34 

Jumlah 203.998 3.667 1.657 14.125 6.295 15.897 
Sumber Data: BPS Kabupaten Pacitan 
Catatan: *) 
1. Pertanian Tanaman Pangan 
2. Perkebunan 
3. Perikanan 
4. Petemakan 
5. Pertanian Lain 
6. Industri Pengolahan 

Sekda r 
Asisten 

. Kat»g 
1 ddVum 

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-

indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan 

olahraga. 

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk 

menciptakan nilai tambah pada satu waktu tertentu. Penyajian PDRB menurut sektor dirinci 

menurut total nilai tambah dari 17 sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, kehutanan, 

perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; 

pengadaan air, pengelolaan sampah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan 

pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa 

keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, peitahanan; jasa 

nPTididikan: iasa kpsphafnr. H;in kegiatan sosial; jasa lainnya. Nilai PDRB Kabupaten Pacitan tahim 
r Psral Koordinas 

SKPD/ Bagian Pemrakarsa 
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2014 baik atas dasar harga berlaku maupim atas dasar harga konstan 2010, mengalami kenaikan di 

bandingkan dengan tahun 2013. Data PDRB ADHB sebagaimana tabel 2.17 dan PDRB ADHK 

(2010) Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel 2.18 sebagai berikut: 

Tabel 2.17 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 

Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan 
(Rp.000.O0O,OQ) 

Sektor Tahun Sektor 
2013* 2014** 

(1) (2) 131 
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN 2.853.202,20 3.205.937,20 
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 543.347,00 619.434,50 
C INDUSTRI PENGOLAHAN 638.930,10 703.833,80 
D LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 2.912,90 3.001,80 
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH 8.766,50 9.556,40 
F KONSTRUKSI 1.402.753,40 1.587.605,70 
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 1.518.502,60 1.669.333,70 
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 188.539,60 217.275,00 
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 174.723,40 200.978,50 
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI 521.087,70 563.524,00 
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 178.491,50 20X167,00 
L REAL ESTATE 146.606,70 160.16130 

M,N JASA PERUSAHAAN 25.385,30 27.659,10 
0 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 433.223,10 446.622,90 
P JASA PENDIDIKAN 451.339,50 509.039,70 
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 83.892,90 95.619,70 

R , S , T , U JASA LAINNYA 243.961,30 276.807,00 
JUMLAH/TOTAL 9.415.665,57 10.493.617,43 

Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 
* Angka Diperbaiki 

Angka Sementara 

Tabel 2.18 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan 
2010 

Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 
* Angka Diperbaiki 
** Angka Sementara 
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(Rp.oao.000,00) 

Sektor 
Tahun 

Sektor 
2013* 2014** 

(1) (2) (3) 
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN X306.121,00 2.39X241,20 
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 497.298,50 516.399,10 
C INDUSTRI PENGOLAHAN 564 622,20 590.005,40 
D LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 3.331,10 3.424,20 
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH 7.845,00 8.072,40 
F KONSTRUKSI 1.182.250,10 1.239.596,90 
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 1.366.145,60 1.456.620,10 
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 176.665,90 195.994,10 
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 154.615,50 167.569,00 

J INFORMASI DAN KOMUNIKASI 505.967,90 544.065,40 
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 150.879,20 161.881,30 
L REAL ESTATE 133.87530 143.474,20 

M,N JASA PERUSAHAAN 22.417,00 23.901,60 

0 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 383.013,80 386.725,60 

P JASA PENDIDIKAN 39X604,00 420.610,50 

Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 76.925,50 83.109,90 

R , S , T , U JASA LAINNYA 228.591,40 243.882,10 

JUMLAH/TOTAL 8.153.169,20 8.577.575,99 
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PDRB ADHB tahun 2014 sebesar 10.498,62 milyar rupiah meningkat sebesar 11,50% dari tahun 

2013, sedangkan PDRB ADHK (2010) tahun 2014 meningkat menjadi 8.577,52 milyar rupiah atau 

sebesar 5,21% dari tahun 2013. PDRB tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar 

harga konstan, penyiunbang terbesar adalah sektor pertanian, masing-masing sebesar 3.205,94 

milyar rupiah dan 2.392,24 milyar rupiah. Bila dilihat peranan masing- masing sektor terhadap 

PDRB ADHB, sektor pertanian memberikan distribusi yang terbesar, yaitu sebesar 30,5%. 

Distribusi terkecil berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 0,03%. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padtan dapat dilihat dari indeks berantai atas dasar harga 

konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahim 2014 sebesar 5,21. Nilai ini turun 

sebesar 0,61 poin dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,82. Bila dilihat menurut per sektor, laju 

pertumbuhan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,94. Bila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat perbedaan percepatan pertumbuhan, dengan 

sektor jasa keuangan dan asuransi di tahun 2013 merupakan sektor tertinggi pertumbuhannya 

yaitu sebesar 12,3. Berikut adalah gambar laju pertumbuhan ekonomi dan tabel pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Pacitan. 

Grafik 2.1 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014 

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

Sekda 

Atisten 

Tabel 2.19 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dan 2014 

Sektor 
Tahun 

Sektor 
2013* 2014** 

(1) (2) (3) 
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN 2,47 3,73 

B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3,87 3,84 

C INDUSTRI PENGOLAHAN 4,86 4,50 

D LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 3,86 2,79 

£ PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH 7,83 2,90 

F KONSTRUKSI 7,07 4,85 

G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 8,57 6,62 

H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 9,96 10,94 

I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 8,61 833 

J INFORMASI DAN KOMUNIKASI 9,64 7,53 

K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 1230 7,29 
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Sektor 
Tahun 

Sektor 
2013* 2014** 

(1) (2) (3) 
L REAL ESTATE 7,58 7,17 

JASA PERUSAHAAN 0,t>4 
0 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 2,04 0,97 
P JASA PENDIDIKAN 9,36 7,13 

Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 9,61 8,04 
R , S , T , U JASA LAINNYA 6,19 6,69 

JUMLAH/TOTAL 5,82 5,21 

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 
* Angka Diperbaiki 
** Angka Sementara 

2.2.1.2 Laju Inflasi Kabupaten Pacitan 

Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Padtan tahun 2010 sebesar 7,11%, angka ini bergerak naik 

turun selama 5 tahun terakhir dan tahun 2014 sebesar 7,64%. Berikut adalah grafik laju inflasi 

Kabupaten Pacitan. 

Grafik 2.2 
Laju Inflasi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014 
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Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur per Desember 2014 yaitu sebesar 7,77, maka 

inflasi Kabupaten Pacitan sebesar 7,64 masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan untuk inflasi nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi nasional 

pada Tahun 2014 mencapai 8,36%. Angka ini tentu berada jaidi diatas angka inflasi Pacitan pada 

tahun 2014. 

2.2.1.3 Pendapatan Per Kapita (Rupiah) 

Pendapatan per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk. 

Pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan gambaran 

tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu atau perbandingannya dengan 

daerah lain. 
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PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun 2011 mencapai Rp.13.958.673,00 dan 

meningkat menjadi Rp,19,l05.764,00 pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata 36,87% per tahun. 

Berikut adalah grafik Pendapatan Per Kapita dalam Rupiah Kabupaten Pacitan: 

Grafik 2.3 
Pendapatan Per Kapita (Rupiah) Tahun 2011 - 2014 

Kabupaten Pacitan 
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Sumber: BPS Kabupaten Pacitan,tahun 2015 

2.2.1.4 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang dihitung 

dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan)%. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah 

pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan 

konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. 

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar {basic 

needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase 

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 

Data persentase penduduk miskin dan penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Pacitan 

disajikan pada grafik berikut: 

Grafik 2.4 
Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 
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Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 
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Dari Grafik 2.4 di atas tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan pada tahim 2010 sebesar 19,50%, 

tahun 2011 sebesar 18,13%, tahun 2012 sebesar 17,23%, tahun 2013 sebesar 16,66%, dan pada tahun 

2014 sebesar 16,18%, atau selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, persentase 

penduduk miskin mengalami penunman sebesar 3,32%. Angka tersebut masih jauh di alas tingkat 

kemiskinan nasional (10,96%) maupun Provinsi Jawa Timur (12,28%). Artinya penduduk di atas 

garis kemiskinan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2014 sebesar 83,82%. 

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 

IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2011 yaitu 

sebesar 62,03, tahun 2012 menjadi sebesar 62,94, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 63,38, dan 

tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 63,81. Perhitungan ini didasarkan pada formula 

perhitungan IPM yang baru yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama 

Sekolah dan Pengeluaran Per-Kapita Per Tahun. Berikut kami sajikan grafik perkembangan IPM 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 s/d 2014. 

Grafik 2.5 
Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014 

Sumben BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015 

Grafik 2.6 
Persandingan IPM Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional 
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2.2.1.6 Angka Kriminalitas 

Angka Kriminalitas di Kabupaten Pacitan pada tahim 2014 dan tahun 2015 sebesar 1,6% 

mengalami penurunan 0,6 dibanding capaian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu 

sebesar 2,2. Kasus tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 143 kasus dan di tahun 

2015 sebanyak 123 kasus. Berikut adalah grafik angka kriminalitas di Kabupaten Pacitan. 

Grafik 2.7 
Angka Kriminalitas Tahun 2011 - 2015 
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Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.2.1 Pendidikan 

a. Angka Melek Huruf 

Indikator angka melek huruf pada awal periode tahun 2011 adalah 91,6%. Indikator ini mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dimana pada akhir tahun 2015 mencapai 92,83%. 

Capaian kinerja angka melek huruf didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar 

paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fimgsional, mengadakan beberapa pelatihan kecakapan 

hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-

kursus yang ada di Kabupaten Pacitan. Maka capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2015 

mencapai 92,83%. Berikut adalah grafik angka melek huruf Kabupaten Pacitan: 

Grafik 2.8 
Angka Melek Huruf (%)Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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Paraf Hrerartl 

Sekda 

b. Angka Harapan Lama Sekolah 

Indikator harapan lama sekolah pada tahun 2011 mencapai 11,03 tahun, kondisi ini mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 meningkat menjadi 11,35 tahun, 2013 

menjadi 11,41 tahun, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,61 tahun. Berikut adalah grafik 

harapan lama sekolah tahim di Kabupaten Pacitan 2011-2014: 

Grafik 2.9 
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015 

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 adalah 6,10 tahun. Indikator ini mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 6,43 

tahun. Berikut adalah grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pacitan: 

Grafik 2.10 
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014 
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, lahun 2015 

d, Angka Partisipasi Kasar 

Indikator angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A pada awal periode tahun 2011 adalah 103,10%. 

Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 

mencapai 103,12%. Indikator angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B pada awal periode tahun 

2011 adalah 97,25%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2015 

tercatat 98,62%. Indikator angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C pada awal periode 

tahun 2011 adalah 68,05%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi 

sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 71,54%. Berikut adalah tabel angka partisipasi kasar 

K|tbupaiui^3faiki^,si 
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T a b e l 2.20 
A n g k a Partisipasi Kasar (%)Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

APK SD/MI/Paket A 103,1 103,11 103,1 103,11 103,12 
APK SMP/MTs/Paket B 97,25 97,34 97,45 97,91 98,62 

APK SMA/SMK/MA/Paket C 68,05 68,35 69,09 70,15 71,54 
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

e. A n g k a P e n d i d i k a n Y a n g Ditamatkan 

Kualitas penduduk suatu daerah dapat diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. 

Komposisi penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan yang 

ditamatkan menunjukkan b a h w a persentase terbesar adalah tamat SD/sederajat yaitu mencapai 

174.421 j i w a atau 36,72%. Sedangkan yang tamat SLTP/sederajat mencapai 100.465 j iwa atau 

21,15%. A d a p u n penduduk dengan tamatan perguruan tinggi baru berjumlah 20.678 j iwa atau 435 . 

T a b e l 2.21 
B a n y a k n y a P e n d u d u k U s i a 10 T a h u n ke Atas Menurut P e n d i d i k a n Y a n g Ditamatkan 

T a h u n 2014 Kabupaten Pacitan 

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah Prosentase 

Tdk/belum pernah sekolah 5.495 23.767 29.262 6,16 

Tdk/belum tamat SD/sederajat 44.193 41.874 86.067 18,12 

Tamat SD/sederajat 86.752 87.669 174.421 36,72 

1 amat S L l P/ sederajat 43.595 56.870 100.465 21,15 

Tamat SMU/ sederajat 21.062 13.403 34.465 7,26 

Tamat SM Kejuruan 19.107 10.487 29.594 6,23 

Tamat Perguruan Tinggi 9.726 10.952 20.678 4,35 

Jumlah 229.930 245.022 474.952 100 

Sumber; BPS Kabupaten Pacitan,tahun 2015 

f, A n g k a Partisipasi M u r n i 

Indikator angka partisipasi m u m i S D / M I / P a k e t A pada a w a l periode tahun 2011 adalah 98,21%. 

Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 

mencapai 99,03%. 

Indikator angka partisipasi m u m i S M P / M T s / P a k e t B pada awal periode tahun 2011 adalah 

82,49%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan 

akhir tahun 2015 mencapai 85,14%. 

Indikator angka partisipasi m u m i S M A / S M K / M A / P a k e t C pada awal periode tahim 2011 adalah 

54,5%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir 

tahun 2015 mencapai 60,44%. Berikut adalah tabel angka partisipasi m u r n i Kabupaten Pacitan: 
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Tabel 2.22 
Angka Partisipasi Mumi (%)Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 
APM SD/MI 98,21 98,91 98,91 98,99 99,03 
APM SMP/MTs 82,49 82,72 82,81 84,23 85,14 
APM SMA/SMK/MA/Paket C 54,5 55,38 55,56 59,86 60,44 
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.2.2.2 Kesehatan 

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka 

kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara 

kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor 

endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka 

kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, 

misalnya program pemberian pil besi dan stmtikan anti tetanus. AKB dihitung dengan jumlah 

kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada 

tahun yang sama. 

Angka kelangsimgan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 

tahun. Angka kelangsungan hidup bayi sama dengan 1000 kelahiran bayi dalam kurun waktu 

setahun dikurangi AKB. 

Tabel 2.23 
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2010-2015 

Kabupaten Pacitan 

No Indikator 
Tahun 

No Indikator 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Angka kematian bayi per 1000 
kelahiran hidup 12,38 11,57 11x4 9,98 8,86 8,41 

2 Angka kelangsungan hidup bayi 987,62 988,43 988,6 990,02 991,14 991,84 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan angka kelangsungaji hidup bayi 

pada tahun 2015 dibandingkan tahim-tahun sebelumnya, sehingga Angka Kelangsungan Hidup 

Bayi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dari 1000 bayi yang dilahirkan sebanyak 991 bayi yang 

dapat terus hidup. 
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b. Angka Kematian Ibu 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan 

perempuan. Berdasarkan data tahim 2011 sampai dengan 2015 nilai AKI fluktuatif dari waktu ke 

waktu, sehingga upaya untuk melanjutkan target tujuan pembangunan millenium masih 

membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Berikut adalah tabel 

perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 
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Tabel 2.24 
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Angka Kematian Ibu 105,17 95,01 133,03 118,17 76,42 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Angka Usia Harapan Hidup 

Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup masyarakat yang 

merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

peningkatan angka usia harapan hidup pada tahun 2010-2014 sebesar 0,33, dari 70,42 tahim pada 

tahun 2010 menjadi 70,75 tahun pada tahun 2014. 

Grafik 2.11 
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014 

Kabupaten Pacitan 

Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015 

d. Prevalensi Balita Gizi Buruk 

Indikator prevalensi balita gizi buruk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,14 mengalami 

fluktuatif sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,25. 

Capaian selalu mencapai target <1 per 1000 balita. Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten 

Padtan berhasil menjaga Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk tetap di bawah <1 per 1000 balita, 

sehingga target nasional telah terpenuhi. Berikut adalah grafik persentase gizi buruk Kabupaten 

Pacitan. 

Grafik 2.12 
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Paraf Hierarki 

Sekda r 
Asisten 

ft 
^dbaq 

ParaTnoorimas) 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkait: 
1 
1 

Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 ' 



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.2.2.3 Pertanahan 

a. Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan 

Indikator persentase penduduk yang memiliki lahan bertujuan untuk memperlihatkan proporsi 

penduduk Padtan yang memiliki lahan. Namun data yang dipublikasikan oleh BPS tidak 

menggunakan indikator tersebut melainkan data banyaknya produk sertifikat menurut jenis 

sertifikat selama beberapa tahim terakhir. Dengan demikian, untuk menyajikan kepemilikan lahan 

di Padtan digunakan indikator Banyaknya Produk Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat. Berdasarkan 

data yang dipublikasikan oleh BPS, pada Tahun 2010 hak milik (perorangan) sebanyak 2.884 

sertifikat meningkat menjadi 9.801 sertifikat pada tahun 2013 dan tahun 2014 turun menjadi 7.002 

produk sertifikat. Selengkapnya banyaknya produk sertifikat menurut jenis sertifikat dapat dilihat 

dalam tabel: 

Tabel 2.25 
Banyaknya Produk Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat Tahun 2010 - 2014 

Kabupaten Pacitan 

Jenis Sertifikat Tahun Jenis Sertifikat 2010 2011 2012 2013 2014 
Hak Milik (Perorangan) 2.884 4.458 7.799 9.801 7.002 
Hak Guna Bangunan 1 5 4 146 2 
Hak Fakai (Instansi) 15 31 80 7 
Wakaf 9 5 51 25 

Sumber Data: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

2.2.2.4 Ketenagakerjaan 

a. Persentase Penduduk Yang Bekerja 

Indikator kinerja persentase penduduk yang bekerja pada awal periode tahun 2011 mencapai 98,46 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai tahun 2015 mencapai 98,78. 

Berikut adalah tabel persentase penduduk yang bekerja di Kabupaten Pacitan. 

Tabel 2.26 
Persentase Penduduk Yang Bekerja Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Persentase penduduk yang bekerja 98,46 98,98 99,01 98,92 98,78 

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan 

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup 

manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang 

sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak 

mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing 

untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera 
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2.2.3.1 Kebudayaan 

a. Jumlah Grup Kesenian 

Indikator Kmerja Jumlah grup kesenian pada awal periode tahim 2011 mencapai 18 grup 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 45 

grup kesenian. Berikut adalah tabel jumlah grup kesenian di Kabupaten Pacitan. 

Tabel 2.27 
Jumlah Grup Kesenian Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah grup kesenian 18 24 25 35 45 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Jumlah Gedung Kesenian 

Indikator Kineija jumlah gedung kesenian pada awal periode tahun 2011 mencapai 1 buah gedung 

kesenian dan bertambah 1 gedung lagi pada tahun 2014, sehingga kondisi sampai dengan tahun 

2015 mencapai 2 buah gedung kesenian. Berikut adalah tabel gedung kesenian Kabupaten Pacitan: 

Tabel 2.28 
Jumlah Gedung Kesenian Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Gedung kesenian 1 1 1 2 2 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga 

a. Jumlah Grup Olahraga 

Indikator kinerja jumlah grup olahraga pada tahun 2011 mencapai 80 grup olahraga dan pada 

tahun 2015 mencapai 138 grup olahraga. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan 

sebanyak 58 grup olahraga. Berikut adalah tabel jumlah grup olahraga Kabupaten Pacitan: 

Tabel 2.29 
Jumlah Grup Olahraga Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Grup Olahraga 80 80 137 137 138 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Itaga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Jumlah Gedung Olahraga 

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 mencapai 64 unit yang tersebar di 

seluruh wilayah Kabupaten Padtan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan gedung 

olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tahun 2011 sebanyak 3 unit gedung olahraga 

dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7 unit gedung olahraga. Selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun terjadi peningkatan pengelolaan sebanyak 4 gedung olahraga. Selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 2.30 sebagai berikut: 
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Tabel 2.30 
Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Gedung Olahraga 3 4 4 7 7 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3 Aspek Pelayanan Umum 

Aspek pelayanan umum merupakan aspek kedua dari tiga aspek pada indikator kinerja kunci 

yang tercantum pada Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Aspek pelayanan umum memberikan 

gambaran kinerja pemerintah dalam melayani penduduknya. Aspek pelayanan umum dibagi 

menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, keduanya akan dijabarkan dibawalt ini. 

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 

Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai urusan pelayanan wajib di suatu daerah, 

penyelenggaraan urusan wajib ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pacitan berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Bagian dari urusan wajib seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, 

perumahan, perhubungan, lingktmgan hidup, pertanahan, dan lain sebagainya. 

2.3.1.1 Pendidikan 

a. Pendidikan Dasar 

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. 

APS SD/MI tahun 2015 dengan kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,99%, dan APS SMP/MTs 

dengan kelompok umur 13-15 tahun sebesar 90,07%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 0,01% 

anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Pacitan saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Jumlah anak 

umur Sekolah Dasar yang tidak bersekolah tersebut tetap selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, 

anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 9,93%. 

Sehingga ini memberikan gambaran bahwa tugas pemerintah masih cukup berat untuk 

mensukseskan program wajib belajar 9 tahim di masa datang. 

Indikator angka partisipasi sekolah kelompok usia 7-12 tahun pada awal periode tahun 2011 

adalah 100,57%. Indikator ini selalu mencapai target setiap tahunnya, dengan kondisi sampai 

dengan akhir tahun 2015 mencapai 99,99%. 

Indikator angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun pada awal periode tahun 2011 

adalah 86,22%. Indikator ini selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai 

dengan akhir tahun 2015 mencapai 90,07%. Berikut adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah 

Kabupaten Pacitan. 
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T a b e l 2.31 
A n g k a Partisipasi Sekolah (APS) T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Angka Partisipasi Sekolah (%) 2011 2012 2013 2014 2015 
Kelompok usia 7 - 1 2 tahun 100,57 99,99 99,99 99,99 99,99 
Kelompok usia 13 - 1 5 tahun 86,22 88,33 89,17 89,95 90,07 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2, Rasio Ketersediaan SekolaiV P e n d u d u k U s i a Sekolah 

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah 

penduduk usia sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua 

penduduk usia pendidikan dasar. Kondis i rasio ketersediaan sekolah dapat dililiat pada tabel 

berikut: 

T a b e l 2.32 
Rasio Ketersediaan Sekolah/ P e n d u d u k U s i a S e k o l a h T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Sekolah SD 420 417 417 416 416 

Jumlah Sekolah MI 104 104 103 104 107 

Jumlah Sekolah SD/MI 524 521 520 520 523 

Jumlah Sekolah SMP 77 69 71 72 72 

Jumlah Sekolah Mts 38 47 51 51 51 
Jumlah Sekolah SMP/MTs 115 116 122 123 123 

Penduduk Usia S D / M I (7-12 tahun) 48.472 46.710 45.654 44.591 44.608 

Penduduk Usia SMP/MTs (13-15 tahun) 26.960 27.316 27.188 25.962 25.269 

Rasio ketersediaan sekolalVp enduduk 
usia sekolah SD/MI 

108,10 111,54 113,90 116,62 117,24 

Rasio ketersediaan sekoIalVpenduduk 
usia sekolah SMP/MTs 

42,66 42,47 44,87 47,38 48,68 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Melihat tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikan dasar 

Kabupaten Pacitan sampai tahun 2015 tercatat perkembangannya cenderung meningkat, hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia S D dan S M P dapat diimbangi dengan pertambahan 

jumlah sekolah pendidikan dasar. 

3. Rasio G u r i ^ M u r i d 

Rasio g u r u / m u r i d bertujuan untuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur 

jumlah ideal murid xmtuk setiap guru. Rasio g u r u / m u r i d dapat dilakukan perhitungan untuk 

mencapai standar kualitas pendidikan yang baik. 

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid 

adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini 

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal 

murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap 

murid untuk pendidikan dasar pada Kabupaten Pacitan dengan periode tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015. 
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Tabel 2.33 
Rasio Guru/Murid Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio guru/ murid S D / M I 116 110 107 120 118 
Rasio guru/ murid SMP/MTs 91 100 101 109 108 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Indikator rasio guru dan murid SD/MI pada awal periode tahim 2011 adalah 116. Indikator ini 

mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 dan 2013 menurun di angka 

110 dan 107, namun meningkat pada tahun 2014 dan sampai dengan akhir taliun 2015 mencapai 

118. Indikator rasio guru dan murid SMP/MTs pada awal periode tahun 2011 adalah 91 Indikator 

ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 

108. 

b. Pendidikan Menengah 

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. 

APS SMA/MA/SMK tahun 2011 kelompok umur 16-18 sebesar 67,59%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat 32,41% anak umur 16-18 tahun di Kabupaten Pacitan saat ini sedang lidak aktif 

bersekolah. Jumlah anak umur SMA/MA/SMK yang tidak bersekolah tahun 2012 menurun 

menjadi 32,11%, pada tahun 2013 menjadi 30,9% dan tahun 2014 kembali menurun menjadi 29,82%, 

dan pada tahun 2015 turun menjadi 29,09%. Walau terus mengalami penurunan, namun masih 

menjadi tugas berat pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan 

sangat penting guna kemajuan masyarakat. Angka partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun 

pada tahim 2015 sebesar 70,91%, mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari capaian tahun 2014. 

Berikut adalah grafik angka partisipasi sekolah pendidikan menengah Kabupaten Pacitan. 

Grafik 2.13 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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T a b e l 2.34 
Rasio Ketersediaan SekolalV P e n d u d u k U s i a Sekolah T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Sekolah SMA 10 9 9 9 10 

Jumlah Sekolah SMK 25 26 27 29 31 

Jumlah Sekolah MA 14 16 16 17 22 

Jumlah Sekolah S M A dan M A 49 51 52 55 63 

Penduduk Usia 16-18 23??? 26772 25756 28324 27225 

Rasio Ketersediaan Sekolah/Fenduduk 
Usia Sekolah 

21,10 19,05 20,19 19,42 23,14 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Melihat tabel diatas, rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikan menengah 

Kabupaten Pacitan terlihat trend yang fluktuatif dari tahtm 2011 hingga tahun 2015, yaitu 21,10 

pada tahtm 2011, turun menjadi 19,05 pada tahim 2012, meningkat menjadi 20,19 pada tahun 2013, 

dan kembali m e n u n m pada tahun 2014 menjadi 19,42 dan meningkat d i tahun 2015 menjadi 23,14. 

H a l ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk usia 16-18 tahun masih dapat diimbangi 

oleh pertambahan jumlah sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Pacitan, walaupun rasio 

tersebut masih dapat ditingkatkan apalagi mulai tahun 2017 pendidikan menengah menjadi 

kewenangan Pemerintah Provinsi . 

3. Rasio G u r u Terhadap M u r i d 

Rasio g u r u / m u r i d bertujuan tmtuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur 

jumlcih ideal murid tmtuk setiap guru. Rasio g u r u / m u r i d dapat di lakukan perliitungan untuk 

mencapai standar kualitas pendidikan yang baik. 

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid 

adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1000 jumlah m u r i d pendidikan menengah. 

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah 

ideal murid tmtuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah tabel rasio guru 

terhadap murid xmtuk pendidikan menengah pada Kabupaten Pacitan dengan periode 2011- 2015: 

T a b e l 2.35 
Rasio G u r u Terhadap M u r i d T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio guru / murid SMA 77 73 71 75 77 

Rasio guru / murid SMK 80 99 99 105 105 

Rasio guru / murid M A 166 145 132 154 185 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Indikator rasio guru dan m t n i d S M A pada a w a l periode tahun 2011 adalah 77. Indikator ini 

mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahtm 2012 menjadi 73, pada tahun 2013 

menjadi 71, tahun 2014 menjadi 75 dan akhir tahun 2015 mencapai 77. Indikator rasio guru dan 
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murid SMK pada awal periode tahun 2011 adalah 80. Indikator ini selalu meningkat setiap 

tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 105. Indikator rasio guru dan 

murid MA pada awal periode tahun 2011 adalah 166. Indikator ini juga mengalami perkembangan 

yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 menjadi 145, tahun 2013 , menjadi 132, tahun 2014 

meningkat menjadi 154 dan sampai dengan akhir tahim 2015 mencapai 185. 

c. Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu 

diperhatikan. Karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik 

siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas 

yang sangat penting diperhatikan adalah kondisi bangunan sekolah secara baik. 

Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran 

penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegarn. Dalam kerangka 

tersebut, prasarana pendidikan mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran pembangunan 

seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 

Grafik 2.14 
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%) Tahun 2010 - 2014 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Indikator kondisi ruang kelas baik imtuk jenjang SD/MI pada tahun 2011 adalah 79,8%. Indikator 

ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 

95,98%. 

Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada awal 

periode tahun 2011 masing-masing adalah 87,14%, dan 8632%. Indikator ini selalu meningkat 

setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 94,71 untuk 

SMP/MTs, dan 92,81 untuk SMA/SMK/MA. 

Tabel 2.36 
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik 87,14 87,58 88,34 93,34 94,71 

Sekolah SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 8 6 3 2 89,1 88,31 91,21 92,81 

Sumben Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahim 2016 
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d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar 

yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal. 

Tabel 2.37 
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 50,3 52,07 52,54 57,85 63,02 
Sumben Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD pada awal periode tahun 2011 adalah 50,3%. Indikator ini 

selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahtm 2015 mencapai 63,02%. 

Namtm bila dengan rumus perhitungan baru, dimana angka penyebut yang sebelumnya 

menggunakan penduduk usia 0 - 6 tahun menjadi penduduk usia 3 - 6 tahun maka APK PAUD 

menjadi 75,81%. 

e. Angka Putus Sekolah 

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 

Indikator angka putus sekolah SD/MI pada awal periode tahun 2011 adalah 0%. Indikator ini 

mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan 

menjadi 0,18%, tahun 2013 menjadi 0,06%, tahun 2014 dan 2015 menjadi 0%. Berikut adalah grafik 

angka putus sekolah SD/MI: 

Grafik 2.15 
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumben Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 

Indikator angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2011 adalah 0,22%. Indikator ini mengalami 

perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 mencapai 0,66%, tahun 2013 mencapai 

0,56%, tahun 2014 mencapai 0,26% dan tahun 2015 mencapai 0,19% untuk SMP/MTs. Berikut 

adalah grafik angka putus sekolah SMP/MTs: 
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Grafik 2.16 
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

0,8 n 
0,6 -
0,4 -
0,2 -

0 -

- K i L 5 6 

— — • 0,19 

2011 2012 
1 1— 

2013 2014 2015 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 

Indikator angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah 1,22%. Indikator ini selalu 

mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

0,22%. Berikut adalah grafik angka putus sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten Pacitan tahun 2011 -

2015: 

Grafik 2.17 
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015 
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

f. Angka Kelulusan 

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang 

pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan imtuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah, 

1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 

Indikator angka kelulusan sekolah SD/MI pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 

100%. Indikator tersebut dapat dipertahankan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 

2015 mencapai 100%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SD/MI tahun 2011 - 2015: 

Grafik 2.18 
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
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2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 

Indikator angka kelulusan sekolah SMP/MTs pada awal periode tahun 2011 masing-masing 

adalah 100%. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 

mencapai 99,46%, tahun 2013 mencapai 99,83%, tahun 2014 mencapai 99,34% dan Tahun 2015 

mencapai 100%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SMP/MTs tahun 2011 - 2015 : 

Grafik 2.19 
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

3. Angka Kelulusan (AL) S M A / S M I ^ A 

Indikator angka kelulusan sekolah SMA/SMK/MA pada awal periode tahun 2011 masing-masing 

adalah 99,78%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan 

akhir tahtm 2015 mencapai 99,99%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 

2011 hingga tahun 2015. 

Grafik 2.20 
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMI^MA (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 

Indikator angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, pada awal periode tahun 2011 masing-

masing adalah 99,85%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai 

tahun 2015 mencapai 100,27%. Berikut adalah grafik angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke 

SMP/MTs tahun 2011 - 2015: 
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Grafik 2.21 
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumben Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMI^MA 

Indikator angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada taliun 2011 adalah 67,36%. 

Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 

mencapai 80,22%. Berikut adalah grafik angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke 

SMA/SMK/MA dari tahun 2011 hingga tahun 2015 : 

Grafik 2.22 
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMI^MA (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

6. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-l/D-IV 

Standar kualitas pendidik yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi murid didiknya. Standar 

pendidik atau guru saat ini adalah Sarjana atau Diploma IV. Pemerintah pusat saat ini melakukan 

sertifikasi terhadap guru, program tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengajar. 

Indikator guru yang memenuhi kuaUfikasi akademik untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan 

SMA/SMK/MA pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 78,31%, 84,89%, dan 98,48%. 

Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akliir tahun 2015 

mencapai 87,78% untuk SD/MI, 95,51% untuk SMP/MTs, dan 98,92% untuk SMA/SMK/MA. 

Berikut adalah grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-l/D-IV Tahun 2011 - 2015: 
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Tabel 2.38 
Guru Yang Memenuhi KuaUfikasi S-l/D-IV (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Guru yang memenuhi kualifikasi 
akademik (%) 2011 2012 2013 2014 2015 

SD/MI 7831 79,07 82.80 86,64 87,78 
SMP/MTs 84,89 86,67 89.84 92,44 95,51 
SMA/SMK/MA 98,48 98,33 94.23 96,66 98,92 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.2 Kesehatan 

Pada dasamya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, 

pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kemudian akan 

menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif, 

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita 

Indikator rasio posyandu per satuan baUta pada awal periode taliun 2011 mencapai 21,61 

posyandu per 1000 balita mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan 

tahun 2015 mencapai 23,17 posyandu per 1000 balita. Berikut ini disajikan grafik perkembangan 

rasio posyandu per satuan balita tahun 2011 - 2015 : 

Grafik 2.23 
Rasio Posyandu Per Satuan BaUta (%)Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b, Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk 

Rasio puskesmas per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan 

kesehatan puskesmas dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk, dengan demikian 

pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. 

Indikator Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,04 per 

1000 penduduk dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masili mencapai 

0,04 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio puskesmas per satuan penduduk di 

Kabupaten Pacitan tahtm 2011-2015: 

Paraf Hierarki 

Sdkda 

Asisten 

Kabag 
Mm. 

Paraf Koerdinasi 
Sf^^^^|ianPeiT]rakarsa ¥ 
SKPu' Bagian lerKait: 

7 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Grafik 2.24 
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumben Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahim 2016 

c. Rasio Pustu Per Satuan Penduduk 

Rasio pustu per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan 

pustu dalam memenuhi pelayanarmya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan 

dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. 

Indikator rasio pustu per satuan penduduk pada awal periode tahim 2011 mencapai 0,1 per 1000 

penduduk dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 0,1 

per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio pustu per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan 

tahun 2011-2015: 

Grafik 2.25 
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rumah 

sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta 

sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan 

yang berkesinambimgan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. 

Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada Kabupaten Pacitan memiliki angka yang sangat 

kecil, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terdapat pada Kabupaten Pacitan, tidak 
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yang hanya 1 RS dan tahun 2014 hanya bertambah 1, yaitu menjadi 2 Rumah Sakit yang terdapat 

pada Kabupaten Pacitan. 

Tabel 2.39 
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Per 1.000 penduduk) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Rumah Sakit 1 1 1 2 2 
Jumlah Penduduk 542.417 543.391 512.314 576.392 576.969 
Rasio Rumah Sakit Per Satuan 
Penduduk 0,0018 0,0018 0,0059 0,0035 0,0034 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahim 2016 

e. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 

Rasio dokter per satuan penduduk pada awal periode tahim 2011 mencapai 0,17 per 1000 

penduduk mengalami peningkatan setiap tahimnya sampai dengan 0,25 per 1000 penduduk pada 

tahun 2015. Tabel berikut adalah perkembangan rasio dokter umum dan dokter spesialis per 

satuan penduduk di Kabupaten Pacitan dari tahim 2011- 2015 : 

Grafik 2.26 
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 1.000 penduduk) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

i 'U,2b — • 0,25 

* 0,1/ . — • ^ o T w 

1 1 

2011 2012 2013 2014 2015 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

f, Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk 

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 1,14 per 

1000 penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 

2015 mencapai 136 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio tenaga medis per satuan 

penduduk dari tahun 2011 hingga tahun 2015 Kabupaten Pacitan: 

Grafik 2.27 
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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g. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2011 mencapai 102,89% mengalami 

penurunan tahtm 2012 menjadi 96,27%, meningkat sedikit menjadi 96,80%, kemudian menurun 

lagi pada tahun 2014 menjadi 95,69%, dan terakhir meningkat menjadi 112,31% pada tahun 2015. 

Berikut ini disajikan grafik cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani: 

Grafik 2.28 
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

h. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi 

Kebidanan 

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 

pada tahun 2011 mencapai 98,68% mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 

menurun menjadi 96J5%, menjadi 87,6% pada tahtm 2013, dan meningkat menjadi 99,93% pada 

tahtm 2014, kemudian sedikit menurun menjadi 99,83% pada tahtm 2015. 

Grafik 2.29 
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan 

Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)Tahun 2011 - 2015 
Kabupaten Pacitan 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

i, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada awal periode tahun 2011 

mencapai 27,49% mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dengan kondisi pada tahun 2015 mencapai 

73,10%. Data realisasi cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) setiap 

tahunnya disajikan sebagaimana grafik berikut: 
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Grafik 2.30 
Cakupan Desq/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
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Sumben Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

j . Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 taliun 11 bulan) yang ada di 

kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) 

dengan Z-score ^ 3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-

kwashiorkor). 

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan 

kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi 

operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata 

laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan pada Kabupaten Pacitan yang tercatat dalam 

buku Laporan Keterangan Pertanggimgjawaban Akhir Masa Jabatan 2011 - 2016 sudah mencapai 

angka 100% dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini perlu dipertahankan oleh pemerintah 

daerah karena terkait dengan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang disebutkan bahwa fakir miskin dan 

anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 

k. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA 

Penemuan pasien baru TBC BTA positif pada awal periode tahun 2011 mencapai 28,47% 

mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan pada tahun 2015 mencapai 32,70%. Berikut ini disajikan 

tabel cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA tahun 2011 sampai dengan 2015: 

Tabel 2.40 
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Penemuan pasien bam T B C BTA 
positif 

28,47 21,7 38,77 28,82 32,70 

Sumben Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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1. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit DBD 

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) 

tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun 

waktu satu tahim yang sama, Definisi tersebut merupakan definisi operasional menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Penderita DBD yang ditangani pada awal periode 

tahun 2011 mencapai 100%. Capaian ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015. 

m. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2011 mencapai 0,98% 

dan mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

5,14%. Berikut ini disajikan grafik cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 

tahun 2011-2015: 

Grafik 2.31 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

5,14 
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•-11:98 
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Sumben Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

n. Cakupan Kunjungan Bayi 

Cakupan kunjimgan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 

dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, 

paling sedikit 4 kali pada satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Definisi tersebut menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828 Tahun 2008. 

Tabel 2.41 
Cakupan Kunjungan Bayi (%)Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Cakupan Kunjungan Bayi 102,8 99,87 93,78 95,8 95,03 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2011 mencapai 102,8% mengalami penurunan setiap 

tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 95,08%. 
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o. Cakupan Puskesmas 

Cakupan puskesmas diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan 

masyarakat. Cakupan puskesmas adalah kecamatan, tergantung jumlah penduduknya. Cakupan 

puskesmas pada tahun 2011 mencapai 200% dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan 

tahim 2015 masih mencapai 200%. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten Pacitan telah 

berhasil memenuhi target 1 kecamatan ada 2 puskesmas. 

p. Cakupan Puskesmas Pembantu 

Cakupan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas 

kesehatan dimasyarakat. Pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah 

penduduknya. 

Grafik 2.32 
Cakupan Puskesmas Pembantu (%)Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

2011 2012 2013 2014 2015 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Cakupan puskesmas pembantu pada tahim 2011 mencapai 32,16% mengalami penurunan setiap 

tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 3138%. 

2.3.1.3 Pekerjaan Umum 

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan 

kabupaten. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kabupaten 

dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan. 

Tabel 2.42 
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Proporsi Panjang Jaringan Jalan 
Dalam Kondisi Baik 2011 2012 2013 2014 2015 

Jalan 50,23 51,11 52,12 54,61 56,152 

Jembatan 90,91 91,57 92,15 92,45 92,81 

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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Capaian kinerja kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2011, proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 50,23% dari total panjang 

jalan di Kabupaten Pacitan, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2015 mencapai 56,152%. 

Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2011 mencapai 90,91% dan terus 

meningkat sampai dengan tahun 2015 mencapai 92,81%, 

b. Rasio Jaringan Irigasi 

Rasio jaringan irigasi dihitimg dari panjang saluran irigasi dibandingkan dengan luas lahan 

budidaya pertanian. Capaian kinerja rasio jaringan irigasi kabupaten pada tahun 2011 mencapai 

0,085 mengalami penurunan menjadi 0,082 pada tahun 2012 dan 2013, kemudian meningkat 

mencapai 0,0829 pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Berikut adalah tabel rasio jaringan irigasi 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga tahun 2015. 

Tabel 2.43 
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 
Rasio Jaringan Irigasi 0,085 0,082 0,082 0,0829 0,0829 

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, lahun 2016 

c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan cara menjumlahkan masing-masing 

tempat ibadah yang ada di Kabupaten Pacitan, dibagi dengan jumlah penduduk yang memeluk 

masing-masing agama yang terdapat pada Kabupaten Pacitan dikali dengan 1000. Berikut ini data 

rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2014 : 

Tabel 2.44 
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2014 

Kabupaten Pacitan 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asis&n 

Kabag 

Keterangan 2011 2012 2013 2014 

Masjid 1556 1556 1546 1546 

Langgar / MushoUa 1051 1051 1617 1617 

Gereja 7 8 5 4 

Pura 0 0 0 0 

Vihara 0 0 0 0 

Islam 589633 589636 599759 597746 

Kris ten 534 534 557 534 

Katholik 236 236 338 338 

Hindu 2 2 4 3 

Budha 3 3 3 3 

Konhucu 27 27 9 0 

Rasio Masjid 2,64 2,64 2,58 2,59 
Rasio 
Langgar/Musholla 1,78 1,78 2,70 2,71 

Rasio Gereja 13,11 14,98 8,98 7,49 

Rasio Pura 0,00 0,00 0,00 1 0,00 

Rasio Vihara 0,00 0,00 0,00 0,00 
— D.^u^rt fiinTT AngVa init; ypoxa Diolah) 
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d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 

Indikator kmerja rumah bersanitasi pada tahim 2011 mencapai 78,52% mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 87,56%. Berikut adalah tabel 

persentase rumah tinggal bersanitasi: 

Tabel 2.45 
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 78,52 79,66 80,77 86,27 87,56 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

e. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk 

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 

mencapai 031 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 

2015 mencapai 036. Berikut adalah tabel Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan 

penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.46 
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk(Per 1.000 Penduduk) 

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Rasio Tempat Pembuangan Sampah 
(1 i-S) Per Satuan Penduduk 

0,31 0,33 0,34 0,36 0,36 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

f. Rasio Rumah Layak Huni 

Indikator kmerja rasio rumah layak huni pada awal periode tahun 2011 mencapai 23,07 mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 25,39. Berikut 

adalah tabel rasio rumah layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.47 
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Rumah Layak Huni 23,07 23,8 23,90 25,31 25,39 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Padtan, tahun 2016 

g. Rasio Pemukiman Layak Huni 

Indikator kinerja rasio permukiman layak huni pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,97 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

0,995. Berikut adalah tabel rasio permukiman layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.48 
Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Pemukiman Layak Huni 0,97 0,97 0,98 0,99 0,995 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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h. Panjang Jalan Dilalui Roda 4 

Jalan utama kabupaten yang dilalui roda 4 (m) di Kabupaten Pacitan masuk status jalan kabupaten, 

meskipun kondisinya ada yang baik dan ada yang rusak. Panjang yang masuk status jalan 

kabupaten di Kabupaten Pacitan sepanjang 798.000 m pada tahun 2011 dan sampai dengan tahun 

2015 masih tetap sepanjang 798.000 m. 

i, Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk 

(Minimal Dilalui Roda 4) 

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui 

roda 4) pada tahun 2011 sepanjang 478.800 m dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya 

sampai dengan 798.000 m pada tahun 2015. Berikut adalah tabel jalan penghubung dari ibukota 

kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) di Kabupaten Pacitan tahim 

2011-2015: 

Tabel 2.49 
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk Minimal 

Dilalui Roda 4 (m) Tahun 2011 - 2015 
Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Jalan Penghubung dari Ibukota 
Kecamatan ke Kawasan Pemukiman 
Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) 

478.800 478.800 496.149 794.513 798.000 

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

j . Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) 

Capaian kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) pada tahun 2011 

sepanjang 335.160 m dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 sepanjang 

448.091 m. Berikut adalah tabel panjang jalan Kabupaten Pacitan dalam kondisi baik (>40 km/jam) 

dari tahun 2011-2015: 

Tabel 2.50 
Panjang Jalan Kabupaten Pacitan Dalam Kondisi Baik > 40 Km/Jam (m) 

Tahun 2011-2015 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Panjang Jalan Kabupaten Dalam 
Kondisi Baik 

335.160 337.660 363.554 435.763 448.091 

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

k. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainasq/Saluran Pembuangan Air (Minimal 

13 m) 

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) pada 

tahun 2011 mencapai 13.330 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai 

dengan tahun 2015 mencapai 24.1373- Berikut adalah tabel panjang jalan yang memiliki trotoar 

dan drainase minimal 13 m di Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 - 2015 : 
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Tabel 2.51 
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainas^Saluran Pembuangan Air Minimal 1,5m (m) 

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan 
Drainase/Saluran Pembuangan Air 
(Minimal 1,5m) 

13.330 13.525 18.120 20.766 24.137,5 

Sumben Dinas Cipta Kaiya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

1. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat 

Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada 

suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam 

rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Perhitungan drainase dalam 

kondisi baik dihitung dengan melihat panjang drainase rusak/ tersumbat dibagi dengan panjang 

seluruh drainase di Kabupaten Pacitan dikali dengan 100%, 

Tabel 2.52 
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Drainase Dalam Kondisi 
Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak 
Tersumbat 

60,54 64,54 70,70 75,62 80,54 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Capaian kinerja drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat pada tahun 

2011 mencapai 60,54 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan 

tahim 2015 mencapai 8034. 

Parat Hierarki 

m. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik 

Luas sawah beririgasi kabupaten dalam kondisi baik pada akhir tahun 2015 sebesar 4.489 Ha. 

Kondisi ini meningkat 5,70% dari tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 

2011 telah mengalami peningkatan sebanyak 25,15%, Berikut adalah tabel luas irigasi Kabupaten 

Pacitan dalam kondisi baik tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.53 
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik 3.587 3.600 4.237 4.247 4.489 

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

n. Luas Pemukiman 

Capaian kineija luas permukiman pada tahun 2011 mencapai 13.323,75 Ha mengalami peningkatan 

setiap tahimnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 14.357,73 Ha. Berikut adalah 

tabel luas pemukiman Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
Mm. 

PDfif Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkait: 
1 
2 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Tabel 2.54 
Luas Pemukiman (Ha) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Luas Pemukiman 13.323,75 13.496,08 13.668,41 14.013,07 14.357,73 
Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.4 Perumahan 

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 

Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase rumah 

tangga yang menggunakan air bersih imtuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. 

Tabel 2.55 
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan 503 51,8 60,40 64,48 69,02 
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pedesaan 333 33,9 36,21 37,51 37,92 

Sumben Dinas Cipta Kaiya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Capaian kinerja rumah tangga pengguna air bersih perkotaan pada tahun 2011 mencapai 50,3% 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

69,02%. Sedangkan capaian kinerja rumah tangga pengguna air bersih pedesaan pada lahun 2011 

mencapai 33,3% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan lahun 

2015 mencapai 37,92%. 

Tabel Rumah Tangga Penggima Air Bersih (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas terdiri 

dua indikator yaitu Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Rumah Tangga Pengguna 

Air Bersih Pedesaan, imtuk perhitungan kedepan kedua indikator tersebut akan disatukan dalam 

indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, 

b. Penduduk Berakses Air Bersih 

Persentase peduduk berakses air bersih pada tahun 2011 mencapai 38,22% dan terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya sampai dengan 50,05% pada tahun 2015. Berikut adalah tabel 

persentase peduduk berakses air bersih di Kabupaten Pacitan tahim 2011 - 2015: 

Tabel 2.56 
Penduduk Berakses Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Penduduk berakses air bersih 38,22 41,08 43,94 44,67 50,05 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Rumah Tangga Pengguna Listrik 

Capaian kinerja jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2011 mencapai 84.067 rumah 

tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 

mencapai 133.678 rumah tangga. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik Kabupaten 

Pacitan tahun 2011 - 2015 : 
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Tabel 2.57 
Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Rumah Tangga Pengguna Listrik 84.067 94.050 116.550 123.613 133.678 
Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Rumah Bersanitasi 

Capaian kinerja rumah bersanitasi pada awal periode tahun 2011 mencapai 78,52% mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 87,56%. Berikut 

adalah tabel rumah bersanitasi pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.58 
Rumah Tangga Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Rumah Bersanitasi 78,52 79,66 80,77 86,27 87,56 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

e. Lingkungan Pemukiman Kumuh 

Capaian kinerja lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2011 mencapai 0,07 mengalami 

penunman setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,057. Berikut 

adalah tabel lingkungan pemukiman kumuh Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.59 
Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Lingkungan Pemukiman Kumuh 0,07 0,067 0,061 0,059 0,057 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

f. Rumah Layak Huni 

Capaian kinerja rumah layak huni pada tahun 2011 mencapai 89,37% mengalami peningkatan 

setiap tahimnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 98,70. Berikut adalah tabel 

rumah layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 : 

Tabel 2.60 
Rumah Layak Huni (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Rumah Layak Huni 89,37 93,46 97,48 98,62 98,70 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

label Rumah Layak Huni (%) tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan seperti tersebut di atas, pada 

perhitungan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian mengingat adanya perubahan data 

penduduk dan jumlah rumah layak huni. 
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2.3.1.5 Penataan Ruang 

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPI/HGB 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya 

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan 

dengan kriteria lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; 

berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; 

dan didominasi komxmitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan 

daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan 

paling sedikit 30%. Indikator ini dihitung dengan meghitung luas ruang terbuka hijau dibagi 

dengan luas wilayah ber HPL/HGB. 

Tabel 2.61 
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPI/HGB Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah 
berHFL/HGB 

35,26 35,43 35,94 36,40 36,70 

Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2011 

mencapai 35,26 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahim 

2015 mencapai 36,70. 

Tabel 2.62 
Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Ditertibkan Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang 
Ditertibkan 52 85 101 166 181 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang ditertibkan pada tahun 2011 terdapat 52 

rekomendasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan lahun 2015 

mencapai 181 rekomendasi. 

Tabel 2.63 
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dihasilkan Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan 0 0 1 2 4 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan pada tahun 2011 belum terdapat dokumen 

yang diciptakan, tetapi mengalami peningkatan hingga tahun 2015, dengan kondisi sampai dengan 

tahun 2015 mencapai 4 dokumen. 

Lebih lanjut, disajikan juga informasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. RTH publik 

adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan yang 
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digunakan untuk kepentingan umum. Indikator penyediaan RTH Publik adalah persentase 

tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. 

Tabel 2.64 
Persentase RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kot^Kawasan Perkotaan 

Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas 
wilayah kota/kawasan perkotaan 

11x1 13,4 15,7 18 19,2 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan 

Capaian kinerja rasio bangunan ber- 1MB per satuan bangunan pada tahim 2011 mencapai 68,91 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahim 2015 mencapai 

71,72 dengan rata-rata kenaikan 3,78% setiap tahunnya. Berikut adalah tabel rasio bangunan ber-

IMB per satuan bangunan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Pacitan: 

Tabel 2.65 
Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan 68,91 69,15 69,44 69,81 71,72 

Sumben Dinas Gpta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya 

Ruang publik adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, 

misalnya jalan, alun-alun, taman, pantai, gedung pemerintahan yang terbuka untuk umum, dan 

perpustakaan umum. Indikator kinerja ruang publik yang berubah peruntukannya pada awal 

periode tahun 2011 mencapai 0%, artinya tidak ada ruang publik yang berubah peruntukannya 

dan bertahan selama kunm waktu 4 tahun sampai dengan tahun 2015, 

d. Meningkatnya Ketersediaan Informasi Fenataan Ruang 

Data terkait ketersediaan informasi penataan ruang merupakan salah satu indikator dalam Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Fenataan Ruang. Informasi ini disajikan dalam 

bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahim 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028. 

2.3.1.6 Perencanaan Pembangiman 

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA 

Indikator capaian kinerja tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan 

peraturan daerah telah terealisasi pada tahun 2011 dengan telah disusunnya RPJPD Kabupaten 

Pacitan Tahun 2005-2025, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 

Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan 

Tahun 2005-2025. 
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b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA 

RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah telah terealisasi pada Tahun 2011 dengan 

disusunnya RPJMD Kabupaten Pacitan Tahim 2011-2016 dan telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Selanjutnya, pada Tahun 2013, dikarenakan 

adanya regulasi baru mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada beberapa urusan yang 

menjadi kewenangan daerah dan adanya perubahan target pencapaian sasaran akhir 

pembangunan jangka menengah, maka telah dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan 

Tahun 2011-2016 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 

Tentang Rencana Pembangiman Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Dengan demikian, 

Kabupaten Padtan telah memiliki RPJMD Tahun 2011-2016. 

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan 

Kepala Daerah 

Indikator capaian kinerja tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan 

peraturan kepala daerah telah dilaksanakan setiap tahun. Terakhir telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pacitan Tahun 2016. 

2.3.1.7 Perhubungan 

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum 

Arus penumpang yang menggunakan angkutan umum tahun 2011 sebesar 7.019.808 menurun 

menjadi 6.520.078 pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan kepemilikan 

kendaraan pribadi khususnya sepeda motor, Berikut adalah tabel jumlah arus penumpang 

angkutan umum di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.66 
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah A r u s P e n u m p a n g 
Angkutan U m u m 

7.019.808 6.537.696 6.728.670 6.210.811 6.520.708 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Jumlah Ijin Trayek 

Jumlah ijin trayek Kabupaten Padtan tercapai sejalan dengan diadakannya penertiban di jalan 

umum lebih intens dan diadakannya pembinaan serta pendekatan secara persuasif kepada para 

pengusaha angkutan umum terutama angkutan pedesaan. Dari jumlah ijin tahun 2015 yang 

dikeluarkan sebesar 12 ijin trayek meningkat di tahun 2015 mencapai 51 ijin trayek. Berikut adalah 

tabel jumlah ijin trayek Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 - 2015: 
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T a b e l 2.67 
J u m l a h I j i n T r a y e k (Buah) T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Ijin Trayek 12 12 20 25 51 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Jumlah U j i K I R A n g k u t a n U m u m 

Capaian jumlah uji K I R kendaraan u m u m pada tahun 2011 adalah sebesar 2.283, mengalami 

peningkatan tahun 2012 menjadi 2.466 dan meningkat kembali d i tahun 2013 menjadi 3.152, akan 

tetapi mengalami penurunan menjadi 2.525 d i tahun 2014 dan meningkat kembali d i tahun 2015 

menjadi 3.957 kendaraan. Berikut adalah tabel jumlah uji K I R Kabupaten Pacitan lahun 2011 -

2015: 

T a b e l 2.68 
J u m l a h U j i K I R A n g k u t a n U m u m (Buah) T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 2.283 2.466 3.152 2.464 3.957 

Sumben Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Jumlah Pelabuhan L a u ^ d a r a / T e r m i n a l B u s 

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada a w a l periode tahun 2011 mencapai 5 lokasi tidak 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 tetap 5 lokasi. 

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 2011-2015 tidak mengalami peningkatan 

maupim penurunan karena dibutuhkan biaya investasi yang besar untuk pembangunan prasarana 

tersebut. Dengan kondisi A P B D seperti saat daerah belum m a m p u membiayai sendiri, sehingga 

perlu kerjasama dengan pemerintah provinsi m a u p u n pemerintah pusat. Bentuk kerjasama yang 

telah dilakukan diantara pembangunan pelabuhan Teluk Begelon di Desa Kembang Kecamatan 

Pacitan yang direncanakan sejak tahun 2011. Pembangunan tersebut melibatkan kerjasama antara 

pemerintah kabupaten sebagai penyedia lahan, pemerintah propinsi dan pusat sebagai pelaksana 

pembangunan untuk konstruksi dan jalan akses. Progres pembangunan pelabuhan hingga tahun 

2015 masih sedang berjalan untuk pekerjaan pematangan lahan dan konstruksi dermaga/trestle 

sehingga belum bisa dimasukkan dalam realisasi karena pembangunan belum selesai. 

e. Jumlah A n g k u t a n Darat 

Angkutan Darat meliputi sedan, bus, m i n i bus, truk dan jeep. T a h u n 2011 jumlalinya sebesar 9.470 

kendaraan dan m e n u r u n sampai T a h u n 2015 menjadi sebesar 8.483 kendaraan. Berikut adalah tabel 

jumlah angkutan darat pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga tahun 2015. 

T a b e l 2.69 
J u m l a h A n g k u t a n Darat (Buah) T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Angkutan Darat 9.470 7.519 7.652 8.570 8.4S3 
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£. Kepemilikan KIR Angkutan Umum 

Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum dalam indikator capaian tahun 2011 terealisasi 1.468 

kendaraan, mengalami fluktuasi setiap tahunnya menjadi 1.434 pada tahun 2012, meningkat 

menjadi 1.576 pada tahim 2013, menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 1.252 dan kemudian 

meningkat menjadi 1.670 pada tahun 2015. Fluktuasi ini disebabkan karena beberapa kendaraan 

wajib uji terjadi pergantian kepemilikan dan mutasi kendaraan angkutan umum baik keluar kota 

maupun mutasi dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi serta kesadaran untuk 

melakukan uji kendaraan bermotor rendah. Berikut adalah tabel kepemilikan KIR angkutan umum 

pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.70 
Kepemilikan KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015 

' Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Kepemilikan KIR Angkutan Umum 1.468 1.434 1.576 1.252 1670 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

g. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) 

Capaian kinerja lama pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2011 mencapai 40 menit 

mengalami percepatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 30 

menit. Hal ini dapat tercapai dikarenakan dalam proses uji kendaraan bermotor sudah 

menggunakan Sistem Informasi Uji Kendaraan (SIUK). Berikut adalah tabel lama pengujian 

kelayakan angkutan umum (KIR) Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga tahun 2015: 

Tabel 2.71 
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) 40 30 30 30 30 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

h. Pemasangan Rambu-Rambu 

Rambu-rambu sangat dibutuhkan bagi keselamatan transportasi, karena berfungsi unluk memberi 

tahu terhadap apa saja yang terdapat dalam setiap perjalanan darat, air maupun udara bagi 

pengendara. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2011 mencapai 27,80% meningkat 

menjadi 29,12% pada tahun 2015. Berikut adalah tabel pemasangan rambu-rambu pada jalan 

Kabupaten di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.72 
Pemasangan Rambu-Rambu (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Pemasangan Rambu-Rambu 27,80 27,01 28,29 28,59 29,12 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Tabel Pemasangan Rambu-rambu (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan pada perhitungan 

selanjutnya akan disesuaikan dengan perubahan perhitungan data rambu-rambu yang baru. 
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2.3.1.8 Lingkungan Hidup 

a. Persentase Penanganan Sampah 

Penanganan sampah merupakan hal sangat penting guna menciptakan lingkungan yang bersih, 

nyaman dan sehat. Indikator dihitung dengan menghitung volume sampah yang ditangani dibagi 

dengan volume produksi sampah dikali dengan seratus. 

Indikator kinerja penanganan sampah pada tahxm 2011 mencapai 87,98% mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2015 mencapai 9035%. Berikut adalah persentase 

penanganan sampah di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.73 
Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Persentase Penanganan Sampah 87,98 88,60 88,95 89,64 90,35 

Sumben Dinas Cipta Kaiya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal 

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL baik untuk dokumen AMDAL ataupun 

UKL UPL/SPPL pada tahun 2011 mencapai 50 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2015 

mencapai 100. Hal ini menunjukkan pola pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

AMDAL sudah berjalan di Kabupaten Pacitan dan harus terus dipertahankan. Dengan melakukan 

pengawasan pada pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diharapkan potensi pencemaran dan 

perusakan lingkungan akan dapat dikurangi. Berikut adalah cakupan pengawasan terhadap 

pelaksanaan AMDAL Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.74 
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL ("/>) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL 50 60 83 100 100 

Sumber: Kantor Lingkimgan Hidup Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk 

Indikator kineija Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2011 

mencapai 0,31% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 

2015 mencapai 0,36%. Berikut adalah tabel Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan 

Penduduk tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.75 
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

iempat Pembuangan Sampah ( H ^ j Per Satuan 
Penduduk 

0,31 0,33 0,34 0,36 0,36 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Selain indikator-indikator di bidang lingkungan hidup yang telah diuraikan di atas, terdapat juga 

indikator lainnya, sebagaimana disajikan berikut ini: 
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Tabel 2.76 
Kinerja Bidang Lingkungan Hidup 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Penghargaan Kebersihan Nasional Ada Ada Ada Ada Ada 
2 Jumlah Sekolah Adiwiyata 6 31 41 

3 
% Fengaduan Masyarakat Akibat 
Pencemaran/ Perusakan Lingkimgan yang 
Ditindak Lanjuti 

70 80 100 100 100 

4 Jumlah Lokasi pemantauan lingkungan 
yang disampling 25 50 78 112 156 

5 Jumlah lokasi pemantauan kualitas 
lingkungan untuk hasil tembakau 2 2 2 2 2 

6 Indeks Tutupan Hutan 71,17 

7 IKLH 73,14 

8 Status Mutu Air 51 60 72 86 100 

9 Penegakan Hukum 70 80 100 100 100 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.9 Pertanahan 

a. Persentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat 

Persentase bidang tanah aset pemda yang bersertifikat pada tahun 2011 mencapai 29%, meningkat 

setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 36,63%. Berikut adalah tabel persentase 

bidang tanah aset pemda yang bersertifikat di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.77 
Persentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang 
Bersertifikat 

29 32,7 32,7 33 36,63 

Sumben Setda Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 

a. Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi 

bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia 

yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah 

menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam profit ini disebut penduduk wajib 

KTP. 

Capaian kinerja rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,75% 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

0,91%. Berikut adalah tabel rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Pacitan 

tahun 2011-2015: 
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Tabel 2.78 
Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk 0,75 0,87 0,88 0,89 0,91 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran 

Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan 

resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara 

lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran dibuat berdasarkan laporan 

kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-Iambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 

hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Capaian kmerja bayi berakte kelahiran pada 

tahun 2011 mencapai 98,1%, meningkat menjadi 100% sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. 

Berikut adalah tabel rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.79 
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Bayi Berakte Kelahiran 98,1 100 100 100 100 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah 

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen penduduk yang sudah memiliki akta nikah. 

Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan penduduk yang sudah memiliki akta nikalt dibagi 

dengan jtunlah penduduk dikali 100%. 

Capaian kinerja pasangan berakte nikah pada tahun 2011 mencapai 100% sama setiap tahunnya, 

dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%. Hal ini berarti semua pasangan yang 

ada di Kabupaten Pacitan sudah memiliki akte nikah. 

d. Cakupan Penerbitan KTP 

Capaian kinerja penerbitan KTP pada tahtm 2011 mencapai 75,42% mengalami peningkatan setiap 

tahimnya sampai dengan tahun 2013 menjadi 88,11%, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 

menjadi 89,63%, kemudian kembali meningkat menjadi 91,38% tahun 2015. Berikut adalah tabel 

cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.80 
Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Cakupan Penerbitan KTP 75,42 87,54 88,11 89,63 91,38 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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e. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 

Capaian kinerja cakupan penerbitan akta kelahiran pada tahun 2011 mencapai 64,93% mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 81,43%. Berikut 

adalah tabel cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.81 
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk 64,93 72,95 77,25 79,06 81,43 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

f. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK 

Indikator kinerja penerapan KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2011 telah dilaksanakan 

penerapan KTP nasional berbasis NIK. Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai 

tahim 2015 telah dilaksanakan penerapan KTP nasional berbasis NIK. 

2.3.1,11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 

Indikator kinerja partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2011 mencapai 35,68% 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

45,56%. Berikut adalah tabel persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintaJi tahun 2011 

-2015: 

Tabel 2.82 
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 35,65 40,49 42,24 42,24 45,56 
Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Perhitungan Tabel Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) tahun 2011-2015 Kabupaten 

Pacitan di atas, terdiri dari dua indikator yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan 

lembaga swasta, namun pada perhitungan selanjutnya akan dipisahkan perhitungannya. 

b. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur 

Jumlah tenaga kerja dibawah umur pada tahun 2011 mencapai 26,34%. Kabupaten Pacitan berhasil 

menunmkan jumlah tenaga kerja dibawah umur setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 

menjadi 0,01%. Berikut adalah tabel persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten 

Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.83 
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur 26,34 45,39 0,57 0,65 0,01 
Sumben Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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c. Partisipasi Angkatan Ker j a Perempuan 

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2011 mencapai 46,84% mengalami penurunan 

pada tahun 2012 menjadi 40,64%, kemudian meningkat menjadi 46,7% pada tahun 2013 dan 79,73 

tahun 2014. Pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 79,20%, Berikut adalah tabel partisipasi 

angkatan kerja perempuan Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.84 
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Partisipasi Angkatan Keija Perempuan 46,84 40,64 46,7 79,73 79,20 
Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Penyelesaian Fengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan 

Penyelesaian pengaduan perlindimgan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 

2011 mencapai 41,17%. Hal ini mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 

menjadi 100%. Berikut adalah tabel penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak 

dari tindakan kekerasan Kabupaten Pacitan tahim 2011 - 2015: 

Tabel 2.85 
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak 

dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2011 - 2015 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan 
Anak Dari tindakan Kekerasan 

41,17 66,6 70,58 70,27 100 

Sumben Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga 

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahim 2011 mencapai 1,98%. Kabupaten Pacitan mampu 

menunmkan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 1,75%. Berikut adalah tabel rata-

rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Padtan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.86 
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga 1,98 1,98 1,96 1,25 1,75 

Sumber; Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Cakupan Peserta KB Aktif 

Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu 

dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan 

angka kematian ibu dan menunmkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah 

cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertililas bagi pasangan yang ingin 

mempunyai anak. Keluarga berencana (KB) dapat meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam 

rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar 
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terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin 

terkendalinya pertambahan penduduk. 

Tabel 2.87 
Cakupan Peserta K B Aktif Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Cakupan Peserta KB Aktif 79,31 77,9 79,23 79,93 78,40 
Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Indikator kmerja peserta KB aktif pada tahun 2011 mencapai 7931% mengalami fluktuatif setiap 

tahunnya, dimana pada tahim 2012 turun menjadi 77,9% dan meningkat menjadi 79,23% dan 

79,98% pada tahun 2014, namun akhir tahun 2015 turun menjadi sebesar 78,40%. 

c. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 

Indikator kmerja keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada awal periode tahun 2011 

mencapai 23,94% mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 27,85%. Berikut ini 

adalah tabel keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -

2015: 

Tabel 2.88 
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 23,94 29,57 27,99 27,85 27,85 
Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.13 Sosial 

a. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) 

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah ataupun swasta/pribadi dalam 

rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang 

dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sarana sosial 

ada berbagai macam jenisnya seperti seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. 

Tabel 2.89 
Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012. 2013 2014 2015 

Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti 
Rehabilitasi) 

8 12 13 13 15 

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Capaian sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada tahun 2011 

terealisasi 8 unit capaian ini meningkat 100% pada tahun 2015 menjadi 16 unit. 
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b. Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan Sosial 

Capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial pada tahun 2011 dan 2012 

terealisasi 100%, kondisi ini menurun menjadi 80% pada tahun 2013 dan 86,6% pada lahun 2014, 

sedangkan tahun 2015 capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial kembali 

mencapai 100%. Berikut ini adalah tabel capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat 

bantuan sosial di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.90 
Persentase Panti AsuhaV Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan 
Sosial (%) 

100 100 80 86,6 100 

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 

2011 mencapai 3,60%, meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 78,3%. 

Berikut ini adalah tabel penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.91 
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (%) 

3,60 7,2 40,76 60 78,3 

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.14 Ketenagakerjaan 

a. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang 

memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari 

merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan 

partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok 

umur biasanya memiliki pola huruf " U " terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK 

cendenmg rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja 

(sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan 

mereka masuk pada masa pumabakti (pensiun). 

Tabel 2.92 
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 70,24 70,81 78,9 68,85 1 75 
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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Tingkat partisipasi angkatan keija pada tahun 2011 sebesar 70,24% meningkat menjadi 70,81% 

pada tahun 2012, menurun menjadi 68,85% tahun 2014, dan kemudian meningkat menjadi 75% 

pada tahun 2015. 

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun 

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun pada tahun 2011 sebesar 5 perusahaan, mengalami 

penurunan sampai dengan tahun 2015 menjadi 4 perusahaan per tahun. Berikut adalah tabel angka 

sengketa pengusaha-pekerja per tahun tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.93 
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun 5 4 4 4 4 
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang 

mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang 

berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 sebesar 0,87% mengalami kenaikan dan 

penurunan setiap tahunnya sampai dengan kondisi terakhir tahun 2014 menjadi 1,08%. Berikut 

adalah tabel tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2010 - 2014: 

Tabel 2.94 
Tingkat Penganggiuan Terbuka (%) Tahun 2010 - 2014 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

Tingkat Pengangguran Terbuka 0,87 1,54 1,02 0,99 1,08 
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

d. Keselamatan dan Perlindungan 

Capaian jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan pada tahun 2011 sebesar 16%, 

mengalami penunman tahun 2012 menjadi 14%, Pada tahun 2013 mulai meningkat menjadi 15% 

dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 21,9% dan 31,9%. Berikut adalah tabel 

jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.95 
Keselamatan dan Perlindungan (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Keselamatan dan Perlindungan 16 14 15 21,9 31,9 

Sumben Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

label Keselamatan dan Perlindungan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan tersebut, akan 

dilakukan penyesuaian pada perhitungan selanjutnya mengingat adanya penambahan data 

perusahaan. 
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e. Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Daerah 

Capaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah pada tahun 

2011 sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh perselisihan buruh dan pengusaha yang melibatkan 

kebijakan pemerintah dapat diselesaikan dengan baik. Capaian 100% ini bertahan sampai dengan 

tahun 2013, sedangkan tahim 2014 menunm menjadi 4,1%, dan pada tahxm 2015 kembali 

meningkat menjadi 100%. 

2.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasar atas azas kekeluargaan. 

a. Persentase Koperasi Aktif 

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahtm terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota 

Tahunan) atau koperasi yang dalam tahtm terakhir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini 

dihitung dengan menghitung jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi di 

Kabupaten Pacitan. 

Tabel 2.96 
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Koperasi Aktif 366 377 392 396 399 
Jumlah Koperasi 428 433 449 453 456 
Persentase Koperasi Aktif (%) 85,51 87,07 8730 87,42 87,47 

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Koperasi aktif pada tahtm 2011 mencapai 8531% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan 

kondisi sampai dengan tahim 2015 mencapai 87,47%, dimana telah terjadi peningkatan selama 5 

tahun sebesar l,96%.Hal ini karena gerakan pengembangan koperasi semakin baik dan dapat 

diterima masyarakat dengan lebih sederhana. Demikian juga jumlah koperasi yang aktif dan sehat 

(rutin RAT) juga semakin meningkat. Sedangkan untuk jumlah koperasi tidak aktif 5 tahun 

terakhir juga masih ada, hal ini tentunya akan mempengaruhi indikator capaiannya. Untuk itu 

perlu diupayakan pembinaan lebih intensif bagi pengurus koperasi dalam kegiatan revitalisasi 

koperasi sehingga akan menghidupkan kembali beberapa koperasi yang kosong kegiatan dan 

personibiya. 

b. Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM 

Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM pada tahun 2011 mencapai 20.843 unit mengalami 

perungkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahim 2015 mencapai 22.013 unit 

Berikut capaian indikator jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM secara lengkap disajikan 
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Tabel 2.97 
Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM (Unit) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM 20.843 21.114 21326 21.671 22.013 

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Jumlah BPR/LKM 

Jumlah BPR/LKM pada tahun 2011 mencapai 5.369 unit mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 5.534 imit. Berikut adalah tabel jumlah 

BPR/LKM di kabupaten pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.98 
Jumlah BPIVLKM (Unit) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah BPR/LKM 5.369 5.371 5.371 5.443 5.534 

Sumben Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Usaha Mikro dan Kecil 

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan dari 20.838 unit pada 

tahun 2011, meningkat menjadi 22.206 unit pada tahim 2015, 

Tabel 2.99 
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Usaha Mikro dan Kecil 20.838 21.109 21.321 21.665 22.206 

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.16 Penanaman Modal 

Penanaman modal terbagi menjadi 2 yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN). PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang 

mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA merupakan penanaman 

modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang -

undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari 

penanaman modal tersebut. 

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan 

PMA, hal ini dilakukan karena semakin banyak jumlah investor maka akan semakin 

menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan 

investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Investasi dan penanaman modal yang 

dilakukan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu. Investasi lebih 

banyak di sektor pertanian, petemakan, kehutanan dan perikanan. 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Mm. 

: 

Puraf Koordinasi 
Si^D/ B^^an Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkait: 
1 . 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Tabel 2.100 
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Investor Berskala Nasional 
(PMDN/PMA) 

15 16 110 115 129 

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupim PMA pada tahun 2011 mencapai 15 

perusahaan, mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 

mencapai 129 perusahaan, 

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional 

Jumlah nilai investasi berskala nasional pada tahun 2011 indikator awal tahun 2011 mencapai 3,50 

mengalami penurunan setiap tahimnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

0,693. Berikut adalah tabel jumlah nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Pacitan tahun 

2011-2015: 

Tabel 2.101 
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Trilyun) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional 3,50 2,44 0,512 0,547 0,693 

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 

Indikator awal tahim 2011 mencapai 82,5 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan 

terbesar terjadi pada tahun 2013 dimana rasio daya serap tenaga kerja mencapai 329,85, akan tetapi 

pada tahun 2015 rasio daya serap tenaga kerja menurun drastis menjadi 3,68. Hal ini terjadi 

disebabkan oleh perubahan kriteria yang masuk PMDN menjadi 200 juta rupiah ke atas sehingga 

jumlah PMDN yang ada di Kabupaten Pacitan bertambah yang akhimya berpengaruh pada 

perhitungan rasio daya serap tenaga kerja. Berikut adalah tabel rasio daya serap tenaga kerja di 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.102 
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 82,5 85,4 329,85 102,11 3,68 

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, lahun 2016 

d. KenaikarVPenurunan Nilai Realisasi PMDN 

Indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN pada tahun 2011 mencapai 0,9%, meningkat 

setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 26,84%. Berikut adalah tabel 

kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

^araf Hierarki „ 

Sekda Y 
Asisten 

1 ' u k i i f n 

Paraf Koordinasi 
SK^ M J^ i ^e mrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkait: 

7 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 201G-2021 



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Tabel 2.103 
KenaikaiVPenurunan Nilai Realisasi FMDN (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN 0,9 5,2 21,17 21,05 26,84 
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.17 Kebudayaan 

a. Penyelengaraan Festival Seni, Budaya dan Agama 

Jumlah penyelenggaraan festival seni, budaya dan agama pada tahun 2011 mencapai 18 kali dan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 30 

kali. Berikut adalah tabel jumlah penyelenggaraan festival seni, budaya dan agama di Kabupaten 

Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.104 
Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya 18 24 36 29 30 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya 

Jiunlah sarana festival seni dan budaya pada tahun 2011 mencapai 40 sarana penyelenggaraan seni 

dan budaya yang ada di Kabupaten Pacitan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan 

kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 68 sarana. Berikut adalah tabel jumlah sarana festival 

seni dan budaya di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.105 
Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya 40 44 44 67 68 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, lahun 2016 

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 

Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2011 mencapai 266 

buah situs dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 telali mencapai 268 buah benda, 

situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Selama 4 tahun hanya bertambah 2 item yang 

dilestarikan. Berikut adalah tabel jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 

di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.106 
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 266 266 267 267 268 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, lahun 2016 
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2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga 

a. Jumlah Organisasi Pemuda 

Jumlah organisasi pemuda pada tahim 2011 mencapai 12 organisasi pemuda dan terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 23 organisasi 

kepemudaan. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -

2015: 

Tabel 2.107 
Jumlah Organisasi Pemuda (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Organisasi Pemuda 12 16 20 23 23 

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Jumlah Organisasi Olahraga 

Jumlah organisasi olah raga pada tahun 2011 mencapai 17 organisasi olahraga dan terus 

mengalami peningkatan setiap tahimnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 24 

organisasi olahraga, Berikut adalah tabel jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Padtan tahun 

2011-2015: 

Tabel 2.108 
Jumlah Organisasi Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Organisasi Olahraga 17 17 18 23 24 

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2011 mencapai 21 kegiatan kepemudaan yang 

dilaksanakan di Kabupaten Pacitan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan 

kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 46 kegiatan kepemudaan. Berikut adalah tabel jumlah 

kegiatan kepemudaan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.109 
Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Kegiatan Kepemudaan 21 25 30 41 4G 
Sumben Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Jumlah Kegiatan Olahraga 

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2011 mencapai 26 kegiatan olahraga mengalami penurunan 

menjadi 24 kegiatan olahraga pada tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 25 kegiatan. 

Peningkatan jumlah kegiatan olahraga dilanjutkan di tahun 2014 dan 2015 menjadi masing-masing 

28 dan 29 kegiatan olahraga. Berikut adalah tabel jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Pacitan 

tahun 2011-2015: 
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Tabel 2.110 
Jumlah Kegiatan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Kegiatan Olahraga 26 24 25 28 29 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

e. Gelanggan^alai Remaja (Selain Milik Swasta) 

Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2011 mencapai 176 buah dan 

mengalami peningkatan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kabupaten 

Pacitan tmtuk setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 185 buah. 

Berikut adalah tabel jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kabupaten Pacitan 

tahun 2011-2015: 

Tabel 2.111 
Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) 176 178 182 183 185 
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

f. Lapangan Olahraga 

Jumlah lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 162 buah, 

sempat mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 160 buah, akan tetapi kembali meningkat 

menjadi 162 buah di tahim 2013, dan bertambah 7 buah menjadi 169 buah di tahun 2014. Pada 

tahun 2015 bertambah 2 buah menjadi 171 buah. Informasi lebih lengkap disajikan sebagaimana 

tabel berikut: 

Tabel 2.112 
Lapangan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Lapangan Olahraga 162 160 162 169 171 
Sumben Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Selain indikator-indikator di bidang kepemudaan dan olahraga yang telah diuraikan di atas, 

terdapat juga indikator lainnya, sebagaimana disajikan berikut ini: 

Tabel 2.113 
Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Pemuda Felopor 100 110 130 140 156 

2 Persentase Cabang Olahraga yang 
berprestasi (%) 

35 40 45 50 60 

Sumben Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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2.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

a. Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP 

Kinerja pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik pada tahun 2011 mencapai 100% 

dan selalu mencapai target setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

100%. Hal ini berarti dari jumlah LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik di Kabupaten Padtan, semua 

telah dilakukan pembinaan. 

Tabel 2.114 
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP 100 100 100 100 100 
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Persentase Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

Capaian kinerja persentase desa mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan pada tahun 2011 

mencapai 20% dan meningkat setiap tahimnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 

mencapai 100%. Berikut adalah tabel capaian kinerja persentase desa mendapatkan pembinaan 

wawasan kebangsaan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.115 
Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 
(%) 

20 40 60 80 100 

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk 

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah 

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah 

aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat 

daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. 

Tabel 2.116 
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 
Penduduk 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2011 sampai dengan lahun 

2015 tidak berubah, yaitu 0,99. 
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b. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk 

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum 

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam 

ketertiban masyarakat secara luas. 

Tabel 2.117 
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Sumben Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,93, hal ini masih tetap 

sama selama 4 tahun dimana pada tahun 2015 rasio linmas per 10.000 penduduk tidak berubah, 

masih diangka 0,93. 

c. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Des ^Kelurahan. 

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

masih tetap 11,35. Berikut adalah tabel rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan di 

Kabupaten Pacitan tahim 2011 - 2015: 

Tabel 2.118 
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desq/Kelurahan Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Pos Siskamling per Jumlah 
Desa/Kelurahan 

11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Kemiskinan 

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat 

kesejahteraan secara ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya kemakmuran yang berkolerasi 

dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. 

Upaya imtuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah dengan 

mengurangi penduduk miskin. 
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Grafik 2.33 
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2014 

Kabupaten Pacitan 
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Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

Pada Tahun 2013 persentase penduduk miskin Kabupaten Pacitan turun 0,57% atau menjadi 

16,66% dari persentase tahim 2012 sebesar 17,23%, Penurunan tersebut menunjukkan penduduk 

miskin pada tahun 2013 menjadi 91.300 jiwa atau menurun 2.800 jiwa dari tahun 2012 sejumlah 

94.100 jiwa. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2014, dimana persentase penduduk miskin 

turun menjadi 16,18% atau sebanyak 88.940 jiwa atau turun 2.360 jiwa. Penurunan penduduk 

miskin tersebut sebagai dampak dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi 

terjadinya kesenjangan kesejahteraan melalui berbagai program dan kegiatan baik yang bersumber 

dari anggaran pemerintah, swasta dan juga masyarakat. 

e. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah 

Penerapan Sistem Informasi pelayanan penanaman modal di Kabupaten Pacitan telah terintegrasi 

melalui program SPIPISE yang bertujuan untuk mewujudkan layanan perizinan non perizinan 

yang mudah, cepat dan transparan serta akuntabel, Sistem ini diharapkan dapat menciptakan 

integrasi data dan layanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan di Kabupaten Pacitan 

sudah mendapatkan hak akses dari BKFMRI sehingga SPIPISE sudah dilaksanakan. Sedangkan 

untuk sistem pelayanan perizinan telah terintegrasi dalam sistem pelayanan terpadu salu pintu 

yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan. 

f. Penegakan PERDA 

Indikator berikut memberikan informasi tentang sudah bagaimanakah status penegakan perda di 

Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Persentase Penegakan PERDA pada 

tahun 2011 sebesar 70, meningkat sampai dengan tahun 2015 menjadi 90. Berikut adalah tabel 

penegakan PERDA di tahun 2011 - 2015: 
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Tabel 2.119 
Penegakan PERDA Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Penegakan PERDA 70 SO 80 89 90 
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

g. Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam 

Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam pada tahun 2011 terealisasi tetap di angka 2 sampai 

dengan tahun 2015. Berikut adalah tabel jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam di 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.120 
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam 2 2 2 2 2 
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

h. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di 

Kabupaten Pacitan 

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupalen Pacitan 

pada tahun 2011 mencapai 80%, capaian ini meningkat pada tahun 2013 yaitu 89%, dan pada tahim 

2015 menjadi 90%. Berikut adalah capaian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 

ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.121 
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) ('Î i) 

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, 
Keindahan) di Kabupaten 

80 80 89 90 90 

Sumben Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

i . Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 0,001 

tidak mengalami penunman atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan 

tahun 2015 masih tetap mencapai 0,001. 

j . Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rale) Daerah Layanan Wilayah Manajemen 

Kebakaran (WMK) 

Indikator kinerja tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen 

kebakaran (WMK) pada tahun 2011 mencapai 10 menit, dan mengalami penurunan respon waktu 

menjadi 7 menit pada tahun 2013. Kondisi ini bertahan sampai dengan taliun 2015 sebagaimana 

tabel berikut: 
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Tabel 2.122 
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen 

Kebakaran (WMK) (Menit) Tahun 2011 - 2015 
Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah 
Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

10 10 7 7 7 

Sumben Dinas Gpta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahim 2016 

k. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah 

Indikator kinerja sistem informasi manajemen pemda pada awal periode tahun 2011 mencapai 4 

SIM mengalami peningkatan setiap tahiumya dan pada tahun 2015 mencapai 25 SIM Pemda. 

Berikut perkembangan mulai tahxm 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel 

2.128. 

Tabel 2.123 
Sistem Informasi Manajemen Pemda (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Sistem Informasi Manajemen Pemda 4 5 6 7 25 
Sumber: Bagian P D E Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

1. Persentase SKPD dengan hasil siu^'ey IKM minimal baik 

Penghitimgan Persentase SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik tahun 2011-2015 

menggunakan perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Selanjutnya mulai tahun 2016 perhitimgannya 

menggxmakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 Tahim 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. Berikut tabel Persentase SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik tahun 

2011-2015: 

Tabel 2.124 
SKPD Dengan Hasil Survey IKM Minimal Baik (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik (%) 39,58 41,67 81,25 97,92 95,83 
Sumber: Laporan I K M 2011 - 2015 

2.3.1.21 Ketahanan Pangan 

a. Ketersediaan Pangan Utama 

Ketersediaan pangan utama adalah rata-rata ketersediaan beras per 1000 penduduk dalam 

setahun. Indikator kinerja ketersediaan pangan utama pada tahun 2011 mencapai 182,40 kg/jiwa 

dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sempat mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2013 

(183,91 kg/jiwa menjadi 204,52 kg/jiwa) dan menurun pada tahun 2014, dengan kondisi sampai 

dengan tahun 2015 menjadi 194,55 kg/jiwa. Berikut adalah tabel ketersediaan pangan utama di 
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Tabel 2.125 
Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Ketersediaan Pangan Utama 182,40 183,91 204,52 192,52 191,55 

Sumben Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahim 2011 mencapai 73,03 mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2015 menjadi 79,84. Berikut adalah tabel Skor 

Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.126 
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 73,03 73,2 76,4 79,6 79,84 
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibcnluk atas 

prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah 

kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan 

jumlah LPM, 

Berikut tabel rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM/LPMD) pada tahun 2011-2015: 

Tabel 2.127 
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

Tahun 2011 - 2015 Kabu] laten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat 

33,33 39,18 66,66 5,03 6,05 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) 

tahun dibagi dengan jumlah PKK, Indikator kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada 

tahun 2011 mencapai 100, kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 masing-

masing menjadi 87,97 dan 87,07. Berikut adalah tabel rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: ' 
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Tabel 2.128 
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2011 - 2015 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 100 100 100 87,97 87,07 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. LPM Berprestasi 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibcntuk atas 

prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah 

kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan 

jumlah LPM. 

LPM berprestasi pada tahun 2011 mencapai 0,05 mengalami peningkatan tiap tahunnya, dengan 

kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,29. Berikut adalah tabel LPM berprestasi di 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.129 
LPM Berprestasi Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

LPM Berprestasi 0,05 0,11 3,51 0,15 0,29 
Sumber. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. PKK Aktif 

PKK aktif pada tahim 2011 mencapai 100%, kondisi ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan 

tahim 2015 masih tetap 100%. Hal ini berarti selama 5 tahun terakhir, dari semua PKK di 

Kabupaten Pacitan semuanya aktif. Berikut adalah tabel persentase PKK aktif di Kabupaten 

Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.130 
Persentase PKK Aktif (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

PKK Aktif (%) 100 100 100 100 lOU 
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

e. Posyandu Aktif 

Pengertian posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam layanan kesehatan 

masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakatdengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan 

keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia 

sejak dini. 

Posyandu aktif pada tahun 2011 mencapai 100%, kondisi ini bertahan setiap tahunnya sampai 

dengan tahun 2015 masih tetap 100%. Berikut adalah tabel persentase posyandu aktif di Kabupaten 

Pacitan tahun 2011 - 2015 : 
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Tabel 2.131 
Persentase Posyandu Aktif (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupalen Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Posyandu Aktif (%) 100 100 46,2 100 100 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

f. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Mayarakat 

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011 sebesar 

18,93% mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2014 mencapai 28,47% dan 

mengalami penunman pada tahtm 2015 menjadi 26,99%. Berikut adalah tabel persentase swadaya 

masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.132 
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Mayarakat (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan 
Mayarakat 

18,93 26,52 24,2 28,47 26,99 

Sumben Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupalen Pacitan, tahun 2016 

g. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011 mencapai 100%, kondisi 

ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih tetap 100%. Berikut adalah label 

persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pacitan tahun 

2011 - 2015: 

Tabel 2.133 
Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Pemeliharaan Pasca Program 
Pemberdayaan Masyarakat (%) 

100 100 100 100 100 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.23 Kearsipan 

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku 

SKPD dan desa/kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2011 

mencapai 35,80% mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 

2015 mencapai 65,80%. Berikut adalah tabel persentase pengelolaan arsip secara berkala di 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.134 
Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Pengelolaan Arsip Secara Baku 35,80 41,71 47,58 53,53 05,80 
Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hukum 

Parat Koordinasi 
SKPO/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD/Bagian ferkait: 

1. 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 I 



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

b. Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 

Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan secara baku pada tahun 2011 mencapai 106 

SKPD, kecamatan, keliuahan dan desa. Kondisi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

dimana sampai dengan tahun 2015 mencapai 192 SKPD, kecamatan, kelurahan dan desa. Data 

secara rinci dijelaskan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.135 
Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2U15 

Jumlah Peserta Peningkatan S D M Pengelola Kearsipan 106 130 154 178 192 

Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.1.24 Komunikasi dan Informatika 

a. Jumlah Jaringan Komunikasi 

Jumlah jaringan komunikasi adalah media yang digunakan untuk komunikasi oleh masyarakat, 

antar masyarakat dan lembaga pemerintah. Jaringan komunikasi dihitung berdasarkan jumlah 

kelompok informasi masyarakat yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. 

Tabel 2.136 
Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Jaringan Komunikasi 34 171 108 88 118 
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 telah tersedia sebanyak 34 

jaringan, meningkat menjadi 171 jaringan pada tahun 2012, namun dalam perkembangannya pada 

tahun 2013 telah dilakukan koreksi sehingga terjadi perubahan pada indikator capaian jumlah 

jaringan komunikasi yang berorientasi pada kelompok informasi masyarakat dan menara yang 

ada, oleh karena itu pada tahun 2014 diadakan penertiban dan pembinaan sehingga diperoleh 88 

menara yang telah berizin. Dan pada tahun 2015 yang mengurus perizinan sudah mengalami 

peningkatan sehingga pada tahun 2015 diperoleh 118 kelompok informasi masyarakat dan menara. 

b. Jumlah Surat Kabar NasionaVLokal 

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa 

dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, 

pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. 

Indikator kineija jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2011 mencapai 3 mengalami 

peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 5. Data selengkapnya disajikan sebagaimana 

tabel berikut: 
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Tabel 2.137 
Jumlah Surat Kabar NasionaVLokal Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal 3 3 3 3 5 
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal 

Indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2011 mencapai 6, mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 28. Dari data 

tersebut yang telah memiliki Izin Penyiaran Publik (IPP) sejumlah 6 yang terdiri dari 5 Radio 

Siaran dan 1 TV lokal. Sedangkan lainnya masih dalam tahap proses perijinan/pembinaan. Berikut 

adalah tabel jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Pacitan tahtm 2011 - 2015 : 

Tabel 2.138 
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal 6 19 20 20 28 
Sumber: Dinas Perhubimgan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Website Milik Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah memiliki website resmi pemerintah dengan alamat 

wwt\^pacitankab•go•id yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan InformaLika 

Nomor 5 Tahim 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. 

2.3.1,25 Perpustakaan 

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka 

imtuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan unluk meningkalkrm 

mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpuslaknan 

umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan 

menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. 

a. Jumlah Perpustakaan 

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Pacitan terdapat 115 perpustakaan pada tahun 2011, 

meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 162 perpustakaan. Berikut adalah 

tabel jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.139 
Jumlah Perpustakaan (Unit) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Perpustakaan 115 125 134 140 162 

Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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b. Jumlah P e n g u n j u n g di Perpustakaan Per T a h u n 

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2011 mencapai 17.560 orang dan meningkat setiap 

tahtmnya sampai dengan tahun 2015 mencapai 59.040 orang pengunjung, telah terjadi peningkatan 

selama 5 tahun sebesar 97%. Berikut adalah tabel jumlah pengimjung perpustakaan di Kabupaten 

Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

T a b e l 2.140 
Jumlah P e n g u n j u n g di Perpustakaan Per T a h u n (Pengunjung) T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun 17.560 27.942 38.310 48.666 59.040 
Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Jumlah K o l e k s i B u k u Y a n g Tersedia d i Perpustakaan Daerah 

Jumlah koleksi b u k u yang tersedia d i perpustakaan daerah pada tahun 2011 mencapai 21.550 buku, 

mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 25.316 buku. berikut 

adalah tabel jumlah koleksi b u k u yang tersedia d i perpustakaan daerah di Kabupaten Pacitan 

tahun 2 0 1 1 - 2 0 1 5 : 

T a b e l 2.141 
Jumlah K o l e k s i B u k u Y a n g Tersedia di Perpustakaan Daerah (Buah) T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Koleksi buku Yang Tersedia D i Perpustakaan 
Daerah 

21.550 22.002 22.780 24.163 25.316 

Sumben Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.2 Fokus L a y a n a n U r u s a n P i l i h a n 

Fokus layanan urusan pil ihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. U r u s a n pil ihan membahas mengenai pertanian, kehutanan, energi cian sumber 

daya, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian. 

2.3.2.1 Pertanian 

a. Produktivitas Padi A t a u B a h a n Pangan Utama L o k a l L a i n n y a Per Hektar 

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 182,4 ton beras dan 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana tahun 2012 ke 2013 (184 ton menjadi 111,68 ton) dan 

meningkat kembali pada 2014 sehingga pada tahun 2015 menjadi 160 ton. Berikut adalah tabel 

produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton) Kabupaten Pacitan 

tahun 2011-2015: 

T a b e l 2.142 
Produktivitas Padi A t a u B a h a n Pangan Utama L o k a l L a i n n y a Per Flektar (Ton) 

T a h u n 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya 
Per Hektar 

182,4 184 111,68 210,23 160 

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Dan Petemakan Kabupalen Pacitan, tahun 2016 
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Untuk mendukung data diatas, maka berikut ini disajikan data produksi komoditas pertiiiiian 

unggulan selama beberapa tahun terakhir. 

Tabel 2.143 
Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

No. Tahun Produksi (Ton) No. Tahun 
Padi Jagung Kedclai Ubi Kayu 

1 2011 170,257 107.449 4.155 564.430 
2 2012 178,767 138.297 4.426 499.730 
3 2013 198,169 101.683 4.347 361.432 
4 2014 180,662 111.640 4.764 539.420 
5 2015 202.619 115.512 6.467 451.265 

Sumber Data: Dinas Tanaman pangan dan Petemakan Kab. Pacitan 

Tabel berikut ini menyajikan produktifitas komoditas pertanian unggulan. 

Tabel 2.144 
Produktifitas Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

No. Tahun Produktifitas (Kw/Ha) No. Tahun 
Padi Jagung Kedclai Ubi Kayu 

1 2011 50,13 5035 10,80 189,03 
2 2012 50,79 64,21 10,27 210,21 
3 2013 53,82 50,66 13,65 204,26 
4 2014 52,65 54,72 12,64 236,17 
5 2015 54,57 57,23 13,17 234,24 

Sumber Data :Dinas Tanaman pangan dan Petemakan Kab. Pacitan 

Selain petemakan, potensi petemakan imggulan disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.145 
Produksi Petemakan Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

No. Tahun 
P O P U L A S I T E R N A K B E S A R ( Ekor) 

No. Tahun 
K U D A SAPI SAPI PER A H KHKBAU 

1 2011 74 86.138 500 99 
2 2012 74 94.735 553 106 
3 2013 61 76.615 119 107 
4 2014 76 81.954 117 113 
5 2015 76 83.659 107 116 

Sumber Data: Profil statistik 2016 

b. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia unluk 

menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola 

lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui umsan pilihan bagian pertanian 

salah satunya dengan melihat kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Dalam hal ini yang tcrrnasuk 

dengan sektor pertanian adalah pertanian tanaman pangan, pertanian buah, palawija dan petemakan. 

Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten 

Pacitan dari tahun 2013 dan tahun 2014: 
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T a b e l 2.146 
Kontr ibusi Sektor Pertanian, K e h u t a n a n dan Perikanan Terhadap P D R B (%) T a h u n 2013 - 2014 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2013 2014 
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB A D H B 30,3 30,54 
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB A D H K 2010 28,28 27,89 

Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

2.3.2.2 Energi dan S u m b e r D a y a M i n e r a l 

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penanibangan 

(penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, 

panas bumi, migas. Kontribusi sektor pertambangan terhadap P D R B Kabupaten Padtan diperoleh 

dari buku P D R B Kabupaten Padtan Menurut Lapangan Usaha 2000-2011. 

a. Kontr ibusi Sektor Pertambangan Terhadap P D R B 

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor pertambangan 

terhadap P D R B per T a h u n . Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi P D R B 

dari sektor pertambangan dibagi dengan jumlah P D R B dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi 

sektor pertambangan terhadap P D R B Kabupaten Padtan tahun 2013 dan tahun 2014 : 

T a b e l 2.147 
K o n t r i b u s i Sektor Pertambangan Terhadap P D R B (%) T a h u n 2013 - 2014 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2013 2014 

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB A D H B 5,77 6,58 
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB A D H K 2010 6,10 6,33 

Sumber: BPS Kabupalen Pacitan, tahun 2015 

2.3.2.3 Pariwisata 

a. K u n j u n g a n Wisata 

Kimjimgan wisata d i Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 512.274 wisalawan baik 

wisatawan nusantara m a u p u n wisatawan manca negara. Pariwisata merupakan sumber 

pendapatan asU daerah Kabupaten Pacitan, sehingga sangat dibutuhkan perencanaan )'ang baik 

dalam pengembangannya, Kunjungan wisata pada tahun 2015 telah mencapai 1.556.000 

wisatawan. Berikut adalah tabel kunjungan wisata d i Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

T a b e l 2.148 
K u n j u n g a n Wisata (orang) T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 • 2015 

Kunjungan wisata (orang) 512.274 537.859 655.000 1.089.961 1.556.000 

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupalen Pacitan, tahun 2016 
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b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD 

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 

sebesar Rp.1.802.458.500,00 dengan pengembangan yang terarah maka kontribusinya meningkat 

sampai pada tahun 2015 menjadi Rp.6.500.000.000,00. Berikut adalah tabel kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pacitan tahim 2011 - 2015: 

Tabel 2.149 
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (milyar) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD 1.802 2.074 1.841 2.549 6.500 

Sumben Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.3.2,4 Kelautan dan Perikanan 

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada 

umumnya mencakup ikan, amfibi dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang 

berdekatan, serta lingkungarmya, Menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1985 dan UU RI Nomor 31 

Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi, 

pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

a. Produksi Perikanan 

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2011 mencapai 6.286.814 ton, mengalami peningkatan 

sampai dengan tahun 2015 menjadi 10.815.603 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya pada 

tahun 2011 mencapai 814.942 ton meningkat sampai dengan tahun 2014 menjadi 919.373 ton 

kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 811.041 ton. Berikut adalah tabel produksi perikanan di 

tangkap dan budidaya Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.150 
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015* 

Produksi Perikanan Tangkap 6.286.814 6.252.175 7.822.760 7.999.500 10.815.603 

Produksi Perikanan Budidaya 814.942 816.810 872.056 919.373 811.041 

Sumber Data: Database Kelautan Perikanan 2015 

b. Konsumsi ikan 

Konsumsi ikan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 11,54 kg/kap/th, ada 

peningkatan konsumsi ikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 16,26 kg/kap/th. 

Berikut adalah tabel perkembangan konsumsi ikan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.151 
Konsumsi Ikan (k^ap/lh) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Konsumsi Ikan (kg/ kap/ th) 11,54 12,09 13,8 14,63 16,26 
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c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran 

Cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya/pengolahan dan pemasaran pada tahun 2011 

mencapai 54,39%, mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 

94,75%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya/pengolahan dan 

pemasaran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

Tabel 2.152 
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran 

Tahun 2011 - 2015 Kabupalen Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Cakupan Bina Kelompok 
Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan 
Pemasaran 

5439 64,91 75 86,4 94,75 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 

Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 6.244,07 ton, 

mengalami peningkatan pada tahim 2012 menjadi 6.252,18 ton, akan tetapi di tahun 2013 menurun 

menjadi 6.003,29 ton dan kembali meningkat menjadi 8.419,00 ton dan 10.891,42 ton di tahun 2015. 

Berikut adalah tabel produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -

2015: 

Tabel 2.153 
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Produksi perikanan Kelompok Nelayan 
(ton) 

6.244,07 6.252,18 6.003,29 8.419,00 10.891,42 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupalen Pacitan, tahun 2016 

2.3.2.5 Perdagangan 

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Perdagangan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Gialnya 

aktivitas perdagangan suatu daerah menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakalnya serta 

menjadi tolok ukur tingkat perekonomian daerah itu sendiri. 

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor perdaga:igan 

terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari 

sektor perdagangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Kontribusi sektor perdagangan 

terhadap PDRB ADHB tahun 2013 sebesar 16,13% dan tahun 2014 naik menjadi sebesar 17,73%, 

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK tahun 2013 sebesar 16,76% dan tahuji 2014 

naik menjadi 17,87%, Berikut adalah tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB 

dan ADHK Kabupaten Pacitan tahun 2013 - 2014 : 
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Tabel 2.154 
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2013 2014 

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB 16,13 17,73 
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK 2010 16,76 17,S7 

Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

b. Cakupan Bina Kelompok PedagangTJsaha Informal 

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2011 sebesar 5%, meningkat 150% 

sehingga pada tahun 2015 menjadi 123%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pedagang/ 

usaha informal Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.155 
Cakupan Bina Kelompok Fedagang/Usaha Informal Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 • Cakupan Bina Kelompok / 

Pedagang/usaha Informal 5 6,25 13,75 10 12,5 

Sumben Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, lahun 2015 

2.3.2,6 Perindustrian 

Industri adalah bidang ekonomi yang menggunakan ketrampilan dan kelckunan kerja serta 

penggimaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasaniya. 

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB 

Indikator ini digunakan imtuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap 

PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor 

industri dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor industri 

terhadap PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK. 

Tabel 2.156 
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2013 21)14 

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHB 6,79 7,4 S 

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK 2010 6,93 7,24 

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan,tahun 2015 

b. Pertumbuhan Industri 

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar l,99%dan pada tahun 2015 

meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel pertumbuhan industri di Kabupalen Pacitan lahun 

2011 - 2015: 

Tabel 2.157 
Pertumbuhan Industri Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertumbuhan Industri 1,99 2,5 2,03 2,56 3,95 
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c. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 

Cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 2,2% sedangkan 

pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pengrajin 

di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.158 
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 2,2 332 2,92 5,6 3,95 
Sumben Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

2.3.2.7 Ketransmigrasian 

a. Transmigrasi Swakarsa 

Transmigasi swakarsa pada tahim 2011 sebanyak 10 orang, mengalami peningkatan setiap 

tahunnya sampai dengan tahun 2015 mencapai 135 orang. Berikut adalah tabel perkembangan 

transmigrasi swakarsa tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.159 
Transmigrasi Swakarsa (orang) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Transmigrasi Swakarsa (orang) 10 35 90 130 135 
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2015 

2.4 Aspek Daya Saing Daerah 

Aspek daya saing daerah terdiri dari empat fokus penilaian yakni fokus kemampuan ekonomi 

daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya 

manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk maju dan 

berkembang. 

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

2.4.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 

Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu daerah dari sisi ekonomi dalam rangka 

mendukimg investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dari data yang tersedia fokus kemampuan 

ekonomi daerah dapat diketahui dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didctailkan 

pada pembahasan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, 

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk 

keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tiapat 

menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran 

konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. 
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untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih 

sedikit. 

Tabel 2.160 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 636,07 636,66 408,58 638,38 611,12 

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, tahun 2016 (Data Diolah) 

Capaian kinerja pengeluaran konsmnsi rumah tangga per kapita tahun 2011 mencapai 636,07 ribu 

sempat mengalami penurunan menjadi 408,58 ribu pada tahun 2013 dan sampai dengan tahun 

2015 meningkat menjadi 641,12 ribu. 

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita 

Kinerja pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada tahun 2011 mencapai 1.244.059 rupiah, 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 1.372.651 rupiah. Berikut 

adalah tabel pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -

2015: 

Tabel 2.161 
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Rp) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan 
Per Kapita 

1.244.059 1.250.248 1.256.437 2.929.176 1.372.651 

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, tahun 2016 (Data Diolah) 

2.4.1.2 Pertanian 

a. Nilai Tukar Petani 

Nilai tukar petani pada tahun 2013 mencapai 116,71%, meningkat di tahun 2014 menjadi 131,50%, 

akan tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 103,53%. Berikut adalah nilai tukar 

petani di Kabupaten Pacitan tahun 2013 - 2015: 

Tabel 2.162 
Persentase Nilai Tukar Petani Tahun 2013 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2013 2014 2015 

Nilai Tukar Petani (%) 116,71 134,60 103,53 

Sumber. Bappeda Kabupalen Pacitan, tahun 2016 

2.4.2 Fokus Fasilitas WilayaJVInfrastruktur 

2.4.2.1 Perhubungan 

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2011 mencapai 0,00895 sedangkan tahun 

2015 mencapai 0,01219. Ada peningkatan 36,2% dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

Berikut adalah tabel rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Padtan tahun 2011 -
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Tabel 2.163 
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 0,00895 0,00888 0,00896 0,00788 0,01219 
Sumber: Dinas Perhubungan, Komimikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Tabel Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas, pada 

perhitungan selanjutnya akan dihitung dengan metode perhitungan baru. 

b. Jumlah Orang^arang Yang Terangkut Angkutan Umum 

Kinerja jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2011 mencapai 

11.849.010 penumpang, mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 11.857.260 penumpang. 

Pada tahun 2013 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menurun menjadi 

11.871.100, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 meningkat berturut-turut menjadi masing-masing 

10.683,990 dan 10.874.146 penumpang. Berikut adalah tabel jumlah orang/barang yang terangkut 

angkutan umum di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.164 
Jumlah Oran^arang Yang Terangkut Angkutan Umum (Penumpang) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2U1.5 

Jumlah orang/barang Yang 
Terangkut Angkutan Umum 

11.849.010 11.857.260 11.871.100 10.683.990 10.874.146 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Jumlah Oran^Barang Melalui DermagV Bandara/Terminal Per Tahun 

Kinerja jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun pada tahun 2011 

mencapai 448.871 mengalami fluktuasi setiap tahimnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 

meningkat dibandingkan tahun 2011 mencapai 526.674. Berikut adalah jumlah orang/barang 

melalui dermaga/bandara/terminal per tahun pada tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.165 
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun (Penumpang/Buali) 

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ 
Terminal Per Tahun 

448.871 473.075 666.295 342.102 526.674 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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a. Ketaatan terhadap RTRW 

Indikator ini digimakan untuk melihat berapa persen realisasi rencana tata ruang dan wilayah 

dengan rencana peruntukannya di Kabupaten Pacitan. Kinerja ketaatan terhadap RTRW pada awal 

periode tahun 2011 mencapai 53,42% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi 

sampai dengan tahun 2015 mencapai 77,00%. Berikut adalah tabel ketaatan terhadap RTRW lahun 
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Tabel 2.166 
Ketaatan terhadap RTRW (%) Tahun 2011 - 2015 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kabupaten Pacitan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
Ketaatan terhadap RTRW 53,42 56,8 65,00 72,50 77,00 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Persentase Luas Wilayah Produktif 

Indikator kinerja persentase luas wilayah produktif pada tahun 2011 mencapai 20,22% lidak 

mengalami penurunan atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan lahun 

2015 tetap 20,22%. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah produktif di Kabupaten Pacitan 

tahun 2011-2015: 

Tabel 2.167 
Luas Wilayah Produktif (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupalen Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Luas Wilayah Produktif 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 
Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Persentase Luas Wilayah Industri 

Kinerja persentase luas wilayah industri pada tahun 2011 mencapai 10,8% mengalami peningkatan 

setiap tahimnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 17,01%. Berikut adalah label 

persentase luas wilayah industri di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.168 
Luas Wilayah Industri (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Luas Wilayah Industri 10,8 12,19 13,86 15,70 17,01 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupalen Pacitan, tahun 2016 

d. Luas Wilayah Kebanjiran 

Persentase luas wilayah kebanjiran pada tahun 2011 mencapai 9,65%. Seiring dengan rehabililasi 

dan peningkatan saluran air atau sungai, persentase luasan wilayah kebanjiran dapat ditekan, 

sehingga persentasenya dapat diturunkan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 lurun 

menjadi 738%. Capaian ini berdasarkan perhitungan luas wilayah kebanjiran sebesar 5.279 ha 

dibanding luas seluruh wilayah budidaya kebanjiran sebesar 70.297 ha. Berikut adalah tabel 

persentase luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.169 
Luas Wilayah Kebanjiran (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Luas Wilayah Kebanjiran 9,65 8,43 8,06 7,61 7,38 

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Sekda Y 

Asisten 

Kabag ' 
•Mm 

Paraf Koordinasi 
SKPD/Banian Pemrakarsa 

SKPtt'Bagian Terkaiu 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

e. Luas Wilayah Kekeringan 

Persentase luas wilayah kekeringan pada tahun 2011 mencapai 2138% mengalami penurunan 

setiap tahurmya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 19,05%. Berikut adalah tabel 

persentase luas wilayah kekeringan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.170 
Luas Wilayah Kekeringan (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Luas Wilayah Kekeringan 2138 19,06 19,58 19,40 19,05 
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

f. Luas Wilayah Perkotaan (%) 

Indikator kinerja persentase luas wilayah perkotaan pada tahun 2011 mencapai 93% tidak 

mengalami penunman atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 

2015 tetap 9,5%. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah perkotaan di Kabupaten Pacitan 

tahun 2011-2015: 

Tabel 2.171 
Luas Wilayah Perkotaan (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Luas Wilayah Perkotaan 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.4.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan umiun, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

a. Jumlah Bank dan Cabang 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank 

umum dan bank perkreditan rakyat. 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan dan menghitung jenis bank dan cabang-cabangnya 

yang ada di Kabupaten Pacitan. 

Indikator kinerja jumlah bank dan cabang pada tahun 2011 mencapai 8 imit mengalami 

peningkatan sampai dengan tahxm 2015 mencapai 10 unit, antara Iain Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) Jatim, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI-46), Bank Danamon dan 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, PNM, Bank 
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Tabel 2.172 
Jumlah Bank dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Bank dan Cabang 8 9 10 10 10 
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Jumlah Perusahaan Asiuansi dan Cabang 

Indikator kinerja jumlah perusahaan asuransi dan cabang pada tahun 2011 mencapai 2 unit 

mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 menjadi 3 unit. Jenis dan jumlah perusahaan 

asuransi dan cabang yang ada di Kabupaten Pacitan terdapat 3 kantor asuransi yaitu FT. Asuransi 

Jiwa Sraya (Persero) dan AJB Bumiputera 1912 dan Asuransi Axa Mandiri. 

Tabel 2.173 
Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015 

Kabupalen Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang 2 2 2 3 3 

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. Jumlah Restoran 

Capaian jumlah restoran pada tahun 2011 tercatat sebanyak 12 restoran, meningkat setiap 

tahunnya sampai dengan tahim 2015 sebanyak 21 restoran. Capaian ini merupakan dampak dari 

Kabupaten Pacitan sebagai tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang 

wisatawannya semakin lama semakin meningkat, hal tersebut mendorong masyarakat unluk 

menciptakan lapangan usaha informal berupa pembangunan restoran, disamping itu kemudahan 

ijin pendirian restoran kepada masyarakat yang semakin dipermudah. Berikut adalah tabel jumlah 

restoran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.174 
Jumlah Restoran (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Restoran 12 12 14 19 21 

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Jumlah Fenginapan/Hotel 

Jumlah penginapan/hotel pada tahun 2011 mencapai 15 buah, meningkat di tahun 2012 menjadi 21 

buah, kemudian menurun menjadi 19 buah pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 mulai 

meningkat lagi menjadi 28 dan 29 buah. Peningkatan ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam 

pembinaan dan pengembangan usaha-usaha di bidang penginapan/perhotelan yang menunjang 

investasi kepariwisataan di Kabupaten Pacitan, serta keseriusan pemerintah daerah dalam 

pemeliharaan dan pengelolaan obyek-obyek wisata di Kabupaten Pacitan yang berdampak kepada 

peningkatan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara, selain itu adanya investor-investor luar 

yang ikut mempromosikan keindahan kekayaan alam yang menarik. Berikut adalah label 

perkembangan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 
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Tabel 2.175 
Jumlah Penginapan/Hotel (Buah) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Penginapan/Hotel 15 21 19 28 29 
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

2.4.2.4 Lingkungan Hidup 

a. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih 

Persentase rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase 

rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah 

tangga. Indikator ini dihitimg dengan menghitung jumlah rumah tangga pengguna air bersih 

dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali dengan 100%. 

Tabel 2.176 
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air 
Bersih Perkotaan 

50,3 51,8 60,40 64,48 69,02 

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air 
Bersih Perdesaan 

333 33,9 36,21 37,51 37,92 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

Kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih perkotaan pada tahun 2011 mencapai 50,3% 

mengalami peningkatan setiap tahimnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 

69,02%. Sedangkan kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih perdesaan pada lahun 

2011 mencapai 333% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan 

tahun 2015 mencapai 37,92%. 

Tabel Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di alas Icidiri 

dua indikator yaitu Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Rumah Tangga Pengguna 

Air Bersih Pedesaan, imtuk perhitungan kedepan kedua indikator tersebut akan disatukan dalam 

indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih. 

2.4.3 Fokus iklim Investasi 

1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, i'erangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

a. Jumlah Demo 

Jumlah demo pada tahun 2011 sebanyak 2 kah, meningkat menjadi 4 kali pada tahun 2012. Pada 

tahun 2013 tidak terjadi demo, sedangkan tahun 2014 terjadi demo sebanyak 5 kali dan 2015 

sebanyak 7 kali demo. Peningkatan jumlah demo dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena 

eskalasi politik lokal menjelang PILKADA serta perlambatan ekonomi yang memicu kenaikan 

kebutuhan barang pokok sehari-hari, Berikut adalah tabel perkembangan jumlah demo di 
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T a b e l 2.177 
J u m l a h D e m o T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Demo 2 4 0 5 7 
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. L a m a Proses Per i j inan 

L a m a n y a proses perizinan tahun 2011 mencapai 5 3 hari , menurun setiap tahunnya meskipun lidak 

terlalu signifikan, dimana sampai dengan tahun 2015 mencapai 5 hari. L a m a proses perizinan 

berkaitan dengan ketepatan w a k t u penyelesaian izin sehingga semakin rendah angkanya 

menunjukkan kineija semakin baik. Indikator ini mempunyai kaitan erat dengan S O P maupun SPP 

yang telah ditetapkan. 

T a b e l 2.178 
L a m a Proses I z i n U s a h a Penanaman M o d a l (hari kerja) T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 , 2013 2014 2015 

Lama Proses Izin Usaha Penanaman Modal (hari kerja) 5,3 . 5,35 5,24 5,14 5 

Sumben Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

c. J u m l a h dan M a c a m Pajak dan Retr ibusi Daerah 

Sejak diberlakukan U U Nomor 28 T a h u n 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka pada 

tahim 2015 ini bertambah 1 j u m l a h pajak yang diserahkan yaitu pajak PBB, sehingga ada 11 pajak 

dan 1 retribusi daerah. Berikut adalah tabel jumlah dan m a c a m pajak dan retribusi daerah di 

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: 

T a b e l 2.179 
J u m l a h dan M a c a m Pajak dan Retr ibusi Daerah T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 • Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi 
Daerah 

11 11 11 12 12 

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

d. Jumlah P E R D A Y a n g M e n d u k u n g I k l i m Usaha 

Pemerintah daerah memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan mcnoibilkan 

regulasi berupa peraturan daerah. Berikut jumlah P E R D A yang mendukung ikl im investasi 

sebagaimana tabel dibawah ini : 

T a b e l 2.180 
J u m l a h P E R D A Y a n g M e n d u k u n g I k l i m U s a h a T a h u n 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha 3 3 4 7 5 

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2,4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 

2.4.4.1 Ketenagakerjaan 

a, Rasio Lulusan S1/S2/S3 

Capaian rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2011 adalah sebesar 138, meningkat setiap lahunnya 

sampai dengan tahim 2014 menjadi 622, n a m u n di tahun 2015 menurun menjadi 552. Berikut 

adalah tabel rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : 

Tabel 2.181 
Rasio Lulusan Sl/S^SS Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Lulusan S1/S2/S3 138 369 448 662 552 

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 

b. Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan pada tahun 2011 mencapai 0,50, berhasil diturunkan sampai dengan tahun 

2015 menjadi 0,49. Berikut adalah tabel perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Pacitan 

tahun 2011-2015: 

Tabel 2.182 
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Pacitan 
U R A I A N 2011 2012 2013 2014 2015 

Rasio Ketergantungan 0,50 0,49 0,42 0,49 0,49 
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016 
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA 
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BAB III 
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

SERTA KERANGKA PENDANAAN 

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh 

negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan 

perundangan. Sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau 

sumber-sumber penerimaan Iain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

Daerah berkewajiban imtuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan 

pemerintahan di daerah. 

Keuangan daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang berakibat pada meningkatnya 

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Keuangan daerah itu sendiri yaitu 

pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

Penyusiman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun 

pada dasamya bertujuan xmtuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang 

tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan 

mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Kinerja keuangan 

masa lalu pada dasamya dimaksudkan imtuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau 

kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada 

umumnya. 

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran 

daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan 

daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas 

keuangan daerah pada dasamya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan 

penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk 

memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, 

untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan 

masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan, dijabarkan sebagai 

berikut 
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA 
PENDANAAN 

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan 

APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasamya 

bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah 

dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Kinerja pelaksanaan APBD tahtm sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau 

penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah 

sebagai berikut: 

a) Pendapatan Daerah 

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari: 

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah; 

2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta 

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana 

Damrat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana 

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya. 

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata 

pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011-2015 

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Rata-Tata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2015 

Parat hierarki 

NO URAIAN 
REALISASI (Rp) ; .T.- -

NO URAIAN 

2011 2012 2013 2014 2015" 

1 2 3 4 5 6 7 
PENDAPATAN 858,235,946,103 958,677338373 1,061397,988348 1360305396,064 1326396,968333 13.6 

1.1 Pendapatan Asli Daerah 48359,915,661 57398339383 62,988,926,126 101376,945,022 126349,078317 28.5 
1.1.1 Pajak Daerah 6,006,625,272 7,954,645319 9,053,156,097 20,684,068,973 21,789,927322 45.0 
1.1.2 Retribusi Daerah 11,626,055,798 14,033372,250 18399345314 20,455,509,921 20,411,29X110 15.7 

1.13 Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

2,903,227392 3,139,175330 X259,920,570 2333,710,205 X421,047344 -33 

1.1.4 Lain - lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

27324,006,899 33171346,283 33376,003,947 57303,655,923 81326311341 33.6 

1.2 Dana Perimbangan 583316,975,459 703380364,661 756337309,646 808352,090,951 863323304316 10.5 
1.2.1 Dana Bagi hasil Pajak /bagi 

hasil bukan Pajak 
48,580,538,459 61,926,220,661 57,606,486,646 55,639,206,951 53312301316 33 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 480,580,537,000 589,829,914,000 647,293,403,000 700,743,024,000 714,847,233,000 10.7 
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 54,055,900,000 51,724,730,000 51,937320,000 51369,860,000 95364,070,000 20.0 

13 Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

226,660,054,983 197398,434329 241371353376 350,976360,091 436324385,100 19.8 

13.1 Hibah 986,005,745 84X483,627 1,925,000 XI 00,000 1,050,000 -38.8 
13.2 Dana Darurat 
133 Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 

dan dari Pemda Lainya 
29,581337378 27,659,934,902 34,123370,076 63381,618,091 60,74X249,100 24.8 

13.4 Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Daerah Khusus 

175,238,937,160 145,874,996,000 17X525,413,000 18X420,105,000 281,230,973,000 15.4 

13.5 Bantuan Keuangan dari 
Propinsi Pemerintah lainya 

20,853,574,500 23,521,020,000 34,920,445,000 104,67X537,000 94,650,113,000 6X9 

uiri en 
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Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung 

meningkat yaitu periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan rata-rata tingkat 

pertumbuhan pendapatan sebesar 13,6%. 

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahim cenderung meningkat dari periode tahun 2011-2015 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,5%, yang secara persentase pertumbuhan masing-

masing komponen PAD berbeda-beda. 

Sumber utama pendapatan Kabupaten Pacitan berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar 

berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Perimbangan Kabupaten Pacitan setiap tahun selalu 

mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2011-2015 terakhir sebesar 10,5%. 

Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 20%, Selain dari PAD 

dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah 

dengan rata-rata pertumbidian 19,8%, 

b) Belanja Daerah 

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja 

pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari: 

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, 

Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan 

2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, 

serta Belanja Modal, 

Pengukuran kineija suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah 

terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kmerja suatu daerah. Alokasi belanja 

daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa 

menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan 

masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2011-2015, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 

berikut: 

Tabel 3.2 
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

Sekds 

Asisten 

Kabag 

NO 

Z l 
2.1.1 
2.1.2 
Z1.3 
Z1.4 
Z13 

Z1.6 

Z1.7 

URAIAN 

BELANIA 
Belanja Tidak Langsung 
Belanja Pegawai 
Belanja Bunga 
Dana Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja bagi hasil kepada 
Propinsi/Kabupaten/ Kota 
dan Pemerintah Desa 
Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Propinsl/Kabupaten/Kota 

• d.in Pprpy^ntahan Desa 
BelanhTt: 

n Pemrakarsa 
ft-

SKPD/ Bagian Terkait: 
1.̂  
2..̂  
3 

REALISASI 

2011 

847353377,678 
570,148300,482 
497,21X770319 

7,773,449,671 
11319,575,625 

X862351,917 

47,210,287,150 

•7S •0,165,800 

2012 

964,961384,990 
656,008,622,770 
562,704319,406 

8342308,231 
16,163,946,000 

X736,168,297 

65,097337,035 

763,543,800 

2013 

1,036,980.098390 
724,455,198,735 
607,673,757,744 

24,769,47X900 
4,544,127,410 

3300,666,461 

8X534,550,520 

1,63X623,700 

2014 

1302,651376,766 
804318,701,450 
667347,218,506 

25308,799,701 
6,617,811,731 

3376307,901 

10034X199,110 

1,126,164,500 

2fll5» 

1,408,458378,765 
921,154,743393 
675333345,402 

31,487,86X975 
6,480399367 

3,655,296,219 

203,123,076,430 

574,063,000 

R A T A -
RATA 

PERTUMBU 
HAN(%) 

13.6 
1X8 
8.1 

56.6 
3.0 

6.7 

47.1 

-11.2 
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NO U R A U N REALISASI 

.A 2 
2011 2012 2013 2014 2ois»•: H -y 

4 . .5 ft 
Z2 Belanja Lan^sunR 277304,777,196 308,95336X221 312324,900,155 397332375316 487303334372 15.6 
2.2.1 Belanja Pegawai 26301380,289 33,986,089,15) 36,427365,750 35,969,228,877 44,415,456398 14,4 
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106,747344,724 121,427,491,610 143,24X808,806 161,434,465,274 174,736,431,037 13,2 
2.X3 Belanja Modal 144,255,05X183 153,539,681359 132354,725399 200,429,181,165 268,151,647,437 19,4 

faumben DFPKA, Kabupaten Padtan 2011-2015 

Berdasarkan tabel 32 diperoleh gambaran periode tahun 2011-2015 bahwa realisasi belanja mengalami 

pertumbuhan rata rata sebesar 13,6%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata 

kenaikan sebesar 12,8%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan 

rata-rata pertumbuhan sebesar 8,1%, Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh 

gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 

tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 15,6%, Komponen Belanja Langsung 

terbesar digunakan untuk belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,4%. 

c) Pembiayaan 

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Pacitan terdiri dari: 

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang 

Daerah; 

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta 

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. 

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 33 berikut 

menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

daerah Kabupaten Padtan. 

Tabel 3.3 
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 
^ Kabupaten Pacitan 

NO URAIAN 
REALISASI (Rp) 

2011 2012 2013 2014 2015 

R A T A - i 

PERTUMBU^ 

PEMBIAYAAN 46363370,122 54,723,738347 4731639V447 7137L98X405 128375301,703 33.8 

3.1 PeneriDuan Pembiayaan 49363370,122 57323,738347 48,76839X447 7X121,98X405 129325301303 3X1 

3.1.1 Sisa lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya (Silpa) 

49,040,415,122 56,947338,547 48,43939X447 71,734,18X405 129325301,703 3X4 

3.1.2 Penerimaan Dana 
Cadangan 

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

3.1.4 Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

3.1.5 Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 323,455,000 276,500,000 328,900,000 387300,000 -19.4 

33 Pengeluaran Pembiayaan 3,000,000,000 X5O0,0OO,OO0 1,45X000,000 750,000,000 950,000,000 -20.1 
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NO > URAIAN 
• •-y.l--: • • 'A - y.ry 

• REAUSASl (RriUf3 / : h - i ^ ^ 
NO > URAIAN 

• •-y.l--: • • 'A - y.ry •r 2W2 . ' 2013 2014 
1 • -yy-\-2 x^a. . . . .^ .. S . 

Cadangan 

33.2 Penyertaan Modal 
(investasi) Daerah X750,000,000 2350,000,000 1,45X000,000 750,000,000 950,000,000.00 •18.8 

3.23 Pembayaran Pokok Utang 

334 Pemberian Pinjaman Daerah 250,000,000 250,000,000 

Memperhatikan Tabel 33, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata 

rata sebesar 333%, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 
r 

32,1%, Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi 

Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu 

dengan rata-rata penurunan sebesar -20,1%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan yang penurunannya. 

signifikan dari penyertaan modal dengan rata-rata penurunan sebesar 183%. 

3.1.2 Neraca Daerah 

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi 

keuangan Kabupaten Pacitan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangiman 

daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah 

daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca 

Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat disajikan pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011-2015 

S«kda 

Asisten 

Kabag 

U R A I A N 

TAHUN (Rp) . JIATA.T ; 

P B R T U M ^ 

m^m 
U R A I A N 

2011 2012 2013 2014 2015 

. JIATA.T ; 

P B R T U M ^ 

m^m 

ASET 1,653,06X450,817 1338,738,72X308 1348,126,48X775 1,752,626386,071 1358,48X700,749 3.21 
ASET LANCAR 68,128,048.694 65335,004,027 95,167,981,968 150,611320,944 180.78X64X221 29.96 
KAS 56,947338,547 48,43939X447 71,734,18X405 129,225301,703 130,227,114,176 28.52 

Piutang 3,154,719,856 6,90X184,465 14,710,036,606 1X080,607,498 26,417,04X204 83,18 
Penyisihan Piutang (247,934,122) (357,483,634) (1,244,595,619) (2,197317,935) 19.14 

Persediaan 8,026,090,291 9,874343356 8,723,762,957 9305,411,743 7,943,469348 0.85 

INVESTASI JANGKA 
PANJANG 

18365,716,547 2X98X895,932 23315,534338 24323,801,925 25,666328,926 9.10 

Investasi Non Permanen 7,477333,800 7,155,279,486 7,28X136,010 7,913,822,896 -23.46 
Investasi Non Permanen 
Lainya 

7,477333,800 7327333,800 8,099,133300 8,449,133300 8,799,133300 4.15 

Dana Bergulir (67X054,314) (816,997,790) (535310,904) (639,465,465) 4.86 

Investasi Permanen 10.88838X747 15327,616,446 16.533398328 16,909,979,029 17,507,160392 13.91 
Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah 

1038838X747 15327,616,446 16333,398328 16,909,979,029 17307,160392 13.91 

ASET TETAP 1,522,483,663,599 1331,491,787,031 1393,875,086,735 1,539,966,86X920 1,618,792368,770 1.80 
Tanah 432,121,459,483 477338,791,151 465,613335,690 464,008,995,264 459,99X974389 1.70 

Peralatan dan Mesin 173,576,532399 205,103,308.872 237,453,300,118 273,145,128,219 317,117388,282 16.27 

Gedung dan Bangunan 331,49X774,218 395,09X460.497 443,474,263,768 575,481,185,124 658,478,379,572 18.91 

538.987,772.094 581353,991388 639,400,016,080 749,083,668,790 907,837,093,710 14.05 

r ParafKoorair asi 

SKPD/ Bagian Terha.'t: 
1 
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U R A I A N 

TAHUN (Rp) . R A T A - . 
RATA • 

F E R T U ^ . f t 
U R A I A N 

2011 2012 9JVIi4 

2014 2015 

R A T A - . 
RATA • 

F E R T U ^ . f t 

Aset Tetap Lainya 1̂ "ws "Wl nFj% "XL 1 1 A 1Q^ AAA 0O,L 1 0 , 1 AJ,O00 39,733,285,747 45,765,990,136 48,141,963,685 1137 

Konstruksi dalam 
Pengerjaan 

14,919373350 4,274374,905 10382389,233 11,111,431379 5314,630,780 7.05 

Akumulasi Penyusutan (168,087,263,949) (44X181303,902) (578,629,536,493) (778,289,86X149) 8.63 
Akumulasi Penyusutan (168,087,263,949) (44X181303,902) (578,629,536,493) -25.00 

ASET LAINYA 44,085,021,977 18,929,035319 35,267379335 37,224,400,282 33,240,660,831 6.02 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga 

tCi- w,t>U7/OUU ^ i/\A Ol n o^ 9 C 4 C I 9 9 9 9(V1 

25,453,2/7,700 
25,453,277,700 25,453377,700 22732 

Aset Tidak Berwujud 876300,000 1,430,610,065 1,430,610,065 1,779327,765 X244,930,240 28.44 
Aset lain - Iain 1,039,91X177 13,416,158349 8383,991,770 9,991,294317 7,10X421,634 285.72 
Dana yang dibatasi 
Penggunaanya 

- 1,775,455,905 

Akumulasi Amortisasi Aset 
Tidak Berwujud 

(1359,968,743) 

JUMLAH ASET 1,548,126,482,775 1,638,738,722308 1,548,126,48X775 1,752,626,886,071 1358,48X700,749 1.51 

KEWAJIBAN 1,020,066,792 1,660,971,118 1397,676355 1365,57X011 4,026,565,028 75.27 

KEWAJIBAN JANGKA 
PENDEK 

1,020,066,792 1,660,971,118 1397,676355 1,065,57X011 4,026,565,028 75.27 

Pendapatan diterima 
dimuka 

229300,000 229300,000 229300,000 229300,000 569,271,404 37.07 

Utang Jangka Pendek 790,766,792 1331,671,118 1,168376355 836,272.011 -16.44 

JUMLAH KEWAJIBAN 1,020,066,792 1,660,971,118 1397,676355 1365.572,011 4326365,028 75.27 

EKUITAS DANA 1,65X042384,025 1,637,077,751,190 1,546,728,806,220 1,751,561314,060 1354,456,135,721 3.17 
JUMLAH KEWAJIBAN 
DAN EKUITAS DANA 

1,653,06X450317 1,638,738,722308 1348,126,48X775 1,75X626386,071 1358,48X700,749 3.21 

Sumber: Laporan Keuangan Kab.Padtan 2011-2015 

Poral Hierarki . 

Sekda 

Asisten 

Katug 
Mm V 

a) Aset 

Aset pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2011-2015 mengalami kenaikan 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3/21%. Aset lancar pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami 

tren pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan rata-rata kenaikan sebesar 29/96%. Kas 

mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2011 sebesar Rp.56.947.238547 dan sebesar 

Rp.130.227.114.176 di periode tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28/52%. Investasi 

jangka panjang pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami trend pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 

9/1%/ total aset tetap Kabupaten Padtan pada tahun 2011 adalah Rp.l.522483.663599 dan meningkat 

menjadi Rp.1.618.792568.770 di tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015 sebesar 151%. 

b) K e w a j i b a n 

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahim 

2015 mengalami kenaikan dengan rata-rata 75/27%/ yaitu di tahun 2011 kewajiban jangka pendek 

sebesar Rp.l.020.066.792 dan di periode tahun 2015 kewajiban jangka pendek sebesar 

Rp.4.026.565.028 

c) Ekui tas Dana 

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Pacitan selama tahun 2011-2015 tumbuh rata-rata sebesar 

3,17%/ dimana pada tahun 2011 sebesar Rp.l.652042.384.025 dan tahun 2015 sebesar 
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA 
PENDANAAN 

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Padtan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka hasil 

analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, dapat disajikan sebagaimana Tabel 3.5 

berikut: 

Tabel 3.5 
Analisis Rasio KeuanganTahun 2011-2015 

Kabupaten Pacitan 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

A Rasio Likuiditas 

1. Rasio lancar (current ratio) 66.8 39.3 68.1 1413 449 

2. Rasio quick (quick ratio) 58.9 33.4 61.8 132.6 4Z9 

B Rasio Solvabilitas 

1 Rasio total hutang terhadap total asset 0.062 0.101 0.090 0.061 0.0022 

2 Rasio hutang terhadap modal 0.0617 0.1015 0.09O4 0.0608 0.00217 

1. 

Parat Hierarki 

Sekda Y 
Asisten Y 
Kabag 

Mm rr 

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Padtan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan 

solvabilitas yang positif. 

A. Rasio L i k u i d i t a s 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua 

kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang 

tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Padtan yaitu: 

Rasio Lancar 

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan 

ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka 

pendek. 

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. 

Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2011 

adalah sebesar 665 dan tahun 2015 sebesar 44,9. Hal ini berarti menunjukkan dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Padtan sebesar 

44 kali lebih. 

Quick Rasio 

Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Penghitungan quick rasio dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan, hal 

ini dikarenakan persediaan merupakan imsur aktiva lancar yang likuiditasmja rendah dan sering 

mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas, Jadi rasio ini 

•mprnpf̂ kan lasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu 
t'araf Kooroinasi 
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA 
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menutupi hutang lancar. Qwic*: rasio menimjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. 

Berdasarkan tabel diatas, quick rasio pada tahun 2011 sebesar 58,9 serta periode tahun 2015 quick 

rasio sebesar 42,9 hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Pacitan dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya sangat baik. 

B. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup 

untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas: 

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset 

Rasio total hutang terhadap total aset menur̂ 'ukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap 

aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap 

pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten 

Padtan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahim 2011 sebesar 0,062 dan pada tahun 

2015 sebesar 0,0022. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva 

sangat kedL 

2. Rasio Hutang Terhadap Modal 

Rasio hutang terhadap modal menuî 'ukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan 

kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kedl nilainya berarti semakin mandiri, tidak 

tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2011 rasio hutang terhadap modal pemerintah 

Kabupaten Padtan sebesar 0,0617 serta periode tahun 2015 sebesar 0,00217. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten 

Pacitan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang. 

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, 

sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan 

isu dan permasalahan strategis secara tepat, Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang 

terpetakan akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Paraf Hierarki . 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag i 

F-araf Koorainasi 

SK^D/^g^Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian Tarkait: 

2 
V 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA 
PENDANAAN 

Nomor 21 Tahim 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ya"g mengamanatkan bahwa Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan 

umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; 

penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan 

tugas umum pemerintahan yang dalam penyajian laporan keuangannya mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 

A) Kebijakan Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah, 

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahim 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan 

kineija yang cukup baik, meskipun kontribusi terhadap pendapatan daerah masih cukup rendah dan 

terus diupayakan untuk ditingkatkan. Sumbangan terbesar berasal dari Dana Perimbangan, baik Bagi 

hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, pendapatan terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Dana Perimbangan; 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber 

penerimaan baik dari pusat, provinsi maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 

merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan AsU Daerah ditetapkan 

secara rasional dengan mempertimbangkan reaUsasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi 

pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan. 

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan yang 

mempunyai kontribusi terhadap APBD Kabupaten Pacitan yang relatif besar. Pemanfaatan dana 

perimbangan menganut prinsip money follows function serta diarahkan untuk mendukung 

pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi 

kepada daerah untuk menggaU potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional. 

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima pemerintah daerah termasuk 

Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah, termasuk didalamnya adalah dam bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh 

Kabupaten Pacitan. 
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Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: 

a. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber 

pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

pendapatan daerah; 

b. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah; 

c. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; 

d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 

e. Koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; 

f. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman 

bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan 

politik. 

Sumber-sumber belanja daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian 

dan pemanfaatan sumber daya daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan 

asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah serta dengan terbitnya 

Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-imdang 

tersebut telah diikuti oleh peraturan penmdang-imdangan yang dibawahnya, dengan harapan 

ketergantungan Kabupaten Padtan dari dana pusat semakin berkurang yang artinya dapat lebih 

mandiri dalam hal pendanaan pembangunan, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah sebagai 

salah satu indikator kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi PAD terhadap 

pembiayaan pembangunan. Dalam rangka memenuhi target pendapatan daerah terus diupayakan 

agar semakin meningkat, berbagai upaya yang dilakukan antara lain: 

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah; 

2. Peningkatan fasilitas dan keamanan terhadap obyek retribusi; 

3. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan retribusi pada masyarakat; 

4. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan 

pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan 

efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan 

pelayanan; 

Lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan serta 

meningkatkan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah; 

Untuk dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah, terus diupayakan dalam bentuk 

koordinasi ke pusat, pengajuan proposal maupim surat sehingga dapat meningkatkan DAU, 

DAK dan Dana Insentif Daerah; 

7. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan 

dengan kebijakan investasi. 

5. 

6. 
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6) Belanja Daerah 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan 

pembangunan dituntut lebih transparan, akimtabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah 

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan pencapaian visi dan 

misi Kepala Daerah, pemenuhan SPM, pemenuhan SDGs, ketentuan sJmring dari pusat maupun 

provinsi yang dituangkan pada program kegiatan baik pada Belanja Langsung maupim Belanja 

Tidak Langsung. 

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari: 

1. Belanja Pegawai; 

2. Belanja Barang dan Jasa; 

3. Belanja Modal. 

Sedangkan Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai: 

1. Belanja Pegawai; 

2. Belanja Hibah; 

3. Belanja Bantuan Sosial; 

4. Belanja Bagi Hasil; 

5. Belanja Bantuan Keuangan; 

6. Belanja Tidak Terduga. 

Kebijakan perencanaan belanja langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD 

Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 meliputi: 

1. Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD yang diprioritaskan untuk pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten baik, urusan wajib maupun 

urusan pilihan; 

2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi 

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, 

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan 

sistem jaminan sosial; 

3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan 

perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar 

berdampak bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi jangka panjang dibidang 

pendidikan; 

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas 

dan fimgsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Sedangkan kebijakan perencanaan belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam rangka 

implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan tahim 2011-2016 meliputi: 

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta 

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan 

tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Besamya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil 

Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 

2. Kebijakan belanja pegawai diprioritaskan pada gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil 

termasuk di dalamnya pemberian gaji ke 13 dan diproyeksikan ada penyesuaian gaji pokok 

PNS sebesar 6% sampai dengan 10%, sementara dalam perencanaan belanja pegawai 

diperhitungkan accres gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya 

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan tunjangan keluarga; 

3. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa 

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah; 

4. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk 

uang dan/atau barang kepada indvidu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang 

sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial; 

5. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari 

pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa 

sesuai dengan ketentuan penmdang-imdangan; 

6. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang 

bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten Pacitan kepada pemerintah desa atau 

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan 

keuangan desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan 

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa 

penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan 

pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi 

bantuan; 

7. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 
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diperkirakan sebelunuiya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun -

tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

C) Pembiayaan Daerah 

Kebijakan umum pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan 

daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan 

daerah tetap dif okuskan pada: 

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergimakan imtuk melakukan pembentukan 

dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus 

dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sementara itu kegiatan investasi, baik investasi yang 

bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non 

permanen dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan 

modal kerja. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk 

menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran; 

2. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih 

antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut 

pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak 

menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah. 

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Pacitan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pacitan pada 

periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan 

pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas 

pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, 

analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Proporsi ReaUsasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2011 sampai dengan taliun 

2015 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Pacitan, yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan 

NO URAIAN 

2011 2012 2013 2014 2015 
RATA 

RATA 
NO URAIAN A N G G A R A N ; REALISASI 

•A, 
ANGGARAN REALISASI 

•/. • 
ANGGARAN REAUSASI 

%• 
ANGGARAN REAUSASI 

*k 
; ANGGARAN , REAUSASI 

•A 

RATA 

RATA 
NO URAIAN 

- Rp Rp 
•A, 

Rp Rp 
•/. • 

Rp Rp 
%• 

Rp Rp 
*k 

Rp Rp 
•A 

RATA 

RATA 

2.1 Belanja Tidak 
Langsung 583,072,765,827 570,148300,482 97.8 674,5453%397 656,008,621770 973 773,453,795,429 724,455,198,735 93.7 867300,566.124 804,818,701,450 918 l,043,151386t439 921,154,743393 88.3 94.0 

2.1.1 Belanja Pegawai RJ\C e>£ £j\E ACT7 9 1 9 77ft 9 l O T O . 1 U 9 7 f U H Q ir\A TC^'K n B 7 fJtI\ 71A Aft7 ttn 7^47 7AA T D F : ccrt QIPY 
1 ̂ JFJD\}, irt)ai/ OOU 

TR^n (Ll7 "^IQ ÂiL cn A " T O C VJLT. t n T>rt £7R (m iLic A/YT D/3,&M/Z>4Zi/4UZ o6.ll 933 

Belanja Bunga 
2.1.3 Dana Subsidi - - - - - - - • - - - - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 7,927,956,868 7,773,449,671 98.1 8,711341000 8,541808,231 98.1 25,911431500 24,769,471900 95.6 26,335301,642 25308,799,701 % . i 35,989,4513% 31,487361975 873 95.1 

i1.5 Belanja Bantuan 
Sosial I1,775,430,M)0 11319,575,625 973 16,734,274,000 16,163,946,000 %.6 5,816,223335 4344,127,410 78.1 8,461084376 6,617311,731 78.2 7,558343316 6,480399367 85.7 873 

2.1.6 Belanja bagi hasil 
kepada Propinsi 
/Kabupalen/Kota 
dan Pemerintah 
Desa 

a,LM>,71 a,/ uv 9 IIA7 "LF;! Q 1 7 95.2 5 T V i l(Jt 
^ / JV, 1 0 0 , A 7 , 

916 m i >; 9a91 
a, u 1 a— 7F 1 .w 

\ Vm M A d A I 01 \ 1 A T I 1 7 1 U A a , D / J,AJ a . s s u \ XJI. F^/T? Qftl O l o A J f t i X A R ^ ' H ^ '>1 Q J,0Z>3/X?O/Z 17 90.8 

2.1.7 Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Propinsi / Ka bupat 
en/Kola dan 
Pemerintahan 
Desa 

48,435,860,000 47,210,287,150 973 65,520,620,000 65,097337,035 99,4 81826,910,000 81534,550,520 99.6 101378,444,000 100,541199,110 99.0 205,213330,065 203,123,076,430 99.0 98.9 

2.1.8 Belanja Tidak 
Terduga 

5,100,000,000 3,570.165300 70.0 1167,937,000 763343,800 353 1200.000,000 1,631623,700 74.2 1,900,000,000 1,126,164300 593 4,411,686300 574,063,000 13.0 503 

JUMLAH 
BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

583,071765,827 570,148.800,482 973 674345,3%397 656,008,621770 973 773,453,795,429 724,455,198,735 93.7 867300,566,124 804318,701,450 918 1,043,151386,439 921,154,743393 88.3 94.0 

2.2 Belanja Langsung 306,137,284,332 277304,777,1% 90.6 321338,171,748 308,953,261221 962 325,184,153,535 311524,900,155 % . l 416,820,198,858 397332375316 95.4 498,291606313 487303334,872 973 953 

2.11 Belanja Pegawai 27,271317,905 26,501380,289 97.2 34,904377,000 33,986,089,151 97A 38,453,893,567 36,427,365,750 94.7 36,588,711,500 35,%9328377 98.3 43,795,679,100 44,415,456,398 101. 
4 97.8 

112 Belanja Barang dan 
Jasa 

110,618376,%9 106,747344,724 %.5 126,371226,244 121,427,491,610 % . l 148.986,933,983 143,241808306 %,1 174,943,303,340 161,434,465,274 913 188351326,146 174,736,431,037 918 943 

113 Belanja Modal 168,247389,458 144,255,051183 85.7 159,%1,368,504 153,539,681,459 %.o 137,733,325,985 131854,725,599 %.5 203.268,1&1,018 200,429,18L165 97.6 266,145.701,067 268,151,647,437 
100. 

8 953 

C JUMLAH 
BELANJA 
LANGSUNG 

306,137384,332 277,504,777,1% 90.6 321,238,171,748 308,953,261221 %.2 325,184,153,535 311524,900,155 %,1 416,820,198,858 397331875.316 95.4 498,291606313 487303,534,872 97.8 95.2 

Sumber. Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015 
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Berdasarkan Tabel 3.6, dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat mengalami kenaikan 

periode tahun 2011 sebesar Rp570.148.800.482 hingga pada tahun 2015 sebesar 

Rp.921.154.743.893, namun penyerapan Belanja Tidak Langsung dari tahun 2011-2015 mengalami 

penurunan, rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 94%. 

Belanja Langsung dari tahun 2011 sebesar Rp.2775a4.777.196 atau 90,6% sampai dengan tahun 

2015 besaran belanja langsung sebesar Rp.487.303.534.872 atau 97,8%, dengan rata-rata tingkat 

realisasi sebesar 95,2% atau lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja 

Tidak Langsung. 

b. Proporsi Belanja Unluk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk 

pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pacitan ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 
ReaUsasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015 

KODE URAIAN 
2013 2014 2015' 

KODE URAIAN 
• (Rp) (Rp) (Rp) 

5. BELANJA 75X430,525,680 828,429,659384 845,879,055,553 

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 605,938,226,247 666,613,158,843 674,241352,867 

5.1.1 Belanja Pegawai 605,933,226,247 666,613,158,843 674,24135X867 

S.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 598354363,747 660,141,808,843 667,145,897,867 

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 5315,86X500 4,287350,000 4,693,175,000 

5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta 
KDH/WKDH X268,000,000 Xl&4,000,000 X40X280,000 

5.2 BELANJA LANGSUNG 146,49X299,433 161,816,500,541 171,637,70X686 
5.2.1 Belanja Pegawai 35,279,233,250 35,966,853.877 44,415,456,398 
5. XI.01 Honorarium PNS 1438X271,000 16,298,827,500 19,497,018,800 
5.X1.02 Honorarium Non PNS 6,686349,500 X535,56X000 3,273,690,450 
5.2.1.03 Uang Lembur 3,779,078,950 3,988,964,000 4,038,045,300 
5.21.04 Honorarium Pengelolaan Dana BLUD 10,431333,800 13,143,500,377 17,606,701,848 
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98,915,708331 109,224,418.451 107,827399,101 
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,727,527314 10,228,994,862 11,580,06X028 
5.X2.03 Belanja Jasa Kantor 19,884382366 3X178,441,261 36,726,472,646 
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 83,500,000 
5.XX05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,935,466,476 6,427,603,966 6,304,168,657 

5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,481,763,692 7,517,066,023 8,104,894,192 

5.X2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 776,32X450 607,542300 706393,450 

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 489,806,800 71X694,000 99130X200 

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 706,521,200 798,360,120 769,195,050 

5.XX11 Belanja Makanan Dan Minuman 11,167,057,785 10,381,279,255 11364,184,297 

5.2X.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 291311,125 1,030,221,525 951,200,900 

5.2Z.13 Belanja Pakaian Keija 255,714,045 308,851340 549,077,800 

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 480,440,820 851,988,950 1,68X613,945 

S.XX15 Belanja Perjalanan Dinas 39,294,073,359 35,621394,749 38,089,727,465 

5.2.X16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 146,150,000 103,550,000 67,550,000 

5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS X181,470,500 X421,429.600 1,278,618,500 

5.2.2.19 Belanja Pemulangan Pegawai 14,000,000 35,000,000 4X000,000 

5.23 Belanja Modal 1X297357,852 16,625,228,213 19394,317,187 
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KODE URAIAN KODE URAIAN 
(Rp) (Rp) ( R i - J i l i ^ 

5.23.01. Belanja modal Pengadaan tanah (kantor) 4,001300 
5.X3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 2.579 820 100 

?/V&V/«Vv 
4 RA4 CtRl 2.sn 1 Q̂R 7fn nnn 

5.X3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 297,955,500 247,720,000 3314,084,000 
5.23.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 46,464,000 99,000,000 
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 281,118,730 255,970,910 340,747350 
5.23.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,129,208,035 1,286,512395 1539,810364 
5.13.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3,081,073367 3321976,433 3,016,133,614 
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1028,233,700 1584,913,655 1145,486,429 
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 58,086,900 306,799360 263,735,000 
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 345,665,080 443,068,610 710357360 
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 825356350 822,415,000 1,440,717325 
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 227,697,660 419,257,900 376,071,295 
5.23.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 124,190,000 170,164300 200,062300 
5,2,3.25 Belanja Modal Pengadaan Insialasi Dstrik DanTelepon 1,218,434,100 1,265,415,700 3,059366,750 
5.13.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 49,551030 36,931,000 88315,000 

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013-2015 

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2015 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. 

Selanjutnya disajikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel 

3.8 sebagai berikut: 

Tabel 3.8 
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015 

Kabupaten Pacitan 

N O U R A I A N 

B E L A N J A 

( U N T U K P E M E N U H A N 
K E B U T U H A N A P A R A T U R ) 

T O T A L P E N G E L U A R A N 
( B E L A N J A + P E M B I A Y A A N 

P E N G E L U A R A N ) 
P E R S E N T A S E 

N O U R A I A N 

(a) ( b ) (a) / (b)X100% 

1 Tahun Anggaran 2013 75X430325,680 1,038,43X098,890 7X5% 

2 Tahun Anggaran 2014 834,54835X059 1,203,401376,766 69.3% 

3 Tahun Anggaran 2015 854,458,936,619 1,409,408,278,765 60.6% 

Sumben Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015 

Persentase belanja imtuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total 

pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2013 persentasenya sebesar 

72,5% dan tahun 2015 persentasenya menurun menjadi sebesar 60,6%. 

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat 

disimpulkan bahwa belanja untuk pembangiman lebih kecil dibandingkan dengan belanja 

untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada waktu yang akan datang perlu efisiensi dalam 

penganggaran belanjanya. Sehingga proporsi belanja pembangunan dan belanja aparatur 

dapat seimbang. 
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3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah 

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 

harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan 

realisasi anggaran Tahim Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan 

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak 

tercapainya SILPA yang direncanakan. 

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan 

positif, maka pemerintah Kabupaten Pacitan harus memanfaatkannya untuk penambahan 

program prioritas dalam upaya pencapaian target kineija sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD. 

Gambaran defisit riil anggaran periode dan reaUsasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya (SILPA) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 

dapat diUhat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut ini: 

Tabel 3.9 
Defisit Rul Anggaran Periode Tahun 2013-2015 

Kabupaten Pacitan 

N O U R A I A N 
R E A L I S A S I (Rp) 

N O U R A I A N 
2013 2014 2015 

1 Pendapatan Daerah 1,061397,988,848 1,260305396,064 1,426396,%8333 

2 Belanja Daerah 1,036,980,098,890 1,20X651376,766 1,408,458378,765 

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1/45X000,000 750,000,000 950,000,000 

A. Defisit Riil 2X965389,958 57,103319,298 17,188,689367 

Ditutup oleh reaUsasi Penerimaan Pembiayaan: 

1 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahim 
Sebelumnya (SiLPA) 

48,43939X447 71,734,18X405 129325,801,703 

2 
Penerimaan Piutang Daerah/PenerimaanKembaU 
Investasi Dana Bergulir 

328,900,000 387300,000 

B. Total Realisasi Penerimaan 48,768,29X447 7X121,98X405 129325301,703 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggarein (SILPA) 71,734,18X405 129325,801,703 146,414,491,271 

Sumben Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Padtan2013- 2015 

Tabel 3.10 
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013-2015 

Kabupaten Pacitan 

N O U R A I A N 
2013 2014 2015 

R A T A - R A T A 
P E R T U M B U H A N N O U R A I A N 

( R p ) ( R p ) .(%) 
1 Jumlah S i L P A 71,734,182,405 129,225301,703 146,414,491,271 133 

2 
Kewajiban kepada pihak ketiga 
sampai dengan akhir tahtm belum 
terselesaikan 

3 Kegiatan lanjutan 
SiLPA riil (1-2-3) 71,734,182,405 17937^,801,703 146,414,491,271 13.30 

Sumben Iholah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015 
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA 
PENDANAAN 

3.3. Kerangka Pendanaan 

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan 

daerah, yang akan dialokasikan imtuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan 

mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah 

daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran 

daerah lainnya. 

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah 

dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. 

3,3.1. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama 

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung 

kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari 

atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. ReaUsasi pengeluaran Wajib dan Mengikat 

dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3,11 
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2015 

Kabupaten Pacitan 

N O . U R A I A N 
2013 2014 2015 

Kata - Rata 
• Pertumbuhan N O . U R A I A N 

(Rp) (Rp) (Rp) "/• 

I . B E L A N J A 726348,610,103 804,46X864319 919386,549,174 1X54 

A. 
B E L A N J A T I D A K 
L A N G S U N G 688,47X776,767 767,155,357,953 877364,429397 1X90 

1 Gaji DanTunjangcin 598354363,747 660,141,808,843 667,145,897,867 5.69 

2 Tambahan PenghasUan PNS 531536X500 4,287350,000 4,693,175,000 ^.94 

3 Belanja Penerimaan Lainnya 
Pimpinan Dan Anggota D P R D 
SerU K D H / W K D H 

X268X)00,000 XI84,000,000 X40X28a000 
3.15 

4 Belanja Bantuan Kepada Partai 
Pobtik 

856,951,920 899,205,110 931,626,100 
4.27 

5 Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah 
Daerah/Pemerintahan Desa 
Lainnya 

81,677398,600 99,642,994,000 20X191,450330 

6X46 

B. B E L A N J A L A N G S U N G 38,075333336 37,307306366 4X52X119,877 5.93 

1 Honorarium PNS 1438X271300 16,298,827300 19,497,018,800 16.47 

2 Honorarium Non PNS 6,686349,500 233536X000 3,273,690,450 -16.48 

3 Belanja Jasa Kantor 8,95X945,910 9,823366,680 10,912301370 10.40 

Belanja telepon 971,220319 949,729,113 998,12X558 1.44 

Belanja air 136311,803 13732X122 204,447,926 24.86 

Belanja listrik 7364,706,139 8342387,904 9,478388,049 11.21 

Belanja 
ka wat/faksimili/internet 

180,707,649 194,227341 231,14X737 
13.24 
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA 
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N O 
2013 2014 2015 Rata - Rata 

Pertumbuhan N O 

(Rp) (Rp) (Rp) • % , • 

4 Belanja Perawatan Kendaraan 
Bermotor 

5,935,466,476 6,427,603,966 6304,168,657 3.19 

5 Belanja Sewa 
Rumah/ Gedung/ Gudang/ 
Parkir 

77632X450 60734X300 706,893,450 
-X69 

6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 489,806,800 712,694,000 99130X200 4X30 

7 Belanja Sewa Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

706,521,200 798360,120 769195 050 
4.67 

8 Belanja Beasiswa Pendidikan 
PNS 

146,150,000 103350,000 67350,000 
-31.96 

II. P E N G E L U A R A N 
P E M B I A Y A A N D A E R A H 

1,452,000,000 750,000,000 950,000,000 -10.84 

1 Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemda Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) 

720,000,000 750,000,000 950300,000 
15.42 

Dana Bergulir 732,000,000 -50.00 

2 Pembayaran Hutang Pokok 
yang Jatuh Tempo 

J U M L A H ( I+ 11) 728,000,610,103 805312,864319 920,836,549,174 12.48 

Sumber: Diolah dari Uporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015 

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan timjangan PNS, hal tersebut menjadi 

dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak 

dapat ditunda dalam rangka penghitimgan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis 

kerangka pendanaan. 

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 

Proyeksi data masa lalu dikutip dari RPJMD Perubahan Kabupaten Padtan 2011- 2016 yaitu 

reaUsasi dan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan mengalami 

kenaikan sebesar 10,86% per tahun sebagaimana pada Tabel 3.12 berikut ini; 
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Tabel 3.12 
Realisasi Dan Froyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Dalam RPJMD 2011-2016 

U R A I A N R E A L I S A S I 2011 R E A L I S A S I 2012 . P-APBD2013 P E R T U M B U H A N F R O Y E K S I 2014 P R O Y E K S I 2015 F R O Y E K S I 2016 

P E N D A P A T A N A S U D A E R A H 48359,915 57398339 59,955,764 936 67334.101 76356373 8X483,608 

Pajak Daerah 6,006325 7,954345 8,230300 16,23 14366300 17376,663 20,780389 

Retribusi Daerah 11,626355 14,058342 16,60X1S4 10,55 17,133328 19,601,086 2X541349 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

2903.227 
L,7\Ar,LA, , 

3139175 2 2fl5 917 -014 4 372 fi3A 

I ain-Iain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 

27324306 3X145376 3X887,192 7,78 30,978363 34,806,169 34360,182 

D A N A P E R I M B A N G A N 583316,975 703,480,864 755333,057 10,35 807,131376 899,916396 978,134,647 

Bagian Hasil Pajak dan Bukan Pajak 48,580338 61,926320 56,60X134 13,69 54318392 6X696,151 65,830,958 

Dana Alokasi U m u m 480380337 589,829,914 647393,403 11,42 700,743,024 784,83X187 859391,245 

Dana Alokasi Khusus 54,055,900 51,724,730 51,937320 -X15 51,869,860 5X388359 5X91X444 

L A I N - L A I N P E N D A P A T A N 
Y A N G S A H 

226 660 054 197398 434 236 111 734 13,69 247 412 234 231 373(130 233 ft1l R1A 

Hibah 986305 84X483 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
dan Pemerintahan Daerah Lainnya 

29381337 27,659,934 36,729,718 -3,08 37,167395 37,725,109 38,290,986 

Dana Penyesuaian dan otonomi 
khusus 

175338,937 145,874,996 17X511371 -8,29 180,137,150 18X839,207 185381,795 

Bantuan Keuangan dari Propinsi 
atau Pemerintah Dacrtih Lainnya 

20,853,574 23,521320 26,870,445 6 3 7 30,107,489 31,010,714 31,941,035 

P E N D A P A T A N D A E R A H 853336,946 953,677337 1,051,900356 10,86 - 1,121377,611 1328,048,500 1316,43X071 
Sumber: RTJMD Perubahan Kab.PaciUn 2011- 2016 
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA 
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3.3.3, Perhitungan Kerangka Pendanaan 

a. Proyeksi Pendapatan Daerah 

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 terjadi pengurangan pendapatan karena adanya 

pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun 

provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, diantaranya penarikan kewenangan 

penyelenggaraan pendidikan menegah yang merupakan bagian urusan pendidikan menjadi 

kewenangan provinsi, urusan pertambangan dan urusan kehutanan sehingga 

mengakibatkan penurunan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Adapun proyeksi pendapatan daerah 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 

2017 sampai dengan 2021 sebagaimana Tabel 3.13 sebagai berikut: 
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Tabel 3.13 
Froyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 

Kabupaten Pacitan 

KODEREKENING URAIAN 
PROYEKSI TAHUN 

KODEREKENING URAIAN 
2017 2018 2019 2020 2021 

PENDAPATAN DAERAH 1.575.856.624.605 1.671.863.194.083 t.763.146.790.925 1350X95.277.746 1.937.095.670.527 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 137.620203.065 147.830.084.784 160.067.836.606 171.569.157.809 185.388.736.104 

I lasil Pajak Daerah 23.61U.000.000 27Jl 3.000.000 10 /1C£ /Wl /l/l/l 
28.056.000.000 

28.843.000,000 29.673,000,000 

1 rajoK nocei 350.000.000 360-000.000 370,000.000 380 000 000 

4 1 1 2 Pajak Restoran 1.055.000.000 1.070.000.000 1.085.000.000 1.105.000.000 1.120.000.000 

4 1 1 3 Pajak Hiburan 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 75.000.000 

4 1 1 4 Pajak Reklame 450.000.000 460.000.000 470.000.000 480.000.000 500.000.000 

^ 5 Pajak Penerangan Jalan 8.160.000.000 8.300.000.000 8.460.000.000 8.640.000.000 8340.000.000 

6 Pajak Parkir 20.000.000 21.000.000 2X000.000 23.000.000 25.000.000 

7 Pajak Air Tanah 50.000.000 5X000.000 54.000.000 55.000.000 58.000.000 

8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 600.000.000 620.000.000 630.000.000 640.000.000 650.000.000 

9 Pajak BuDu dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 14.025.000.000 15.500.000.000 16.000.000.000 16300.000.000 17.000.000.000 

10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 850.000.000 875,000.000 905.000.000 955.000.000 1.005.000.000 

2 I lasil Retribusi Daerah 24.207.802.959 25.958.066.322 29.526.061.966 32X47.004.162 37.198.277.445 

2 1 Retribusi Jasa Umum 11325.122.270 11.946.62X625 1X383.024381 1X847X21X25 13335.10X911 

2 1 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 6.777.034.770 7.118.035.125 7-473.936381 7347.633.725 8.240.01S.4U 

2 1 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Ketiersihan 38.420.000 38.920.000 39.420.000 39.920.000 40.420.000 

2 1 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.722.537.500 1.77X537.500 1.82X537300 1372337300 1.92X537300 

2 1 4 Retribusi Pelayanan Pasar il5O.0O0.0OO X175.000.000 X200.000.000 2X35.000.000 i275.000.000 

2 1 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 435.000.000 440.000.000 445.000.000 450.000.000 455.000.000 
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KODE REKENINC URAIAN 
PROYEKSI TAHUN 

KODE REKENINC URAIAN 
2017 2018 2019 2020 2021 

2 1 6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran X13O.0O0 2130.000 2130.000 2130.000 2130.000 

2 1 7 Retribusi Pengendalian Menara Telekotnunikasi 400.000.000 400.000,000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 

4 1 2 2 Retribusi Jasa Usaha 11.734.685.689 13.043.068.747 16.149.278.886 18.380.636.651 22318.636.785 

2 2 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 789.515.000 81.664,337 777353.537 770.500300 772082581 

2 2 2 Retribusi Tempat Pelelangan 720.720.189 727779327 727.779327 734.909.425 742110319 

2 2 3 Retribusi Terminal 144330.500 145330300 146.330.500 147330300 148.330.500 

2 2 4 Retribusi Tempat Khusus Parkir 9X00.000 9.292000 9.384.920 9.478.769 9.573356 

2 2 5 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 18.000.000 18.485386 19.110.000 19.500.000 20.490.000 

4 •> 
L o Retribusi Rumah Potong Hewan 17.220.000 17336.197 17.895.102 17.017.657 17.169,829 

2 2 7 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10.035.700.000 12.042.680.000 14.451X25.000 16.681.900.000 21.108.880.000 

4 1 2 3 Retribusi Perizinan Tertentu 947.995.000 . 968374.950 993.758.699 1.019.146.^ 1.044.537.749 

4 2 3 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 355.000.000 375.000.000 400.000.000 425.000.000 450.000,000 

4 1 2 3 2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 

4 1 2 3 3 Retribusi Izin Gangguan 510.000.000 510.000.000 510.000.000 510.000.000 510.000.000 

2 3 4 Retribusi Izin Trayek 37.995.000 38.374.950 38.758.699 39.146X86 39.537.749 

3 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2482.060.653 2.482.060.653 2.559.693.941 2.631.543.914 2.672.293.441 

3 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 
Daerah/BUMD 2482.060.653 2.482.060.653 2.559.693.941 2.631.543.914 2.672293.441 

3 1 1 Bank Pembangunan Daerah 2301371.653 2301371.653 2.379.004.941 2450.854.914 2491.604.441 

3 1 2 Bank Perkreditan Rakyat 180.689.000 180.689.000 180,689.000 180.689.000 180.689.000 
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DE BEKENING URAIAN 
PROYEKSI TAHUN 

2017, 2018 2019 2020 2021 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 85.320339.453 92.076.957.809 99.926.080.699 107347.609.733 115.845.165218 

Jasa Giro 1203382.725 1.263.761.861 1.326.949.954 1393297.451 1.46Z962323 

Pendapatan Bunga Deposito 10.079.867.602 10.583,860.982 11.113.054,031 11.668.706.732 12252142.068 

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 500.000.000 501.000.000 502.000.000 503.000.000 504.000.000 

Pendapatan dari BLUD 57.200.000.000 62.600.000.000 69.000.000.000 75.400.000.000 81.800.000.000 

Pendapatan Lain-lain 35.000.000 13.500.000 13300.000 13300.000 13.500.000 

Pendaptan JKN 16301389.126 17.114,834.966 17.970.576.714 18.869.105.550 19312560.827 

DANA PERIMBANGAN 1.122061.900.183 1.176.565.730.536 1.235.640.267.417 1.297.659.101.835 1.361.086.182459 

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 56.596.542451 56.621.542.451 57364.449.641 56.631.735.414 57359.817.487 

Bagi Hasil Pajak 32489.746.743 32.489.746.743 32.912.008.989 32330.844.956 33305386.856 

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 10.101.150.201 10.I01.1SO.201 9.929.298.980 9315.399.845 9.986.749.806 

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 11.000258.647 11.000.258.647 11.600.238.379 11263.170.324 11.965.981.499 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 11388337395 11388.337395 U382.471.630 11252274.787 11352855351 

Bagi Masil Bukan Pajak/Sumher Daya Alam 24.106.795.708 24.131.795.708 24.452.440.652 24300.890.458 24.254.230.631 

Bagi Hasil dari Pnavisi Sumber Daya Hutan 265.218.663 265.218.663 250313.018 269.905.070 262663.853 

Bagi Hasil dari luran Telap (Land-Rent) 62741.422 62.741.422 66.144.608 52854.132 61.120.3% 

Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) 160.617.920 160.617.920 98.105.405 114.729.851 133.517.774 

Bagi I lasil dari Pungutan I lasil Perikanan 476310387 476310.887 500.218.006 449.456.466 475.824.061 

Bagi I lasil dari Pertambangan Minyak Bumi 21.861.405.549 21.861,405.549 22255311.107 21.938.668.605 21.979322703 

Bagi I iasil dari Pertambangan Gas Bumi 1.257280.267 1.282,280.267 1.259.127308 1.452.555.334 1319.060.844 
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K O D E R E K E N I N G URAIAN 
PROYEKSI TAHUN 

K O D E R E K E N I N G URAIAN 
2017' 2018 , 2019 2020 2021 

4 2 1 2 7 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumf 2Z721.000 22.721.000 2X721.000 2X721.000 22.721.000 

4 2 2 Dana Alokasi Umum 750-855.591.580 787.789.921,523 827.113.985.529 869 T>5 881 306 
W 7LAJJ - V V L nAAf 

009 3on 397 871 

4 2 2 1 Dana Alokasi Umum 750.855.591380 787.789.921323 827-113-985.529 869 255it81 306 909 300 307JWl 

4 2 3 Dana Alokasi Khusus 314.609.766.152 33X154.266.562 351.161.83X247 371.771.485.115 394.135.967.151 

4 2 3 1 DAK FISIK 136.593.702.000 150.253.07X200 165.278.379.420 181.806X17362 199.986339.098 

4 2 3 1 1 Reguler 91.498.190.000 100.648.009.000 110.71X809.900 121.784.090.890 133.96X499.979 

4 2 3 I 2 !PD 45.095.51X000 49.605.063.200 54.565.569320 60.02X126.472 66.024339.119 

4 2 3 2 DAK NON FISIK 178.016.064.152 181.901.194362 185.883.45X827 189.965.267.753 194.149.128.053 

4 2 3 2 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 10.992.000.000 10.992.000.000 10.99X000.000 10.99X000.000 10 992 000 000 

4 2 3 2 02 t Ui ilui IKoll 1 1 U i e 3 1 VJUi u 1 art<i "jmt aiYi 1 îQ ion Wl A1 n 1 a 7.Z7U.auo.o 1 u 1 AT iTi <;o7 nTs 1 a.37 / .u / a 1 Tl ITI 

4 2 3 2 03 Tambahan Penghasilan Guru 7 WJ nnn m i 1 "WO nnn ni n 1 TAG nnn m T mo rwvi niT A.auy .uuu.u i z 2.30y.lXJU.U12 

4 2 3 2 04 Bantuan Operasional Kesehatan K ejji onn cmn c c/;<t nnn nnn 1 •̂ Afl nnn nnn c CAfl nnn nnn (̂ fl fWl IWI 

4 2 3 2 05 Jaminan Persalinan 3.172.45S.740 3.172.455.740 3.17X455.740 3.17X455.740 3.17X455.740 

4 2 3 2 06 Bantuan Operasional KB 569.400.000 569.400.000 569.400.000 569.400.000 569.400.000 

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM 316,174.521357 ,347.467378.763 367.438.686.902 381.067.018.102 390.620.751.964 

4 3 1 Pendapatan lEbah 

4 3 2 Pendapatan lEbah Dari Pemerintah 

4 3 3 Dana Dagi Hasil Pajak dari Provinsi 70.879.971.657 73,207.714.601 75.217.649.379 78.518.898.354 82.821392.102 
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K O D E R E K E N I N G URAIAN 
PROYEKSI TAHUN 

K O D E R E K E N I N G URAIAN 
2017 2018 2019 2020 2021 

4 3 3 1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 22.988.095313 24.137300.078 25.223.687381 26X3X635.084 27.150.777311 

4 3 3 2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 11375.820358 11.489.579.066 11.604.474.856 11.720.519.604 11337.724.800 

4 3 *> 

3 3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.049.176308 22.101.635.123 23.096X08.703 24.020.057.051 24.860.759.047 

4 3 3 4 Bagi Hasil dari Pajak Air Tanah 242.423.122 254.544.278 265.998.770 276.638.720 286321.075 

4 3 3 S Bagi Hasil dari Pajak Rokok 1 C rytA l I C A A A A 13. ZA4 . 4 3 0 . U 3 0 1 A I W T -yjQ A£.a 
13.UA/ .JJy.vsf 

1 A T A G / H I O G C 

16-io9.04/.o93 
T O A O A 0/V1 DAn 
18.686309,869 

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 181.654.693.500 209.983.409.400 226.980.638.940 236,329.115.187 240X55.475X10 

4 3 4 1 Dai\a Penyesuaian 40.011.114.000 40.011.114.000 40.011.114.000 40.011.114.000 40.011.114.000 

4 3 4 2 Dana Desa 141.643.579.500 169.972.295.400 186.%9.524.940 196318.001.187 200.244361X10 

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 63.639.856X00 64.276.254.762 65.240.398.583 66X19.004361 67.543.384.652 

S u m b e r : D i n a s Pendapatan Pengelolaan K e u a n g a n d a n Aset , T a h u n 2016 

Sekda / 
Asisten 

Kabag 
Mm 

r^.OJfainjSi 
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b. Proyeksi SiLPA 

Proyeksi SiLPA sesuai Tabel 3.14 direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA sebesar 

minus 6,42%, hal ini diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, 

penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan 

peraturan penmdang-imdangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai 

dengan perencanaan. 

Tabel 3.14 
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017-2021 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 
P R O Y E K S I 

U R A I A N 
2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Up) 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya (SiLPA) 27.344.361.419 25.914.586.873 25.588.275.922 24.397.099.558 20.846.998.757 

c. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah 

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), 

maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan 

Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2021, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15 berikut: 

Tabel 3.15 
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 

Kabupaten Pacitan 

U R A I A N 
• . P R O Y E K S I ' 

U R A I A N 
2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) . 2021 (Rp) 

Pendapatan 1.575.856.624.605 1.671.863.194.083 1.763.146.790.9^ 1.850.295.277.746 1.937.095.670.527 

Sisa Lebih (Riil) 
Perhitungan Anggaran 

27344.361.419 25.914.586.873 25388X75.922 24397.099358 20.846.998.757 

K A P A S I T A S 
K E M A M P U A N 
K E U D A 

1.603.200.986.024 1.697.777.780.956 1.783.735.066.847 1.874.691377304 1.957.941G69.2S4 

d, Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat 

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata tingkat 

realisasi pengeluaran wajib dan mengikat periode tahun sebelumnya. Adapun hasil proyeksi 

untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat 

dilihat melalui Tabel 3.16 berikut ini: 

Tabel 3.16 
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2017-2021 

Kabupalen Pacitan 

N O U R A I A N 
- P R O Y E K S I 

N O U R A I A N 
2017 (Rp) 2018 (Rp) . 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 

I B E L A N J A 1,013356,150,113 1,059,604,178338 1,111638,910336 1,158,193,527,482 1,195,135,734,816 

A 
B E L A N J A 
T I D A K 
L A N G S U N G 

1,001X26,995398 1347X47,293,724 1,093,918,018305 1,143,957X21155 1,180X15,855,373 

Paraf Hierarki . 
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N O U R A I A N 
P R O Y E K S I 

N O U R A I A N 
. 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 

3 T1 
2020 (Rp) 2021 (Rp) 

1 Gaji Dan 
Tunjangan 71231X043,162 742,430,99X063 772,199,929,250 802,706,690,227 830,143,868,612 

2 Tambahan 
Penghasilan PNS 3,067336,618 3357,679,576 3,675305346 4,023,415350 4,404,257,254 

3 

Belania 
.—V tW* 

Penerimaan 
Lainnya Pimpinan 
Dan Anvpota 
D P R D Serta 
K D H / W K D H 

3323,615,000 3,610,15X000 3,656,801,000 3,706,463,000 3,748,879,000 

4 
IXClolUa iXalllUall 
Kepada Partai 
Politik 

983 679 735 983 fi7Q 735 QR3 fiTO 735 OQ5 A.1Q TVl 
70J,Oj7,/00 

OQ1 c-ici yy^ voo,o/7,/oO 

5 
Rjitn ViAcn KnH 
Prop/Kab/Kota 
dan Pemdes 

4360,253,146 5X04300,206 5371354,241 6,013,661,780 6,270,19X868 

6 
Insentif 
Pemungutan 
Pajak Daerah 

1 3fv. I W I rwi 1 3 j n 15n fwi 1 570 (YV> ( W l 1,0/ Z,UUU,IAV 1,4LH,IAJU,UUU 1 A Tl -inn 4vv̂  

7 
Insentif 
Pemungutan 
Retribusi Daerah 

785,274,834 907,198,347 1341X80,276 1X12349,204 1,283,195,663 

8 

Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Pemerintah 
Daerah/ Pemerint 
ahanDesa 
Lainnya 

274388,792,903 289,413,441,797 310,417368,457 323,906,76X859 331,939,382,741 

n 11 
B E L A N J A 
L A N G S U N G 1X129,154,715 1X356,884,614 13,720392331 14,236305327 14,919,928,943 

1 
Belanja Jasa 
Kantor 1X060,629,715 1X288359,614 13,65X367331 14,167,780327 14,851,403,943 

2 Belanja Beasiswa 
Pendidikan PNS 

68,525,000 68,525,000 68325,000 68,525,000 68,525,000 

I I 
P E N G E L U A R A N 
P E M B I A Y A A N 
D A E R A H 

X950,000,000 X950,000,DOO X950,000,000 X950,D00,000 X950,000,000 

1 

Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemda 
Badan Usaha 
Milik Daerah 
(BUMD) 

X600,000,000 2,600,000,000 X600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 

2 Dana Bergulir 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 

I + I I 1,016306,150,113 1362354,178,338 1,115388,910,836 1,161,143,527,432 1,198,085,784,816 

e, Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan 

anggaran belanja langsxmg dan belanja tidak langsimg dalam rangka pendanaan program 

pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahim ke depan dapat dilihat melalui 

Tabel 3.17 berikut ini: 

NO 

mmsmm 
Sekda T 
Asisten 4 Kabag 
Mm 

Tabel 3.17 
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 

Kabupaten Pacitan 

URAIAN 

KAPASITAS 
KEMAMPUAN 
KEUANGAN DAERAH 

PENDAPATAN 

Sisa Ubih (Riil) 
Perhitungan Anggaran 

PROYEKSI 

2017 (Rp) 

1.603.200.986.024 

1.575.856.624.605 

27.344361.419 

2018 (Rp) 

1.697.777.780.956 

1.671363.194.083 

25.914.586.873 

2019 (Rp) 

1.788.735.066.847 

1.763.146.790.925 

25.588.275.922 

2020 (Bp) 

1.874.69X377.304 

1.850.295.277.746 

24.397.099.558 

2021 (Rp) 

1.957.94X669.234 

1.937.095,670.527 

20.846.998.757 

Par̂ f Koordinasi 
SI^DJ RqaiangeiTirakarsa 
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NO URAIAN 
PROYEKSI • , 

NO URAIAN 
2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 

B BELANJA DAERAH 1.600.250.986.024 1.694.827.780.956 1.785.785.066.848 1.871.742.377303 1.954.992.669.284 

1 BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 1.019.16X753.574 1.065.183.051.900 1.116,853.776.481 1.161.89X980330 1.198.151.614.048 

PRIORITAS I 1.001.226.995398 1.047.247.293.724 1.09S.918.018.305 1141 957 2 3 2 . 1 5 4 1 IRQ TIC flCC «7T 

a Gaji Dan Tunjangan 71X31X043.162 74X430.992.063 772.199.929.250 80X706.690.227 830.143.868,612 

b Tambahan Penghasilan 
PNS 3,067.336.618 3357,679.576 3.675.505.346 4.023.415350 4.404.257.254 

c 

Belanja Penerimaan 
Lainnya Pimpinan Dan 
Anggota DPRD Serta 
KDH/WKDH 

3.523.615.000 3,610.152.000 3.656.801.000 3.706.463.000 3.748.879,000 

d Belanja Bantuan Kepada 
Partai Politik 983.679.735 983.679.735 983.679.735 983,679.735 933.679.735 

e 
Bagi hasil Kpd 
Prop/Kab/Kota dan 
Pemdes 

4.860.253.146 5.204.000.206 5.571.454.241 6.013,661.780 6.270.192.863 

f Insentil Pemungutan 
Pajak Daerah 

1306.000.000 1340.150.000 1372.000.000 1,404.000.000 1.44X400.000 

g 
Insentif Pemungutan 
Retribusi Daerah 

785.274.834 907.198.347 1.041.280.276 1.212.549.204 1.283.195,663 

h 

Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Pemerintah 
Daerah/Pemerintahan 
Desa Lainnya 

274.388.79X903 289.413.441.797 310.417368.457 323.906.762.859 331.939.382.741 

PRIORITAS III 17 Q ê 7ea i7it i/.7ua./Qo.i/» 17 QIC 7Cfl 17<; 17 QIC 7Cft 17Z 17 QIC 7Cft 17(1 
i/ .7ja,/Qa.i/Q 

17 QIC 7CR ITt 

a Belanja Hibah 9.599.525.000 9.599325.000 9.599.525.000 9.599.525.000 9.599.525.000 

b Belanja Bantuan Sosial 6.406.647316 6.406.647.816 6.406.647.816 6,406.647.816 6.406.647.816 

c Belanja Tidak Terduga 1.929.585.360 1.929.585360 1.929.585.360 1.929.585360 1.929.533.360 

2 BELANJA LANGSUNG noo i n ACtk 
581.088.23X450 

6 2 9 i 6 4 4 , 7 2 9 . 0 5 6 
£ £ 0 n i T Ofirt ic^ 
6 6 8 , 9 3 1 . 2 9 0 . 3 6 7 

•TnQ OAfi 'iCi£ tyn 
7 0 9 . M 9 . 3 9 6 . 9 7 3 

T C ^ O I t f\G2 H£ 

PRIORITAS 1 17 1 TO 1 ai T l a 1 X T ^ r t ftO^ 1 J ^ ' X A V I * ; 1 J 0 1 0 WJ^ Q J T 
1*1.7 J T . T i O . J l X 

a Belanja Jasa Kantor 1X060.629.715 12.288.359.614 13.65X367331 14.167.780.327 14.851.403.943 

b Belanja Beasiswa 
Pendidikan PNS 

68.525.000 68.525.000 68.525.000 68.525.000 68.525.000 

PRIORITAS 11 c/a Qcq n77 TVi A17 287A14 4 4 3 655 210 397 SVi 
^3^iJ-Ak V.,J7I .OJ\I 

695.613.091.616 741.921.126,293 

C 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

X950.000.000 X950.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 X950.0O0.OOO 

PRIORITAS I X950.000.00O 2.950.0OO.OOO 2.950.000.000 X950.000.000 2.930.000,000 

a 

Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemda Badan 
Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 

X600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 X600.000.000 

b Dana Bergulir 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 

SURPLUS (DEFISIT) - A-(B+q 

P»faf Hierarki , 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa rencana pengeluaran terbesar dalam kurun 

waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat pada gaji dan tunjangan PNS. 

Untuk itu terus diupayakan dan didorong peningkatan belanja daerah sebagai komponen 

keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro sehingga dapat memberikan pemicu atau 

stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka 

pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier lebih besar bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun 

dalam kerangka yang sistematis dan terpola. 

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke 

depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping ilu 

keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara 

SKPD/ Bagian Ttritait: 
1 
2 
3. 
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berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan 

belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus 

memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akimtabel. 

Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka 

pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas program (money follow program). Selanjutnya arah 

pengelolaan belanja daerah didasarkan pada: 

a. Prioritas 

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik 

pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah secara berkelanjutan. 

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Belanja Daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan 

^ kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan 

dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang 

berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja 

Belanja daerah pada setiap kegiatannya disertai dengan tolok ukur dan target kinerja yang 

meliputi masukan, keluaran dan hasil sebagaimana tugas pokok dan fungsinya serta 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat capaian terhadap indikator sasaran. 

d. Akuntabel 

Setiap pengeluaran belanja harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku terutama diprioritaskan pada penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual. 

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut 

pula proses outcome program serta keluaran dan hasil kegiatan. 

f. Kebijakan Alokasi Anggaran 

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka selanjutnya ditetapkan 

kebijakan terhadap alokasi kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai 

kelompok prioritas sebagai berikut: 

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai: 

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. 

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai: 

Program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 

2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema 

atau program unggulan dan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD yang telah 

diintegrasikan dengan RPJMN mauptm RPJMD Propinsi. Program tersebut harus berdampak 

^r^.A^^. A^^Ar, ry^^cy-^r-^^^^ HontTar. daya ungHt pada capaian visi misi. Di samping itu. 
Paraf Hi«arV| 

Sekda 
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prioritas II juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling 

berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan 

prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan 

fungsi SKPD. 

Prioritas III, dialokasikan untuk mendanai: 

Prioritas ini untuk mendanai alokasi belanja tidak langsung seperti; belanja hibah, belanja 

bantuan sosial kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa, belanja 

tidak terduga serta didalamnya untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang akan 

dilaksanakan tahun 2021. 

Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut kelompok 

prioritas dan secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangiman Kabupaten Pacitan 

Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 disajikan pada Tabel 3.18 berikut: 

m s m m 
Sekda Y 
Asisten 

f Kabag 
HuKu-n 

Paraf Koordinasi 
SKPD/Bagian Pemrakarsa 
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Tabel 3.18 
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2017-2021 

Kabupaten Pacitan 

. J E N I S D A N A • 

P R O Y E K S I 

. J E N I S D A N A • 2017 2018 .2019 2020 2021 . J E N I S D A N A • 

(%) (Rp) . (%) (Rp) (%). (Rp) (%) • (Rp) (%) (Rp) 

P R I O R I T A S I 63X9 1.016306.150.113 6X58 1.06X554.178.338 6X37 1.115.588.910.836 61,94 1.161.143.527.481 61,19 1.198.085.784.815 

B E L A N J A T I D A K L A N G S U N G 6X45 1.001X26.995.398 61,68 1.047X47.293.724 61,44 1.098.918.018.305 61,02 1.143.957.77? 154 60,28 1.180.215.655.872 

B E L A N J A L A N G S U N G 0,76 1X129.154.715 0,73 1X356.884.614 0,77 13.720.89X531 0,76 14.236.305.327 0,76 14.919.928.943 

P E N G E L U A R A N P E M B I A Y A A N 
D A E R A H 

0,18 X950.000.000 0,17 X950.000.000 0,16 X950.000.000 0,16 X950.000.000 0,15 X950.000.000 

P R I O R I T A S I I 35,49 568.959.077.735 36,36 617X87.844.442 36,63 655.210.397.836 37,11 695.613.091.646 37,89 741.921.126X93 

P R I O R I T A S I I I 1,12 17.935.758.176 136 17.935.758.176 1,00 17.935.758.176 0,% 17.935.758.176 0,92 17.935.758.176 

J U M L A H 100 , 1.603X00.986.024 100 1.697.777.780.956 100 1.788.735.066348 100 1.874.69X377303 100 1.957.94X669X84 

Parat Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 4 
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ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS 

BAB IV 
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

Dalam proses pembangunan, setiap kabupaten/kota akan dihadapkan kepada beberapa isu 

strategis dengan intensitas yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuatan dan peluang 

serta prospek pengembangan daerah tersebut. Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi daerah, 

namim demikian terdapat beberapa permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang akan 

mewamai pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan. 

4.1, Permasalahan Pembangunan 

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah 

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Pacitan dijabarkan ke dalam 

program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 

(lima) tahun berkenaan (RPJMD). RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 saat ini merupakan periode 

ketiga dari RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. Suatu program pembangunan daerah harus 

- menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD serta 

tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangiman 5 (lima) tahun. Dengan demikian, 

diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan 

pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan 

sasaran RPJMD. Hasil identifikasi tersebut disajikan pada tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 
Perumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 

Sasaran RPJPD Indikator Target RPJPD Permasalahan Pembangunan Daerah 

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang 
Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan 
Berbudaya. 

4. 

Paraf Hiprarki 

Sekda 1 
Asisten 4 Kabag 

d M i U L 

1. Terwujudnya karakter masyarakat Pacitan yang langguh, kompetitif, berakhlak 
mulia dan bermoral yang menjunjung nilai-nilai agama dan budaya yang 
dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Pacitan yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergolong 
royong, berkembang dinamis dan berorientasi iptek. 

2. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya 
peradaban, harkat dan martabat masyarakat Pacitan, dan menguatnya jati diri 
dan kepribadian bangsa. 

3. Meningkatnya kualiteis sumber daya manusia, yang ditandai dengan 
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang 
Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian 
(Agroinduslri), Kelautan dan Pariwisata 

1. 

2. 

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan 
sehingga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai tingkat 
kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain, dengan menurunnya tingkat 
pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. 
Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 
kompetitif yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, kelautan dan 
pariwisata yang menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien 
sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri yang berdaya saing serta 
meningkatnya peranan sektor jasa. 

3. Terwujudnya Infrastruktur Daerah yang 
Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas 
Ekonomi yang Stabil, 

1. Terwujudnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi, 
terpenuhinya pasokan energi sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya 
konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjulan fungsi sumber 
daya air. 

2. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang 
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. 

3. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan 
kehidupan yang baik, berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi 
masyarakat 

4. Terwujudnya ruang wilayah Pacitan sebagai Kabupaten yang mandiri, berdaya 
saing, aman, sejahtera. 

Terwujudnya Suasana Aman dalam Kehidupan 
Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya 

f-araf Koordiaasi 

SKPD/ Bagian lerUic 
1 
2 ._ , 
3 

1. Terwujudnya keamanan daerah yang menjamin martabal kemanusiaan dan 
keselamatan masyarakat dari gangguan keamanan baik dari luar daerah maupun 
dalam daerah. 

2. Terciptanya supremasi dan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan. 

1. Tingginya Angka Kemiskinan 

2. Tingginya Angka Pengangguran 

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Sumber 
Daya Alam. 

4. Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 
dan Kesehatan. 

5. Terbalasnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas 
dan Pelayanan Publik. 

6. Kurang Memadainya Kondisi Infrastruktur. 

7. Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap 
Air Bersih. 

8. Terdapatnya Kawasan Rawan Bencana Alam. 
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Sasaran RPJPD 

5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam 
yang Berwawasan Lingkungan 

6. Terwujudnya Pemerintahan yang Berkualitas, 
Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance 
dan Clean Government 

Indikator Target RPJPD 

pangkat dan jabatan dan terciptanya penghormatan terhadap hak-hak asasi 
manusia. 

3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. 
4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada 

prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan. 

1. Semakin balknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap teijaganya 
fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam 
mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonoim. 

2. Terpeliharanya kekayaan keragamaman jenis dan kekhasan sumber daya alam 
unluk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah. 

3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk 
menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. 

1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan 
yang baik, bersih dan berwibawa, dam bertanggungjawab serta profesional yang 
mampu mendukung pembangunan daerah. 

2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat 
diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, 
birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipiL masyarakat politik dan 
masyarakat ekonomi yang mandiri. 

3. Terwujudnya ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, 
konsekwen, aspiratii, dan tidak diskriminatif. 

4. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu 
mensejahlerakan rakyat dan pemantapan tata kelola kepemerintahan yang baik 
(good governance). 

5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penentuein kebijakan publik, 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. 

Permasalahan Pembangunan Daerah 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hukum 

PATM Kiiordinasi 
SKPD^a^n^mrakarsa P-
SKPD/ Bagian Terkatt: 
1 

3, 
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4.1.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 

Daerah 

Dalam membahas identifikasi permasalahan penentuan program pembangunan daerah ini 

dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan kondisi yang dihadapi saat ini dengan target 

atau indikator yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Berikut ini disajikan 

permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi kmerja per urusan. 

4.1.2.1. Pendidikan 

Permasalahan yang teijadi juga adalah masih terdapatnya penduduk yang buta huruf, tercatat 

pada tahun 2015 sebanyak 7,17% penduduk di atas umur 15 tahun yang masih buta huruf. Selain 

buta huruf, dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan juga masih sangat rendah. Hal 

ini ditunjukkan dengan masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan kurang memadai. Pada 

tahun 2015 untuk jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 5,29% sekolah dalam kondisi 

bangunan rusak dan untuk jenjang sekolah menengah atas sebanyak 7,19% sekolah dalam kondisi 

bangiman rusak. Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting 

yang perlu diperhatikan, karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-

akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. 

Masalah lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya 

pada jenjang pendidikan tingkat atas, hal ini terlihat pada tahun 2015 angka melanjutkan unluk 

jenjang SMA/SMK/MA mencapai 80,22% atau sebanyak 19,78% anak yang lulus SMP/MTS tidak 

melanjutkan. 

Berkaitan dengan tenaga pengajar di Kabupaten Pacitan juga masih perlu ditingkatkan lagi 

kualitas guru yang ada dimana masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-

IV tercatat pada tahun 2015 untuk jenjang sekolah dasar masih terdapat sebanyak 12,22% yang 

belum memenuhi kualifikasi, untuk jenjang SMP sebanyak 4,49% dan untuk jenjang pendidikan 

SMA sebanyak 1,08% yang belum memenuhi kualifikasi. 

4.1.2.2. Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan hak dasar bagi setiap masyarakat, hal tersebut 

Paraf Hifrarki , 

Sekda 

Asisten t Kabag 
Hukum. 

juga akan bermuarpkepada kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas 

kesehatan maka diharapkan secara langsung akan meningkatkan produktivitas sumber daya 

manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta 

memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagian masyarakat golongan menengah ke atas lebih percaya berobat di luar Kabupaten 

Pacitan; 

2. Tenaga medis dan paramedis masih kurang, hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga medis 

yang sudah pensiun, namun sampai sekarang belum ada penggantinya; 

3. Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan yang belum sesuai standart; 
Koor-lirasi 

SKPD/ BaaianPeiTifaKafSd 

SKPO/eagian UtkaiL 
1 

2 
T ^ . 
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4. Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) masih 

rendah; 

5. Pelaksanaan 5 pilar STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) belum optimal; 

6. Angka kesakitan penyakit menular serta meningkatnya kasus penyakit yang tidak menular 

masih tinggi; 

7. Kasus gizi buruk pada kelompok rentan di masyarakat; 

8. Angka kematian ibu dan bayi masih terjadi. 

4.1.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Permasalahan utama yang sedang dihadapi adalah masih terdapatnya jalan dan jembatan dengan 

kondisi belum mantap, tercatat pada tahiui 2015 jalan dengan kondisi belum mantap masih sangat 

tinggi yakni sebesar 43,85% dan jembatan sebesar 7,19%. Jaringan irigasi di Kabupaten Pacitan 

pada tahun 2015 masih terdapat kondisi kurang baik sebesar 43,92%. Permasalahan Iain yang 

sedang dihadapi adalah masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses air bersih. Hal 

ini ditunjukkan oleh kondisi aksesibilitas air bersih pada tahim 2015 sebesar 50,05%. 

Terkait tata ruang, permasalahannya adalah masih minimnya dokumen tata ruang yang dapat 

digunakan sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang. Untuk saat ini baru ada dokumen RTRW dan 

belum memiliki dokumen RDTR yang sudah dilegalisasi. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam tata ruang sebagai berikut: 

1. Pesatnya pembangiman yang memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan; 

2. Penanganan infrastruktur wilayah yang belum terpadu secara keruangan; 

3. Mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang belum optimal; 

4. Peran kawasan strategis di Kabupaten Padtan belum optimal; 

5. Pengembangan wilayah antara kawasan perkotaan dan perdesaan belum terpadu dan 

sinergis. 

4.1.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah masih terdapatnya rumah 

tinggal yang belum terlayani MCK, tercatat pada tahun 2015 masih terdapat 12,44%. Selain itu di 

Kabupaten Pacitan juga masih terdapat rumah yang tidak layak huni sejumlah 3.472 unit dan 

diperkirakan masih ada penambahan. Selain itu di wilayah perkotaan masih terdapat 

drainase/pembuangan aliran air yang masih kurang baik, tercatat pada tahun 2015 masih terdapat 

19,46% drainase yang kondisinya kurang baik. 

Parat Hiprarki y 

Sekda i 
Asisten 

Kabag 
MmL 

4.1.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Permasalahan yang sedang dihadapi pada aspek ketentraman dan ketertiban yaitu: 

1. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah; 

2. Jumlah personil Satpol PP yang kurang memadai (jumlah dan kualitas) mengakibatkan 

penanganan Peraturan Daerah tidak optimal; 
FaratKoorrtinaci 

SKPD/ Sagian Terkait: 
1. 
2. 
1 
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3. Kurang memadainya sarana dan prasarana, kondisi saat ini belum memiliki ruangan untuk 

menyimpan barang sitaan; 

4. Masih rendahnya kesadaran pihak swasta imtuk melakukan perizinan; 

5. Ketidaksesuaian izin dari para pelaku usaha. Kondisi yang ada sekarang pelaku usaha 

mengajukan izin restoran, namun digunakan untuk hiburan dll.; 

6. Masih belum terdapat Satuan Linmas untuk daerah-daerah wisata. 

4.1.2.6. Sosial 

Permasalahan di bidang sosial yang terjadi di Kabupaten Pacitan antara lain kurangnya fasilitas 

pelayanan PMKS, kurangnya SDM tenaga Tanma Siaga Bencana (TAGANA) dan kampung siaga 

bencana, kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana, masih rendahnya jaminan sosial 

bagi masyarakat kurang mampu. 

4.1.2.7. Tenaga Kerja 

Pada urusan ketenagakerjaan, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Padtan adalah angka 

partisipasi angkatan kerja yang pada tahun 2014 masih mencapai 68,85%. Berdasarkan hal tersebut 

dapat dilihat juga tingkat pengangguran terbuka yang terjadi, pada tahun 2014 mencapai 1,08%. 

Selain itu, permasalahan lain yang juga dihadapi terkait ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya 

kualitas dan produktifitas angkatan kerja. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang ada memiliki 

akses yang sangat terbatas untuk memenuhi atau mengisi kebutuhan yang diinginkan lapangan 

kerja, Lebih lanjut, dengan kualitas tenaga kerja yang terbatas menyebabkan daya saing tenaga 

kerja tidak optimal. 

4.1.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Selanjutnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak, beberapa permasalahan di BCabupaten 

Pacitan adalah masih tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun 

sampai dengan tahun 2015 telah ditangani 100% dari seluruh kasus, akan tetapi trend tingginya 

angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. 

4.1.2.9. Pangan 

Dalam bidang ketahanan pangan, masalah yang sedang dihadapi saat ini adalah semakin 

menurunnya ketersediaan jumlah pangan utama. Tercatat pada tahun 2015 hanya terdapat 194,55 

(Kg/jiwa). Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 204,52 

(Kg/jiwa). 

4.1.2.10. Pertanahan 

Dalam bidang pertanahan, permasalahan yang terjadi adalah masih tingginya kasus perselisihan 

tanah yang terjadi, pada tahun 2015 tercatat terdapat 80 kasus perselisihan tanah yang terjadi. 

Parat Hierarki 

Sekda 
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Kabag 
Mm. 
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Meskipun demikian seluruh kasus tersebut dapat ditangani seluruhnya dengan baik. Masih 

rendahnya kepastian hukum kepemilikan tanah di masyarakat yang memiliki lahan. 

4.1.2.11. Lingkungan Hidup 

Dalam urusan lingkungan hidup, permasalahan persampahan pada tahxm 2015 masih terdapat 

9,65% yang belum terlayani. 

4.1.2.12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapatnya penduduk 17 tahun yang belum memiliki 

KTP, Berdasarkan data yang ada, tercatat pada tahun 2015 terdapat 10,27% penduduk yang belum 

memiliki KTP. Begitupun dengan kepemilikan akta kelahiran, pada tahun 2015 masih terdapat 

19,91% anak yang lahir dan belum memiliki akta lahir. Selain itu permasalahan lainnya yang 

dihadapi adalah: 

1. Kondisi geografis yang menghambat warga untuk mengurus dokumen kependudukan dan 

catatan sipil; 

2. Tingkat kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih 

kurang; 

3. Kurangnya sarana dan prasarana layanan dokumen kependudukan dan catatan sipil (KIA-

Kartu Identitas Anak), 

4.1.2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan desa juga masih terdapat beberapa permasalahan 

yang dihadapai, permasalahan tersebut antara Iain: 

1. Diperlukan penguatan kelembagaan pasca berakhimya PNPM-MPd untuk memelihara dan 

melestarikan asset yang dimiliki PNPM-MPd utamanya dana bergulir (SPP); 

2. Peran lembaga LPMD belum maksimal; 

3. Peran KPM belum optimal di desa; 

4. Belum memfungsikan LPMD dalam perencanaan pembangunan di desa; 

5. KPM belum diberdayakan; 

6. Kurangnya pemahaman peran Pokja Posyandu desa di wilayah Kecamatan dalam 

mengembangkan tugas fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat akan pentingnya 

posyandu serta pengurus Pokja Posyandu belum berfungsi secara optimal; 

7. Kurang optimalnya peran pemerintah desa dan lembaga desa dalam mendukung program 

PMT-AS bagi anak sekolah. 

Paraf Hierarki 

Sekda r 
Asisten 

Kabag 

Mm 
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4.1.2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Pacitan antara lain; 

1. Masih banyak pasangan usia subur yang memerlukan pelayanan kontrasepsi; 

2. Masih rendahnya kepesertaan ber KB dan metode kontrasepsi jangka panjang; 

3. Terbatasnya jadwal pelayanan mobile. 

4.1.Z15. Perhubungan 

Dalam urusan perhubungan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Padtan adalah 

rendahnya kualitas angkutan umum yang belum memenuhi SPM, pada tahun 2015 baru terdaftar 

sebesar 42% angkutan yang melakukan uji kendaraan, Sedangkan kelengkapan alat uji pada unit 

pelayanan pengujian sampai dengan tahun 2015 baru tercapai 60%, sehingga belum memenuhi 

persyaratan akreditasi. Selain itu sarana dan prasarana keselamatan transportasi masih sangat 

minim, ditandai dengan baru terpenuhinya 29,12% dari total kebutuhan, Permasalahan 

perhubungan juga tidak lepas dari turunnya jumlah penumpang yang dapat terangkut angkutan 

umum. Penurunan jumlah penumpang disebabkan karena penduduk beralih memilih kendaraan 

pribadi karena kemudahan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi angkutan 

umum banyak yang rusak dan terbatas jumlahnya juga menjadi penyebab turunnya jumlah 

penumpang, sedangkan turunnya jumlah penumpang menyebabkan pendapatan angkutan umum 

tidak sebanding dengan biaya operasional. 

4.1.2.16. Komunikasi dan Informatika 

Permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang komunikasi dan informatika antara lain masih 

terdapat area blank spot yang sangat menghambat akses komunikasi ke wilayah tersebut. Selain itu 

infrastruktur komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Pacitan pun masih belum 

memadai serta belum memadainya infrastruktur jaringan data, sedangkan pengelolaan data dan 

informasi sendiri masih bersifat parsial, 

4.1.2.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan 

menengah adalah masih banyaknya koperasi yang kurang aktif, kurangnya kemampuan 

administratif pengurus koperasi, penegakan marwah koperasi yang memiliki semangat 

kebersamaan dan gotong royong. Permasalahan yang Iain adalah masih rendahnya kemampuan 

wirausahawan dan masih kurangnya permodalan. 

4.1.2.18. Penanaman Modal 

Penanaman modal di Kabupaten Pacitan masih menemui permasalahan yaitu masih rendahnya 

investor yang masuk ke wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

1. Infrastruktur belum memadai imtuk standar nasional; 

2. Lahan datar yang tersedia tidak memenuhi luasan area kebutuhan investor; 

3. Tidak tersedianya kawasan industri. 
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Paraf Hierarki 

Sekda . r 
Asisten 

Kabag 
Mm. 

4.1.2.19. Kepemudaan dan Olah Raga 

Permasalahan yang terjadi terkait pemuda dan olahraga adalah masih rendahnya jumlah 

organisasi pemuda yang ada saat ini. Tidak hanya itu, organisasi olahraga juga masih sangat 

rendah yakni pada tahim 2015 terdapat 23 organisasi pemuda dan 24 organisasi olahraga. Dengan 

rendahnya jumlah tersebut, maka akan berpengaruh terhadap rendahnya jumlah kegiatan 

kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 

sebanyak 46 kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan. Jumlah ini hanya bertambah 5 kegiatan dari 

tahun sebelumnya sebanyak 41, Tidak hanya itu, jumlah kegiatan olahraga pun pada tahun 2015 

mencapai 29 kegiatan, hanya bertambah 1 kegiatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 28 

kegiatan, 

4.1.2.20. Statistik 

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang statistik adalah belum 

adanya koordinasi antar PD mengenai urusan statistik sektoral sehingga terjadi tumpang 

tindih/duplikasi kegiatan pendataan. Masing-masing PD belum mencantumkan program dan 

kegiatan statistik sektoral sesuai dengan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya. Belum adanya 

aturan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan kegiatan 

statistik sektoral. 

4.1.2.21. Kebudayaan 

Dalam bidang kebudayaan khususnya berkaitan dengan sarana penyelenggaraan seni dan budaya 

masih sangat rendah. Tercatat sampai pada tahun 2015 hanya terdapat 30 sarana saja dan jumlah 

tersebut mengalami penurunan pada setiap tahunnya. 

4.1.2.22. Perpustakaan 

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang perpustakaan antara 

lain adalah: 

1. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan (fasilitas niang baca dewasa dan anak) serta 

prasarana pendukung; 

2. Masih terbatasnya koleksi pustaka yang sesuai kebutuhan pemustaka; 

3. Kurangnya tenaga pustakawan dan IT. 

4.1.2.23. Kearsipan 

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang kearsipan adalah 

kurangnya sarana prasarana dan SDM pengelola kearsipan. 

4.1.2.24. Kelautan dan Perikanan 

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang kelautan dan 

perikanan adalah: 

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi nelayan, pembudidaya serta pengolah perikanan; 

2. r Ponur̂ nrjijjjggtî nfT fumber daya ikan; 

SKFD/ BagLifi Terkait: 

2 
3 
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3. Rendahnya permodalan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah; 

4. Masih terjadinya pelanggaran alur pelayaran dan penggimaan alat terlarang dalam 

penangkapan ikan; 

5. Rendahnya SDM nelayan, pembudidaya dan pengolah perikanan; 

6. Rendahnya ketersediaan benih ikan; 

7. Menurimya ekosistem pesisir. 

4.1.2.25. Pariwisata 

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam urusan pariwisata antara lain: 

1. Kebijakan kepariwisataan belum selaras antar sektor dan keruangan; 

2. Sarana dan prasarana di daerah menuju tujuan wisata kurang memadai; 

3. Jaringan promosi wisata masih kurang; 

4. SDM kepariwisataan masih rendah. 

4.1.2.26. Pertanian 

Kabupaten Padtan dalam bidang pertanian masih dihadapkan pada permasalahan yaitu semakin 

menurunnya produktivitas padi atau bahan pangan utama, tercatat pada tahun 2015 menghasilkan 160 

ton, jumlah tersebut mengalami penunman jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni sebesar 210,23 

ton. 

4.1.2,27. Perdagangan 

Permasalahan bidang perdagangan di Kabupaten Pacitan meliputi perizinan dan pendaftaran 

perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang 

penting, pengembangan ekspor dan standarisasi serta perlindungan konsumen. 

4.1.2.28. Perindustrian 

Perindustrian merupakan bidang yang mengedepankan adanya perkembangan dan perubahan 

ekonomi global yang berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di wilayah 

tertentu, sehingga harus dilakukan penataan secara rapi dari perencanaan pembangunan industri, 

perindustrian dan sistem informasi industri nasional. 

4.2. Isu-isu Stategis 

4.2.1. Telaahan Isi^ebijakan Internasional, Nasional dan Provinsi 

Penentuan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Pacitan dilakukan dengan pemetaan terlebih 

dahulu berkaitan dengan kebijakan pada tingkatan intemasional, nasional maupun regional 

(provinsi). Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 4.2: 

Parat Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
d M u L 4 

FaratKonrrtLiaci 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 ' i l b i t l ' 
SKPO/EiaiJian Peitirakarsa 
^_^^AmvA ¥• RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 ' i l b i t l ' 
SKPD/ Bagian WAzdi 
1. 
2, 



ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS 

Tabel 4.2 
Pemetaan Isu-isu Strategis Berdasarkan Isii/Kebijakan Internasional, 

Nasional dan Provinsi 

Internasional Nasional {RPJMN 2015-2019) Regional (RPJMD Provinsi Jawa 
Timur 2014-2019) 

1. Lingkungan 
Hidup. 

2. Perkembangan 
Ekonomi. 2. 

3. Perkembangan 
Teknologi 
Informasi. 3. 

4. Pencapaian 
Sustainable 
Development 4. 
Goals (SDGs). 

1. Menghadirkan kembali negara untuk 
melindimgi segenap bangsa dan memberikan 
rasa aman kepada seluruh warga negara. 
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan 
membangun tata kelola pemerintahan yang 
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan. 
Memperkuat kehadiran negara dalam 
melakukan reformasi sistem dan penegakan 
hukum yang bebas korupsi, bermarlabal, dan 
terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan 
masyarakat Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya 
saing di pasar Internasional sehingga bangsa 
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 
bangsa-bangsa Asia lairmya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat 

restorasi sosial Indonesia. 

1. Meningkatkan Kesejahteraan 
Rakyat Yang Berkeadilan. 

2. Meningkatkan Pembangunan 
Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, 
Dan Berdaya Saing, Berbasis 
Agrobisnis/Agroinduslri, Dan 
Industrialisasi. 

3. Meningkatkan Pembangunan 
Yang Berkelanjutan, Dan Penataan 
Ruang. 

Meningkatkan Reformasi Birokrasi, 
Dan Felayanan Publik. 

4. Meningkatkan Kualitas Kesalehan 
Sosial Dan Harmoni Sosial. 

Lebih lanjut uraian mengenai RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 

diuraikan sebagai berikut: 

1. RPJMN 2015-2019 

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangiman Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut melalui Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan 

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan 

nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: 

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN 

BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG 

Untuk mewujudkan visi ini ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan, yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara 

hukum; 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara 

Paraf Hierarki 
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4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 

kepentingan nasional; 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara 

politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 

(sembilan) agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, sebagaimana 

telah disajikan pada Tabel 4.2 diatas. Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk 

mewujudkan nawacita disajikan pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.1. 

Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 
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Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan diatas tentunya didukung 

dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, 

maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Hal lain yang menjadi isu penting dalam 

menimjang pencapaian sebagian target nasional, yaitu mengenai universal access meliputi: akses air 

minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air 

limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) juga menjadi prioritas penanganan dalam 

RPJMD 2016-2021 ini. 
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Dalam Buku III RPJMN 2015-2019 disusun perencanaan pembangunan yang menggunakan 

pendekatan kewilayahan atau pulau. Berdasarkan hasil telaahan rencana pembangunan nasional 

imtuk wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Pacitan, berikut ini disajikan beberapa arahan 

pembangunan yang berlokasi di Kabupaten Pacitan. 

Kabupaten Pacitan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur. 

1. Sasaran Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi indeks risiko 

bencana pada 36 kabupaten/kota sasaran yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik 

yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan 

lainnya, salah satunya adalah Kabupaten Padtan. Adapun jenis bencana yang ada di 

Kabupaten Pacitan yaitu ancaman banjir dan tanah longsor; 

2. Kegiatan strategis jangka menengah nasional di Provinsi Jawa Timur yang terkait sumber daya 

air salah satunya diprioritaskan untuk pembangiman Bendungan Wonodadi dan penyelesaian 

pembangunan Waduk Tukul di Pacitan, 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hukum t 

2. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 

Rencana Pembangiman Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 

ditetapkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014, RPJMD ini merupakan pedoman bagi 

pembangunan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun. Adapun visi pembangunan Jawa Timur 

yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: "J^wa Timur Lebih Sejahtera, 

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak", 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, ditempuh melalui lima misi yang 

diberi judul: "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik". 

Lima misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 yaitu: 

1. Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, 

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan 

perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, 

dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan 

akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta 

percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan. 

2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya 

saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. 

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), 

sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis 

agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan 

kelembagaan Usaha Mikro dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan 

ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta 

percepatan kinerja sektor industri agio maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor 

pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan 

serta pelestarian seni budava lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri. 
Paraf Kcoiaidasi 
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luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur 

imtuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

3. Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang. 

Misi ini untuk mewujudkan pembangiman yang ramah lingkungan melalui peningkatan 

kualitas lingkimgan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan. 

4. Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 

dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik. 

5. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. 

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan 

kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, 

sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus 

merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya 

membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban 

yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap 

hak asasi manusia. 

Untuk mewujudkan visi "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan 

Berakhlak" melalui 5 (lima) misi dalam bingkai "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong 

Cilik", dilakukan berlandaskan 3 (tiga) strategi umum, yaitu: 

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan 

partisipasi rakyat; 

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, yang di dalamnya secara 

implisit termasuk strategi pro poor, pro job, pro growth dan pro environment; 

3. Pengarusutamaan gender. 

4.2.2. Telaahan Daerah Sekitar 

Penyusiman RPJMD Kabupaten Pacitan juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya 

agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar. 

Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah Iain karena alasan: 

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus 

disinergikan; 

1. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan 

bersama; 

2. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, 

utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan 

3. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan 

wilayah/kawasan pembangunan. 
Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel 
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Tabel 4.3 

Identifikasi RPJMD Daerah Lain 

No 

Parat Hierarki 

Sekda t 
Asisten 

Kabag 
mm f 

Daerah Lain 
Kabupaten Trenggalek 

Kabupalen Ponorogo 

Par-if Kocrdinasi 
SKPD; BjQian Pemrakarsa 

SKPO; Bagian Terkaii: 
1 
2 ^ 

2 

Periode RPJMD 
2016-2021 

2016-2021 

Telaahan Visi dan Misi 
Visi: 
Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, 
Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman Dan 
Taqwa. 

Misi: 
1. 

3. 

4. 

Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, 
kompeten dan profesional, demi pembangunan 
yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima 
kepada masyarakat dalam pelayanan dasar 
khususnya kesehatan dan pendidikan. 
Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta 
sektor produktif lain, melalui peningkatan 
produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan 
akses terhadap sarana produksi, serta memberikan 
perlindungan terhadap masyarakat untuk 
mewujudkan tata niaga yang adil dan 
menyejahlerakan. 
Mewujudkan peningkatan perluasan layanan 
infrastruktur transportasi dari skala regional hingga 
tingkat desa, infrastruktur pertanian, infrastruktur 
lain, termasuk yang menunjang pengembangan 
pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek. 
Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM 
terdidik di sektor pertanian dan sektor produktif 
Iain serta meningkatkan daya tarik investasi industri 
dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi 
kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat 

Visi: 
mewujudkan Ponorogo yang lebih sejahtera, mandiri dan 
berdaya saing. 

Misi: 
1. Membentuk Budaya keteladanan pemimpin yang 

efektif, guna mengembangkan manajemen 
pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan 
berkemampuan andal dalam memecahkan masalah. 

Z Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih daya 
guna, unggul, produktif, berkelanjutan serta 
bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui 
investasi, industri, perdagangan dan pengembangan 
pariwisata menjadi lokomotif penggerak 
perekonomian daerah. 

3. Mewujudkan pengelolaan instruktur strategis secara 
professional agar memiliki daya dukung yang kokoh 
untuk menyokong produktifitas masyarakat 
kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat 

4. Membangun Pertanian, sebagai pengembangan 
model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya 
saing tangguh. 

5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, 
ketersediaan ruang publik yang memadai dan 
berwawasan lingkungan. 

6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, 
pengangguran serta perluasan kesempalan kerja, 
dan melindungi hak-hak masyarakat yang 
berlandaskan pada penegakkan hukum yang 
berkeadilan. 

7. Meningkatkan peran aktif Pemda dalam memajukan 
sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan 
masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang 
handal, mempunyai kompetensi yang cukup, dan 
membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan 
pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya 
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No Daerah Lain Periode RPJMD Telaahan Visi dan Misi 
dan berkepribadian. 

Kabupaten Gunung Kidul 2016-2021 Visi: 
Mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan 
wisata yang lerkemuka dan berbudaya menuju 
masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan 
sejahtera tahun 2021. 

Misi: 
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(Good Gouemance). 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

berdaya saing. 
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang 

professional. 
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai imtuk 

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis 
potensi daerah. 

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan 
iklim investasi yang kondusif. 

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan 
sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Kabupaten Wonogiri 2016-2021 Visi: 
Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, 
Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis. 

Misi: 
1. Mengelola pemerintahan dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan 
demokratis terpercaya yang meliputi unsur 
manajemen keuangan, manjemen pelayanan dan 
manajemen hukum dan pengawasan dengan 
semboyan SUKSES sebagai pola managerial yang 
memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat 
dalam Visi; 

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri 
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan 
pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 
program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, 
peningkatan kualitas kesehatan dengan program 
Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai 
dengan agama dan keyakinan masing-masing 
mengedepankan sikap toleransi antar umat; 

3. Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari 
pinggiran dengan memperkuat prioritas 
pembangunan di desa; 

4. Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan 
daya saing di segala bidang seliingga Wonogiri 
dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain; 

5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya 
serta tradisi di masyarakat Wonogiri; 

6. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di 
segala bidang; 

7. Mengembangkan seluruh potensl-potensi dldalam 
jiwa dan raganya Wonogiri untuk kemaslahatan 
rakyat Wonogiri. 

Sumber: website masing-masing kabupaten. 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa 4 (empat) kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten 

Pacitan juga memiliki periodesasi RPJMD yang sama dengan Kabupaten Pacitan, yaitu 2016-2021. 

Dengan kondisi tersebut, maka keempat daerah tersebut juga bersamaan menyusun dokumen RPJMD 
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informasi lainnya di dalam RPJMD memilild kemungkinan berubah dalam berbagai tahapan 

pembahasan rancangan RPJMD menuju Perda RPJMD. 

6.2.1. Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan 2005-2025 ditetapkan 

dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025. Dokumen ini memuat pedoman pembangunan Kabupaten 

Padtan dalam kurun waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2025. 

Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2005-2025 adalah: 

"Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera 

yang Menjunjung Nilai-Nilai Agama dan Budaya" 

Adaptm Misi Kabupaten Padtan 2005-2025 adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia 

dan Berbudaya dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten 

Pacitan yang berdaya saing, berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian 

(Agroinduslri), Kelautan dan Pariwisata, dicapai dengan cara peningkatan produksi 

pasca panen pada sektor industri pertanian, peningkatan hasil laut dan pengolahannya, 

serta menumbuh kembangkan pelayanan jasa pariwisata yang kompetitif dengan 

didukung antara Iain oleh peningkatan peran Usaha Mikro dan usaha lainnya. 

3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas 

Ekonomi yang Stabil dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana daerah 

yang handal dan terintegrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, 

meningkatkan investasi, menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu berdampak terhadap pengurangan 

tingkat kemiskinan dan pengangguran. 

4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial 

Budaya, dicapai dengan cara peningkatan stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban, 

konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, jaminan mengemukakan pendapat, 

berorganisasi, dan berpolitik serta terjaminnya keleluasaan segenap aktivitas kehidupan 

bermasyarakat yang bertanggungjawab, 

5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan dicapai 

dengan cara menyelenggarakan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga 

keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup. 

6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good 

Governance dan Clean Government dicapai dengan cara membangun transparansi. 
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akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang 

didukung profesionalisme aparatur. 

Oleh karena Rencana Pembangiman Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 

(lima) tahunan merupakan penjabaran dari RPJPD, maka tahapan pelaksanaan RPJPD tersebut 

dituangkan dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan dalam kurun waktu 2005 sampai 

dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan 

pokok kepala daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti 

diabaikannya pembangunan di bidang lairmya. Hal itu semata-mata menunjukan penekanan atau 

prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan. 

Saat ini pembangunan Kabupaten Pacitan memasuki tahap ketiga dari RPJPD. Untuk itu harus 

dilakukan telaah terhadap arah kebijakan tahap ketiga RPJPD. Pembangunan tahap III (2016-2021) 

diarahkan untuk Pemantapan Kemandirian Masyarakat. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah 

mewujudkan masyarakat Kabupaten Pacitan yang memiliki kemandirian tinggi dalam 

membangun penghidupaimya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya 

bidang pertanian, kelautan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Wujud kemandirian tersebut 

yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya 

daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam 

pembangiman. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang 

digerakkan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan 

dalam arti yang sesungguhnya. 

Adapun target setiap tahapan pencapaian indikator kinerja masing-masing misi disajikan pada 

uraian di bawah ini. Target indikator yang dimuat dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 

disajikan berdasarkan misi. 

Tabel 4.4 

Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi I 

Target Capaian 
No Indiktor Keberhasilan Tahap I 

(2006-2011) 
Tahap II 

(2011-2016) 
Tahap III 
(2016-2021) 

TahapIV 
(2021-2026) 

MISI I 
1 Angka melek huruf (%) 96X8 96,65 96,71 96,77 
2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

- APK PAUD 44 56 68 75 
- APKTK 45 56 67 80 
- APKSD/MI/PAKETA 103 103 103 103 
- APK SMP/MTs/PAKET B 97,4 98 99 100 
- APK SMA/SMK/MA/PAKET C 68 75 82 95 
- APM SD/MI/PAKET A 98,99 99 99,5 99,9 
- APM SMP/MTs/PAKET B 82 88 94 99,9 
- APM SMA/SMK/MA/PAKET C 54 64 76 90 

3 Usia harapan hidup (tahun) 71,11 71X2 71X3 71,76 

4 Angka kematian ibu melahirkan (per 
100.000 kelahiran) <4 <4 <4 <4 

5 Angka kematian bayi 
(per 100.000 kelahiran) <50 <50 <56 <56 

6 Jumlah PMKS (orang) 80.781 70.265 61.119 53.162 
7 Laju pertumbuhan penduduk (%) 0,028 0,030 0,032 0,035 
8 Tinckat Feneanggumn Tprhi rka (%) 0,87 0,75 0,63 0X4 

pjrat Hierarki T K ^ — 12.420.273 39.631860 126.467.719 403.556.134 
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No Indiktor Keberhasilan 
Target Capaian 

No Indiktor Keberhasilan TahapI 
(2006-2011) 

Tahap II 
(2011-2016) 

Tahap III 
(2016-2021) 

Tahap IV 
(2021-2026) 

10 Angka Kemiskinan (%) 18,20 14,25 103 6,75 
MISI II 

1 PDRB Ferkapita (Rp) 5.781.065,28 6.311.155,60 6.841.245,92 7.371.336,24 
2 NTP 116,71 120,61 124,50 128,40 
3 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,52 7,38 8,24 9,10 

MISI III 
1 Kondisi Jalan (m) 

Baik 760.970 1.095322 1.576.578 2.269.288 
Sedang 232.672 334.902 482.050 693.S50 
Rusak 103.746 149330 214.942 309.382 
Macadam 74.694 107.513 154.752 222.746 
Tanah 52.284 75.256 108.322 155.916 

2 Cakupan Pelayanan Air Bersih (jiwa) 218.100 313.928 451.860 650.396 
3 Riunah Layak Huni (rumah) 114.764 165.188 237.767 342.236 
4 Cakupan Jaringan Listrik (SR) 79.801 114.864 165.332 237.975 

MISI IV 
1 Persentase peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pesla demokrasi 
67,69% - 70% 70%-73% 73% - 76% 76% - 80% 

2 persentase jumlah Organisasi Masyarakat, 
Organisasi Politik, Organisasi Pemuda 
dan Organisasi Masyarakat lainnya yang 
dibina 

7,19% -14% 14% -19% 19% - 26%, 26 % - 33%. 

3 rasio linmas inti per 10.000 penduduk 56,25%-61% 61%-65% 65% - 68% 68% - 70% 
MISI V 

1 Lahan kritis (Ha) 23.233,00 22.248,73 21.264,45 20.280,18 
2 Lahan yang ditangani (Ha) 1.795 1.935 2.075 2.215 

MISI VI 
1 PAD (RP.DOO) 34.384.121 41.030.501 54.903.066 73.479.378 
2 Realisasi Investasi 

- PMA (Rp.OOO) 74.659.500 124.075.750 173.492.000 222.908.250 
- PMDN (Rp.OOO) 21.600.000 39.600.000 57.600.000 75.600.000 

3 Jumlah PNS 10.196 10.696 11.446 11.946 
4 Tingkat pendidikan formal aparatur 

- D3/D4/S1 4.541 6.226 7.911 9.596 
- S2 250 350 450 550 
- S3 1 2 3 4 

Sumber Data; RPJPD Kabupaten Padtan 2005-2025 

6.2.2. Telaahan RTRW Kabupaten Pacitan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan mengatur struktur dan rencana pola 

ruang wilayah Kabupaten Pacitan. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan 

penataan ruang, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2021 dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan. 

Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis RPJMD terkait dengan struktur 

dan pola ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, yaitu bahwa: 

1. Memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang, yang memuat: 

a. kebijakan dan strategi sistem perkotaan 

b. kebijakan dan strategi sistem perdesaan 

c. kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah 

2, Memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, yang memuat: 

a. kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindimg 

b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya 
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Berdasarkan hierarki dalam penataan ruang wilayah yang mendasarkan pada struktur dan pola 

ruang diatas, maka pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang Kabupaten 

Pacitan dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi sebagai berikut: 

1. Nawangan, Bandar dan Tegalombo 

2. Sudimoro, Ngadirojo dan Tulakan 

3. Pringkuku, Punung dan Donorojo 

4. Arjosari, Pacitan dan Kebonagung 

Gambar 4.2 menimjukkan pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang wilayah 

Kabupaten Pacitan. 

Gambar 4.2 
Peta Pembagian Kawasan Pengembangan 

Masing-masing kawasan pengembangan mempunyai karakteristik dan potensi unggulan yang 

berbeda-beda. Berikut ini disajikan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah 

sebagaimana Gambar 4.3 berikut ini: 

Gambar 4.3 

Karakteristik dan Potensi Unggulan Kawasan Pengembangan 
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Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo 

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah 

agropolitan dan wisata sejarah. Agropolitan dikembangkan untuk komoditas imggulan antara lain 

perkebunan (kopi, cengkeh dan janggelan), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk. 
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aktifitas agropolitan juga dikembangkan industri berbasis pertanian antara lain industri sale pisang 

dan anyaman bambu. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan, khususnya agropolitan pada 

wilayah ini diperlukan dukxmgan infrastruktur irigasi. Untuk mfrastruktur jalan pada kawasan ini 

juga diarahkan untuk mendukimg aktifitas kawasan secara hierarki antara lain jalan provinsi, jalan 

kabupaten, dan jalan poros. 

Gambar 4.4 
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo 
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Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan 

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah 

minapolitan, pertanian dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan budidaya 

perikanan dan perikanan tangkap. Untuk komoditas pertanian unggulan antara lain perkebunan 

(melinjo, kelapa, kakao dan cengkeh), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (durian, 

sukim dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta petemakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung 

aktifitas jasa juga dikembangkan industri kain batik tulis. Untuk optimalisasi pengembangan 

kawasan khususnya minapolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur pelabuhan. 

Sedangkan sentra pertanian yang dibutuhkan adanya jaringan irigasi. Untuk infrastruktur jalan 

pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara hierarki antara lain 

jalan kabupaten dan jalan poros. 

Gambar 4.5 
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan 
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Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo 

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah ekowisata 

geopark. Ekowisata dikembangkan tmtuk pelestarian dan pengembangan kawasan wisata 

berkelanjutan, baik obyek wisata pantai, goa, situs sejarah dan budaya guna mendukxmg Gimtmg 

Sewu sebagai jaringan geopark intemasional, Untuk destinasi wisata unggulan antara lain pantai 

Klayar, Goa Gong, Pantai Srau, Pantai Watukanmg, Sungai Maron, Pantai Banyu Tibo. Untuk 

mendukung aktifitas pariwisata juga dikembangkan industri gula merah dan batu mulia. Untuk 

infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara 

hierarki antara Iain jalan nasional, jalan kabupaten dan jalan poros. 

Gambar 4.6 
Pembangunan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo 
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Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung 

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah 

minapolitan, perdagangan dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan perikanan 

budidaya dan perikanan tangkap yang didukung dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. 

Untuk mendukung aktifitas perdagangaan dan jasa dikembangkan pasar daerah dan pusat 

pengembangan perekonomian kabupaten. 

Gambar 4.7 
Pembangunan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung 
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6.2.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 

2016 sampai dengan tahun 2021 merupakan langkah yang dipakai untuk memastikan bahwa 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

penyustinan rencana pembangunan 5 (lima) tahtm yang akan datang. 

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan yang akan datang, 

terutama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS menghasilkan 

beberapa isu strategis. Adapun isu strategis KLHS, sebagai berikut: 

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan angkutan; 

2. Belum meratanya pelayanan air bersih; 

3. Okupansi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya; 

4. Adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur antar kecamatan di 

Kabupaten Pacitan; 

5. Kualitas SDM dan kesejahteraan sosial masih rendah; 

6. Minimnya upaya peningkatan mitigasi bencana; 

7. Tingginya angka kemiskinan; 

8. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; 

9. Penguatan daya saing ekonomi; 

10. Penguatan ketahanan pangan daerah; 

11. Belum terdapat sistem jaringan persampahan yang merata. 

6.2.4. Kerjasama Antar Daerah 

Kerjasama Antar Daerah dalam perspektif otonomi daerah adalah suatu keniscayaan yang harus 

dilakukan oleh daerah. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menghendaki agar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan 

demikian daerah mempunyai diskresi atau keleluasaan dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah. 

Kerjasama Antar Daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan dan 

berorientasi pada kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu sesuai dengait 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Kerjasama Antar Daerah dilakukan dengan prinsip-

prinsip : a. efisiensi, b. efektivitas, c. sinergi, d. saling mengimtungkan, e. kesepakatan bersama, f. 

itikad baik, g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, h. persamaan kedudukan, i. transparansi, j . keadilan, dan k. kepastian 

hukum. 

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa otonomi daerah harus mampu menjamin 

hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan 

menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan 

tujuan negara. Pelaksanaan kerja sama yang berdampak pada lintas daerah dikelola bersama oleh 
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daerah wajib mengelola secara bersama dengan daerah sekitamya untuk kepentingan umum. 

Sedangkan istilah kerja sama daerah sesuai dengan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, adalah kesepakatan antara 

Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Wali kota atau antara Bupati/Wali 

Kota dengan Bupati/Wali Kota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan pihak 

ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu kebijakan yang dilaksanakan adalah melakukan 

kerjasama dengan daerah lain yang diharapkan dapat mengurangi kerawanan sosial dan 

kesenjangan ekonomi daerah. Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kerjasama antar 

daerah yang masih dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan, antara lain kerjasama dengan 

kabupaten-kabupaten di daerah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) PAWONSARI 

(Pacitan, Wonogiri dan Wonosari Gunung Kidul), yang menghasilkan beberapa bidang yang 

dikerjasamakan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perhubungan, bidang 

ketenagakerjaan, bidang kelautan, perikanan dan petemakan, bidang air bersih, bidang pekerjiian 

umum, bidang pariwisata, bidang ketertiban umum, bidang perkebunan, dan bidang kesejahteraan 

sosial. Untuk kerjasama antar daerah lintas perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang 

tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) KARISMAPAWIROGO (Karanganyar, 

Wonogiri, Sragen, Magetan, Padtan, Ngawi, dan Ponorogo), juga telah melakukan kerjasama 

dalam bidang: pelayanan kesehatan, pariwisata, pengembangan penanaman modal, penegakan 

perda (POL PP), pendidikan, pemadam kebakaran, kesejahteraan sosial serta pembangunan 

infrastruktur jalan wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO. Selain itu ada juga kerjasama anlar 

daerah yang masih berbentuk "Paguyuban GOLEKPAWON" (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan 

Wonogiri). Dalam kerjasama lintas wilayah perbatasan baik wilayah PAWONSARI, 

KARISMAPAWIROGO maupun GOLEK PAWON tersebut masih terdapat kendala yaitu belum 

tertanganinya beberapa hal secara maksimal terutama bidang insfrastruktur, pendidikan dan 

kesehatan yang masih butuh perhatian dari semua pihak. 
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6,2.5. Isu Strategis Kabupaten Pacitan 2016-2021 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada 

tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu 

strategis yang harus ditangani dalam 5 (lima) tahun kedepan oleh Kabupaten Pacitan, yaitu: 

1. Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan; 

2. Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan; 

3. Percepatan penanggulangan kemiskinan; 

4. Penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan; 

5. Penguatan ketahanan pangan daerah; 

6. Pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan; 

7. Peningkatan kehidupan sosial, beragama dan pelestarian budaya lokal; 

pemerintahan yang efektif dan efisien. 
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BABV 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

5.1. Visi 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan 

daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. 

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam 

pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan 

pemilihan umum Kepala Daerah, maka dalam periode 2016-2021, visi Kabupaten Pacitan adalah: 

"MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT" 

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kata kunci visi: 

Maju, memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat Padtan mengarah ke depan 

menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan 

dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada, 

Sejahtera, mengandimg makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material 

maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang 

memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani 

dan sosial yang sebaik-baiknya. 

5.2. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan 

visi. Untuk mencapai visi diatas, maka misi Kabupaten Pacitan 2016-2021, sebagai berikut 

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel; 

2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat; 

3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung 

ketersediaan infrastruktur yang memadai; 

4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. 

Pencapaian visi melalui 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 disajikan pada 

Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1 
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 
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Sebagaimana gambar 5.1, untuk mewujudkan visi "Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat" langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan terlebih dahulu 

sebagaimana misi pertama. Tata kelola pemerintahan yang harus diperkuat terutama kemampuan 

Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Padtan. 

Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki SDM yang profesional, agar mampu memberikan 

pelayanan publik dengan lebih baik, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel 

serta mampu menggerakkan perekonomian daerah. 

Selanjutnya dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat 

mendukung misi kedua untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat, 

melalui pembangiman bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan. Disamping itu dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan 

didukimg kualitas hidup masyarakat yang baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing 

daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih dipacu 

selama 5 (lima) tahun kedepan, melalui program-program pembangunan bidang ekonomi dengan 

menggerakkan potensi daerah terutama pariwisata, pertanian (agropolitan) dan kelautan 

(minapolitan) yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. 

Ketiga misi tersebut akan dapat berjalan dan diwujudkan apabila kondisi masyarakatnya kondusif 

dan harmonis, sebagaimana harapan misi keempat yaitu meningkatkan kesalehan sosial dan 

harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. Apabila keempat misi tersebut dapat diwujudkan, 

maka visi pembangunan Kabupaten Padtan "Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat" 5 (lima) tahtm 

kedepan akan tercapai dengan indikator masyarakat Pacitan makin sehat, makin cerdas dan daya 

belinya tinggi atau dengan kata Iain indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 

Pacitan meningkat serta perekonomian Kabupaten Pacitan juga meningkat. 
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5.3. Tujuan dan Sasaran 

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan. Dalam konteks 

ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang 

diharapkan dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. 

Perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa bakti 2016-2021 sangat 

ditentukan oleh penjabaran ke tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah 

pernyataan-pemyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan 

misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan 

sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, 

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke 

depan. 

Tujuan dan sasaran pembangiman daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama 

dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Penentuan tujuan dan sasaran 

adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas lertinggi dalam 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar 

penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut adalah tabel 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran: 
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Tabel 5.1 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

V I S I : " M A J U D A N S E J A H T E R A B E R S A M A R A K Y A T " 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. Membangun tata 
kelola 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif dan 
akuntabel. 

1.1 Terwujudnya 
pemerintahan 
yang profesional 
dan menerapkan 
good governance 

1.1 Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Baik 1.1.1. Meningkatnya 
pelayanan 
publik yang 
prima 

1 T>rtwtfvrtrt . . . . . r t U I Y 

1. i erseniaseiu 
dengan hasil survei 
IKM minimal baik 

100 100 100 100 100 1. Membangun tata 
kelola 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif dan 
akuntabel. 

1.1 Terwujudnya 
pemerintahan 
yang profesional 
dan menerapkan 
good governance 

1.1 Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Baik 1.1.1. Meningkatnya 
pelayanan 
publik yang 
prima 

Z Pemeringkalan E -
Government (PeGI) 

Baik Baik Baik Baik Baik 

1. Membangun tata 
kelola 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif dan 
akuntabel. 

1.1 Terwujudnya 
pemerintahan 
yang profesional 
dan menerapkan 
good governance 

1.1 Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Baik 

1.1X. Meningkatnya 
transparansi, 
akuntabilitas 
kinerja dan 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

1. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 

1. Membangun tata 
kelola 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif dan 
akuntabel. 

1.1 Terwujudnya 
pemerintahan 
yang profesional 
dan menerapkan 
good governance 

1.1 Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Baik 

1.1X. Meningkatnya 
transparansi, 
akuntabilitas 
kinerja dan 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

2. Hasil Evaluasi 
SAKIP Pemerintah 
Daerah 

Baik D r t : i . 

Baik Baik Baik Baik 

1. Membangun tata 
kelola 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif dan 
akuntabel. 

1.1 Terwujudnya 
pemerintahan 
yang profesional 
dan menerapkan 
good governance 

1.1 Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Baik 

1.1X. Meningkatnya 
transparansi, 
akuntabilitas 
kinerja dan 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

3. Nilai LPPD Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 Z l .1. Meningka tnya 
akses dan mutu 
pendidikan 

1, Rata-rata lama 
sekolah 

731 735 7,4 7,45 7,5 2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 Z l .1. Meningka tnya 
akses dan mutu 
pendidikan 2. Harapan lama 

sekolah 
12,08 12,25 12,41 1238 12,74 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 Z l .1. Meningka tnya 
akses dan mutu 
pendidikan 

3. Nilai rata-rata 
ujian: 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 Z l .1. Meningka tnya 
akses dan mutu 
pendidikan 

- SD 77,14 7736 7736 78,21 7834 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 Z l .1. Meningka tnya 
akses dan mutu 
pendidikan 

- SMP 8Z23 8236 8Z79 8Z95 83,26 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 

Z1.Z Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

1. Angka harapan 
hidup 

71 7138 71,16 71,25 7133 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 

Z1.Z Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

2. Angka kematian 
Ibu 

137,55 12Z27 106,98 91,7 76,42 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 

Z1.Z Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

3. Angka kematian 
bayi 

8,1 7,95 7,79 7,64 7,49 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z l Meningkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Z l IPM 68,17 

Z1.Z Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

4. Prevalensi balita 
gizi buruk 

0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 

2. Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan kehidupan 
sosial 
masyarakat 

Z2 Percepatan 
Penanggulangan 

Z2 Angka 
Kemiskinan 

1335% Z Z l . Menurunnya 
Angka 
Kemiskinan 

1. Angka Kemiskinan 153 15,13 14,75 1433 1335 

Paraf Hierarki Pant Koordina 1 

Z2 Angka 
Kemiskinan 

1335% Z Z l . Menurunnya 
Angka 
Kemiskinan 

1. Angka Kemiskinan 153 15,13 14,75 1433 1335 
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V I S I : " M A J U D A N S E J A H T E R A B E R S A M A R A K Y A T ' 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran 

Z2.Z Menurunnya 
pengangguran 

Z23. Menurunnya 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan 
sostat 

Indikator Sasaran 

1. Tingkat 
pengangguran 
terbuka 

1. Persentase 
penurunan 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan 
sosial 

Target 

2017 
i , m 

21,7 

2018 
1,03 

20X 

2019 
1,02 

18,6 

2020 
1,01 

17,1 

2021 

153 

3. Membangun 
perekonomian 
masyarakat 
dengan 
menggerakkan 
potensi daerah 
didukung 
ketersediaan 
infrastruktur 
yang memadai. 

Paraf Hierarki 

3.1 Meningkatkan 
daya saing 
ekonomi daerah 

3.1 Pertumbuhan 
Ekonomi 

5,82% 3.1.1. Menguatnya 
kondisi 
perekonomian 
daerah 

1. Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

5,63 5,69 5,74 5,78 5,82 

2. Tingkat inflasi 7,03 6,86 6,41 6,13 6,03 
3. PDRB per kapita 25.686.898 28.265.259 31.093.541 34X01.553 37.62Z338 

3.1.Z Meningkatnya 
kemandirian 
Usaha Mikro 
dan Koperasi 

1. Persentase 
Koperasi Mandiri 

1.21 1,41 1,81 2,22 Z42 

2. Persentase 
Peningkatan 
Jumlah Wira Usaha 
Baru 

3,25 3,43 3,61 3,8 3,97 

3.13. Meningkatnya 
kinerja sektor 
industri 

1. Persentase 
Pertumbuhan 
Industri 

2,2 Z24 Z27 23 Z33 

3.1.4. Meningkatnya 
kinerja sektor 
pariwisata 
daerah 

1. Jumlah Kunjungan 
Wisatawan 

1.750.000 2.000.000 Z300.000 2.650.000 3.000.000 

3.1.5. Meningkatnya 
daya saing 
sektor perttinian 

1. Persentase 
Pertumbuhan 
PDRB Sub Sektor 
Pertanian dan 
Perikanan 

3,8 3,87 3,88 3,88 3,89 

3.2 Meningkatkan 
ketahanan 
pangan daerah 

3.2 Indeks 
Ketahanan 
Pangan Daerah 

4437-
68,44 

•Parjirtnurainair 

3X.1 Meningkatnya 
ketersediaan dan 
cadangan 
pangan 

1. Tingkat 
ketersediaan energi 
dan protein 
perkapita (%) 

88,71 89,01 90,14 90,19 913 
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^^^^^jmjJU^J V IS I , MISI , T U J U A N DAN S A S A R A I ^ 

V I S I : " M A J U D A N S E J A H T E R A B E R S A M A R A K Y A T 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran. Indikator Sasaran 
Target 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran. Indikator Sasaran 
2017 2018 2019 2020 2021 

3.3 Meningkatkan 
cakupan dan 
K i T A l i f ^ Q l i i v p n ? i n 

infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan 
secara 
berkelanjutan 

3.3 Indeks Kualitas 
Infrastruktur 
l C i i h i i T i 3 I p n 

65 3.3.1 Meningkatnya 
layanan 
in f r a < ; t T i 1 If h I r 

dasar yang 
menjangkau 
seluruh wilayah 

1. Persentase jalan 
dalam kondisi 
11 t u 11 L u L f 

59,84 61,7 6336 65,43 65,93 3.3 Meningkatkan 
cakupan dan 
K i T A l i f ^ Q l i i v p n ? i n 

infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan 
secara 
berkelanjutan 

3.3 Indeks Kualitas 
Infrastruktur 
l C i i h i i T i 3 I p n 

65 3.3.1 Meningkatnya 
layanan 
in f r a < ; t T i 1 If h I r 

dasar yang 
menjangkau 
seluruh wilayah 

Z Persentase 
penduduk 
berakses air bersih 

5Z55 5435 56,7 58,95 60,75 

3.3 Meningkatkan 
cakupan dan 
K i T A l i f ^ Q l i i v p n ? i n 

infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan 
secara 
berkelanjutan 

3.3 Indeks Kualitas 
Infrastruktur 
l C i i h i i T i 3 I p n 

65 

3.3.2 Meningkatnya 
kualitas 
lingkungan 

1. Indeks kualitas 
lingkungan hidup 
(IKLH) 

73X7 73,28 73,29 733 7331 

4. Meningkatkan 
kesalehan sosial 
dan harmonisasi 
antar seluruh 
lapisan 
masyarakat. 

4.1 Meningkatkan 
kualitas dan 
kerukunan 
kehidupan 
beragama dan 
bermasyarakat 

4.1 Persentase 
Konflik 
Bemuansa 
SARA yang di 
selesaikan 

100% 4.1.1 Meningkatnya 
kerukunan, 
keamanan dan 
ketertiban 

1. Jumlah konflik 
bemuansa SARA 

0 0 0 0 0 4. Meningkatkan 
kesalehan sosial 
dan harmonisasi 
antar seluruh 
lapisan 
masyarakat. 

4.1 Meningkatkan 
kualitas dan 
kerukunan 
kehidupan 
beragama dan 
bermasyarakat 

4.1 Persentase 
Konflik 
Bemuansa 
SARA yang di 
selesaikan 

100% 4.1.1 Meningkatnya 
kerukunan, 
keamanan dan 
ketertiban 2. Angka kriminalitas 1,4 1,4 13 1,2 1,1 

4. Meningkatkan 
kesalehan sosial 
dan harmonisasi 
antar seluruh 
lapisan 
masyarakat. 

4.1 Meningkatkan 
kualitas dan 
kerukunan 
kehidupan 
beragama dan 
bermasyarakat 

4.1 Persentase 
Konflik 
Bemuansa 
SARA yang di 
selesaikan 

100% 4.1.1 Meningkatnya 
kerukunan, 
keamanan dan 
ketertiban 

3. Persentase 
penyelesaian 
pelanggaran 
keamanan dan 
ketertiban 

92% 93% 94% 95% 97% 

Paraf Hierarki 
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana 

Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan 

misi. Arah kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah imtuk mencapai 

tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

Penentuan arah kebijakan per tahun selama 5 (lima) tahun memberikan gambaran prioritas 

pembangunan daerah pada setiap tahunnya. Dengan demikian, arah kebijakan RPJMD Kabupaten 

Pacitan diimplementasikan dalam RKPD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan prioritas 

yang jelas. Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya 

diarahkan pada 8 (delapan) agenda Prioritas Utama yang dapat disingkat menjadi HASTA 

TAMA. HASTA TAMA terdiri dari: 

1. Layanan Pendidikan 

2. Layanan Kesehatan 

3. Penanggulangan Kemiskinan 

4. Ketahanan Pangan Daerah 

5. Daya Saing Ekonomi 

6. Infrastruktur Dasar Berkelanjutan 

7. Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan 

8. Tata Kelola Pemerintahan 

Paraf Hierarki 

Sekda r 
Asisten 

Kabag 
Hukum 

Gambar 6.1 

Delapan Agenda Prioritas Utama (HASTA TAMA)Pembangunan Pacitan 2016-2021 

Parat Koordinasi 
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Prinsip-prinsip pembangiman yang dikedepankan dalam pembangunan 5 (lima) tahun 

mendatang, yaitu: 

1. Pembangunan untuk semua (seluruh lapisan masyarakat), bukan untuk sebagian masyarakat 

atau golongan tertentu. 

2. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. 

3. Keterbukaan informasi pembangunan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan 

Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel 6.1 berikut ini: 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Atlstcn 

Kabag 
V 

Pjraf Koorainasi 
SKPO/ Barian Pemrakarsa 
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJA 

Tabel 6.1 
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

V i s i : M A J U D A N S E J A H T E R A B E R S A M A R A K Y A T 

: Menihaiigun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel Misi I 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya pelayanan 
publik yang prima 

Meningkatkan pelayanan 
publik secara profesional 

1. Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT 

2. Perungkatan kapasitas aparatur 

Terwujudnya T Y 
pemerintahan yang 
profesional dan 
menerapkan good 
governance 

3. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah 
secara profesional 

4. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date 
5. Pengembangan sistem penanggulangan bencana ycing responsif 

Meningkatnya 
transparansi, akuntabilitas 
kinerja dan pengelolaan 
keuangan daerah 

Menerapkan reformasi 
birokrasi dan peningkatan 
kualitas tata kelola 
pemerintahan 

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan 

2. Penataan organisasi/kelembagaan 

3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu 
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah 
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 
6. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 

2017-2018 

2017-2018 

2018-2020 

2018-2020 
2017-2020 
2017-2018 

2017-2018 

2017-2018 
2017-2018 
2017-2018 

2018-2020 

Misi II : Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Mm. 

Meningkatnya akses dan 
mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata dan 
terjangkau 

1. Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

2, Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas 
manajemen pendidikan 

Merungkatnya 
pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan 
masyarakat 

Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat 

Meningkatkan kualitas 
layanan kesehatan 
masyarakat yang merata dan 
terjangkau 

manajemen pendidikan 
3. Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga 
1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 
2. Peningkatan akses kesehatan masyarakat 

3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS 
5. Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan 

kesehatan dasar 

mm" 
SKPD/Edgon Uikjit: 
1 
2. . 

z 6. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 

2017-2018 

2018-2020 

2020-2021 
2017-2020 

2017-2020 

2017-2020 

2017-2020 
2017-2020 

2019-2020 
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STRATEGI DAN A R A H KEBIJAKA! 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya Angka 
Kemiskinan 

Mempercepat 
penanggulangan kemiskinan 
dan meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat 

1 . Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu 2017-2021 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya Angka 
Kemiskinan 

Mempercepat 
penanggulangan kemiskinan 
dan meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat 

2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan 2017-2021 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya Angka 
Kemiskinan 

Mempercepat 
penanggulangan kemiskinan 
dan meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat 

3. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2017-2021 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya Angka 
Kemiskinan 

Mempercepat 
penanggulangan kemiskinan 
dan meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat 

4. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 2017-2021 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya Angka 
Kemiskinan 

Mempercepat 
penanggulangan kemiskinan 
dan meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat 

5. Pengendalian jumlah penduduk 2018-2020 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya 
pengangguran 

Memperluas kesempatan 
kerja dan usaha 

1 . Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 2017-2021 Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya 
pengangguran 

Memperluas kesempatan 
kerja dan usaha 2. Pengembangan mdustn kreatif dan wirausahawan muda kreatif 2017-2021 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya 
pengangguran 

Memperluas kesempatan 
kerja dan usaha 

3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk 
memenuhi kebutuhan pasar 

2017-2021 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial 

Memberdayakan dan 
meningkatkan pelayanan 
terhadap penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 

1 . Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan 
PMKS 

2017-2021 

Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial 

Memberdayakan dan 
meningkatkan pelayanan 
terhadap penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 

2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 2018-2020 

Misi I I I : Manbangun perekonomian masyarakat dengan mettggcrakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai 

Tujuan Sasaran ^ h r a ktreri Arah Kebijakan 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan perekonomian 
daerah 

1 . Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang 
positif 

2018-2020 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan perekonomian 
daerah 2. Peningkatan pengendalian harga bahan pokok 2018-2020 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan perekonomian 
daerah 

3. Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung 
produksi dan distribusi perekonomian di daerah 

2018-2020 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

Meningkatnya 
kemandirian Usaha Mikro 
dan Koperasi 

Meningkatkan peran Usaha 
Mikro dan Koperasi dalam 
aktifitas ekonomi untuk 
mendukung sektor unggulan 
daerah 

1 . Penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi 2017-2021 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

Meningkatnya 
kemandirian Usaha Mikro 
dan Koperasi 

Meningkatkan peran Usaha 
Mikro dan Koperasi dalam 
aktifitas ekonomi untuk 
mendukung sektor unggulan 
daerah 

2. Pengembangan sistem kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi dengan 
sektor unggulan daerah 

2017-2021 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

Meningkatnya kinerja 
sektor industri 

Meningkatkan 
pengembangan sektor 
industri untuk mendukung 
sektor unggulan daerah 

1 . Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah 2017-2021 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

Meningkatnya kinerja 
sektor industri 

Meningkatkan 
pengembangan sektor 
industri untuk mendukung 
sektor unggulan daerah 

2. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan 
menengah 

2017-2021 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

Meningkatnya kinerja Meningkatkan 
pengembangan sektor 
pariwisata unggulan daerah 
yang terintegrasi dan berdaya 
saing 

1 . Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan 2017-2021 

Meningkatkan daya 
saing ekonomi 
daerah 

sektor pariwisata daerah 
Meningkatkan 
pengembangan sektor 
pariwisata unggulan daerah 
yang terintegrasi dan berdaya 
saing 

2. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata 2017-2021 

Paraf Hi ergrhi Paraf Koordinas 

Meningkatkan 
pengembangan sektor 
pariwisata unggulan daerah 
yang terintegrasi dan berdaya 
saing 

2. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata 2017-2021 

Sekda SKPD/ Baaian Paotrakarsa 
RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 
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ft 
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Meningkatnya daya saing 
sektor pertanian 

Meningkatkan kualitas 
produksi dan produktifitas 
sektor pertanian 

1. Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan 2017-2021 Meningkatnya daya saing 
sektor pertanian 

Meningkatkan kualitas 
produksi dan produktifitas 
sektor pertanian 

2. Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor 
pertanian 

2017-2021 

Meningkatkan 
ketahanan pangan 
daerah 

Meningkatnya 
ketersediaan dan 
cadangan pangan 

Pacitan bebas rawan pangan 1. Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat 2018-2020 Meningkatkan 
ketahanan pangan 
daerah 

Meningkatnya 
ketersediaan dan 
cadangan pangan 

Pacitan bebas rawan pangan 
2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan 2018-2020 

Meningkatkan 
cakupan dan kualitas 
layanan infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan secara 
berkelanjutan 

Meningkatnya layanan 
infrastruktur dasar yang 
menjangkau seluruh 
wilayah 

Meningkatkan kualitas 
infrastruktur dasar yang 
memadai 

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat 
(jalan dan jembatan) 

2017-2021 Meningkatkan 
cakupan dan kualitas 
layanan infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan secara 
berkelanjutan 

Meningkatnya layanan 
infrastruktur dasar yang 
menjangkau seluruh 
wilayah 

Meningkatkan kualitas 
infrastruktur dasar yang 
memadai 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum 2017-2021 

Meningkatkan 
cakupan dan kualitas 
layanan infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan secara 
berkelanjutan 

Meningkatnya layanan 
infrastruktur dasar yang 
menjangkau seluruh 
wilayah 

Meningkatkan kualitas 
infrastruktur dasar yang 
memadai 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi 2017-2021 

Meningkatkan 
cakupan dan kualitas 
layanan infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan secara 
berkelanjutan 

Meningkatnya layanan 
infrastruktur dasar yang 
menjangkau seluruh 
wilayah 

Meningkatkan kualitas 
infrastruktur dasar yang 
memadai 

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan 
irigasi 

2017-2021 

Meningkatkan 
cakupan dan kualitas 
layanan infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan secara 
berkelanjutan 

Meningkatnya layanan 
infrastruktur dasar yang 
menjangkau seluruh 
wilayah 

Meningkatkan kualitas 
infrastruktur dasar yang 
memadai 

5. Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan 
wilayah 

2019-2021 

Meningkatkan 
cakupan dan kualitas 
layanan infrastruktur 
yang mendukung 
aktivitas 
pembangunan secara 
berkelanjutan 

Meningkatnya kualitas 
lingkungan 

Meningkatkan pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai 
daya dukung dan daya 
tampung 

1. Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran 
lingkungan 

2019-2021 

Misi I V : Matingkatkatt kesalehan sosial dan harmonisasi antar se uruh lapisan masyarakat 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kerukunan 
kehidupan beragama 
dan bermasyarakat 

Meningkatnya 
kerukunan, keamanan 
dan ketertiban 

Meningkatkan keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
(Pacitan Adem Ayem) 

1. Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat 
beragama 

2019-2021 Meningkatkan 
kualitas dan 
kerukunan 
kehidupan beragama 
dan bermasyarakat 

Meningkatnya 
kerukunan, keamanan 
dan ketertiban 

Meningkatkan keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
(Pacitan Adem Ayem) 2. Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia 2019-2021 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kerukunan 
kehidupan beragama 
dan bermasyarakat 

Meningkatnya 
kerukunan, keamanan 
dan ketertiban 

Meningkatkan keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
(Pacitan Adem Ayem) 

3. Pelestarian seni budaya tradisional dan l)enda cagar budaya serta 
kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Pacitan 

2019-2021 

P r̂af Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
_IMum_ 

f>3'iS Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VII 
KEBIJAKAN UMUM DAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan imtuk 

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan 

indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangiman jangka 

menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. 

Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam 

mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan "MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT". 

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2016-2021 terdapat beberapa 

kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program 

yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi 

pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh 

program-program pembangunan yang lain. 

Kebijakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu: 

MISI 1: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN 

AKUNTABEL 

1. Birokrasi Profesional dan Berkarakter, melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan 

Sumber Daya Aparatur. 

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melalui Program Penataan Ketatalaksanaan dan 

Pelayanan Publik, 

3. Predator (Petugas Registrasi Armada Sepeda Motor) dan Silades (Sidang Langsung di Desa), 

melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan. 

4. Pelayanan Publik Prima Berbasis IT (Pacitan e-gov), melalui Program Pengembangan Tata 

Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika. 

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, melalui Program Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa. 

6. Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, melalui Program Mengintensifkan 

Penanganan Pengaduan Masyarakat. 

7. Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana, melalui Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 

Korban Bencana Alam. 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

ft 
Kabag 

Mm. 

Psnf Koordinasi 
SKPO/ Bagian Pemrakarsa A-
SKPO' Bagian leii-ctii: 

2. 
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT 

1. Padu PAUD (Padtan PeduU PAUD), melalm Program Pendidikan Anak Usia Dini. 

2. Pacitan Cendekia, melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahxm. 

3. Guru CAKEP (Cakap, Kompetitif, Edukatif Dan Profesional), melalui Program Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

4. Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan, melalui: 

a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga. 

b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

5. Jaminan Pemeliharaan. Kesehatan Pacitan (JPKP), melalui Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat. 

6. Kampimg ASI, melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. 

7. GARSIA (Gerakan Selamatkan Ibu dan Anak), melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu 

Melahirkan dan Anak. 

8. SANTUN MAPAN (Sanitasi Total Untuk Masyarakat Padtan), melalui Program 

Pengembangan Lingkungan Sehat. 

9. Ketahanan Keluarga Berbasis Posdaya, melalui Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pelayanan KB/KR Secara Mandiri. 

10. GRINDULU MAPAN (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Padtan), melalui 

program-program pembangiman yang mendukung penanggulangan kemiskinan. 

11. Peningkatan Rehabilitasi Sosial, melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin & Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

MISI 3: MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN MENGGERAKKAN 

POTENSI DAERAH DIDUKUNG KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI 

1. Rumah Pangan Lestari, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 

2. Pacitan Bebas Rawan Pangan, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 

3. Pertanian Untuk Kini dan Nanti, melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian. 

4. Bangga Betemak, melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Petemakan, 

5. Sejahtera Bersama Usaha Mikro dan Koperasi, melalui Program Penciptaan Iklim Usaha Kedl 

Menengah Yang Kondusif, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 

6. Revitalisasi Pasar Daerah/Tradisional, melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana 

Perdagangan dan Jasa. 

7. Industri berdaya saing, melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 

8. Ayo Wisata Ke Pacitan, melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 

9. Transportasi MAPAN (Mantap, Aman dan Nyaman), melalui Program 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 

10. Pengelolaan Sumber Daya Air Berdaya Grma, melalui Program Pengembangan dan 

Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya. 

nrPnrifrin Brhar; Trniirnmn Kyrmih melalui Program Pengembangan Perumahan. 



KEBIJAKAN U M U M DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

12, Air Bersih untuk rakyat, melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air 

Minum. 

13. Pacitan BERSERI (Bersih, Sehat dan Lestari), melalui Program Pengembangan Kmerja 

Pengelolaan Persampahan. 

MISI 4: MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI ANTAR SELURUH 

LAPISAN MASYARAKAT 

1. Pacitan Rukim Damai (pemantapan kualitas beragama dan kerukxman hidup beragama), 

melalui Program Peningkatan Kerukiman Umat Beragama. 

2. Pacitan Adem Ayem (peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat), melalui Program 

Pemeliharaan Ketrentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal. 

3. Pacitan Berubah (revolusi mental dan penguatan jati diri masyarakat berbasis kearifan lokal), 

penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia, pelestarian seni budaya tradisional dan jati 

diri masyarakat pacitan, melalui Program Pengembangan Nilai Budaya. 

Selain kebijakan dan program imggulan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara keseluruhan 

kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2021 disajikan pada Tabel 7.1 berikut: 

Parat Hi«rarl(i 

Sekda IT 
Asisten 

Kabag 

Para* Koordinasi 
SKPg^ajIgj^nirakarsa 

f -
SKPD/Sagidfi Terkait: 
1 

2 
3-
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROG PEMBANGUNAN DAERAH 

Tabel 7,1 
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 

Kabupalen Pacitan Tahun 2016-2021 

Capaian Kinerja 

No Sasaran Strategi A r a h Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 
A w a l 

Kondisi 
A k h i r 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 
Jawab 

1 Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
dalam upaya 
meningkatkan 

Meningkatkan pelayanan 
publik secara profesional 

Peningkatan pelayanan 
publik yang prima 
berbasis IT 

Persentase Cakupan 
Penerbitan (%): 

Program Penataan Administrasi 
Kependudukan 

Administrasi 
kependudukan dan 

pencatatan sipil 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
dalam upaya 
meningkatkan 

Peningkatan pelayanan 
publik yang prima 
berbasis IT 

l . K T P 9133 94,6 

Administrasi 
kependudukan dan 

pencatatan sipil 

pelayanan publik yang 2. Kartu Keluarga 95,7 97,75 
prima •Q At.,.. L ' n 1 . l . : . . r t 

J . AKta Neiaiuran 
0 1 A Q 

ol,43 
oo3o 

4. Akta Kematian 54,69 56,4 

Persentase jaringan 
komunikasi dan infonnatika 
yang terintegrasi 

2,22 100 Program pengembangan tata 
kelola pemerintahan berbasis 
teknologi informatika 

Komunikasi dan 
in fe\rmA Hl^ 

Dinas Komunikasi 
uan iiuuiiiiauKa 

Persentase pengembangan 
aplikasi sistem informasi 

25 100 

Persentase P D yang 
menerapkan S O P 

100 100 Program penataan 
ketatalaksanaan dan pelayanan 
publik 

Penunjang Unisan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Persentase informasi daerah 
yang wajib diamankan 
dengan persandian 

100 100 Program Penyelenggaraan 
Persandian Daerah 

Persandian Dinas Komunikasi 
dan Infonnatika 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar operasional 
P D 

100 100 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

Semua P D 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan pemeliharaan 
sarana prasarana kerja sesuai 
standar daerah 

100 100 Program Peningkatan Sarana dan 
Pra.sarana Aparatur 

Semua P D 

Tingkat disiplin aparatur 100 100 Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

Semua P D 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

B B Program Peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Semua PD Kecamatan 

Paraf HierarM 
Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hukum 
4 

Paraf Koordinasi 
SKg^BagLail femrakarsa 

SKPD/Bagian TtrKait: 
1 
2 
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KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAlVrPEMBANGUNAN DAERAH 

P D Penanggung 
Jawab 

No Sasaian Strategi A r a h Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 
A w a l 

K o n d i s i 
A k h i r 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 
P D Penanggung 

Jawab 

Persentase waktu pelayanan 
administrasi umum yang 
tepat waktu 

100 100 dan Pelayanan Publik Kecamatan Daerah 

Peningkatan kapasitas 
aparatur 

Persentase aparatur yang 
mengikuti diklat 

18,56 100 Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber daya Aparatur 

Ppniinian<F ITni i : ; in 
Pemerintahan 

Daerah 
Pendidikan dan 

Peladhan Daerah 

kedisiplin2m aparatur 
i n n 1 1 umlaut 4 dlk47JuLlwUI U O i l 

Pengembangan Aparatur 
P^TYIITII3 n IT 1 Tmc^n 

Pemerintahan 
Daerah 

n3/i3n Ic AT^dpAU73Tan 
o a u t u i iNepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah 

r c t s e i i u i s e auiiuiuQucui 
kepegawaian yang 
diselesaikan tepat waktu 

i n n I enuiijdiig urusan 
Pemerintahan 

Daertih 

Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 

Peningkatan 
pengelolaan 
perpustakaan dan arsip 
pemerintah daerah 

Jumlah dokumen 
data/inforcnasi/ statistik 
daerah yeing dihasilkan 

3 7 Program Pengembangan 
Data/Infbrmasi/Statistik Daerah 

Statistik Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

secara profesional Jumlah arsip in aktif yang 
dikelola 

4320 
Box 

5.625 
Box 

Program Penyelamatan dan 
Pelestarian Dokiunen/Arsip 
Daerah 

Kearsipan Dinas Perpustakaan 

Jumlah arsip stalis yang 
dipelihara 

97 Box 227 Box 

Program Penyelamatan dan 
Pelestarian Dokiunen/Arsip 
Daerah 

Persentase P D dan desa yang 
menerapkan arsip secara 
baku (%) 

65,89 93,46 Program Perbaikan Sistem 
Administrasi Kearsiptin 

Kearsipan Dinas Perpustakaan 

Jumlah Pengunjung 
Perpiutakaan 

59.040 137389 Program Pengembangan Budaya 
Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan 

Perpustakaan Dinas Perpustakaan 

Peningkatan akses 
informasi publik yang 
akurat dan up to date 

Jumlah informasi publik yang 
terpublikasi 

210 630 Program Penyebarluasan 
Informasi Publik dan kerjasama 
media massa 

Komunikasi dan 
informatika 

Ehnas Komunikasi 
dan Infonnatika 

Peningkatan akses 
informasi publik yang 
akurat dan up to date 

Jumlah Kelompok Informasi 
Masyarakat 

12 72 

Program Penyebarluasan 
Informasi Publik dan kerjasama 
media massa 

Pengembangan sistem 
penanggulangan 
bencana yang responsif 

Cakupan desa dan kelurahan 
tangguh bencana (%) 

2 3 16,4 Program Pencegahan Dini dan 
Penanggulangan Korban Bencana 
Alam 

Ketenteraman, 
ketertiban umum, 
dan perlindungan 

masyaraikat 

BPBD 

Parat HiefafF 

Sekda 

Asisten 

r r 
Parat Koordmasi 

SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

S.KPO/ Bagian f^fkal: 
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROG R ^ ^ l PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Kinerja 
PD Penanggung 

Jawab No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indilcator Kinerja (outcome) Kondisi 
Awal 

Kondisi 
Akhir 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan PD Penanggung 
Jawab 

Cakupan pelayanan bencana 
kebakarcin di kab/kota 

0,001 0,001 Program peningkatan kesiagaan 
dan pencegahan bahaya 
kebakaran 

Perumahan rakyat 
dan kawasan 
permukiman 

S A T P O L PP 

2 Meningkatnya 
transparansi dan 
akuntabilitas kmerja dan 
pengelolaan keuangan 
daerah 

Menerapkan reformasi 
birokrasi dan 
peningkatan kualitas tata 
kelola pemerintahan 

Peningkatan tata kelola 
pemerintahan 

Ketepatan waktu 
penyusunan laporan 
penyelenggaraan 
pemerintfihan daerah 

< 90 hari <90 hari 
^J\A L U U 1 

Program pengendalian 
pelaksanaan kebijakan K D H 
bidang pemerintahan umum 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Persentase regulasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

1033 100 

Keterpaduan program 
pemerintah 

140 kaU 250 kaU Program peningkatan pelayanan 
kedinasan K D H / Wakil K D H 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Program koordinasi, 
sinkronisasi, monitoring dan 
evaluasi bidang 
pemerintahan 

100 100 Progr£un koordinasi, sinkronisasi, 
monitoring dan evaluasi bidang 
pemerintahan 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Cakupan perjanjian 
kerjasama yang ditangani 

40 100 Program peningkatan kerjasama 
daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Persentase tertib administrasi 
pembangunan 

100 100 Program koordinasi, sinkronisasi, 
monitoring dan evaluasi bidang 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Sekretariat Daerah 

Persentase fasilitasi 
pengadftan barang dan jasa 
melalui U L P 

40 lOO pembeingunan Daerah 

Persentase kebijakan bidang 
perekonomian yang 
diterbitkan 

18,92 100 Program koordinasi, sinkronisasi, 
dan monitoring bidang 
perekonomian 

Penunjang Uruseui 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Persentase kebijakan bidang 
sumber daya alam yang 
diterbitkan 

14X9 100 

Persentase kebijakan bidang 
kesejahteraan rakyat yang 
diterbitkan 

lUU Program koordinasi, fasilitasi, 
dan monitoring bidang 
kesejahteraan rakyat 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Paraf Hierarki Paraf Koordinasi 

Sekda r 
SKfg/^ S^^^emrakarsa 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 ^ H l ^ B 
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KEBUAKAN U M U M DAN PROGraVPEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Kinerja 
• 

P D Penanggung 
Jawab N D Sasaran Strategi A r a h Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 

A w a l 
K o n d i s i 

A k h i r 
Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

• 

P D Penanggung 
Jawab 

Persentase produk hukum 
daerah yang ditetapkan 

45,57 100 Program penataan perahuan 
perundang-undangan 

Penunjang Urusan 
Pemerin lahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Persentase penyampaian 
imormasi lemaiig euKai 
kepada masyarakat dan/ 
pemangku kepentingan 

100 100 Program Sosialisasi Ketentuan di Penunjang Unisan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Penataan 
organisasi/kelembagaan 

Persentase kelembagaan 
Organisasi Perangkat Daerah 
yang tepat fungsi 

lOO 100 Program peningkatan Kapasitas 
kelembagaan pemerintah daerah 

Penunjang Unisan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat Daerah 

Persentase raperda yang 
ditetapkan bersama (%) 

58,62 100 Program Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Perwakilan Ral^at 
Daerah 

Penunjang Umsan 
Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat D P R D 

Peningkatan kualitas 
perencanaan 
pembangunan daerah 
secara terpadu 

Persentase Keselarasan 
Program RPJMD Kedalam 
R K P D 

IW inn Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Bappeda Peningkatan kualitas 
perencanaan 
pembangunan daerah 
secara terpadu 

Persentase dokumen dan 
data perencanaan bidang 
pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat yang 
dihasilkan 

35,56 100 Program Perencanaan Sosial dan 
Budaya 

Penunjang Urustin 
Pemerintahan 

Daerah 

Bappeda 

Persentase dokumen dan 
data perencanaan bidang 
perekonomian yang 
dihasilkan 

38,98 100 Program Perencanaan 
Pembangunan Bidang Ekonomi 

Fenunjtuig Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Bappeda 

Persentase dokumen dan 
data Pengembangan Wilayah 
Strategis dan Cepat Tumbuh 
(KSCT) yang dihasilkan 

26,67 100 Program Perencanaan 
Pengembangan Wilayah Strategis 
dan Cepat Tumbuh ( K S C I ) 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Bappeda 

Persentase dokumen dan 
data perencanaan bidang 
prasarana wilayah dan S D A 

50,7 100 Program Perencanaan wilayah 
dan S D A 

Penunjang Unisan 
Pemerintahan 

Daerah 

Bappeda 

Paraf Hierarki 

Sekda r 
Asislen 

Kabag 
Hukum 

Pjfa* ><oord>ndSi 
SKPDI Bagian Pemr'dkai&a 

SKPG/eagidn i K C d i i : 

•? • 

1 „ _ 
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KEBUAKAN U M U M DAN P R O G R A H T P E M B A N G U N A N D A E R A H 

Capaian Kinerja 
P D Penanggung 

Jawab 
No Sasaran SIrategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) K o n d i s i 

A w a l 
Kondisi 

Aicnir 
Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 

Jawab 

Inovasi Daerah (Penelitiarv 
Pengkajian, Pengembangan, 

Pengoperasian Evaluasi 
Kebijakan Dan Diseminasi) 
Yang Dimanfaatkan 

95 96 1 rogram r^euiuangan / inovasi 
Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan 

Daerah 

Peningkatan kualitas 
pengelolaan keuangan 
dan asset daerah 

Opini audit BPK terhadap 
Laporan keuangan daerah 

W T P WTP Program Peningkatan dan 
Pengembangan pengelolaan 
keuangan daerah 

Penunjang U m s a n 
Pemerintahan 

Daerah 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Daerah 
Persentase barang/aset 
daerah yang teregistrasi 

100 100 

Cakupan pendapatan daerah 1 3 1 3 Program Peningkatan 
Pendapatan Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Badan Pendapatan 
Daerah 

Persentase tanah aset 
pemerintah daerah yang 
bersertifikat 

36,63 41,24 Program peningkatan penataan, 
penguasaan, pemilikarv 
penggunaan dan pemanfaatan 
tanah 

Pertanahan Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan 

Peningkatan 
transparansi dan 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 

Hasil nilai evaluasi S A K I P 
P D 

C C > B Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan 

Penunjcing U m s a n 
Pemerintahan 

Daerah 

Semua P D 

pemerintahan daerah Persentase pengawasan dan 
penyelesaian hasil 
pemeriksaan: 

Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan K D H 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Inspektorat 

Pengawasan sebagaimana 
t a r g e t P K P l / N o n P K P T (%) 

100 100 

Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan K D H 

r CliycicSaUUl UllUdK lalUUE 
hasil pemeriksaan (%) 

90,16 . 923 

Persentase pemeriksa 
pengawasan yang mendapat 
pendidikan dan pelatihan 
teknis pengawasan 

4 2 3 55 Program Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Inspektorat 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

ft Kabag 
Hukum 

Paraf Koordinasi 
SKPD/Bagian Pemrakarsa 

BfiPPBDR 
SKPD/ Bagtan Teikaii: 
1 
2. 
1 
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KEBUAKAN U M U M DAN PROGRiUfpEMBANGUNAN DAERAH 

, No- Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) 

Capaian Kinerja 

Program Priontas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 
Jawab 

, No- Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 
A w a l 

K o n d i s i 
A k h i r 

Program Priontas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 
Jawab 

Persentase pedoman sisdur 
pengawasan yang disusun 
(%) 

873 100 Program Penataan dan 
Penyempmnaan Kebijakan 
Sistem dan Prosedur Pengawasan 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Inspektorat 

Persentase penyelesaian 
pengaduan masyarakat (%) 

Program Mengintensifkan 
Penangaruin Pengaduan 
Masyarakat 

Penunjang Unisan 
Pemerintahan 

Daerfih 

Inspektorat 

Peningkatan kualitas 
tata kelola 
pemerintahan desa 

X 1̂ 1 t L t l U x ^ 4 U t ^ l L ^ C U l 

administrasi baik (%) 
78,91 8835 

Aparatur Pemerintah Desa 
Pemberdayaan 

masytuakat dan desa 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

A P K P A U D 75,81 86,68 Program Pendidikan anak usia 
dini 

Pendidikan Dinas Pendidikan 3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau Angka Partisipasi M u m i 

( A P M ) : 
Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

S D / M i 99,03 99X 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

85,14 8 5 3 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

Angka kelulusan (%): 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

c n / m l 100 IIW 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

oivin/ ivi L s 100 100 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

Angka Partisipasi Kasar 
(APK): 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

S D / M I / P a k e t A 103,12 103,18 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

D M P / M i s / r a k e t B 98,62 99,1 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

Angka rata-rata lama sekolah 7 77 7 *1 

Program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan akses 
P A U D dan pendidikan 
dasar yang bermutu dan 
terjangkau 

Angka Melek Huruf (AHM) 
pada usia 15 s / d 59 th 

9Z83 9533 P r ( Y C T T ; i t T i r>**nrtTrTitan nnn f n r m a l 

A 1 v i ^ x o L U L i m A i u i A ^ U 1 • ryjv l X4/L U U U 
i eiimi.li KaU Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan mutu 
pendidikan dan tenaga 
kependidikan serta 
kualitas manajemen 
pendidikan 

Persentase guru yang 
berkualifikasi minimal S I 

Program peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga 
kependidikan 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan mutu 
pendidikan dan tenaga 
kependidikan serta 
kualitas manajemen 
pendidikan 

S D / M I 87,78 90 

Program peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga 
kependidikan 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan 

Meningkatkan pelayanan 
pendidikan yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan mutu 
pendidikan dan tenaga 
kependidikan serta 
kualitas manajemen 
pendidikan S M P / M T s 9531 9 6 , 7 5 

Program peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga 
kependidikan 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

Paraf HierarM 

Sekda 

Asisten 

Kabag 

Parat Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian I s t K a i i : 

1. 
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KEBUAKAN U M U M DAN PROG EMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Kinerja 
PD Penanggung 

Jawab No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 
A w a l 

Kondisi 
A k h i r 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan PD Penanggung 
Jawab 

Nilai indeks kepuasan 
masyarakat bidang 
pendidikan 

80.90 81.50 Program manajemen pelayanan 
pendidikan 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

Peningkatan kualitas 
peran pemuda dan 
prestasi olah raga 

Jumlah Pemuda Pelopor 156 203 Program peningkatan peran serta 
kepemudaan 

Kepemudaan dan 
olah raga 

Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 

Peningkatan kualitas 
peran pemuda dan 
prestasi olah raga 

Persentase Cabang Olahraga 
yang berprestasi (%) 

60 65 Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olah Raga 

A h/f A n i n r r L * A h n \ / A HAF.^i;)t I V i t ^ J I l l l t l K A U L y u U d a j a i 

kesehatan masyarakat layanan kesehatan 
masyarakat yang merata 
dan terjangkau 

Peningkatan sarana dan 
prasarana kesehatan 

Cakupan gedung 
puskesmas/pustu d£tlam 
kondisi btiik 

37,18 89,74 Program Pengadaan, 
Peningkatan dan Perbaikan 
Sarana dan Prasarana 
Puskesmas/ Puskesmas 
Pembantu dan Jaringarmya 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Sarana dan prasarana rumah 
sakit yang representatif: 

Program pengadaan, 
peningkatan sarana dan 
prasarana nimah saldt/rumah 
sakit j iwa/rumah Sakit pani-
paru/nimah sakit mata 

Kesehatan RSUD 

Persentase ruang rawat inap 
rawat jalan, rawat inap dan 
penunjang medis dan kantor 
nunah sakit dalam kondisi 
baik 

6937 74,2 

Program pengadaan, 
peningkatan sarana dan 
prasarana nimah saldt/rumah 
sakit j iwa/rumah Sakit pani-
paru/nimah sakit mata 

Persentase kelayakan 
peralatan pelayanan pada 
rawat jalan, rawat inap dan 
penunjting medis (kondisi 
baik) 

85,97 86,67 

Persentase jumlah 
ambulance/ mobil jenazah 
yang berfungsi dengM baik 

77,78 833 

Persentase penyediaan sarana 
pelaycinan kesehatan 
masyarakat 

71 QQ 
/l,oo 

7Z 1 7 
/o , lz 

Program Pembmaan Lingkungan 
Sosial Bidang Kesehatan 

Kesehatan K b U U 

Persentase ketersediaan obat 
sesuai dengan kebutuhan (%) 

95 98 Program Obat dan Perbekalan 
Kesehatan 

Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Paraf Hierarki 

Sekda T 
As/sten f Kabag 

SKPI^ggnPtfmrakarsa 

SKPO/Bag-iiii Terkait: 

2. 

\j 
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROG PEMBANGUNAN DAERAH 

No Sasaran Strategi A r a h Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 
Jawab 

A r a h Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 
A w a l 

K o n d i s i 
A k h i r 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 
Jawab 

Peningkatan akses 
kesehatan masyarakat 

Kunjungan puskesmas / visit 
rate (%) 

85,75 88,75 Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Kesehatan 
Dinas Kesehatan 

Peningkatan akses 
kesehatan masyarakat 

% Penduduk yang 
memanfaatkan Riunah Sakit 

10,44 1136 

Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Kesehatan 

R S U D 

Peningkatan akses 
kesehatan masyarakat 

Persentase karyawein yang 
mendapatkan pelatihan 
minimal 20 jam dalam 
setahun 

44,42 47,46 Program kemitraan peningkatan 
pelayanan kesehatan 

Kesehatan R S U D 

Peningkatan kualitas 
layanan kesehatan 

Cakupan Sarana Kesehatan 
Berstandar 

0 100 Program Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan 

Kesehatan Dinas Kesehatan Peningkatan kualitas 
layanan kesehatan 

Cost Recovery Rate >40 >40 Program peningkatan mutu 
Pelayanan B L U D 

Kesehatan R S U D 

Peningkatan 
kemandirian 
masytuakat dalam 

Cakupan rumah sehat 73,11 , 79 Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

penerapan P H B S Cakupan desa siaga aktif 
berstrata Pumama Mandiri 

8,77 2339 Progreim Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Penerapan jaminan 
kesehatan masyarakat 
dan pemenuhan 
pelayanan kesehatan 
dasar 

Persentase penanganan 
penyakit menular (Diare, 
D B D , T b P a r u d a n 
pneumonia balita) 

100 100 ProgTiun PeiKegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

Kesehatan Dinas Kesehatan Penerapan jaminan 
kesehatan masyarakat 
dan pemenuhan 
pelayanan kesehatan 
dasar 

Cakupan pelayanan balita 
gizi buruk 

100 100 Program Perbaikan G i z i 
Masyarakat 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Penerapan jaminan 
kesehatan masyarakat 
dan pemenuhan 
pelayanan kesehatan 
dasar 

Cakupan pertolongan 
persalinan di sarana 
kesehatan 

99,83 99,89 Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu Melahirkan dan 
Anak 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Penerapan jaminan 
kesehatan masyarakat 
dan pemenuhan 
pelayanan kesehatan 
dasar 

Cakupan pelayanan anak 
balita paripuma (%) 

86,6 89 

Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu Melahirkan dan 
Anak 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Penerapan jaminan 
kesehatan masyarakat 
dan pemenuhan 
pelayanan kesehatan 
dasar 

Cakupan pelayanan 
kesehatan usia lanjut 

55,11 65 Program Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Lansia 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Parat Hierarki 

Selcda • r 

Asisten K 
Kabag 
Hiihum 

Parat Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

1>RPPWA If-
SK.PD/Bag.an Terkait: 
i 
2. 
3. 
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No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome). 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 
Jawab No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome). iy--—ji^: 

A w a l 
Kondisi 

A k h i r 
Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 

Jawab 

Peningkatan ketahanan 
keluarga dan program 
keluarga berencana 

Persentase sekolah dan 
organisasi kepemudaan yang 
mendapatkan K I E reproduksi 
remaja 

35 39 Program Kesehatan Reproduksi 
Remaja 

Pengendidian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

Peningkatan ketahanan 
keluarga dan program 
keluarga berencana 

Persentase sekolah dan 
pondok pesantren yang telah 
membentuk PIK-R 

5 35 Program Pengembangan P^isat 
Pelayanan Informasi dan 
Konsel ingKRR 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan A n a k 

Peningkatan ketahanan 
keluarga dan program 
keluarga berencana 

Cakupan PUS anggota 
U P P K S yang ber KB mandiri 

73,9 79 Program Pembinaan peran serta 
masyarakat dalam pelayanan 
K B / K R yang mandiri 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga beretKana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

Peningkatan ketahanan 
keluarga dan program 
keluarga berencana 

Cakupan kelompok BKB 
HoUstik Integratif ber K B 

24,9 80,5 Program Pengembangan model 
operasional B K B Posyandu 
P A U D 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

5 Menurunnya angka 
kemiskinan 

Mempercepat 
penanggulangan 
kemiskinan dan 
meningka tkan kualitas 
hidup masyarakat 

Peningkatan kapasitas 
dan keterampilan 
masycuakat kurang 
maiitpu 

Cakupan jumlah kader dalam 
kelompok Tribina 

41,09 70,7 Program Penyiapan tenaga 
pendamping Kelompok Bina 
Keluarga 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
I ^ A m rv>r rl :A 1/3 a n I. C U L L ^ l U a y w U t 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

5 Menurunnya angka 
kemiskinan 

Mempercepat 
penanggulangan 
kemiskinan dan 
meningka tkan kualitas 
hidup masyarakat 

Perluasan akses 
permodalan dan 
layanan keuangan 

Persentase peningkatan 
Usaha Mikro yang mendapat 
bantuan modal 

1,43 1,48 Program Pengembtingan Sistem 
Pendukung Usaha Bagi Usaha 
Mikro 

Koperasi, Usaha 
kedl, dan menengah 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Parat Hierarki 

Sekdd 

Asisten 

Kabag 
Hukum f 

Parr.! Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pen.f akarsa 

SKPD/ Bagian Iertva<t: 
1 
2. 
3. 
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No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 
Jawab No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 

A w a l ' 
Kondisi 

A k h i r 
Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 

Jawab 

Renovasi Rumah Tidak 
Layak Huni ( R T L H ) 

Rumah layak huni 92,21 9235 Program lingkungan sehat 
perumahan 

Perumahan rakyat 
dan kawasan 
permukiman 

Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan 

Peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat perdesaan 

Rata-rata jumlah kelompok 
binaan lembaga 
pemberdayaan masyar£ikat 
( L P M / L P M D ) 

6,06 6,22 Program peningkaltm 
keberdayaan masyarakat 
perdesaan 

Pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

E>inas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat perdesaan 

Persentase pertumbuhan 
lembaga ekonomi perdesaan 

Z17 2,95 Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi Pedesaan 

Pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat perdesaan 

Persentase swadaya 
masyarakat terhadap 
program pemberdayaan 
masyarakat (%) 

26,99 2739 Program Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam membangun 
desa 

Pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Pengendalian jumlah 
penduduk 

Persentase kebutuhan ber K B 
yang tidak terpenuhi 
(Unmeet Need) % 

9,98 6 Program Keluarga Berencana Pengendalian 
Penduduk dan 

keluarga bereruzana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

Pengendalian jumlah 
penduduk 

Cakupan penyediaan alat 
dan obat kontrasepsi untuk 
memenuhi permintaan 
masyarakat 

2,68 1Z5 Program Pelayanan Kontrasepsi Pengendiilian 
Penduduk dan 

keluarga berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempu;m, dan 
Perlindungan Anak 

Persentase transmigran yang 
ditempatkan 

100 100 Program fasilitasi transmigrasi Transmigrasi Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hukum 

Paraf koordinasi 
SKPg/Bagiaa Pemrakarsa 

SKPO/ Bagian lerkait: 
1 
2. 
3. _ 

SKPO/ Bagian lerkait: 
1 
2. 
3. _ 
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'.'-ft v'^ ' KEBIJAKAN U M U M DAN PROGRAffT PEMBANGUNAN DAERAH 

No" Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) 

Capaian Kinerja 

Kondisi -
A w a l • 

Kondisi 
A k h i r 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 
P D Penanggung 

Jawab 11 \ 

Menurunnya 
pengangguran 

Memperluas kesempatan 
keija dan usaha 

Peningkatan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
ekonomi keluarga 

Persentase angkatan kerja 
perempuan 

79,2 80,8 Program Peningkatan Peran 
serta dan kesetaraan gender 
dalam Pembangunan 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

perlindungan anak 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

Pengembangan industri 
kreatif dan 
wirausahawan muda 
kreatif 

Persentase peningkatan 
jumlah wirausaha baru 

3,07 3,97 Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha Mikro 

Koperasi, Usaha 
kedl , dan menengah 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Peningkatan kapasitas 
dan keterampilan 
angkatan kerja untuk 
memenuhi kebutuhan 
pasar 

Persentase tingkat partisipasi 
angkatan kerja (%) 

75 81 Program Peningkatan Kualitas 
dan Produktifitas Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Persentase Pembinaan 
Tenaga Kerja 

100 100 Program Pembinaan Lingkungan 
Sosial Ketenagakerjaan 

Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Menurunnya 
penyandang mas^^lah 
kesejahteraan sosial 

Memberdayakan dan 
meningkatkan pelayanan 
terhadap penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial 

Peningkatan rehabilitasi 
sosiaL pemberdayaan 
sosial, dan penanganan 
P M K S 

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) yang memperoleh 
bantuan (%) 

783 843 Program Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat 
Terpendl ( K A T ) dan Poiyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

Sosial Dinas Sosial 

Persentase korban bencana 
skala kab/ kota yang 
menerima bantuan selama 
masa tanggap darurat (%) 

60 66 Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Sosial Diiuts Sosial 

Persentase eks penyandang 
penyakit sosial yang dibina 

80 Program Pembinaan Eks 
Penyandang Penyakit Sosial (Eks 
Narapidana, PSK, Naikoba dan 
Penyakit Sosial) 

Sosial Dinas Sosial 

Persentase lembaga 
kesejahteran sosial yang 
mendapatkan pemberdayaan 
(%) 

65 73,1 Program 
Kelembageian 
Sasi^d 

Pemberdayaan 
Kesejahteraan 

Sosial Dinas Sosial 

Sekda 
1 

Asislen 

Kabag 
HtjJitin Y\ 

Pdiaf Koordi lasi 
SKPDf Bagian PeiMjkirsa 1 

Peningkatan kualitas 
hidup dan perlindungan 
perempuan dan anak 

Persentase advokasi dan 
fasilitasi P U G dan anak (%) 

36,96 50 Program Penguatan 
Kelembagam Pengarusutamaan 
gender dan anak 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

perlindungan anak 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

5KP0/Britjiaf;T='Kii;t: 
1 
2. 
3 
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No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) 

ft Capaian Kinerja 1 > 

; Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan" 
P D Penang^mg No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) K o n d i s i 

> A w a l 
K o n d i s i ft 

A k h i r ^ 
; Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan" 

P D Penang^mg Sasaran 

Cakupan perempuan dan 
anak korban kekerasan yang 
mendapatkan penanganan 
pengaduan oleh petugas 
terlatih 

100 100 Program Peningkatan Kualitas 
Hidup dan Perlindungan 
Perempuan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

Sasaran 

Persentase rata-rata jumlah 
kelompok binaan P K K (%) 

87,07 87X8 Progitim Peningkatan peran 
perempuan di pedesaan 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

• • • - - / ( -

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Pemberian dukungan 
regulasi untuk 
mendorong iklim 
investasi yang positif 

x i L i a i x^iC0U.^cux u i v c O K i ^ i 

(trilyim) 
0,693 0,949 Program Peningkatan Promosi 

dan Keijasama Investasi 
Penanaman Modal Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Pemberian dukungan 
regulasi untuk 
mendorong iklim 
investasi yang positif I. c i ^ c i i u u c J X C l L a i n a i l 

Realisasi P M D N 
26,84 7 3 

Program Peningkatan Promosi 
dan Keijasama Investasi 

Penanaman Modal Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Pemberian dukungan 
regulasi untuk 
mendorong iklim 
investasi yang positif 

Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 

100 100 rYogram Peningkatan, Iklim 
Investasi dan Realisasi Investasi 

Penanaman Modal Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Pemberian dukungan 
regulasi untuk 
mendorong iklim 
investasi yang positif 

Lama proses izin usaha 
Penanaman Modal (hari) 

5 3 

rYogram Peningkatan, Iklim 
Investasi dan Realisasi Investasi 

Penanaman Modal Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Pemberian dukungan 
regulasi untuk 
mendorong iklim 
investasi yang positif 

Jumlah Perda dan Perbup 
dan kebijakan lain yang 
mendukung iklim infestasi 

4 6 

rYogram Peningkatan, Iklim 
Investasi dan Realisasi Investasi 

Penanaman Modal Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Pemberian dukungan 
regulasi untuk 
mendorong iklim 
investasi yang positif 

Persentase permohonan izin 
energi dan sumber daya 
mineral yang dilayani 

100 100 Program Pembinaan dan 
Pengawasan Pemanfaatan Energi 
dan Sumber Daya Mineral 

Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Peningkatan 
pengendalian Harga 
bahan pokok 

Persentase komoditas 
perdagangan yang di awasi 
peredarannya 

100 100 Program Perlindungan 
Konsumen dan Pengamanan 
Perdagcingan 

Perdagangan Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Pengembangan sarana 
prasarana perdageuigtin 
untuk mendukung 
produksi dan distribusi 
perekonomian di daerah 

Persentase rata-rata pasar 
daerah dalam kondisi baik 

80,25 87 Program Pengembangan Sarana 
dan Prasarana Perdagangan dan 
Jasa 

Perdagangan Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

8 Menguatnya kondisi 
perekonomian daerah 

Meningkatkan sinergi 
pengelolaan 
perekonomian daerah 

Pengembangan sarana 
prasarana perdageuigtin 
untuk mendukung 
produksi dan distribusi 
perekonomian di daerah 

Omset penjualan komoditas 
unggulan 

711 M 921 M Program Peningkatan Efisiensi 
Perdagangan Dalam Negeri 

Perdagangan E>inas Perindustrian 
dan Perdagangan 

8 

Pengembangan sarana 
prasarana perdageuigtin 
untuk mendukung 
produksi dan distribusi 
perekonomian di daerah 

Cakupan bina kelompok 
pedagang/ usaha informal 

12-5 18,75 Program Pembinaan Pedagang 
Kald Lima dan Asongan 

Perdagangan Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

rarar m rarki 

Pengembangan sarana 
prasarana perdageuigtin 
untuk mendukung 
produksi dan distribusi 
perekonomian di daerah 

Cakupan bina kelompok 
pedagang/ usaha informal 

12-5 18,75 Program Pembinaan Pedagang 
Kald Lima dan Asongan 

Perdagangan Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Sekda SKPD/ Bagian Pemrakarsa 
RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 ^^^9 

Asisten 4 SK^D/Bagian Teikait; 
t 

Kabag 
Hiiklim 

2. . 
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Kinerja 
PD Penanggung 

Jawab .No . Sasaran .\ > Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 
Awal -

Kondisi 
Akhir 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Unisan PD Penanggung 
Jawab 

Persentase Peredaran Barang 
Kena Cukai Ilegal 

0,21 0,1 Program Pembinaan Lingkungan 
Sosial Bidang Perdagangan . 

Perda can ean Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

9 Meningkatnya 
kemandirian Usaha 
Mikro dan koperasi 

Meningkatkan peran UM 
dan koperasi dalam 
aktifitas ekonomi untuk 
mendukung sektor 

Penguatan dan 
pemberdayaan UM dan 
koperasi 

Persentase Koperasi Mandiri 0,81 2,42 Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

Koperasi, Usaha 
kecil, dan menengah 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

unggulan daerah Pengembang;m sistem 
kemitraan UM dan 
koperasi dengan sektor 
unggulan daerah 

Persentase Usaha Mikro yang 
dibina 

3,47 332 Program Pendptaan Iklim Usaha 
Mikro yang Kondusif 

Koperasi, Usaha 
kedl, dan menengah 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

10 Meningkatnya kinerja 
sektor industri 

Meningka tkan 
pengemb^algan sektor 
industri untuk 
mendukung sektor 
imggulan daerah 

Mendorong 
pengembangcm industri 
kedl dan menengah 

)umlah industri kedl 
menengah dan kerajinan 

17 697 Program Pengembangan Industri 
Kecil dan Menengah 

Perindus trian Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Meningka tkan 
pengemb^algan sektor 
industri untuk 
mendukung sektor 
imggulan daerah Perluasan jaringan 

kerjasama dan 
pemasaran hasil industri 
kecil dan menengah 

Cakupan bina kelompok 
pengrajin 

1 9S 471 Program Pembinaan Lingkungan 
Sosial Bidang Perindustrian 

Perindustrian Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

11 Meningkatnya kinerja 
sektor pariwisata daerah 

Meningkatkan 
pengemb̂ n̂ĝ n̂ sektor 
pariwisata unggulan 
daerah yang terintegrasi 
dan berdaya saing 

Peningkatan 
pengelolaan destinasi 
wisata unggulan 

Persentase pengelolaan 
destinasi wisata di 
Kabupaten Facilan 

25 63 Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Pariwisata Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 

Meningkatkan 
pengemb̂ n̂ĝ n̂ sektor 
pariwisata unggulan 
daerah yang terintegrasi 
dan berdaya saing x^erseniase uiuseuiiL ueosiie 

yang dikembangkan (%) 
42 75 r̂ rugrdiiL x^eiigeiuiaaii j^eKayoaii 

Budaya 
rvc V UUa y add. t riirtac PAFiHiHiV'Ari 

IpXil U U X I I I L U l v L L P t C U I 

Persentase penyelenggaraan 
festival seni dan budaya di 
Kabupaten Padtan yang 
difasilitasi (%) 

69 80 Program Pengelolaan Keragaman 
Budaya 

Kebudayaan Dinas Pendidikan 

Perluasan jaringan 
kerjasama dan 
pemasaran peuiwlsata 

Persentase peningkatan 
jumlah kunjungan wisata 

33 67 Program Pengembangan 
Femasar£ui Pariwisata 

Pariwisata Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 

Parat Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hukum 

Paraf Kocrdinasi 
SKPD/ Bagtan Pemrakarsa 

BffpePA 
SKPO/ Bagian Ta.ra.ait; 
i 
2. 
3 
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROG PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Kinerja 
P D Penanggung 

Jawab No Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 
A w a l 

Kondisi 
A k h i r 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 
P D Penanggung 

Jawab 

12 Meningkatnya daya 
saing sektor pertanian 

Meningkatkan kualitas 
produksi dan 

Pemenuhan 
infirastruktur pertanian 

Indeks Pertanaman Padi (IP) 1,75 1,77 Program Peningkatan Penerapan 
Teknologi Pertanian/perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 

produktifitas sektor 
pertanitui 

di sentra produksi 
pangan 

Diseminasi teknologi 
pertanian pada kelompok 
tani(%) 

736 54,40 

Peningkatan kelas kelompok 
tani(%) 

232 3X6 

Cakupan kelompok tani yang 
dilatih tekiwlogi perkebunan 

XJ n 7 1 o,zo 

Produksi perikanan 
kelompok nelayan (ton) 

10.891,42 12626,14 Program Pengembangan Kelautan dan 
Penkanan 

Dinas Perikanan 

Produksi perikanan budidaya 
(kolam, keramba, minapadi, 
tambak) (ton) 

801.448 1.290.740 Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 

Produksi produk hasil olahan 
perikanan (ton) 

1398X8 1.78430 P r o - a m Optimalisasi 
pengelolaan produksi Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 

Diseminasi teknologi 
petemakan pada petemak 
(%) 

034 3X4 Program Peningkatan Penerapan 
Teknologi Petemakan 

Pertanian Dinas Pertanian 

Penguatan dan 
pemberdayaan petani 
dan pelaku usaha sektor 
pertanian 

Persentase pelaku usaha 
perkebunyang mendapat 
pembiiitian 

0 25 Program Peningkatan Kapasitas 
Pelaku usaha 
Pertanian/Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanmn Penguatan dan 
pemberdayaan petani 
dan pelaku usaha sektor 
pertanian 

Cakupan masyarakat 
penkanan yang tnandui 
(orang) 

4314 5.761 Program Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat Penkanan 

Kelautan dan 
Penkanan 

Dinas Perikanan 

Persentase peningkatan 
produksi tanaman tembakau 

630 5 Program Peningkatan Kualitas 
Bahan Baku 

Pertanian Dinas Pertanian 

Status kesehatan ternak (%) 873 89 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Ternak 

Pertanian Dinas Pertanian 

Produksi daging (kg) 3.247.446 3.599.625 Program Peningkatan Produksi Pertanian Dinas Pertanian 

Produksi telur (kg) 498.000 552004 Hasil Petemakan 

Produksi Susu (It) 21.600 23.942 

Paraf HUrariu 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
U . . L . . m 4 

Parsl KoorSinasi 
SKPQf Bagian Pemrakarsa 

'£)£>/) 
SKPD/ Bagian larkait: 
f 
2 
1 
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROG PEMBANGUNAN DAERAH 

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) 

Populasi ternak potong besar 
(ekor) 

Populasi ternak potong kedl 
(ekor) 

Populasi unggas (ekor) 

Capaian Kinerja 

Kondisi 
A w a l 

85.399 

171X13 

1.111.778 

K o n d i s i 
A k h i r 

94.660 

189.780 

1X3Z341 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggiuig 
Jawab 

13 Meningkatnya 
ketersediaan dan 
cadfuigcui pangan 

Padtan bebas rawan 
pangan 

Mendorong 
keanekaragaman 
konsumsi pangan 
masyarakat 

Ketersediaan pangan (ton): 

- Beras 116.117 122.000 

Program peningkatan ketahanan 
pangan 

Pangan Dinas Pangan 

-Jagung 10Z256 107.470 

-Kedelai 6.026 6333 

- D a g i n g 1.736 1.917 

- T e l u r 373 392 

- I k a n 8321 8.956 

Cadangan pangan 
pemerintah kabupaten (ton) 

a 100 ton 100 ton 

Skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) 

79,84 86,8 

Pangan yang aman 89 89,9 

Peningkatan produksi 
dan ketersediaan 
pangan berkelanjutan 

Produksi hasil perkebunan 
(ton/Ha) 

37.482 38.232 Program Peningkatan Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 

Produktifitas padi atau bahan 
pangan utama sektor lainnya 
per ha (kw/h) 

5437 55 

Produktifitas tanaman 
pangan per ha padi dan 
palawija (kw/h) 

90,61 91,09 

Produksi tanaman pangan 
padi dan palawija (ton) 

885.114 889.804 

Produksi hortikultura (ton) 65.836 100.663 

14 

Paraf Hi 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hiikiim 

Meningkatnya layanan 
infrastruktur dasar yang 

t jrkr 

Meningkatkan kualitas 
infrastruktur dasar yang 

Peningkatan kualitas 
dan kuantitas 

Persentase jalan dan 
jembatan yang dibangun 

lYogram Pembangunan Jalan dan 
Jembatan 

Pekerjaan Umum 
dan perutaan Rucmg 

Dinas Pekerjaan 
U m u m dan Perutaan 

SKPD/ Bagtan PeoifaKarsa 

4 SKPD/ Bagtan Terkait: 
1 
2 
1 
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Paraf Hi 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
.Hukum 

No 

raiki 

7 
t 

Sasaran 

menjangkau seluruh 
wilayah 

Strategi 

memadai 

SKFD/Bagian Pernrakarsa Jf tiagtan Pen 
&Y9PP&A 

SKPD/ Bsyian liifksii; 
t 
2. 
3. 

1 

Arah Kebijakan 

infrastruktur 
transportasi darat (jalan 
dan jembatan) 

Indikator Kinerja (outcome) 

-Jalan 

-Jembatan 

Persentase jalan dan 
jembatan dalam kondisi baik 

-Jalan 

-Jembatan 

Persentase perungkatan 
sarana dan prasarana 
kebinamargaan 
- Alat berat 

- Alat laboratorium 

Persentase jalan poros desa 
dan jembatan perdesaan 
dalam kondisi baik 

-Jalan 

- Jembatan 

Persentase permukiman 
kumuh 

Peningkatan pembangunan 
jalan lingkungan 

Persentase Pembangunan 
Prasarana, Sarana dan 
Utilitas U m u m 

Persentase peningkatan 
prasarana permukiman 

Persentase penerapan norma 
keselamatan bidang 
perhubungan 

Persentase prasarana dan 
fasilitas perhubungan dalam 
kondisi baik 

Persentase Angkutan laik 
jalan (lulus uji) 

Capaian Kinerja 

K o n d i s i 
A w a l 

3 9 3 

4 2 3 

56,15 

92,81 

68,57 

93,55 

24,75 

50,1 

0,057 

5 5 3 8 

41,520 

33,94 

31,71 

39,44 

Kondisi 
Akhir 

100 

95,83 

65,93 

93,63 

71,19 

96,91 

36,21 

59,7 

6 7 3 8 

5 2 0 5 

10,50 

8 3 3 7 

71,74 

39,65 

Program Prioritas Pembangunan 

Program 
Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasar£ma Kebinamargaan 

Program Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan 

Program penataan dan 
peningkatan kualitas kawasan 
permukiman 

Program Pembinaan Lingkungan 
Sosial bidang Sarana Prasarana 
Permukimcm 

E*rogram Pembangunan 
prasarana dan fasilitas 
Perhubungan 

Program Rehabilitasi dan 
pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas L L A J 

Program Peningkatan Pelayanan 
Angkutan 

Bidang Urusan 

Pekerjaan U m u m 
dan penataan Ruang 

Pekerjaan U m u m 
dan penataan Ruang 

Pekerjeian U m u m 
dan penataan Ruang 

Perumahan rakyat 
dan kawasan 
permukiman 

Perumahan rakyat 
dan kawasan 
permukiman 

Perhubimgan 

Perhubungan 

Perhubimgan 

F D Penanggung 
Jawab ft V r ; -

Ruang 

Dinas Pekerjaan 
U m u m dan Penataan 

Ruang 

Dinas Pekerjaim 
U m u m dan Penataan 

Ruang 

. Dinas Pekerjaan 
U m u m dan Penataan 

Ruang 

Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan 

Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan 

Dinas Perhubungan 

Dinas Perhubungan 

[Tinas Perhubungan 
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KEBIJAKAN U M U M DAN PROGI PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaiat Tif B n 4>ra A 
P D Penanggung 

i . Jawab y 
No Sasaran - Strategi A r a h Kebijakan Indikator Kinerja (outeome) Kondisi 

A w a l 
K o n d i s i 

A k h i r 
Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

P D Penanggung 
i . Jawab y 

Persentase pemenuhan 
sarana dan prasarana 
perhubungan 

oo,/ / zn fy. 

OU,00 
Program Pembangunan sarana 
dan prasarana Perhubungan 

Perhubungan Dinas Perhubungan 

Persentase tersedianya sarana 
pengendali dan pengamanan 
lalu lintas 

(.A CA Program Pengendalian dan 
Pengamanan lalu lintas 

Perhubungan Dinas Perhubungam 

Peningkatan kualitas 
dan kuantitas 
infrastruktur air minum 

Persentase Penduduk 
berakses air bersih 

50,05 60,75 Program pengembangtui kinerja 
pengelolaan air minum dan air 
limbah 

Pekerjaan U m u m 
dan penataan Ruang 

Dinas Pekerjaian 
U m u m dan Penataan 

Ruang 

Peningkatan kualitas 
dan kuantitas 
infrastruktur sanitasi 

Persentase rumah tangga ber-
Sanitasi 

8736 95,06 Peningkatan kualitas 
dan kuantitas 
infrastruktur sanitasi 

Drainase dalam kondisi baik 8034 8S,CM Program pembangunan saluran 
drainase/gorong-gorong 

Pekerjaan U m u m 
d̂ n̂ penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
U m u m dan Penataan 

Ruang 

Peningkatan kualitas 
dan kuantitas 
infrastruktur sumber 

Persentase luas sawah 
beririgasi dalam kondisi baik 

4430 60,80 Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Ja î̂ g^^n Pengairan 

Pekerjaan U m u m 
dan penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
U m u m dan Penataan 

Ruang 
daya air dan irigasi Persentase panjang irigasi 

dalam kondisi baik 
3930 46,00 la innya 

Luas sawah baru beririgasi 
(Ha) 

n u con 

Jumlah embung dalam 
kondisi baik 

11 21 Program pengembangan, 
pengelolaan dan konservasi 
simgai danau dan sumber daya 
air lainnya 

Pekerjaan U m u m 
dan penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
U m u m dan Penataan 

Ruang 

Mpfietankan renrana 
iVLCJ 40 L-ACU1 1 t l . I4.m lu 
strategis dalam 
mendorong 
pengembangan wilayah 

JUULlClll UJ_ltdkt IfkVCl XUuXIll 
yang dihasilkan 

4 17 
A ^ 

1 l u i i i a - i - i L L j d g n x j i l u c u L w t i a I UCUIl' P 0 i c 0 n a a t 1 1 T m i i T n F t T i L c I j d a n ui i ium 
dan penataan Ruang 

L/ixias i eiLeijdaii 
U m u m dan Penataan 

Ruang 

Mpfietankan renrana 
iVLCJ 40 L-ACU1 1 t l . I4.m lu 
strategis dalam 
mendorong 
pengembangan wilayah Persentase bangunan ber 1MB 

per total bangunan 
71,72 84X2 Program pemanfaatan ruang Pekerjaan U m u m 

dan penataan Ruang 
Dinas Pekerjaan 

U m u m dan Penataan 
Ruang 

Paraf HierarVi 

Sekda 

Asisten 4 Kabag 
Hqjtum 

Paraf Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa A 
SKPD/ Bagian ferkaii: 
1 
2 
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i - KEBUAKAN U M U M DAN PROG PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Kinerja 
P D Penanggung 

, Jawab 
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 

AwaJ 
Kondisi 
- AJcnu: 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 
P D Penanggung 

, Jawab 

Jumlah rekomendasi 
pemanfaatan ruang yang 
diterbitkan 

l o l Ton Program pengendalian 
pemanfaatan ruang 

Pekerjaan U m u m 
dan penataan Ruang 

Dmas Pekerjaan 
U m u m dan Penataan 

Ruang 

Jumlah penataan kawasan 
dan penanda kawasan 

7 12 Program pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh 

PpWpiHaAn t t m i i m 

dan penataan Ruang 
OinA< PpkpTiAAn 
U-U10 0 X ^n^x 10014 

U m u m dan Penataan 
Ruang 

K4An 1 n d i I m r S ^ i i A T i t s c iVlcIUilgKdLnya KUallldX> 

lingkungan 
LVlcl 111 IgKduLall 

pengelolaan lingkungan 
hidup sesuai daya 
dukung dan daya 
tampung 

Prtfv i rt a I" a i CllUigKauUl 

pengelolaan sampah 
dan pengendalian 
pencemaran lingkungan 

1 erMrriuiAC p c i i g u i a i u u i 

sampah akhir 
27 30 Ofrtorafu Pofl ,T0¥Trt 4T a fl p C m ^ t a a 

1 lugrain i e n g c m u a i i g a i i Evuiciid 

Pengelolaan Persampahan 

LiingKungan niciup riiTiAC T 1x4 pL-i 1ry-in L/UiaS LiUlglCUXlgalX 

Hidup 
LVlcl 111 IgKduLall 

pengelolaan lingkungan 
hidup sesuai daya 
dukung dan daya 
tampung 

Prtfv i rt a I" a i CllUigKauUl 

pengelolaan sampah 
dan pengendalian 
pencemaran lingkungan Persentase penanganan 

sampah 
9035 97,85 

Penghargaan Kebersihan 
Nasional 

ada ada 

Jumlah sekolah berwawasan 
lingkungan (AdiwiyataJ 

41 563 

Penumbuhan bank sampah 13 80 

Persentase industri hasil 
tembakau yang teruji kualitas 
lingkungan hidupnya 

50 100 Program Pembinaan Lingkungan 
Sosial Bidang Lingkungan 
Hidup 

Lingkungan Hidup Dinas Lingkimgtin 
Hidup 

Jumlah Taman Kehati 0 5 Program Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau ( K l H J 

Lingkungan H i d u p Dinas Lingkungan 
Hidup 

Persentase taman kota yang 
tertata 

36,9 60,2 

Jumlah lokasi pemantauan 
kualitas lingkungan yang 
disampling 

156 200 Program Pengendalian 
PenLtunaran dan Perusakan 
Lingkungtui Hidup 

Lingkungan Hidup Dinas lingkungan 
Hidup 

Persentase Pengaduan 
Masyarakat Akibat Adanya 
Ehigaan PeiKemaran 
dan/atau Perusakan 
Lingkungan Hidup yang 
Ditindaklanjuti 

100 100 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
.Hukun 

Paraf Koordinasi 

SKPD/ Bagtan U-hait: 
1 . 
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Capaian Kiner ja t f 
P D Penanggung 

Jawab . No Sasaran Strategi A r a h Kebijakan • Indikator Kinerja (outcome) Kondisi 
A w a l 

K o n d i s i 
A k h i r 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan P D Penanggung 
Jawab . 

Indeks Tutupan Hutan (ITH) 72,27 72,42 Program Perlindungan dan 
Konservasi Sumber Daya Alam 

Lingkimgan Hidup Dinas Lingkungan 
Hidup 

16 Meningkatnya 
kenikunan, ketnanan 
dan ketertiban 

Meningkatkan keamanan 
dan ketertiban 
masyarakat (Pacitan 
A d e m Ayem) 

Peningkatan kualitas 
keagamaan dan 
kerukunan hidup umat 
beragama. 

Jumlah kejadian terkait 
konflik keagamaan 

n n Program Peningkatan Kerukunan 
Umat Beragama 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

S E T D A Meningkatkan keamanan 
dan ketertiban 
masyarakat (Pacitan 
A d e m Ayem) 

Penumbuhan rasa 
nasionalisme dan akhlak 
mnlia 

Persentase petugas L I N M A S 
terlatih (%) 

27 100 Program Pemberdayaan 
masyarakat untuk menjaga 
ketertiban dan keamanan 

Ketenteraman, 
ketertiban umum, 
dan perlindungan 

masyarakat 

S A T P O L PP 

Persentase jumlah 
pembinaan, pengawasan dan 
penyelesaian pelanggaran 
P E R D A dan P E R K A D A (%) 

90 97 Program Pemeliharaan 
Ketentraman, Ketertiban dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

Ketenteraman, 
ketertiban umum, 
dan perlindungan 

masyarakat 

S A T P O L PP 

Jumlah patroli petugas Satpol 
PP dalam 24 jam (kali) 

2 2 Program Peningkatan KeamtUian 
dan Kenyamanan Lingkungan 

Ketenteraman, 
ketertiban umum, 
dan perlindungan 

masyarakat 

S A T P O L PP 

1 i r i A i - i L L a a i r L ' d i u . L i M . k t ^ y a i i t i 

mendapatkan pembinaan 
wawasan kebangsaan 

1,95 13,63 
wawasan kebangsaan 

T ' ^ ^ T T i i T i i a n f T r T n U f c ^ T i 

Pemerintahan 
Daerah 

XJuUtUt IXCSLtU 111 LTUX 

Persentase pembinaan 
terhadap L S M , Ormas, O K P 
dan Partai Politik 

100 100 ProgTtun pendidikan politik 
masyarakat 

Penimjang Urusan 
Pemerintahan 

Daer£ih 

Badan Kesbangpol 

Pelestarian seni budaya 
tradisonal dan benda 
cagar budaya serta 
kearifan lokal sebagai 
jati diri m2isyarakat 
Pacitan 

Persentase seniman/ 
budayawan yang di bina (%J 

85 100 Program pengembangan nilai 
O X O O 

budaya 

Kebudayaan Dinas Pendidikan 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 

Paraf Koordinasi 
SKPO/ Bagian Pemrakarsa 

l m & -
SKFD/ Bagian Terkait: 
1 

3. 
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INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

BAB VIII 
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

Rencana program prioritas Kabupaten Pacitan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai 

visi dan misi pembangiman Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 maupun imtuk 

pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas 

pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing PD. Masing-masing program 

dilengkapi dengan target indikator kmerja untuk menunjukkan tingkat capaian rencana 

pembangunan. 

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk 

penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai 

kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana 

Strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta 

kebutuhan pendanaannya. Setiap program disajikan lengkap dengan indikator program, kondisi awal 

perencanaan, target dan pagu per tahim selama 5 (lima) tahun, kondisi akhir, dan perangkat daerah 

penanggung jawab. Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada Tabel 8.1. 

Paraf Hierarki 

Sekda r 
Asisten 4 Kabag 

\ mm.. 

Parat Koordinasi 
SKP j / ^ao^^mrakarsa 

A-
SKPD/ Bagian Terkait: 

f 

3 - ,. 
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INDIKASI RENCANA PROGRAM PR19RITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

Tabel 8.1 
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

KABUPATEN PACITAN 

No 

BWingUniun 
PemFtntahan 

dan Program Prioritas 
OMtihiiM ufiQ n 

Indikator 
KJnerja Prograin 

(outcome) 

Kondisi 
Ktnw)a 

Awal RPJMD 
' r2015) 

Capaian Nntfja Program dan Kerangka Pendanurt 
PD 

PwAWIUimiAA 
raiflupQiing 

Jawab 

No 

BWingUniun 
PemFtntahan 

dan Program Prioritas 
OMtihiiM ufiQ n 

Indikator 
KJnerja Prograin 

(outcome) 

Kondisi 
Ktnw)a 

Awal RPJMD 
' r2015) 

2017 2018 2019 2020 .2021 . . Kondisi Kbwja Pada Akhir 
Periods RPJMO 

PD 
PwAWIUimiAA 
raiflupQiing 

Jawab 

No 

BWingUniun 
PemFtntahan 

dan Program Prioritas 
OMtihiiM ufiQ n 

Indikator 
KJnerja Prograin 

(outcome) 

Kondisi 
Ktnw)a 

Awal RPJMD 
' r2015) target . Rp tvget Rp target Rp target Rp target Rp T«get Rp 

PD 
PwAWIUimiAA 
raiflupQiing 

Jawab 

(1) {2} PI f5 fp) (0 / O l 

(o) P) (10) (11) 1414 07 (14) (15) (16) 07) 

'A ; 
1, 

i-

URUSAN PEHERUfTAHAN 
WAJIB YANQBERKATTAN 

• ixnvinn rZLni iwv% 
DASAk " 

'•-\: 

i.: . " • '• 1. tî ." 

. j , * , •,. , , , 4i4- • . i i r , ' 

. . . .• •,• ••! ••*•>• '•:. 

^ £ ^ ' P D i l D t O I K A ^ ^ H : L - r ^ 7 - * ( - - ft^S'-T,(,^S 
1 r i v y i o H l UtfllUIUInaN Olldn 

usia dini 
APK PAI I D r\iT\ r /4ULi 7'i 81 

4 J f U 1 
ftfl ?9 
vyJ.CL 

4117 Tfin oon 81 Q 4 475 ono non ft! 5 3 17*ifl OOfI (Vin 85 15 
VJ. IL 

i Q7*i fiflfi nnn 5 vin ndfi lYifi 0 0 , 0 0 ±J.g 1 r.CUU-UUU Oinas Pendidikan 

2 Program wajib belajar 
pendidikan dasat sembilan 
tahun 

Angka partisipasi mumi 
(APM): 

57 747 870 OOO 30 750 000 ono ?i ?sn flnn onn \1 fiSn fHYJ flOfl 3 4 filvi nnn nnn 1 (;R 1 Q7 R T f l I W ) Dinas Pendidikan 

-SDA1I 99,03 99,06 99,09 99.12 99,15 QQ5 ? 9 , x on 5 
9U,4 - SMP/MTs 85.14 85,22 85 58 85 3 

UU,i, 
85 3 8 8 3 0 0 , 0 

Persentase Angka 
kelulusan : 
- SD/MI 1D0 100 100 100 100 100 100 

. SMP/MTs 100 - 100 100 100 100 100 100 
Angka Partisipasi Kasar 
(APK) 
-SD/MI/Paket A 103,12 103,14 103,15 103,16 103,17 103.18 103,18 

-SMP/MTs/Paket 8 98.62 98,74 98,81 98,95 99,00 99.10 99,10 
Angka rata-rata lama 
sekolah 

7,31 7.35 7.4 7.45 7,5 7,5 

3 Program pendidikan non 
formal 

Angka Melek Huruf (AHM) 
cidd3usia15s/dS9th 

92,83 93,33 560.000,000 93,83 610.000.000 94,33 648.000.000 94,83 68/.000.O0O 95.33 730.000.000 95.33 3.235.OO0.O0O Oinas Pendidikan 

4 Program peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga 
kependidikan 

Persentase guru yang 
berkualitikasi minimal SI 

1.775.000.000 1.925.000.000 2.045.000.000 2.170.000.000 2.310.000.0GO 10.225.000,000 Dinas Pendidikan 

-so/ut 87.78 88,00 88.5 89 89.5 90 90 
• SMP/MTs 95.51 95,75 96 96,25 96.5 96,75 96.75 

S Program manajemen 
pelayanan pendidikan 

Nilai indd(S kepuasan 
masyarakat bidang 
pendidikan 

80,90% 81,10% 1.275.000.000 81,20% 1.385.000.000 81.30% 1.471.000.000 81.40% 1.560.OOO.O0O 81,50% 1.650,000.000 81.50% 7.341.OOO.000 Dinas Pendidikan 

6 Program Pelayanan 
Administra^ Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 7.764.420.500 100 7.775.DOO.O00 100 7.800.000.000 100 7.850.000.000 100 7.875.000.000 100 39.064.420.500 Dinas Pendidikan 

Paraf Hinrarki 

Sekda r 

Asie.te.1 

Kabag 
Hukttm 

Parot Koordinasi 
SKPD^acjm^ Pĵ mrakarsa £• 
SI'.PD/ Bagian Terkait: 

7 

1 

SI'.PD/ Bagian Terkait: 
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No 

Bidang Urutan 
P A f i u f c r i n t a h w n r n i i B i 111 u u i w i i 

dan Program Priorltai 
Pambangunan 

Indikator 
KIneria Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kinei}! 

Awal RPJMD 
(2015) 

Capaian Kinerla Program dan Kerangka Penduiaan 

No 

Bidang Urutan 
P A f i u f c r i n t a h w n r n i i B i 111 u u i w i i 

dan Program Priorltai 
Pambangunan 

Indikator 
KIneria Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kinei}! 

Awal RPJMD 
(2015) 

2017 2018 . 2019 2020 2021 Kondisi Kineija Pada Akhir 
Pwiods RPJMD 

PD 
Penanggung No 

Bidang Urutan 
P A f i u f c r i n t a h w n r n i i B i 111 u u i w i i 

dan Program Priorltai 
Pambangunan 

Indikator 
KIneria Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kinei}! 

Awal RPJMD 
(2015) iBign W n laigsi u i g n O n largei O K laipH O n ftp iirgot Rp Jawih 

7 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana kerja sesuai 
standar daerah 

100 100 1,080.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1 000 000 000 sfiflflfloonon 
J. UOV. SAJv-WM 

Dinas Pendidikan 

8 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelapofan ( ^aan Kneija 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PD 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Oinas Pendidikan 

^y KESEHATAN-

1 Program Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Cakupan Desa Siaga Aktif 
berstrata PUR! 

8,77 11,70 1.500.000.000 14,62 1.625.000.000 17,54 1.726.000.000 20.47 1.835.000.000 23,39 1.956.000.000 23.39 8.642.O0O.0O0 Dinas Kesehatan 

2 Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

C^upai rumah sehat 73,11 75.00 420.000.000 76 455.000,000 77 483.000.000 78 512500.000 79 546.000.000 79 2.416.50O.0O0 Dinas Kesehatan 

3 Program Pengadaan, 
Peningkatan dan Perbaikan 
Sarana dan Prasarana 
Puskesmas/ Puskesmas 
Pembantu dan Jaringannya 

Cakupan gedung 
puskesmas/pustu dalam 
kondisi baik 

37,18 51.28 22.412.650.000 64,1 24.285.000.000 76.92 25.800.000.000 84.62 29.350.000.000 89.74 32.760.500.000 89,74 134.608.150.000 Dinas Kesehatan 

4 Program Obat dan 
Pertiekdan Kesehatan 

Persentase Ketersediaan 
obat sesuai dengan 
kebutuhan 

95 95,00 7.197.770.000 95 7.799.0O0.O0O 96 8.285,000.000 97 8.791.OOO.O0O 98 9.370.000.0OQ 98 41.442770.000 Dinas Kesehatan 

c 
0 Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 
Dinas Kesehatan & 

D C ir\ RSUD 
Persentase kunjungan 
puskesmas/visitrate 

85,75 86.75 29.381.764.125 87.25 31.836.950.000 87.75 33.823.400.000 83.25 37.892.300.000 88.75 40268.350.000 88,75 173.202764.125 Dinas Kesehatan 

Persentase Penduduk yang 
memanfoatkan Rumah 
Sakit 

10,44 10.60 1.926.000.000 10,79 2.087.000.000 10.99 2.217.000.000 11.19 2.352.000.000 11.36 2507.000.000 11.36 11.089.000.000 RSUD 

0 Program Standarisasi 
Petayanan Kesehatan 

Cakupan Sarana 
Kesehatan Berstandar 

0 33.33 2.396.000.000 66,67 2.596.21 ZOOO 100 2708.202000 100 2873.800,000 100 3.064,000.000 100 13.638.214.000 Dinas Kesehatan 

7 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

Persentase penanganan 
Penyakit menular (Diare, 
DBD, Tb Paru dan 
pneumonia tialita) 

10O 100 325.000.000 100 350.000.000 100 371,000.000 100 390.000.000 100 415.000.000 100 1.851.000.000 Dinas Kesehatan 

8 Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Cakupan pelayanan baiita 
gizi buruk 

10O 100 500.000.000 100 541.000.000 100 674.000.000 100 609.000.000 100 649.000.000 100 2873.000.000 Dinas Kesehatan 

9 Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu Melahirkan 
dan Anak 

Cakupan pertolongan 
persdinan (fi sarkes 

on ai 99,85 3,622.455.750 99,86 3.925.152000 99,87 4.170,061.000 99.83 4.425.141.000 99,89 4.718,083.000 99,89 20.860.892.750 Uinas Kesenatan 

Cakupan pelayanan anak 
balita paripuma 

85,6 87,20 87.5 88 83.5 89 89 

10 Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Lansia 

Cakupan p^ayanan 
kesehatan usia lanjut 

55.11 58 50.000.000 60 65.000.000 62 6.000.000 64 60.000.000 65 65.000.000 65 236.000.000 Dinas Kesehatan 

Paraf Hififarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Mtikun 

_P3f3f Koordinasi 

s;\?0/Bagian Terkait:" 
1 
7. 
3. 
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tto 

Bidang Untun 
Pamarbitahan 

dan Program Priorttaa 
Pembangunan 

Indikator 
Klntija Program 

(outcome) 

Koflditi 
Klnerl* 

Awal RPJMD 
(2015) 

Cspaiart Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 
PD 

Penartggung tto 

Bidang Untun 
Pamarbitahan 

dan Program Priorttaa 
Pembangunan 

Indikator 
Klntija Program 

(outcome) 

Koflditi 
Klnerl* 

Awal RPJMD 
(2015) 

2017 2018 20« .2020 2021 KondM Kineija Pada Akhir 
Periode RPJMO 

PD 
Penartggung tto 

Bidang Untun 
Pamarbitahan 

dan Program Priorttaa 
Pembangunan 

Indikator 
Klntija Program 

(outcome) 

Koflditi 
Klnerl* 

Awal RPJMD 
(2015) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp 

Jawab 

Program pengadaan, 
peningkatan sarana dan 
prasarana rumah sakit/ 
njmah sakit jiwa/rumah Sakit 
oanHiani/rumah sakit mata 

Sarana dan prasarana 
rumati sakit yang 
representatif: 

27.336.659.000 29.119.578.000 30.562119.000 32.064.569,000 33.790.030.000 152872955.000 RSUD 

- Persentase ruang rawat 
inap Rawat Jdan, Rawat 
Inap dan Penunjang Medis 
dan kantor Rumah Sakit 
dalam kondisi baik 

69.57 70.83 72,20 73.50 74,00 74,20 74,20 

- Persentase kelayakan 
peralatan pelayanan pada 
r%awai jaian, r̂ awai inap 
dan Penunjang Medis 
(kondisi baik) 

00.97 86 86.18 86.35 66,51 86,67 86,67 

• Persentase jumlah 
ambuiance/mobii jenazah 
vanq berfungsi dengan baik 

77.78 80 81.80 81.80 81.80 83,30 83,30 

12 Program peningkatan mutu 
relay anan D L U U 

Cost Recovery Rale 240% 240% 60,435.000.000 240% 65.485.028.048 240% 69.570.953.731 240% 73.826.565.245 240% 78.713.845.194 240% 348.031.392218 RSUD 

13 Program kemitraan 
peningkatan pelayanan 
kesehatan 

Persentase karyawan yang 
mendapatkan pelatihan 
minimal 20 jam dalam 
setahun 

44,42 45,03 216.075,000 45.63 234.130.000 46.25 24a739.000 46.85 263.954.250 47,46 281.427.000 47,46 1.244.325.250 RSUD 

14 Program Pemliinaan 
Lingkungan Sosial Bidang 
Kesehatan 

Persentase penyediaan 
sarana pelayanan 
kesehatan masyarakat 

71.88 74.47 2.000.000.000 75 2100.00Q.OOO 75.44 2200.000.000 75.81 2300.000.000 76,12 2400,000.000 76.12 11.000.000.000 RSUD 

15 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 1.025.0OO.OOO 10O 1.025.000.000 100 1.030.000.000 100 1.040.OO0.000 100 1.050.000.000 100 8170.000.000 Dinas Kesehatan 

15 Program Peningkatan 
^cvpiid uoil rlKfroloJId 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kphiihihsn fl^n rwiridfih^viun 
sarana prasarana keija 
cddt:)i ̂ t̂ nH^rf90f 
iK^Utf OlallUdl Udfltf 1 

too 100 2175.000.000 100 2180.000.000 100 2185.000.000 100 2190.000.000 100 2.200.000.000 100 10.930.000.000 Dmas Kesehatan 

17 Program Peningkatan 
Pengemtiangan Sistem 

dan Keuangan 

Hasil nila Evaluasi SAKIP 
PD 

CC >b 40.000.000 >B ji\ f\fv\ r\fv\ 
40.000.000 

>B AC /VA/1 AArt 
45.000.000 

>B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Oinas Kesehatan 

B Y i !^t«wi-.^cV. k , '4"ftS~v^ 
iji>f\r.iX-h' ''fSStixfS! 

i '• %T-''ft'f 
• 

4imyYf^^- ';'p.;,"''MT~;.' 
••—• 0 — ' • • - • • •'-'11 

1 Program Pembangunan 
Jdan dan Jembatan 

Persentase jalan dan 
jembatan yang dibangun 

14.550.000.000 15.682.000.000 16.698.000.000 17.652.000.000 18.648.000.000 83-030.000.000 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
• Jalan on Q 49,0 75,70 100 100 100 100 100 
-Jembatan 42,8 75 83.33 91,67 93.75 35.83 95,83 

2 Program Rehabilitasi/ 
pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

Persentase jalan dan 
jembatan dalam kortdisl 
baik 

37,922.244.575 106836.964.442 108.698.230,541 118.830.709,065 126.622.708761 558.910.854.384 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
•Jalan 56.15 69,84 61.70 63,56 65,43 65.93 65.93 
• Jembatan 92.81 93 93.25 93,38 93.50 93.63 93,63 

Paraf Hierarki 

Sekda r 
Asisten 

Kabag 
Ki.'ktim m 

Paraf Koorainasi 
SKPD/ Baqiaii Psmrakatsa 

SivPD/ Bagian Terkaii: 
1 
2. 
1 
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No 

Bidang Urutan 
' Ptmerintahan 

dan Program Priorttaa 
Pemtwngunan 

Indikator 
Nnaija Program 

(outcome) . 

Kondltl 
Kinafja 

Awal RPJMD 
(2015) 

Capaian KIneria Program dan Kerangka Pendanaan 
PO 

Penanggung 
Jawab 

No 

Bidang Urutan 
' Ptmerintahan 

dan Program Priorttaa 
Pemtwngunan 

Indikator 
Nnaija Program 

(outcome) . 

Kondltl 
Kinafja 

Awal RPJMD 
(2015) 

2017 2018 2019 2020 . 2021 Kmditl Kinerja Pada Akhir 
Periode RPJMD 

PO 
Penanggung 

Jawab 
No 

Bidang Urutan 
' Ptmerintahan 

dan Program Priorttaa 
Pemtwngunan 

Indikator 
Nnaija Program 

(outcome) . 

Kondltl 
Kinafja 

Awal RPJMD 
(2015) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp 

PO 
Penanggung 

Jawab 

3 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Persentase peningkatan 
sarana dsn prasffffia 
kebinamarriaan 

850.000.000 860.000.000 870.000.000 880.000.000 890.000.000 4.350.000.000 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruanq 
-Alat Berat 68.57 70 69,97 70.38 70,78 71,19 71,19 

- Atat Laboratorium 93,55 95 95,34 95,87 96,39 96.91 96,91 
4 Prrviram PpnnpmhEtnnnn r 1 ̂ ui 0111 rdiudiiu0jiuaii 

dan Pengelolaan Janngan 
irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan l̂ ^nrtya 

beririgasi dalam kondisi 
baik 

44,30 49,80 11.415,000.000 52.50 12.358,852.500 55.30 13.140.604.600 58 13.944.407.100 60.80 14.867.519.550 60,80 65.736.383.760 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

Persentase panjang irigasi 
dalam koiKlisi baik 

39.30 45 7(1 i l fid AA. nn Alt nn iic nn 4tj,UU 

Luas sawat) baru t>eririgasi 
(ha) 

0 160 320 480 640 800 800 

5 Program pengembangan, 
pengelolaan dan konservasi 
sungai, danau dan sumtrer 
daya air Uunnya 

Jundah embung Dalam 
kondisi baik 

11 13 4.300.000.000 IS 4.650.000.000 17 4.940.000.000 19 5.242.000,000 21 5.589.000.000 21 24.721.000.000 Oinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

« Program Pembangunan 
Infrftctrtrttiir Pprripcann liillaauunLUJ rCiU«<Hlil 

Persentase jalan poros desa 

dalam kondisi baik 

8.075.000.000 9.415512.000 10.691.000.000 11.977.450,000 13.306.950.000 53.465.912.000 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-Jalan 24.75 29,19 31,40 33.62 35,84 36,21 36,21 

• Jembatan 50.10 54 55,22 66,71 58.20 59,70 59,70 
7 ProQrsm pGn9€inb3n93n 

kinerja pengelolaan air 
minum dan air limbah 

berakses air bersih 
m ns uu.uo 52,55 8.956.922,500 54,58 9.700.000.000 66,70 10.305.000.000 58,95 10.935.000.000 60.75 11.650.000.000 60.75 51.646.922.500 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 
Fenataan Ruang 

r QlwilUBO lUiiiOU WJÎ â 
bersanitasi 

89,06 90.56 92,06 93.56 95.06 95,06 

8 Program pembangunan 
SBiuian urdindse/guiunu-
QOfonq 

Drainase dalam kondi» 80.54 82,04 2.070,000.000 83,54 2,242.000.000 85,04 2.382.000.000 86.54 2.S27.O00.tX» &8,()4 Z695.000.000 88.04 11.916.000.000 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
9 Program pengembangan 

wudyan BijcLiegia uan cepat 
tumbuh 

Jumlah penataan kawasan 7 9 1.204.320.000 10 1.305.000.000 11 1.386.000.000 12 1.471.000.000 12 1.568.000.000 12 6.934.320.000 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
10 Program perencanaan tata 

Pirann 
JUOirU 

Jumlah dokumen tata ruang 
vann riihJKilkytn 

4 6 1.100.000.000 6 1.191.000.000 8 1.266.000.000 10 1.343.000.000 12 1.43ZO0O.000 12 6.332.000.000 Dinas F^keijaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
11 Program pemanfaatan ruang Persentase bangunan ber 

iMD yVi VJUM UwlU''' ™' 
71.72 74,22 250.000.000 76.72 270.000.000 79.22 287.000.000 81.72 305.000.000 84.22 325.000-000 84,22 t.437.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

12 Program pengendalian 
pemanfaatan ruang 

Jumlah rekomendasi 
pemanfaatan ruang yang 
ditertHlkan 

181 220 150.000.000 235 165.000.000 250 175.000.000 265 185.000.000 290 197.000.000 290 672.000.000 Dinas F k̂erjaan 
Umum dan 

P0n;Tt9Qn Rriann 
13 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 
Tingkat penenuhan 
kebutuhan dasar 
operasionaf FT) 

100 100 1.000.000.000 100 1.015000.000 100 1.025.000.000 100 1.C35.OO0.000 100 1.050.000.000 100 5.125.000.000 Dinas F^erjaan 
Umum dan 

Penataan Ruanq 
14 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tir>gkal pemenuhan 
kebutuhan dan penrMiharaan 
sarana prasarana kerja 
sesuai standar daerah 

100 100 13.550.000.000 100 13.600.000.000 too 13.750.000,000 100 13.900,000.000 100 14.000.000.000 100 68.800.000.000 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

Paraf Hisrarki 

Sekda r 
Asisten 

Kabag 
Httkum 

Parat Koordinasi 
SKPD/ Barjian Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkait: 
1 . 
2. 
3 . . 

R P J M D K A B U P A T E N P A C I T A N 2016-2021 

http://Z695.000.000


Ho 

Bidang Urusai ' 
Pemerintahan 

dan Program Prioritas 
Pembangunan 

tnakator 
Kineija lYogram 

(outcome) 

Kondiai 
Kineija 

Awal RPJMD 
(2015) 

Capaian Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 

2017 

target Rp 

2018 

target Rp 

2019 

target Rp 

2020 

target Rp 

2021 

target Rp 

KondM Kineila Pada AHiir 
Periode RPJMD 

Target Rp 

PD 
Penanggung 

Jtinb 
15 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP. 
PD 

CC >8 40.000.000 >B 40.000.000 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000,000 Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

E-%ft-' •-
y. l^^f^ 

0mkY^ 
Program lingkungan sehat 
perumahan 

Rumah layak huni 92,21 92Z6 1.125.000.000 92.35 1.219.000.000 92.41 1.295.000.000 92.48 1.375.000,000 92,55 1.466.000.000 92,55 6.480.0OO.0O0 Dinas Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanahan 

Program penataan dan 
peningkatan kualitas 
kawasan permukiman 

Persentase permukiman 
kumuh 

0,057 0,035 21.875.000.000 0,024 25.450.000.000 0.015 26.725,000.000 0.007 31.053,000.000 0,000 34.579,000.000 0,000 139.682.000.000 Dinas Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanahan 

Peningkatan pembangunan 
jalan lingkungan 

55.38 57.88 60,38 62,88 65.38 67,88 67.88 

Persentase Pembangunan 
Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum 

41.52 45.03 46,78 48.54 50.29 62.05 5Z05 

Program Pembinaan 
Ungkungan Sosial bidang 
Sarana Prasarana 
Permukiman 

Persentase peningkatan 
prasarana permukiman 

Z10 1.000.000.000 4,20 1.084.000.000 6,30 1.152.000.000 8,40 1.222.000.000 10,50 1.303.000.000 10,50 5.761.OOO.OOO Dinas Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanahan 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 600.000.000 100 615.000.000 100 62S.000.O0O 100 637.000.000 100 650.000.000 1O0 3.127.000.000 Dinas Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanian 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana 
prasaana kerja sesua 
standar daerah 

100 100 150.000.000 100 150.000.000 too 150.000.000 too 150.000.000 100 150.000.000 100 750.000.000 Dinas Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanahan 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kineija 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PD 

CC >B 40.000.000 >8 40.000.000 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas Pemmahan, 
Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanahan 

Program Pemberdayaan 
masyarakat unluk menjaga 
ketertiban dan keamanan 

Persentase Petugas 
UNUAStertabh 

2.910.000.000 SATPOL PP 

Program Pemeliharaan 
Ketentraman, Ketertiban dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

Persentase jumlah 
pembinaan, pengawasan 
dan penyeiesaan 
pelanggaran PERDA dan 
PERKADA 

90 92 450.000.000 93 475.000.000 94 605.000.000 95 535.000,000 97 570.000.000 97 2.535.000.000 SATPOLPP 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asislen 

Kabag 
Jfukum 

Paraf Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

6>4FyepA Y-
SKPD/ Bagian Terkait: 
1. 
2. 
3 

RPJMD K A B U P A T E N P A C I T A N 2016-2021 
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Bidang Unisan tndikifair 
Kln«]i Prograin 

(OUtCOlM) 

Kondisi Capaian Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 

No Pamofintahan 
dan ProflTam Prioiltis 

tndikifair 
Kln«]i Prograin 

(OUtCOlM) 
Kinarla 2017 2018 2819 2028 2021 KondM Klneije Padi AkMr 

Periode RPJMD 

PD 
PeMnggimg 

Pambangunan 

tndikifair 
Kln«]i Prograin 

(OUtCOlM) (2015) target . Rp target Rp targrt Rp target Rp target Rp Terget Rp JnvMt 

3 Peningkatan Keamanan dan 
Kenyamanan Ungkungan 

Jumlah patroli petugas Satpol 
PPddam24|an(kali) 

2 0 
L 

0(1(1 non flftfi X q p f i nnn nnn 9 
L 

qtif\ nnn nnn 9 Q7<; nnn fw) £ i nnn nnn nnn 9 
£ 

J T e n iwi iw\ 
4.7aU.iJu0.0OO 

SATPaPP 

4 Program peningkatan 
kesiagaan dan pencegahan 
bahaya kebakaran 

Cakupan pelayanan 
bencana keb r̂aran di 
kab/kola 

0,001 0,001 1.Q50.0O0.O0O 0.001 1.100.000.000 0,001 1.150.000.000 0,001 1.200.000.000 0,001 1.250.00O.OO0 0,001 5.750.000.000 SATPaPP 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 6SO.000.000 100 665.000.000 100 675,000.000 100 665.000.000 100 700.000.000 100 3.375.000.000 Satpol PP 

6 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Tingkat disiplin aparatur too 100 400.000.000 100 410.000.000 100 420.000.000 100 430.000.000 100 440.000.000 100 Z 100.000.000 Satpol PP 

7 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nila Evaluasi SAKIP 
PD 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >6 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Satpol PP 

g Program Pencegahan Dini 
dan Penanggulangan 
Korban Bencana Alam 

Cakupan Desa dan 
Kelurahan langguh 
bencana 

Z3 7.0 760.000.000 9,4 823-000.000 11,7 875.000.000 14,0 929.000.000 16,4 990000000 
vwV-wVUi W W 

I U , 9 ^.Ol 1 .\AAJ.WV BPBD 

9 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
UimtlOlUliCM r w 

100 100 400.000.000 100 41S.0O0.OO0 100 425.000.000 100 438.000.000 100 450.000.000 100 Z128.000.000 BPBD 

to Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capa'an Kinerja 
dan Keuangan 

HasU nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.00Q.OOO >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 BPBD 

t Y : : , S O S I A L - ••••ft. ••• ' • • ' - ' ^ - J J : - ^ 
. . -.f-'-^il ,1 —..iii ii - . \ y : k « ^ 

1 Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin, Komunitas Adat 
Tnmenril FKATt rfan 
Penyandang Masalah 
Kesos (PMKS) Lainnya 

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahtffaan 
Sosi^ [PUKSl vara 
memperdeh bantuan 

78,3 78,3 700.000.000 79,8 760.DO0.000 81,4 eo7.ooo.ooo 82,9 856.000.000 84,5 912.000.000 84,5 4.035.000.000 Oinas Sosial 

2 Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial 

Persentase korban 
bencana sKda kab/kola 
yang menerirna tranluan 
selama masa tanggap 
darurat 

80 60 400.000.000 61.2 435.000.000 62,4 460.000.000 63,6 488.000.000 64,8 520.000.000 66.00 Z303.000.000 Dinas Sosial 

3 Program Pembinaan Eks 
Penyandang Penyakit Sosial 
(Eks Narapidana, PSk, 
Narkoba dan Peny^ 
SosiaO 

Persentase Eks 
Penyandang Penyakit 
Sosial yang \MT\a 

80 80 175.000,000 81.6 189,000.000 83,2 200.000.000 84,8 212.000.000 86,4 225.000.000 88.00 1.001.000.000 Dinas Sosial 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan Keseĵ teraan 
Sosial 

Persentase lembaga 
kesejahteran sosial yang 
mendapatkan 
pemberdayaan 

65 66.3 400.000.000 67,9 433.000.000 69.2 460.000.000 70,5 488.000.000 71.8 520.000.000 73,1 Z301.000.000 Dinas Sosial 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 700.000.000 100 715.000.000 100 725.000.000 1O0 737.000.000 100 750.000.000 100 3.627.000.000 Dinas Sosial 

Paraf Hierarki 

Sekda r 
Asisten 

Kabag 
Htiknm 

Paraf Kocrdinjsi 
SKPO/ Baqia.i Pemrakarsa f 
SKPD/ Bagia;i Terkaii: 
1 
2. 
t 
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No 

SMang Uruasn 
Penierfrrtahan 

din rrogrvn rnonut 
Pembangunan 

noiHaior 
Kinerja P r o ^ m 

(outcome) 

Kondisi 
Kinsrjs 

(WtS) 

Caprisn Knflfjt Program din KermBka Pwitanun 

No 

SMang Uruasn 
Penierfrrtahan 

din rrogrvn rnonut 
Pembangunan 

noiHaior 
Kinerja P r o ^ m 

(outcome) 

Kondisi 
Kinsrjs 

(WtS) 

2017 2018 2019 2020 2021 Kondiii Kinerja Pada Aldilr 
Periode RPJMD 

PD 
Penanggung No 

SMang Uruasn 
Penierfrrtahan 

din rrogrvn rnonut 
Pembangunan 

noiHaior 
Kinerja P r o ^ m 

(outcome) 

Kondisi 
Kinsrjs 

(WtS) target Rp target Rp targm Rp target Rp target Rp Target Rp J M M 

6 Pnjgratn Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Cap^an Kinetja 
UdlT nvU 011̂ 31 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220,000000 Oinas Sosial 

n p 

'I'l 

URUSAN PEMERIHTAHAN 
WAJBYAHQTIDMt 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

• i 
'• . v , A 

" ~ rt.' .".T'"",, — 

m TENAGA KERJA: : K-y '.' ' 1 t l . ft f ' 
• B\ yy? l-'iy-- : 1... .rA^kfeî yi dj^a»^<^qriiiU^^ 

1 Program Peningkatan 
Kualitas dan FTDduklititas 
Tenaga Keria 

Persentase Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja 

75 75 390.000.000 76.5 422.000.000 78 448.000.000 79.5 475.O00.DOO 81 506.000.000 81 Z241.000.000 [>n3s Koperasi dan 
Usaha Mikro 

2 Program Pembinaan 
Ungkungan Sosial 
Kelenaqakeriaan 

Persentase Pembinaan 
Tenaga Kerja 

100 100 700.000 000 too 750.000.000 100 796.000,000 100 845.000,000 100 900.000.000 100 3.991.0OO.0O0 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

PEMBERDAYAAN , 
VPEREiPUAIiCMN:! 
•"na_m miru'nimLuHLiM^ - x^'-
PERUHOUWiMI M W K 

.- •' " 
- v - - • .V, 
Yt " V 

• • 

' ,^-!•^ ^ - ^ fl 
. --'.Ayr-

V 

slY^^ 
r * ? 

1 Program Penguatan 
Kelembagaan Pengarus 
utanaan gender dan anak 

Persentase advokasi dan 
fasilitasi PUG dan anak 

36,96 38,00 50.000.000 40,00 ss.ooo.ooo 42.00 60.000.000 45.00 65.000.000 50,00 70.000.000 50,00 300.000.000 Oinas Pengendalian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan. dan 

Pedindunqan Anak 
2 Program Peningkatan 

Kual'las Hidup dan 
Pedindungan Perompuan 

Cakupan perempuan dan 
anak korban kekerasan 
yang mendapatkan 
penanganan pengaduan 
o l ^ petugas terlatih 

100 100 50.000.000 100 55,000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 300,000.000 Dinas Pangendaiian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindunqan Anak 
3 Program Peningkatan Peran 

serta dan kesetaraan gender 
dalam Pembangunan 

Persentase angkatan kerja 
perempuan 

79,20 79.50 400.000,000 79.70 433.000.000 80.00 460.000.000 80,50 438.000.000 80.80 520.000.000 80,80 Z301.000.000 Oinas Pengendalian 
Penduduk. 
Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindunqan Anak 

^PAMOGN.i,;;' y'-'y^'^ -.,• • '--'y- '• • r-:-i..yA---y-.--t-\ I.t*.lry-'A^ 'Ltfl » r-Ar. - I..-

• 
1 Program peningkatan 

ketahanan par>oan 
Ketersediaan pangan 2.070.000.000 2.250.OO0.O0O 2.375.000.000 2.525.0O0-OOO Z690.000.000 11.910.000,000 Oinas Pangan 

-Beras 116,117 ton 118.000 
ton 

119.000 
ton 

120.000 ton 121.000 ton 122.000 ton 12ZOO0 
bn 

-Jagung 102,256 ton 103.278 
bn 

104.310 
ton 

105.353 bn 106.406 ton 107.470 tan 107.470 
tan 

Farsf Hierarki 

Sekda r 
Asislen 

Kabsg 
Hukum 

rafof koci-ci'inasi 

SKPD/ BjgianTorkoil; 
1. 
2. 
3. 
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No 

Btdang Unitan 
PMMilnUhftn 

din Pntgrain Prioritts 
Pm^angunan 

Indikator 
ICtteija Prograin 

(outcome) 

Kondid 
KInMja 

Awal RPJMD 
( » 1 5 ) 

Capaian Klnwja Program dan Kenngka Pendanaan 

No 

Btdang Unitan 
PMMilnUhftn 

din Pntgrain Prioritts 
Pm^angunan 

Indikator 
ICtteija Prograin 

(outcome) 

Kondid 
KInMja 

Awal RPJMD 
( » 1 5 ) 

2017 2018 2019 2020 2021 KondWKIneijiPadaAMiir 
Periode RPJMD 

PD 
Penanggung No 

Btdang Unitan 
PMMilnUhftn 

din Pntgrain Prioritts 
Pm^angunan 

Indikator 
ICtteija Prograin 

(outcome) 

Kondid 
KInMja 

Awal RPJMD 
( » 1 5 ) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Terget Rp Jawab 

• Kedelai 6.026 ton 6.086 ion 6.147 bn 6.209 ton 6.271 ton 6.333 ton 6.333 ton 

-Daging 1.736 ton 1.771 ton 1.807 ton 1.843 ton 1.879 ton 1.917 ton 1.917 ton 
-Telur 373 ton 377 ton 380 ton 384 Ion 384 ton 392 ton 392 ton 

-ikan 8.521 ton Q anit Inn 

O.DuO ion 
n RQO I n n 

o.vo£ ion 

n 7 7 Q Inn 

o.na ion 
n 7 7 0 inn 

Q.I 1^ ion 

D Dec Inn 

o.tJoo ton 
a ncc Inn 

8.855 ton 
Cadangan pangan 
pemerintah kabupaten 

2100 ton 2100 ton 2100 ton 2100 ton 2100 ton 2100 ton 2100 ton 

Skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) 

79,84 80,5 81,7 QD A 

83,4 
85,3 86,8 86,8 

Persentase pangan yang 
aman 

89 89.20 89,40 89,60 89,80 89.90 89.90 

2 Program Pelayanan 
Adminlslrasj Perkantoran 

Tingkat pemenutian 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 450.(XKI.OO0 100 465.000.000 100 475,000,000 100 485.000.000 100 495000.000 100 2,370.000.000 Oinas Pangan 

3 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian ICnerja 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

X >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >8 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas Pangan 

^POn'AHAHAN:->'.''.ft-"i- = "a •• ' J i ^ y B.-y-. : fXi -•~''-''.l ' ^ ^ , - . . ^ f t '/'• i ' - V - - •.•!•- TTTrrrTTTTr : .. ' • • ."..r.t. 
• i i - y - . y - ^ y - A 

.-,;.ft., y ' '•••Y'i^i }^'k-ik:i:\^l^ 
1 Program penataan, 

penguasaan, pemiiikan, 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Persentase tanah aset 
pemerintah daerah yang 
DerserunKa 

36.63 38,17 4.820.000.000 38.940 5.222.000.000 39.70 5.550.000.000 40,47 5.880.000.000 41.24 6.261000.000 41,24 27.734.000.000 Oinas Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanian 

5 UNGKUNGAN HEXIP 'r? '" • " • • -.iA •-

1 
Kinefja Pengelolaan 
Persampahan 

Nasional 
Ada Ada 3,550.000.000 Ada 3.750.000.000 Ada 4.000,000.000 Ada 4.250.000.000 Ada 4.500.000.000 Ada 20.050.000.000 HinfM 1 i f i / i k i i n n A n 

Hidup 

Jumlah sekolah 
berwawasan lingkungan 
(Adrwiyata) 

41 77 161 343 453 563 563 

Persentase penanganan 
sampah 

90.35 91.85 93,35 94,85 96,35 97,85 97,85 

Persentase Pengolahan 
Sampah Akhir 

27 27,5 28 28,5 29 30 30 

Penumbuhan Sank 
Sampah 

13 25 40 55 70 80 80 

2 Program Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Jumlah taman kehati 0 1 1.080.000.000 2 1.150.000.000 3 1.225.000.000 4 1.300.000.000 5 1.385.000.000 5 6.140.O00.O0O Dinas Ungkungan 
Hidup 

Persentase taman kola 
yang tertata 

36,9 41,5 44,3 48 50.5 60,2 60.2 

3 Program Pengendalian 
Pencemaran dan Perusakan 
Ungkungan Hidup 

Persentase Pengaduan 
Masyarakat Akibat Adanya 
Dugaan Pencemaran 
dan/atau Perusakan 
Ungkungan Hidup yang 
[>Iindaklan|uti 

100 100 745.000.000 100 807.000.000 100 857.000.000 100 909.000.000 100 969.000.000 100 4.287.000.000 Dinas Ungkungan 
Hidup 

Harat Hierarki 

Sekda 

Asislen 

Kabag 
Hukum 

Faraf Koordinasi 
SKFD/ [iaijiii-.T Ptmrakac sa 
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Ho 

Bidang Unitan 
PamerinUlian 

dan Program Prioritat 
- Pambangunan 

Indihator 
Nnarja Program 

(outcome) 

Kondiii 
Klneije 

Awal RPJMD 
(2015) 

Capaian Kineija Prognm dan Kerangka Pendanaan 

2017 

target Rp 

2018 

target Rp 

2019 

target Rp 

2020 

target Rp 

2021 

target Rp 

Kondiai Kinerja Pada Mihir 
Parfode RPJMD 

Target Rp 

PD 
Penanggung 

Jawab 

Jumlah lokasi pemantauan 
kualitas lingkungan yang 
disampling 

156 160 170 180 190 200 200 

Program Perlindungan dan 
Konservasi Sumber Daya 
Alam 

Indeks Tutupan Hutan 72.27 72,34 250.000.000 72,36 270.000.000 72.38 287.000.000 72.42 305.000.000 72,42 325.000.000 72,42 1,437.000.000 Dinas Lingkungan 
Hidup 

Program Pembinaan 
Ungkungan Sosial Bidang 
Lingkungan Hidup 

Persentase industri hasil 
tembakau yang tenj]i 
kualitas lingkungan 
hidupnya 

50 50 100.OO0.O0O 50 108.000.000 80 115,000.000 80 121.000.000 100 129.000.000 100 S73.0O0.0O0 Dinas Ungkungan 
Hidup 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 650.000.000 100 665.000.000 100 675.000.000 100 685.000.000 100 695.000.000 100 3.370.000.000 Dinas Ungkungan 
Hidup 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.000.000 >e 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45,000.000 >B 50,000.000 >B 220.000.000 Dinas Ungkungan 
Ki'dup 

117W .', - y 

1 y- lyrit 
Program Penataan 
Adtiinislrasi 
Kependudokann 

Persentase Cakupan 
Penerbitan : 

980.000.000 1.000.000.000 1.050.000.000 1.110.000.000 1.180.000.000 5.320.000.000 Dinas 
Kependudukan dan 

Perwatalan Sipil 
l.KTP 91,38 92.25 92,80 93.95 94,70 94,60 94,60 

1 Kartu Keluarga 95.70 96,95 97,20 97.35 97.55 97,75 97,75 

3. Akta Kelahiran 81.43 84,15 84.75 85.25 85,75 86,35 86.35 

4. Akta Kematian 54.69 55.60 55,75 65.85 56,15 56.40 56,40 

FVogram Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 780.000.DOO 100 785.000.000 100 795.000.000 100 800.000,000 100 810.000.000 100 3.970.0OO.0O0 Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaiuasi SAKIP 
PO 

CC >8 40.000.000 >8 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas 
Kependudukan dan 

PerKatalan SipH 

Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

Persentase desa dengan 
adminislrasi tiaik 

78,91 80.72 500.000.000 82,53 641.000.000 84,53 575.000.000 86.14 610.000.000 88.55 660.000.000 88,65 2.876.00O.0O0 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyar^atdan 

Desa 
Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Perdesaan 

Ratarata jumlah kelompc^ 
binaan lembaga 
pemberdayaan masyarakat 
(LPMAPMD) 

6,06 6,09 220.000.000 6.12 235.000.000 6,16 247.000.000 6,19 264.000.000 6,22 275.000.000 6.22 1.241.000.000 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
Program Peningkatan peran 
perempuan di pedesaan 

Persentase rata-rata jumlah 
kelompok binaan PKK 

87,07 87,11 1.175.000.000 87.15 1.276.000,000 87.20 1.35O.O0O.00O 87,24 1.400.000.000 87.28 1.475.000.000 87,28 6.675.000.0O0 

iiiiilLi JET 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

Sekda 

Asisten 

Kabag 

IMm. 

/•XX_i,'_ii' 
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No 

Bidang Urusan 
Penwilntahan 

dan Prograin Priorttaa 
Pembangunan 

Indikator 
Nneija Program 

(outcome) 

Kondisi 

Awal RPJMD 
(2015) 

Capaian KIneiji Program dan Kerangka Pendanun 
PD 

Penanggung 
Jawab 

No 

Bidang Urusan 
Penwilntahan 

dan Prograin Priorttaa 
Pembangunan 

Indikator 
Nneija Program 

(outcome) 

Kondisi 

Awal RPJMD 
(2015) 

2017 201* 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pad! Akhir 
Periode RPJMD 

PD 
Penanggung 

Jawab 
No 

Bidang Urusan 
Penwilntahan 

dan Prograin Priorttaa 
Pembangunan 

Indikator 
Nneija Program 

(outcome) 

Kondisi 

Awal RPJMD 
(2015) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp 

PD 
Penanggung 

Jawab 

4 Program Pengemt)angan 
Umtiaga Ekonomi 
Pedesaan 

Persentase pertumbutian 
lembaga ekononti 
perdesaan 

2.17 2.23 250.000.000 2,49 270.000.000 164 285.000.000 180 300.000.000 195 320.000.000 195 1.425.000.000 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
5 Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat 
dalam membangun desa 

Persentase swadaya 
masyarakat lertiadap 
program pemberdayaan 
masyarakat 

26.99 27.07 1.030.000,000 27,16 1.116.000.000 27.24 1.185.000.000 27,32 1.258.000.000 27.39 1.340.000.000 27,39 5.929.000.000 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
6 Progran Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 
Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 650.000.000 100 665.000.000 100 675.000.000 100 6S5.000.000 100 695.000.000 100 t vrn iwi iwi Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
7 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
PeÎ )oran Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasilnilai Evaluasi SAKIP 
PD 

X >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >8 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

t;ft . -3:—;-i •i'L''^-
^i^>4;tft§Pg 

•• • 'tV.: til-: 
t;ft . -3:—;-i •i'L''^-

^i^>4;tft§Pg 
•• • 'tV.: til-: 

1 program Keluarga 
Berencana 

Persentase kebutuhan ber 
KB yang Gdak terpenuhi 
(Unmeet Need) 

9.98 9 1286.810.000 8 1475.000,000 7 1625.0O0.0O0 6 1785.000.000 6 1965.000.000 6 13.136.810.000 Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana, 
. Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Pertindunqan Anak 
2 Program Kesetiatan 

Reproduksi Remaja 
Persentase sekolah dan 
organisasi kepemudaan 
yang mendapatkan KIE 
reproduksi rem^a 

35 35 50.000.000 36 55.000.000 37 60.000.000 33 70.000.000 39 75.000.000 39 310,000.000 Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindunqan Anak 
3 Program Pengembangan 

Pusat Pelayanan Informasi 
dan Konseling KFIR 

Persentase Sekolah dffi 
pondok pesantren yang 
telah membentuk PIK-R 

5,00 15,00 60.000.000 20.00 64.178.066 25.00 57.658.496 30,00 61.079.313 35,00 65.122.731 35,00 287.938.505 Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindunqan Anak 
4 Program Pelayanan 

Kontrasepsi 
Cakupan penyediaan alat 
dan obat kontrasepsi unluk 
memenuhi pennintaan 
masyarakat 

2.68 5.00 240.000.000 7,00 260.000.000 9,00 275.000,000 11,00 230.000.000 115 310.000.000 12.5 1.375.000.000 Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan. dan 

Perlindunqan Anak 

Sekda r 
Asisten 

Kabsg 
Htikiim 

rraraf Koordinasi 
SKPO/Bagian Pemrakarsa 

S;<?D; Bagian Tirkait: 
1 
2 . _ _ 
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Ho 

Bidang Urusan -
Psnierfniahan -

. dan Prograin Prioritas 
Psmbangunan 

bidlkitor 
Kinerja Program 

(outcoms) 

Kondiii 
KIneiji 

Awal RPJMD 
(2015) 

Capaian Kinerja Prognm dm Kerangka Pendanun 

Ho 

Bidang Urusan -
Psnierfniahan -

. dan Prograin Prioritas 
Psmbangunan 

bidlkitor 
Kinerja Program 

(outcoms) 

Kondiii 
KIneiji 

Awal RPJMD 
(2015) 

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhh-
Periodel«>JMD 

PO 
Penanggung Ho 

Bidang Urusan -
Psnierfniahan -

. dan Prograin Prioritas 
Psmbangunan 

bidlkitor 
Kinerja Program 

(outcoms) 

Kondiii 
KIneiji 

Awal RPJMD 
(2015) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp 

Jawab 

s Program Pembinaan peran 
serta masyarakat dadam 
pelayanan KB/KR yang 
mandiri 

Cakupan PUS anggota 
UPPKS yang ber KB 
mandiri 

73,90 73.90 2.435.000.0O0 75,00 2.633.000.000 76.00 2.800.000.000 78.00 2.950.000.000 79,00 1145.000.000 79.00 13.968.000.000 Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Kduarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindungan Anak 
6 Program Pengembangan 

model operasion^ BKB 
Posyandu PAUD 

Cakupan kelompok BK8 
Hofistik Integratif ber KB 

24,90 37.20 60.000.000 50.60 55.000.000 54.20 60.000.000 64,20 65.000.000 80.5 75.000.000 80,5 305.000.000 Dinas Pengerxlalian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana. 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindungan Anak 
7 Program Penyiapan tenaga 

pendamping Kelompok Bina 
Keluarga 

Cakupan jumlah Kader 
dalam kelompok TnlMna 

41,09 44,10 100.000.000 51.5 108,000.000 63.2 115.000.000 67,4 121.000.000 70,7 130.000.000 70.7 574.000.000 Dinas Pengendalian 
Penduduk. 
Keluarga 

Berencana. 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindungan Anak 
8 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 
Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operas'ronal PO 

100 100 450.000.000 100 465.000.000 100 475.0OQ.OOO 100 485.000,000 100 500.000.000 100 2.375.OOO.0OO Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Kduarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Pertindungan Anak 
9 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 
Apaalur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana kerja sesuai 
standar daerah 

10O 100 60.690.000 100 65.750,000 100 67.500.000 100 72.000.000 100 75.000.000 100 340.940.000 Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindungan Anak 
10 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capa'an Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaiuasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >8 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000,000 >B 220.000.000 Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindungan Anak 

oi'^^rjrt* 9i*i^^&^^*/-sV»v -^^i7iim Wf- - • ty'<"»A-, •.i-'f-. 
(- . . . . .•. .•Al-rtffl**. T- . ' • 

-.• > ..t:'•f.i.nri,}̂ '!:;'-'., 
:,-^.....:,.....-.'cAp-t, ;>t-.t./>..-wis^-. y irvt^iii+wf^y^ftil't 

1 Program pembangunan 
prasaana dan fasilitas 
Perbubunaan 

Persentase penerapan 
norma keselamatan bidang 
perhubunqao 

33.9 43 5.748.760.000 53.2 6.225.000.000 63,0 6.61O.0O0.OQO 73,1 7.010.000.000 83,4 7.474.000.000 83 33.067.760.000 Dinas Perhubungan 

2 Program retiabilitasi dan 
pemeliharaan prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Persentase prasarana dan 
fasilitas perhubungan 
dalam kon(S\s\ baik 

32 60 255.000.000 56 276.000.000 61 233.000.000 $7 310.000.000 72 330.000.000 72 1.464.000.000 Dinas Pertiubungan 

3 
i.r.~n 

Program peningkatan 
'-pelayenan anokutan 

Persentase Angkutan laik 
jalan flulus uji) 

39 40 605.000.000 40 655.000.000 40 695.000.000 40 735.000.000 40 785.000,000 40 1475.000.000 Oinas Perhubungan 

• '11 c:i 1 J 
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No 

BIduig Uniian 
Pemerintahan 

dan Progrvn Prioritas 
PemlMmgunan 

Indikator 
Kinarja Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kinerja 

Awal RPJMD 
(2015) 

Capaian Kinerja Program dan Ksrangka Pendanaan 

2017 

target Rp 

2018 

target Rp 

2019 

target Rp 

2020 

target Rp 

2021 

target Rp 

KondM Kbwja Pada Aldiir 
Periode RPJMD 

Tvget Rp 

PD 
Penanggung 

Jawab 

Program pembangunan 
sarana dan prasarana 
Pertiubungan 

Persentase pennenuhan 
sarana dan prasarana 
pertiubungan 

37 43 100.000.000 4a 108.000.000 52 115.000.000 56 122.000.000 61 130.000.000 61 575.000.000 Dinas Pertiubungan 

Program pengendalian dan 
pengamanan lalu lintas 

Persentase tersedianya 
sarana pengenddi dan 
pengamanan lalu lintas 

65 70 1.745.740,000 76 1.891.000,000 82 2.008.000.000 89 2130.000.000 95% 2271.000.000 95 10.045.740.000 Dinas Perhubungan 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenutian 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 &50.OOO.W0 100 665.000.000 100 675.000.000 100 685.000.000 100 700.000.000 100 3.375.000.000 Dinas Pertiubungan 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana keija sesuai 
standar daerah 

100 100 100.000.000 100 108.000.000 100 115.000.000 100 122.000.000 100 130.000.000 100 575.000.000 Dinas Pertiut}ungan 

Program Peningkatan 
Pengembffigan Sistem 
Pelaporan Capaian Kineija 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas Pertiubungan 

KOMUMKASIIMN^''^;^ 
IMftJiatttlOk'""./'̂ ::-..;;- ,1. 

'^?^T^[ift>ft^«^? 
•Jr.: • 4'??-'"-ft'*ft • 

Program Pengembangan 
Tata Kelola Pemerintahan 
berbasis Teknologi 
Inroimalika 

Persentase jaringan 
komuniVasi dan informatika 
yang terintegrasi 

2.22 41.00 2.600.000.000 56,51 2850.000.000 72,02 3.02S.O0O.OO0 87.53 4.210.000.000 100.00 6.425.000.000 100.00 18.110.000.000 Dmas Komunikasi 
dan Informatika 

Persentase pengembangan 
aplikasi sistem informasi 

25 43.75 62,50 75,00 87,50 100 100 

Program Penyebarluasan 
Informasi Pulilik dan 
kerjasama media massa 

Jumlah Informasi Publik 
daerah yang terpublikasi 
media 

210 294 400.000.000 378 433.000.000 462 460.000.000 546 488.000.000 630 520.000.000 630 2301.000.000 Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

Jumlah Kelompok Informasi 
Masyarakat (K)M) 

12 24 36 48 60 72 72 

Program Pelayanan 
Adminislrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 500.000.000 100 541.OO0.0O0 100 675.000,000 100 610.000.000 100 650.000.000 100 2.876.000.000 Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana kerja sesuai 
standar daerah 

100 100 50.COO.0OO 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 75.000.000 100 305.000.000 Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Klneqa 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

oc >B 40.000.000 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220,000.000 Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

Program Penciptaan Iklim 
Usaha Mikro yang Kondusif 

Persentase Usaha Mikro 
yang dibina 

592000.000 
Eft 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

V I I M 3 
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Sekda Y 
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No 

Biding Unitin 
Pemerintahan 

dan Program Priortlas 
- Pembangunan 

hdikitor ' 
Kiner]a ProBTim 

(outcome) 

KondM 
Kineija 

Awal R P J M O 
(2015) 

Capaian Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 
P O 

Penanggung 
Jawab 

No 

Biding Unitin 
Pemerintahan 

dan Program Priortlas 
- Pembangunan 

hdikitor ' 
Kiner]a ProBTim 

(outcome) 

KondM 
Kineija 

Awal R P J M O 
(2015) 

2017 2018 2019 2020 2021 
KondM Kineija Pada Akhir 

Pariode R P J M D 

P O 

Penanggung 
Jawab 

No 

Biding Unitin 
Pemerintahan 

dan Program Priortlas 
- Pembangunan 

hdikitor ' 
Kiner]a ProBTim 

(outcome) 

KondM 
Kineija 

Awal R P J M O 
(2015) target Rn target RD target RD target RD target RD Rn np 

P O 

Penanggung 
Jawab 

2 Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Mitcro 

Persentase peningkatan 
jumlah wirausaha baru 

3.07 3.25 950.000.000 3,43 987.000.000 3,61 1.018.000.000 3.80 1.050.000.000 3,97 1.086.000.000 3.97 5.091.00O.0O0 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

3 Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 
Bagi Usaha Mikro 

Persentase Peningkatan 
Usaha Mikro yang 
mendapat bantuan modal 

1,43 1,44 200.000.000 1.45 220.000.000 1,46 230.000.000 1.47 244.000.000 1.48 260.000.000 1,48 1.154.000.000 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

4 Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

Persentase Koperasi 
Mandiri 

0.81 1.21 76O.OOO.O0Q 1.41 781.000.000 1.81 799.000.000 2.22 818.000.000 2,42 838.000.000 2.42 3.996.000.000 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 450.000,000 100 465.000.000 100 475000.000 100 485.000.000 100 500.000.000 100 2375.000.000 Dinas Koperasi dan 
usana Mikro 

c 
D 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
KtmpWhpraiifi Parana 
prasarana keija sesuai 
standar daerah 

100 100 50 000 000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 75 000 000 ino %5O0O0O0 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

7 Program Peningkatan 
Pengenbangan Sistem 
Pelaporan C^aian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PD 

CC > B J A AAA ACVl 40,000.01X1 >o XA AAA AAA > u AC A i V l AAA > D AC AAA AAA 

45.UUU.lKKJ 
> b CA AlVh AAA > B i i n / V I A I I A A 

220,000.000 
Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

TPENMUHANMODAL- ;—. ••••r.-'Z". 
•. - 'f'Lf.- y';. 

1 Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

Nilar Realisasi Investasi 
(tiiliun rupiah) 

0.693 0,728 325,000.000 0.754 352000.000 0.821 374.000.000 0,883 396.000.000 0,949 423.000.000 0.949 1.870.000.000 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Persentase Kenaikan Nilai 
Realisasi PMDN 

26,84 5,00 5.00 7,60 7,50 7,50 7,50 

2 Program Peningkatan, Iklim 
Investasi dan Realisasi 
investasi 

Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu 

100 100 S25.OOO.00O 100 575.000.000 100 610.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3,060.000.000 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Lama proses izin usaha 
Penaiaman Modal (hari 
keria) 

6 5 5 4 3 3 3 

Jumlah Perda/Perbup dan 
kebijakan yang mendukung 
iklim investasi 

4 4 5 6 6 6 6 

3 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
rvwnKUVij4 PO 
U ^ 3 I 0 3 > 0 I 0 I V 

100 100 600.000.000 100 615.000.000 100 625.000.000 100 635.000.000 100 650.000.000 100 a 125.000.000 Dinas Penanaman 
Modatdan 

Pelayanan Terpadu 
SatuRntu 

4 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nila Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 46.000.000 >B 50.000.000 >e 220.000.000 Dinas Penanaman 
Modatdan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Rnlu 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 4 Kabag 
Miikiim 

"skPOrSairiai Toriraiti 
t 
2. . 
3 
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No 

BMing Urusan 
Pemarfntahan 

dan Prograin Prioritas 
Pambangunan 

Indikator 
Kinerja Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kinefja 

A m i RPJMD 
(2015) 

Capaian Kinerja Program dmi Kerangka Pendanaan 

2017 

target Rp 

2018 

target Rp 

2019 

target Rp 

2020 

twget Rp 

2021 

target Rp 

Kondisi Kinarja Pada Akhk 
Periode RPJMD 

Target Rp 

PD 
Penanggung 

Jawab 

f ; » S ?3fe>f .... . 
fa-yyj ifea7',ftygfe'S*itswriwri*̂ iriiaF̂  

Program Peningkatan Peran 
serta kepemudaan 

Jumlati Pemuda Pelopa 156 158 495,000,000 160 636.000.000 170 570.000.000 180 604.000.000 203 644.000.000 203 2.849.0OO.0OO Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan 

Olahraga 
Program Pemtiinaan dan 
Pemasyarakatan Olah Raga 

Persentase Cabang 
Olahraga yang berprestasi 

60 62 680.000.000 62 736.000.000 63 781.000,000 63 828.000.000 65 882.000.000 65 3.907.000.000 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan 

Olahraga 

m t: STATKTK 

Program Pengembangan 
Data/ Informasi / Statistik 
Daerah 

Jumlah Dokumen Data/ 
Informasi/ Statistik Daerah 
Yar>g Dihasilkan 

150.000.000 165.000.000 175.000.000 185.000.000 197.000.000 872000.000 Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

+'ifty?l-i>ftî iẐ  -mm mfWf-
Program Penyelenggaraan 
Persandian Daerah 

Persentase informasi 
daerah yang wajib 
diamankan dengan 
persandian 

100 100 50.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 85.000.000 100 100.000.000 100 365.000.000 Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

m ft-.ft^>/ 
Program pengembangan 
nila budaya 

Persentase seniman/ 
budayawan yang di bina 

85 85 445.000.000 90 500.000.000 96 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 2745.000.000 Dinas Pendidikan 

Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Persentase museum 
Geosile yang 
dikembangkan 

42 60 100.000.000 60 125.000.000 65 135.000.000 70 150.000.000 75 175.000.000 75 685.000.000 Dinas Pendidikan 

Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase 
penyelenggaraan festival 
seni dan budaya di 
Kabupaten Pacitan yang 
difasilitasi 

69 71 1.6OO.0OO.O0O 73 1.625.000.000 75 1.725.000.000 78 1.825.000.000 60 1.945,000.000 80 8.620.000.000 Oinas Pendidikan 

- > i c . w ' . : ' f l - ^ k / z a f t -

Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pemtiinaan Perpustakaan 

Jumlah Pengunjung 
Perpustakaan 

59.040 77.389 750.000.000 92.389 815.000.000 
^ ^ ^ ^ 

107.389 865.000.000 
ieff ••• s'ir'ym--'^YX^-Sm 

122389 917.000.000 137.389 977.000.000 
)0!4yy:-'k 

137.389 4.324.000.000 Dinas Perpustakaan 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 450.000.000 100 465.000.000 100 475.000.000 100 485.000.000 100 500.000.000 100 2.375.000.000 Dinas Perpustakaan 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Has!! nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 60.000.000 >B 220.000.000 Dinas Perpustakaan 

f̂r«w &Miik-
Program Penyelamatan dan 
Pelestarian CkAumen/Arsip 

Jumlah Arsip In Aktif yang 
dikelola 

4.320 Box 4.561 Box 150.000.000 4.842 Box 162000.000 6183 Box 172000.000 5.364 Box 182000.000 5.625 Box 194.000.000 5.625 Box 860.000.000 

i Pji'ci h' .y/kl 

Sekda r 
Asisten 

Kabag 
Hnkitm 1 

Dinas 
Perpustakaan 

SKPO/ liag;::,'! Pemrakgrsa 

S'<P6/ Bioisn •jeii-iait: 
1. 
2. 
3 
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Mo 

Biding Umsan 
Pemerintahan 

dan Program Prioritas 
Pambangunan 

Indikator 
Kineija Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kbteija 

Awal RPJMD 
(2015) 

2017 

target Rp 

Capaian Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 

2018 

target Rp 

2019 

target Rp 

2020 

target Rp 

2021 

target Rp 

Kondisi Kineija Pada Aidiir 
Periode RPJMD 

Target Rp 

PD 
Penanggung 

Jawab 

Jumlah Arsip Statis yang 
Dipeiihara 

97 Box 123 Box 149 Box 175 Box 201 Box 227 Box 227 Box 

Program Perbaikan sistem 
administrasi kearsipan 

Persentase PD dan desa 
yang menerapkan arsip 
secara baku 

65,89 73.36 120.000.000 78.04 130.000,000 83.18 138.000.000 88.32 146.000.000 93,46 156.000.000 93.46 690.000.000 Dinas 
Perpustakaan 

; URUSAN PIUHAN 

1- i t -L » « y t - - » ' ' i j I lift ^ 
i - -»^rs-

" 1 - •m 
Pengembangan Penkanan 
Tangkap 

Produksi penkanan 
kelompok neiayan (ton) 

10.891,42 11.218,17 2.450.000.000 11.554,71 2.654.000.000 11.901.35 2819.000.000 12258,39 2.991.000.000 12.626.14 3.189.000.000 12.626.14 14.103.000.000 Dmas Perikanan 

Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Produksi perikanan 
budidaya [kolam, Keramba, 
Minapadi, tambA) (Kg) 

801.448 881.593 2120.000.000 969.752 2297.000.000 1.066.727 2440.000.000 1.173.400 2589.000.000 1.290.740 2760.000.000 1.290.740 12.206.000.000 Dinas Perikanan 

Optimalisasi pengelolaan 
produksi Perikanan 

Produksi produk hasil 
olatian perikanan (ton) 

1.398,28 1.468.20 950.000.000 1.541,61 1.030.000.000 1.618,69 1.094.000.000 1.699,62 1.160.000.000 1.784,60 1.236.000.000 1.784,60 5.470.000.000 Dinas Perikanan 

Program Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat 
Perikanan 

Cakupan masyarakat 
perikanan yang mandiri 
(orar>g) 

4.514 4.739.70 275.000.000 4.976.69 298.000.000 5.225,52 316.000.000 5.486,80 335.000.000 5.761,13 357.000.000 5.761.13 1.581.000.000 Dinas Perikanan 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantorffi 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 650.000.000 100 66S.OOO.0O0 100 675.000.000 100 685.000.000 100 700.000.000 100 3.375.000,000 Dinas Perikanan 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil niiai Evaluasi SAKIP 
PD 

X >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 60.000.000 >B 220.000.000 Oinas Perikanan 

PARIWISATA 

Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Persentase peningkatan 
juml^ kunjungan wisata 

33 42 500.000.000 53 541.000.000 58 575.000.000 63 610.000.000 67 650.000.000 67 2876.000.000 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan 

Olahraga 
Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Persentase pengelolaan 
destinasi wisata di Kab. 
Pacitan 

25 44 8.619.043.000 50 9.256.OOO.0O0 55 9.770.000.000 60 10.306.000.000 63 10.922.000.000 63 48.873.048.000 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan 

Olahraga ^ 
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 950.000.000 100 965.000,000 100 975.000.000 100 985.000.000 100 1.000.000.000 100 4.875.OOO.0O0 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan 

Olahraga 
Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kineija 
dan Keuangan 

Hasii nilai Evaluasi SAKIP 
PD 

X >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan 

Olahraga 

Program Peningkatan 
Produksi Pertanian/ 
Perkebunan 

Produktifitas Padi atau 
baban pangan utama sektor 
lainnya per ha (kw/ha) 

54.57 64,59 3.531.000.000 64,73 4.742.000.000 54,86 4.913.000.000 54,91 5.091.000.000 55,00 6.296.O0O.0O0 55.00 24.573.000.000 Dinas Pertanian 

Produktifitas Tanaman 
Pangan per hektar padi 
dan palawija (kw/ha) 

90.61 90,72 90,84 90,95 91,02 91,09 91,09 

Parat Hic-rark! 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hiikiim 

Parat Koartiirasi 
SKPD/ Bsnian Pnmrakafsa 

T%a-A£s-Aysy.'Ayy3'.'tl-yL-

S'<rD/ Bjgicn rcit.:ii: 
1 
2 
3 
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No 

B d » g Urusan 
. Pemerttitahan 

dan Prograin Prfoittas 
: Ponbangunan 

hdlkator 
Ktnoja Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kineija 

Awal RPJMD 
(2015) , 

Capaian Kinerja Progrun dan Kerangka Poidanaan 

2017 

target Rp 

2018 

target Rp 

2019 

target Rp 

2020 

target Rp 

2021 

target Rp 

Kondisi Kineila Pada Akhir 
Periode RPJMD 

Tuget Rp 

PO 
Penanggung 

Jawab 

Produksi Tanaman Pangan 
Padi dan Palawija (Ton) 

685.114 886.251 887,408 888,455 889.162 889.804 889.804 

Produksi Hortikuitura (Ton) 65,836 71,434 77.629 84.502 92.145 100.663 100.663 

Produksi hasil perkebunan 
ML 

37.482.087 37.632,08 
5 

37.780,10 
0 

37.932,100 38.082,150 38.232,087 38,232,08 
7 

Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

Indeks Pertanaman Padi 
(IP) 

1.75 1.75 13.796.440.000 1,76 14.782.000.000 1,76 15.580.000.000 1.77 16.411.000.000 1,77 18.365.000.000 1,77 78.934.440.000 Dinas Pertanian 

Persentase diseminasi 
teknologi pertanian pada 
kelompok tani 

7.56 17,43 27,30 37,00 46,70 56,40 56,40 

Peisenlase Peningkatan 
Kelas Kelompok Tani 

262 297 3.05 3.12 3.19 3.26 3.26 

Cakupan kelompok tani 
yang dilatiti teknologi 
perkebunan 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,25 

Program Peningkatan 
Produksi Hasil Petemakan 

Produksi daging (kg) 3.247.446 3.315.028 5.080.000,000 3,383.995 6.337.000.000 3.454.397 7.545.000.000 3.526.263 1.762.000.000 3.599.625 10.011.000.000 3.599.625 37.735.000.000 Dinas Pertanian 

Produksi telur (kg) 498.000 508.361 518.937 529.733 540.754 552.004 552004 

Roduksi susu I 21.600 22.049 22.508 22.976 23.454 23.942 23.942 

Populasi Ternak Potong 
Besar (ekor) 

85.399 87.176 88.990 90.841 92.731 94.660 94.660 

Populasi Ternak Potong 
Kecil (Ekor) 

171.213 174.775 178.411 182.123 185,912 189,780 189.780 

Populasi Unggas (Ekor) 1.111.778 1.134,908 1.158.519 1.182.621 1.207.225 1.232,341 1.232.341 

Program Pencegahan dan 
Penangulangan Penyakit 
Ternak 

Persentase status 
kesehatan lemak 

87.5 87,7 415.000.000 450.000.000 478.000.000 507.000.000 89 540.000.000 89 2.390.000.000 Dinas Pertanian 

Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Petemakan 

Persentase diseminasi 
teknologi petemakan pada 
peternak 

0,84 1.24 300.000.000 1.64 325.000.000 2.04 345.000.000 2,44 366.000.000 2.84 390.000.000 2.84 1.726.000.000 Dinas Pertanian 

Program Peningkatan 
Kapasitas Pelaku Usaha 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase pelaku usaha 
perkebunan yang mendapat 
pembinaan 

5,00 500.000.000 10,00 542.000.000 15,00 575.000.000 20,00 611,000.000 25,00 651.000.000 25,00 2.B79.0O0.OO0 Dinas Pertanian 

Program Peningkatan 
Kualitas Bahan Baku 

Persentase peningkatan 
produksi tanaman tembakau 

6,80 1.100.000.000 1.191.000.000 1.265.000.000 t.342.000.000 1.430.000.000 6.328.000.000 Dinas Pertanian 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 1.000.000.000 100 1.015.000.000 100 1.025.000.000 100 1.O35.0O0.O0O 100 1.050.000.000 100 5.125,000,000 Oinas Pertanian 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuaigan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PD 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 45.0O0.OG0 >B 45,000.000 >8 60.000.000 >B 220.000.000 Dinas Pertanian 

Program Pembinaan dan 
Pengawasan Pemanfaatan 
Energi dan Sumber Daya 

"Mineral 

Persentase permohonan 
tzin energi dan sumber 
daya mineral yang dilayani 

100 100 50,000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 75.000.000 310.000.000 Oinas Penanaman 
Mod^dan 

Pelayanan Terpadu 
Salu Pintu 

t',Va,\ IT.: j,K< 

Sekda 

Asisten 

Kabag 

r -(-:•> t-O-jV-y.i'i- it 
SKPD/ B.,(jyfi FsiTirakarsa 

6g£egpp„ 
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2. 
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No 

Bidang Urusan 
PamerinUhan 

dan Program Prlorttas 
Pembangunan 

Indikator 
Kbieija Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kineija 

Awal RPJMO 
(2015) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2017 

target Rp 

2019 

taiget Rp 

2019 

target Rp 

2020 

target Rp 

2021 

target Rp 

Kondisi Kinerja Pada Akhir 
Periode RPJMO 

Target Rp 

PD 
Penanggung 

Jawab 

51/ 

Program Pertindungan 
Konsumen dan Pengamanan 
Perdagangan 

Persentase Komoditas 
perdagangan yang diawasi 
peredarannya 

100 100 130.000.000 100 141.000.000 100 150.000.000 100 160.000.000 100 171.000.000 100 752.000.000 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Program Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima dan 
Asongan 

Cakupan bina kelompok 
pedagangfosaha informal 

12.5 13,75 50.000.000 15 57.000.000 16,25 65.000.000 17.5 70.000.000 18,75 75.000.000 18,75 317.000.000 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Program Penirrgkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

Omset penjualan komoditas 
unggulan 

711 f̂  753 M 300.000.000 795 M 325.000.000 837 M 345.000.000 879 M 366.000.000 921 M 390.000.000 921 M 1.726.000.000 Dinas Perindusbiai 
dan Perdagangan 

Program Pengembangan 
Sarana dan Prasarana 
Perdagangan dan Jasa 

Persentase rata-rata pasar 
daerah dalam kondisi baik 

80,25 82,5 4.034.310.000 84 4.371.000.000 85 4.644.000.000 86 4,928,000.000 87 5.255.000.000 87 23,232.310.000 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Program Pembinaan 
Ungkungan Sosial Bidang 
Perdagangan 

Persentase Peredaran 
Barang Kena Cukai Ilegal 

0,21 0,1 50.000.000 0,1 57.000.000 0,1 65.000.000 0.1 70.000.000 0,1 75.000.000 0,1 317.000.000 Dinas Perindustri^ 
dan Perdagangan 

PERMDUSTRIAN il:^Mlk 
Program Pengembangan 
Industri Kecil dan Menengah 

Jumlah Industri Kecil 
Menengah dan Kerajinan 

11.347 11.597 1.350,000.000 11.857 1.380.000.000 1Z127 1.403.000.000 12.407 1.427.000.000 12.697 1.455.000.000 12.697 7.015.000.000 Dinas Perindusbian 
dan Perdagangan 

Program Pembinaan 
Ungkungan Sosial Bidang 
Perindustrian 

Cakupan bina kelompok 
pengrajin 

3.95 4,1 1,450,000.000 4,26 1.571.000.000 4.41 1.669.000.000 4,56 1.771,000.000 4,71 1.888.OO0.OO0 4,71 B.349.000.000 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 650.000.000 100 665.000.000 100 675.000.000 100 685.000.000 100 700.000.000 100 3.375.000.000 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana keija sesuai 
standar daeratr 

100 100 50.00G.OOO 100 57.000.000 100 65.000.000 100 70.000,000 100 75.000.000 100 317.000.000 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >8 40.000.000 >8 40,000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Program fasilitasi 
transmigrasi 

Persentase transmigran 
yang ditempatkan 

100 100 150.000.000 100 163.000.000 100 173.000.000 100 184.000.000 100 196.000.000 100 866.000.000 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hnkiim 

fyf Koordinasi 
SKFD/ Bi^ian PoiViraksrsa 

SKPD/ Baglsn Terksil: 
1 
2. 
3. 
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No 

Biding Unwan 

<Un Program Priorttaa 
- Pembangunan 

kidihator 
Kinerja Program 

> (outcome) 

KondM 
Kinerja 

Awal RPJMD 
(2015) 

Capalin Kinerja Prognm dan Kerangka Pendwiaan 
PD 

Pananggung 
Jawab 

No 

Biding Unwan 

<Un Program Priorttaa 
- Pembangunan 

kidihator 
Kinerja Program 

> (outcome) 

KondM 
Kinerja 

Awal RPJMD 
(2015) 

2017 2018 2019 2020 2021 KondM Klneeja Pada Akhir 
Pwlode RPJMD 

PD 
Pananggung 

Jawab 
No 

Biding Unwan 

<Un Program Priorttaa 
- Pembangunan 

kidihator 
Kinerja Program 

> (outcome) 

KondM 
Kinerja 

Awal RPJMD 
(2015) target Rp - target Rp target Rp „ target Rp taiget Rp Target Rp 

PD 
Pananggung 

Jawab 

2 Program Perencanaan 
Sosrat dan Budaya 

Persentase dokumen dan 
data perencanaan bidang 
pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat yang 
dihasillran 

35.66 62,94 1.300.000.000 64.71 1.408.000.000 76,47 1.495.000.000 88,24 1.586.000.000 100,00 1.690.000.000 100.00 7.479.000.000 Bappeda 

3 Program Perencanaan 
Pembangunan Bidang 
Ekonomi 

Persentase dokumen dan 
data perencanaan bidang 
perekonomian yang 
dihasilkan 

38,98 59.32 1.300.000.000 69,49 1.403.000.000 79,66 1.495.O0O.0O0 89,83 1.586.000.000 100,00 1.690.000.000 100.00 7.479.000.000 Bappeda 

4 Program Perencanaan 
Pengembangan Wilayah 
Strategis dan Cepat Tumbuh 
(KSCT) 

Persentase dokumen dart 
dala Pengembangan 
Wilayah Strategis dan 
Cepat Tumbuh (KSCT) 
vanq dihasilkan 

26,67 46,67 210.000.000 60 227.000.000 73,33 241.000.000 86,67 255.000.000 100 271,000.000 100 1,204.000.000 Bappeda 

5 Program Perencaanaan 
wilayah dan SDA 

Persentase dokumen dan 
data perencanaan bidang 
prasarana wilayah dan SDA 

50.70 66.20 1.190.000.000 74,65 1,289.000.000 83,10 1.369.000.000 91.55 1.4S3.000.OOD 100 1.649.000.000 100 6.850.000.0OO Bappeda 

6 Program Pelayanan 
Adminislrasi Peikanloran 

Tingkff pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasionai PD 

100 10O 950.000.000 100 965,000.000 100 9.750.000.000 100 985.000.000 100 1.O00.000.O0O 100 13.650.0O0.D00 Bappeda 

7 Progiam Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana kerja sesuai 
standar daerah 

100 100 100 215.000.000 100 230.000.000 100 244.000.000 100 260000 000 
At/Wi WW- www 

100 1 149 000 000 Bappeda 

8 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Kasil nilai Evaluasi SAKIP 
PD 

CC >B 40.000.000 >B 4O.0OO.0Q0 >B 45.000.000 >B 4S.0O0.00O >e 50,000.000 >B 220.000.000 Bappeda 

m Sk 
1 n. II • 1II 1 , p.̂ î̂ ^ 

J riugidm peningKaian oan 
Pengembangan pengelolaan 
keuangan daerah 

upini rtuun orr\ lernduup 
Laporan keuangan daerah 

WTP WTP 6.62S.S0O.000 WTP 7,180,000.000 WTP 7.627.OO0.O0O WTP 8.093.000.000 WTP 8.628.000.000 WTP 38.154.SOQ.0OO R^̂ 3n PAFifiplnlssn 
Keuangan dan Aset 

Daerah 
Persentase barang/ aset 
daerah yang teregistrasi 

100 100 100 100 100 100 100 

2 Program Pelayanan 
Adminislrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasionai PD 

100 100 1.53O.0O0.000 100 1.550.000.000 100 1.665.000.000 100 1.575.000.000 100 1.585.000.000 100 7.805.000.000 Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Daerah 
3 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana keija sesuai 
3101̂ 0 ui^l oil 

100 1O0 2.75O.D00.000 100 2.765.000.000 100 2.775.000.000 100 2,885.000.000 100 2.995.000.000 100 14.170.000.000 Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Daerah 

4 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Tingkat disiplin aparatur 100 100 150.000.000 100 165.000.000 100 165.000.000 100 170.000 OOO 100 175.000.000 100 825.000.000 Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Daerah 
S Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keu^gan-

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >B 150.000,000 >B 150.000.000 >e 160.000.000 >B 160.000.000 >8 175.000.000 >B 795.000.000 Badan Pengelolaart 
Keuangan dan Aset 

Daerah 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
Huktim 

SKf 0/ B'gbn Pemrakarsa 

'lKPD/¥ag!3ii'r6rkait: 
1 
2 
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No 

^ Bidang Uniun 
PemeAitahan . 

dan fYogram Prioritas 
Pemtwigunan 

. Indlkator 
Kineija Program 

(outcome) 

: Kondisi 
Kineija 

Awri RPJMD 
(2015) 

Capaian Ktnerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2017 

target Rp 

2018 
target Rp 

2019 

target Rp 

2020 

Urget Rp 

2021 

target Rp 

KondM Kinerja Pada Akhir 
Pgfode RPJMD 

Taiget Rp 

PO 
Penwggung 

Jawab 

Program Peningkaten 
Pendapatan Daerah 

Cakupan pendapatan 
daerah 

1.3 1.4 4.325.000.000 1.6 4.686.000.000 1,6 4.978.000.000 1.7 5,282.000.000 1.8 5.631,000.000 1.6 24.902.000.000 Badan Pendapatan 
Daerah 

Program Pelayanan 
Administrasi Perttanloran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 400.000.000 100 415.000.000 100 425,000.000 100 435.000.000 100 450.000.000 100 Zl 25.000.000 Badan Pendapatan 
Daerah 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Tingkat disiplin aparatur 100 100 50.000.000 100 55.000.000 100 65.000.000 100 70.000,000 1Q0 75.000,000 100 315.000.000 Badan Pendapatan 
Daerah 

Pnigram Peningkatan 
Pengemhangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Kasil niiai Evaiuasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Badan Pendapatan 
Daerah 

' Y r -

Peningkatan Kapasitas 
Sumber daya Aparatur 

Persentase aparatur yairg 
mengikub diktat 

1S.56 25.39 1.675.000,000 52.84 1.815.000.000 68.52 1.923.000.0O0 84,26 2.045.D00.0OO 100 Zl 80.000,000 100 9.643.000.000 Badan 
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 
Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

Persentase peningkatan 
kedisipiinan aparatur 

8,79 20,00 1.930.000.000 40.00 2.091.OOO.OOO 60,00 2.221.000,000 80,00 2.357.000.000 100 2.514.000.000 100 11.113.000.000 Badan 
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 
Persentase administrasi 
kepegawaan yang 
diselesaikan tepat waktu 

19,46 33,87 51.34 67.25 83.61 100 100 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 650.000.000 too 665.000.000 100 675.000.000 100 685.000.000 too 700.000.000 100 3.375.000.000 Badan 
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan 
pem îharaan sarana 
prasarana keija sesuai 
standar daerah 

100 100 so.ooo.ooo 100 55.000.000 100 65,000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 315.000.000 Badan 
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Cap^an Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PD 

CC >B 40.COO.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000,000 50.000,000 >B 220.000.000 Badan 
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 

Program Kelitbangan / 
Inovasi Daerah 

Persentase kelitbangan / 
Inovasi Daerah (Peneiitian, 
Pengkajian, 
Pengembangan, 
Perekayasaan, Penerapan, 
Pengoperasian Evaluasi 
Kebijakan Dan Diseminasi) 
Yang Dimanfaatkan 

1.790.000.000 7.917.000.00O Badan Penelitian 
dan Pengembangan 

Daerah 

Parat hitriarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
H'ikiim 

L . f.r-Y\ 

SH.-D/ Bagian Terkait; 
1 
2 
3 
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No 

BidanQ Unitan 
- Pemaflittahan 

dan Prosram Priorttat 
Pambangunan 

kidlhator 
Kinerja Program 

(outcome) 

- VnnM.1 

• Kondisi 
Kfaieiji 

Awtl RPJMD 
(2015) 

•• • " Capalui Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ..^ ^ , 
: P D 

. Penanggung 
Jiwab 

No 

BidanQ Unitan 
- Pemaflittahan 

dan Prosram Priorttat 
Pambangunan 

kidlhator 
Kinerja Program 

(outcome) 

- VnnM.1 

• Kondisi 
Kfaieiji 

Awtl RPJMD 
(2015) 

2017 2018 2019 202D 2021 Kondisi Kineija PedaAidilr 
Periods RPJMD 

: P D 
. Penanggung 

Jiwab 
No 

BidanQ Unitan 
- Pemaflittahan 

dan Prosram Priorttat 
Pambangunan 

kidlhator 
Kinerja Program 

(outcome) 

- VnnM.1 

• Kondisi 
Kfaieiji 

Awtl RPJMD 
(2015) target Rp twget Rp Iwgil Rp taiget Rp laigW Rp Target Rp 

: P D 
. Penanggung 

Jiwab 

2 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

1Q0 100 ASCi 000 000 100 465 000 000 100 475 000 000 100 485.000.000 100 600.000.000 100 2 375 000 000 Badan Peneliban 
dan Pengembangan 

Daerati 
3 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan pemeliharaan 
sarana prasarana kerja 
sesuai standar daerffi 

100 100 60.000.000 100 55.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 315.000.000 Badan Penelitian 
dan Pengembangan 

Daerah 

4 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
PeiEfxiran Capaian Kineija 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >8 45.000.000 >B 45.000.000 >B d A A A A A A 

50.000.000 
> B m A A A A A A 

220.000.000 
Badan Penelitian 

dan Pengembangan 
Daerah 

Ifi^RINTAHANUMUM -
* r , , r . o 1 : \ - i ^ • • * '-r *e-s£ft 

1 Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Persentase pengawasan 
dan penyelesaian hasil 
pemeriksaan: 

1.655,000.000 1.793.OO0.00O 1.904.000.000 2.020.000.000 Z154.000.000 9.526.000.000 Inspektorat 

- Pengawasan 
sebagaimana target PKPT / 
Non PKPT 

100 100 100 100 100 100 100 

• penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan 

90,16 90,50 91 91.60 92 92,50 92,50 

2 Program Peningkatan 
Profesbnaiisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 

Persentase pemeriksa 
pengawasan yang 
mendapat pendidikan dan 
pelatihan teknis penqawas 

42,60 *jij.w\J.w\J A7 in 591 000 000 
VB I .UUU.UUU 

in 
vU 

RPfl nnn nnn 
V£V.UW.\AJ\J 

15 in 666 nnn nnn 11 710 nnn ono 1.1 a 140 000 000 Inspektorat 

3 Progran Penataan dan 
Penyempumaan Kebijakan 
Sistem dan Prosedur 
Pengawasan 

Persentase pedoman 
susdur pengawasan yang 
disusun 

67.50 22 35.000.000 55,5 40.000.000 77.7 50.000.000 88,8 65.000.000 100 75.000.000 100 265,000.000 inspektorat 

4 Program Mengintensifkan 
Penanganan Pengaduan 
Masyar^at 

Persentase penyelesaian 
pengaduan masyarakat 

100 100 50,000.000 100 55.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 10O 75.000.000 100 315.000,000 Inspektorat 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tmgkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 900.000.000 100 915.000.000 100 925.000.000 100 935.000.000 100 950.000.000 100 . 4.625.O0O.0OO Inspektorat 

6 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Peiaporan Capaian Kineija 
dan Keuangan 

rIdSIJ nildl tVdIUdSl OAFMr 
PD 

>B 40,000.000 >B 40.000.000 >B 45,000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 In̂ npUtnrftf 
l l loFUnlUI 0 1 

7 Program peningkatan 
Kapasitas kelembagaan 
pemerintah daerah 

Persentase kelemtiagaan 
Organisasi Perangkat 
Daerah yang tepat fungsi 

lOO 100 250.000.000 100 271.000.000 100 288.000.000 I M 306.000.000 100 326.000.000 100 1.441.000,000 Q a V r A f Q r i s I riEwrsh 
oeKreiandi uocidn 

8 Program koordinasi, 
sinkronisasi, monitoring dan 
evaluasi bidang 
pemerintahan 

Persentase kebijakan 
pemerintahan umum yang 
dileitilkan 

100 100 450.000.000 100 487.000.000 100 618.000.000 10O 550.000.000 100 586.000.000 100 Z691.000.000 Sekretariat Daerah 

9 Program pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
bidang pemerintahan umum 

Ketepatan waktu 
penyusunan laporan 
penydenggaraan 
pemerintahan daerah 

< 90 hari <90hari 750.000.000 < 90 hari 813.000.000 <90hari 864,000.000 <90 hari 917.000.000 < 90 hari 978.000.000 < 90 hari 4.32Z0O0.O0O Sekretariat Daerah 

Parat 1-; 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 

t .fi\ :ft->;riiinsii 

B-;gi3n Tsrkait: 
1 
2., 
3. 
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No 

Bidmg Uniun 
Pemerintahui 

dan Program Prioritas 
Pembangunan 

- Indikator 
Kinerja Program 

(outcoim) 

Kondisi 
Kfoetja 

Awtl RPJMD 
(2013) 

Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendinun 
PO 

Penanggung 
* Jwrab 

No 

Bidmg Uniun 
Pemerintahui 

dan Program Prioritas 
Pembangunan 

- Indikator 
Kinerja Program 

(outcoim) 

Kondisi 
Kfoetja 

Awtl RPJMD 
(2013) 

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kineija Pada Akhir 
Periode l»>JMD 

PO 
Penanggung 

* Jwrab 
No 

Bidmg Uniun 
Pemerintahui 

dan Program Prioritas 
Pembangunan 

- Indikator 
Kinerja Program 

(outcoim) 

Kondisi 
Kfoetja 

Awtl RPJMD 
(2013) target RD ... target . y, • . • RD , target • RD ' ! target , RD twget Target Rp 

PO 
Penanggung 

* Jwrab 

Persentase regulasi 
penyelenggaraan 
pemerintatian desa 

10,53 26,32 42.11 63,16 84,21 100,00 100,00 Sekretariat Daerah 

10 Program koordinasi, 
sinkronisasi, monitoring dan 
evaluasi bidang 
pembangunan 

Persentase leitb 
adminislrasi pembangunan 

100 100 650.000.000 100 704.000.000 100 748.000.000 100 794.000.000 100 647.000.000 100 3.743.000.000 Sekretariat Daerah 

Persentase fasilitasi 
pengadaan barang dan jasa 
melalui ULP 

40 60 70 80 
v v 

90 100 100 

11 Program koordinasi, 
sinkronisa ,̂ dan monitoring 
bidanq perekonorrvan 

Persentase kebijakan 
bidang perekonomian yarg 
diterbitkan 

18,92 is q i 
HU,QiJ 

find nnn nnn fi6n nnn nnn 7? Q7 
f £ , 9 r 

fiqi ofin nnn 86 44 
v U , - t v 

7T1 nnn nnn 
' V V . U U U . U U v 

i v v 78? nnn nnn 
1 v x - U U v - V U v 

100 3 458 Don OOO Sekretariat Daerah 

Persentase kebijakan 
bidang sumber daya alam 
yanq diterbitkan 

14.29 42,86 57,14 71.43 85,71 100 100 Sekretariat Daerah 

12 Program peningkatan 
kerjasama daerah 

Cakupan perjanjian 
kerjasama yanq ditanqani 

40 60 360.000.000 70 390.000,000 80 414.000.000 90 439.000.000 100 463.000.000 100 2,071.000.000 Sekretariat Daerah 

13 Program koordinasi, 
rasililasi, dan monitoring 
bidanq kesejahteraan rakyat 

Persentase kebijakan 
bidang kesejahlffaan 
rakyat yanq diterbitkan 

14,29 42.86 450.000,000 57.14 488.000.000 71.43 518.000.000 85.71 550.000.000 100 586.000.000 100 2.592.000.0O0 Sekretariat Daerah 

14 Program Peningkatan 
Kerukunan Umat Beraqama 

Jumlah kejadian terkait 
konflik keagamaan 

0 0 1.050.000.000 0 1.138.000.000 0 1.209.000.000 0 1.282.000.000 0 136.600.000 0 4.815.600.000 Sekretariat Daerah 

15 Program penataan peraturan 
perundang-undangan 

Persentase produk hukum 
daerah yang ditetapkan 

45,57 63,72 550.000.000 72,79 596.000.000 81.86 633.000.000 J0,93 672.000,000 100 716.000.000 100 3,167.000,000 Sekretariat Daerah 

16 Progrffn peningkatan 
pelayanan kedinasai KDH 1 
Wakil KDH 

Keterpaduan program 
pemerintah 

140 kali 200 k3ii 4.750.000.000 225 kali 5.147.0QO.OOG 240 kali 5.466.000.000 245 kali 5.802,000.000 250 kail 6.186.000.000 250 kaii 27,353.000,000 Sekretariat Daerah 

17 Progrvn penataan 
ketatalaksanaan dan 
pelayanan publik 

Persentase PD yang 
menerapkan SOP 

1O0 100 200.000.000 100 217.000.000 100 230.000.000 100 244.000.000 100 260.000.000 100 1.151.000.000 Sekretariat Daerah 

18 Program Sosialisai 
Ketentuan di Bidang Cukai 

Persentase penyampaian 
informasi tentang cukai 
kepada masyarakat dan/ 
pemangku kepentingan 

100 icn nnf) iviri inn 971 ivin nnn inn 9Rfl nnn nnn inn nufi nnn nnn inn xoR nnn nnn inn 
l U v 

1 Mi nnn nnn Sekretariat Daerah 

19 Program Pelayanan 
Administrasi Perlontoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 4,300,000.000 100 4.315.000.000 100 4.330.000.000 100 4.345.000.000 100 4,360.000.000 100 21.650,000.000 Sekretariat Daerah 

20 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dan pemeliharaan 
sarana prasarana keija 
sesuai standar daerah 

100 inn 4 Acn -rc(\ fW\ inn 100 i i i in nnn nnn V4/0.OUO.OUU inn 1 AQn nnn A n n inn 1 AQ(\ tv\fk nnn inn 
lUU 

1 K A n nnn nnn lUJ 7 Af^ 7^ nnn Sekretariat Daerah 

21 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Tingkat disiplin aparatur 100 100 50.000.000 too 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 320.000.000 Sekretariat Daerah 

22 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PO 

CC > B 550.000.000 >B 565.000.000 >e 575.000.000 > B 585,000.000 > B 595,000.000 > B 7870.000000 Sekretariat Daerah 

23 Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 

..Perwakilan Rakyat Daerah 

Persentase raperda yang 
ditetapkan bersama 

68.62 72,41 15.900.000.000 79,31 17.228.000,000 86,21 18.303.000.000 93,10 19.422.000.000 100 20.707.000.000 100 91.560.000.000 Sekretariat DPRD 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
•HuktinT_ 

2f 

5 
.•raksrsa 

aiV. 

• 
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Ho 

Bidang Urussn 
Pemarfntahan 

dan Program PilDritas 
Pambangunan 

bHhlutor 
Kinerja Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kineija 

Awat RPJMD 
(2015) 

.V : . > Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pwidanaan ' 
PD 

Penanggung 
Jawab 

Ho 

Bidang Urussn 
Pemarfntahan 

dan Program PilDritas 
Pambangunan 

bHhlutor 
Kinerja Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kineija 

Awat RPJMD 
(2015) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Kondiai Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Ho 

Bidang Urussn 
Pemarfntahan 

dan Program PilDritas 
Pambangunan 

bHhlutor 
Kinerja Program 

(outcome) 

Kondisi 
Kineija 

Awat RPJMD 
(2015) Rn RD tarn*! Rn RD RB Target " F 

PD 
Penanggung 

Jawab 

24 Program Pelayanan 
Administrasi Peritantoran 

Tingkat pemenutian 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 1.950,000.000 100 1.965.000.000 100 1.975.000.000 100 1.985.000,000 100 1.995,000,000 100 9.8/0.000.000 Sekretariat DPRD 

25 Program Peningl̂ atan 
Kapasitas Sumtier Daya 
Aparatur 

Tingkat disiplin aparatur 100 100 125.000.000 100 130.000.000 100 135.000.000 100 140.000.000 100 150.000.000 100 680.000,000 Sekretariat DPRD 

26 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Kasil nilai Evaiuasi SAKJP 
PO 

X >B 4O.DO0.000 >B 40.000.000 >B 45.DOO.D0O >B 45,000.000 >8 50.000.000 >B 220.000.000 Sekretariat DPRD 

27 Program pengembangan 
wawasan kebangsaan 

Persentase penduduk yang 
mendapatkan pembinaan 
wawasan kebangsaan 

1,95 5,84 2.060.000.000 7,79 2,075.000.000 9,74 2.100.000.000 11,69 2.125.000.000 13.63 Z 150.000.000 13.63 10.510.000.000 Badan Kesbangpol 

28 Program pendidikan pcdilik 
masyarakat 

Persentase pembinaan 
terhadap LSM, Ormas, 
OKP dan Partai Politik 

100 100 365.000,000 100 395.500.000 100 420.000.000 100 445.000.000 100 475,000.000 100 Z 100.600.000 Badan Kesbangpd 

29 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 lUU OUU.UUU.UuU inn <;i <\ Ann nnn cjc (vifi nnn inn cqc nnn nnn inn ccn nnn nnn inn ? fi?*) 000 000 Badan Kesbangpol 

30 Pmnram Pfininnkatan riL>yi0iii rcMiiiĵ rvoidii 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tinniest ncHTipniihnn 
1 II l U A f f l 11 Iw ' IUI 14311 

kebutuhan dan pemeliharaan 
sarana prasarana keija 
sesuai standar daerah 

100 100 50.000.000 100 , 55.000.000 100 60.000.000 100 65,000,000 100 75.000,000 100 305.000.000 Badan Kesbangpol 

31 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Peiaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Hasil nilai Evaluasi SAKIP 
PD 

X >8 J A A A A A A A 

40.000.000 
>B •lA A A A A A A 

40.000.000 
>B AC ftArt Arvi 

45.iHX].(XX] 
> D Ac AAA AAA 

45.01X1. UOO 
>B cn AAA AAA > a o o A nrtrt ryvi Badan Kesbangpd 

32 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantorai 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasionai PD 

100 100 182,105.000,00 100 202.105.000 100 22Z105.000 100 242,105,000 100 262,105,000 100 1.110.525.000 Kecamatan 
Donorojo 

33 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintatian dan Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Niiai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

B B 150.000.000,00 8 175.000,000 B 200.000.000 B 225.000,000 B 250.000.000 B Kecamatan 
Donorojo 

Persentase waktu 
pelayanan administrasi 
umum vanq tepat waktu 

100 100 100 100 100 100 100 

34 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 187,919.000.00 100 207.919.000 100 227.919.000 100 247.919.000 100 267.919.000 100 1.139.595.000 Kecamatan Punung 

35 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintatian dan Pelayanan 
PuDlik Kecamatan 

Niiai Indeks Kepuasan 
Masyarakat i^amalan 

B B 150.000.000,00 B 175.000,000 8 200.OQ0.0O0 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan Punung 

Persentase waktu 
pelayanan administrasi 
umum yang tepat waktu 

100 100 100 too 100 100 100 

36 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 187,919.000.00 100 207.919,000 100 227.919.000 100 247.919.000 100 267.919.000 100 1.139.595.000 Kecamatan 
Pringkuku 

"para f H. 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
. HMl<t!nt_ 

1 p.ftylKoc-'riiPO.'ii 
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No 

Bidang Unisan 
Penierh)tahan 

dan Prognnn Prioritas 
Pembangunan 

hdlkator 
Kjneija Program 

(outcoms)' 

Kondisi 
Kineij) 

Awal RPJMD 
( 2 « « ) 

Capaian Kineija Progrwn dan Kerangka Pendanaan 
PD 

Pananggung 
Jawab 

No 

Bidang Unisan 
Penierh)tahan 

dan Prognnn Prioritas 
Pembangunan 

hdlkator 
Kjneija Program 

(outcoms)' 

Kondisi 
Kineij) 

Awal RPJMD 
( 2 « « ) 

2017 2018 2019 2D29 2021 KondM Khefja Pada Akhir 
Periode RPJMD 

PD 
Pananggung 

Jawab 
No 

Bidang Unisan 
Penierh)tahan 

dan Prognnn Prioritas 
Pembangunan 

hdlkator 
Kjneija Program 

(outcoms)' 

Kondisi 
Kineij) 

Awal RPJMD 
( 2 « « ) Urget ; - Rp target Rp target Rp terget Rp Urget Rp Taiget ttfi 

PD 
Pananggung 

Jawab 

37 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintatian dan Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Niiai indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

B 8 150,000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 a 225,000,000 B 250.000.000 B Kecamatan 
Pringkuku 

Persentase waktu 
pelayanan administrasi 
umum yanq tepat waktu 

100 100 100 100 100 100 100 • 

33 Program Pelayanan 
Adminislrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 902.573.000,00 100 922.673.000 100 942.573.000 100 962.573.000 100 932.573.000 100 4.712.865.000 Kecamatan Padtan 

39 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintatian dan Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

B . B 1.207,831.000,00 B 1.310.000.000 B 1,392.000.000 B 1.477.000.000 B 1.575.000.000 . B Kecamatan Pacitan 

Persentase waktu 
pelayanan adminislrasi 
umum yang tepat waktu 

10O 100 100 100 100 100 100 

40 Program P^ayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
krtiutuhan dasar 
operasional PD 

10O 100 231.405.000.00 100 251.405.000 100 275.405.000 100 285,405.000 100 305.405.000 100 1.349.025.000 Kecamatan 
Kebonagung 

41 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Nila Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

B B 150,000,000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225,000.000 . B 250.000.000 B Kecamatan 
Kebonagung 

Persentase waktu 
pelayanan administrasi 
umum yang tepat waktu 

100 100 100 100 100 100 100 

42 Program Pelayanan 
Adminislrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 209.141.000,00 100 229.141.000 100 249.141.000 100 269.141.000 100 289.141.000 100 1.245.705.000 Kecamatan Aijosari 

43 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Niiai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

8 B 150,000,000,00 6 175.000.000 B 200.000.000 B 226.000,000 B 250.000.000 B Kecamatan Arjosari 

Persentase waktu 
pelayanan administrad 
umum yang tepat waktu 

100 100 100 100 100 100 100 

44 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenutmn 
kebutuhan dasar 
operasional PD 

100 100 176,033,000.00 100 166.033.000 100 206.033.000 100 226.033.000 100 246.033.000 100 1.040.165.000 Kecamatan 
Nawangan 

45 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

B 6 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan 
Nawangan 

Persentase waktu 
pelayanan administrasi 
umum yanq tepat waktu 

100 100 100 100 100 100 100 

46 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasionai PD 

100 100 166.959.000,00 100 186,959.000 100 206,959.000 100 226,959.000 100 246.959.000 100 1,034.795.000 Kecamatan Bandar 

VI I I - 24 Sekda 

Asi.5ten 

Kabag 
Mtiiriim 

py. -.t k.ftorr.-.r.asi 

9 
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No 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 

dan Program Prlorltot 
Pambangunan 

hdlkator 
Kineija Program 

(OlltCOITW) 

Kondiii Capalin Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
•WWIS 

No 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 

dan Program Prlorltot 
Pambangunan 

hdlkator 
Kineija Program 

(OlltCOITW) 

Kineiji 
Awal RPJMD 

(2015) 

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja PadaAUiir 
Periode RPJMD Penanggung 

•WWIS 
No 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 

dan Program Prlorltot 
Pambangunan 

hdlkator 
Kineija Program 

(OlltCOITW) 

Kineiji 
Awal RPJMD 

(2015) ' target Rp target Rp target Kp target Rp lip Rp 

Penanggung 
•WWIS 

47 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
PomArint̂ ĥ n dsin Pfidvutixi 

r C I 1 n^lIIILollai 1 U o i l f dCT0J0l 
Publik Kecffnalan 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

B B 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.D0O B Kecamatan Bandar 

Persentase waktu 
pelayanan adminislrasi 
umum yani) tepat waktu 

100 100 100 100 too too too 

48 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
ooerasional PO 

100 100 18S.84ZOO0,00 100 205.842.000 100 225.84ZOO0 100 245.842.000 100 265.842.IX)0 100 1.129.210.000 Kecamatan 
Tegalombo 

49 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pernerintatian dan Pdayanan 
Publik Kecffnatan 

Niiai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

8 B 150.000.000.00 B 175.000,000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan 
Tegalombo 

Persentase waktu 
pelayanan adminislrasi 
1 ifTii im Afin tpnzil w ẑittii 

100 100 100 100 100 100 100 

Program Pelayanan 
Adminislrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 

100 100 225.723.000.00 100 245.723.000 too 265.721000 100 285,723.000 too 305.723.000 100 1.328.615.000 Kecamatan Tulakan 

5t Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
rcmennuaiidii udji rciaydiidii 
Publik Kecamatan 

Niiai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

B B 150.000.000.00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan Tuî can 

Persentase waktu 
pelayanan administrasi 
lITTIlim Vjtflfl tpf lF l t WẐ fll U l l l U i r i J4PI\^ KyOi 

100 100 100 100 too 100 100 

52 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
operasional PO 

100 100 214.857.000,00 100 234.857.000 too 354.857.000 too 274.857.000 100 294.857.000 too 1.374.285.000 Kecamatan 
Ngadircjo 

53 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
p0iTMrin1;ih;in linn Pelnvjinim r CI 1 —•• II l i d I d i u 0 i i 1 cicf didi 
Publik Kecamatan 

Niiai indeks Kepuasan 
Masyarakff Kecanatan 

B B 150.000.000.00 B 175.000.000 B 200.000.000 8 225.000.000 8 250.000.000 B Kecamatan 
Ngadirojo 

Persentase waktu 
pelayanan administrasi 
iimrim vnnn fpnnf wnktii 
U i i i U l i l T d l M I c p O l W0VIU 

100 too 100 100 too 100 100 

64 FYogram Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
kebutuhan dasar 
u ^ ^ i o a i m i c a r L/ 

100 100 159.446.000.00 100 189.446.000 100 209.446.000 100 229.446.000 100 249.446.000 too 1.047.230.000 Kecamatan 
Sudimoro 

55 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintatian dan Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Niiai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

e B 150,000.000.00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 8 250.000.000 B Kecamatan 
Sudimoro 

Persentase waktu 
pelayanan administrasi 
umum yanq tepat waktu 

100 100 100 too 100 100 100 

TOTAL 5S1.0S8.23Z450 629.844.729.056 668.931.290.368 709.849.396.973 7SS.841.0S5Z36 1328.391823.082 

V I I I - 2 5 
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INDIKATOR KINERJA DAERAH 

BAB IX 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan imtuk memberi gambaran tentang ukuran 

keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kmerja yang telah 

ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Pacitan periode 2016 

sampai dengan 2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator 

kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 

daerah. 

Ukuran kemajuan . yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu 

menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kmerja tersebut, di antaranya 

sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja 

pembangiman sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan 

hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka 

perwujudan transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

daerah. 

Indikator kmerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat 

aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Target capaian kinerja Kabupaten 

Pacitan disajikan pada Tabel 9.1. 

Parat Koordinasi 

I SKPO/Baflbn^nfraltarsa 
" m m 

SKPD/ Bagisn Terkati: 
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INDIKATOR KINERJA DAERAH 

Tabel 9.1 
INDIKATOR KINERJA DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

No. 
Fokus/Bidang Unisaiy Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD Perangkat Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

|Fgkus Kesejahteraan jUnftyemerataf^ 
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminislrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 4,33 5,63 5,69 5,74 5,78 5,82 5,82 Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

1.2 PDRB ADHB GutaRp.) 11.657,469,90 14.230.820,50 15.707,597,46 17332.670,79 19.124.039,69 21.101.732,13 21.101.73^13 Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

1.3 PDRB ADHK (Juta Rp.) 8.948.792,66 9.971.569,12 10.539.195,46 11.143.761,82 11.787.666,16 12.473.674,88 1Z473.674,88 Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

1.4 Inflasi (%) 8,6 7,03 6,86 6,41 6,13 6,03 6,03 Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

1.5 PDRB per Kapita (Rp.) 21.351.225 25.686.898 28.265.260 31.093.542 34.201.553 37.622338 37.622338 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

1.6 Angka Kemiskinan (%) 16,68 15,80 15,13 14,75 1433 1335 1335 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) {%) 64,24 6532 66,18 6633 673 68,17 68,17 BAPPEDA 

1.8 Angka kriminalitas yang tertangani 13 1,67 1,61 135 1,49 1,43 1,43 SATPOL PP 

Fokus Kesejahteraan Sosial 
Pendidikan 

1.1 
Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 
s/d 59 th 9233 9333 93,83 9433 94,83 9533 9533 Dinas Pendidikan 

1.2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7,27 7 3 1 735 7,4 7,45 7 3 7,5 Dinas Pendidikan 

Sekda 

Asisten 

Kabag 

Y 

t 

M a t Kuurarnasr 
11,77 12,08 12,25 1^41 1238 12,74 12,74 Dinas Pendidikan 

SKPO/Bagian Terkait: 
t 
?. 
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Nn Foku^Bidang Urusai^ Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Nn Foku^Bidang Urusai^ Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Kesehatan 

Z l Angka Kelangsungan Hidup Bayi 991,84 991,99 99Z15 99Z3 99Z46 99Z61 99Z61 Dinas Kesehatan 

Z2 Angka Kematian Ibu per 100.000 
Kelahiran Hidup 76,42 76,42 76,42 76,42 76/42 76,42 76,42 Dinas Kesehatan 

Z3 Angka Kematian Bayi per 100.000 
Kelahiran Hidup 8,41 8,25 8,10 7,95 7,79 7,64 7,64 Dinas Kesehatan 

Z4 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 70,83 7130 7138 71,16 71,25 7133 7133 Dinas Kesehatan 
Z5 Persentase Balita Gizi Buruk 0,25 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,19 Dinas Kesehatan 
3 Ketenagakerjaan 

3.1 Persentase Penduduk yang Bekerja 98,78 98,96 98,97 98,98 98,99 99,00 99,00 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

' Fokiis Seni Budaya dan Olahraga k'•' '-•>.••'' -ftl; ' ' .ft-.' • -y-i-Bll'-'-yyll)l-?li-f ' ' • • •ikA^^^^fk^Yl'l^f^ w^'Y ' m m ^ ! ^ Y i 

1 Kebudayaan 
1.1 Jumlah grup kesenian 45 53 58 63 69 75 75 Dinas Pendidikan 
1.2 Jumlah gedung kesenian 2 2 2 2 2 2 2 Dinas Pendidikan 
2 Pemuda dan Olahraga 

Z l Jumlah Klub olahraga 138 138 138 138 138 139 139 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 

Z2 Jumlah gedung olahraga 7 7 7 8 8 9 9 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 

;"ASrEK PELAYANAN UMUM • W--^ < • B l . X .. Y^F-B-FyW--i':ll 1 1 " /• 1'ILYB'kl -1 - 1 : I Y M ^ ^ - ^ : 1 ' I J ' ^ : ; . -̂ ly V . •• 4 >. . . 
•i -4 

Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar . - : Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar . - : 
1 Pendidikan 

1.1 Persentase Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan 
-Usia 7-12 tahun 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 
- Usia 13-15 tahun 90,07 90,08 90,09 90,10 90,11 90,12 90,12 
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk 

Dinas Pendidikan Par if H eratki u aa sekoialparaf Koordinasi Dinas Pendidikan 

Sekda bKPD/ Bagian Pemrakarsa 
RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 

Asisten SKPO/ Bagian Terkait: 
1 
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INDIKATOR KINERJA DAERAH 

ISO. 
F o k u ^ i d a n g Urusai^ Indikator 

Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

R P J M D 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode R P J M D 

(2021) 

Perangkat Daerah ISO. 
F o k u ^ i d a n g Urusai^ Indikator 

Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode R P J M D 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- S D / M I 117,24 11735 117,47 11734 117,61 117,73 117,73 

- S M P / M T s 48,68 48,74 4831 48,89 48,94 49,00 49,00 

1.3 Rasio guru terhadap murid Dinas Pendidikan 

- S D / M I 118 121 124 127 130 133 133 

- SMP/MTs 108 111 114 117 120 123 123 

1.4 A P K P A U D 75,81 80,22 81,9 8333 85,12 86,68 86,68 Dinas Pendidikan 

1.5 Angka Partisipasi Mumi (APM) : Dinas Pendidikan 

- S D / M I 99,03 99,06 99,09 99,12 99,15 99,2 99,2 

- S M P / M T s 85,14 85,18 85,22 85,26 853 853 853 
1.6 Persentase Angka Kelulusan: Dinas Pendidikan 

- S D / M I 100 100 100 100 100 100 100 

- S M P / M T s 100 100 100 100 100 100 100 

1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Dinas Pendidikan 

-SD/MI/Paket A 103,12 103,14 103,15 103,16 103,17 103,18 103,18 

- SMP/MTs/Paket B 98,62 98,74 9831 98,95 99,00 99,10 99,10 

1.8 
Persentase gum yang berkualifikasi 
minimal S I Dinas Pendidikan 

- S D / M I 87,78 88,00 883 89 893 90 90 

- S M P / M T s 9531 95,75 96 96,25 963 96,75 96,75 

1.9 
Nilai indeks kepuasan masyarakat 
bidang pendidikan 

80,90 81,10 81,20 8130 81,40 8130 8130 Dinas Pendidikan 

2 . Kesehatan 

Z l Rasio posyandu per satuan balita 23,17 23,63 23,68 23,74 23,8 2336 23,86 Dinas Kesehatan 

Z 2 Rasio puskesmas per satuan penduduk 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Dinas Kesehatan 

Z 3 Rasio pustu per satuan penduduk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dinas Kesehatan 

Z4 Rasio mmah sakit per satuan penduduk 0,0034 0,005 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Dinas Kesehatan 

Z 5 Rasio dokter per satuan penduduk 0,25 0,27 0,28 0,29 030 031 031 Dinas Kesehatan 

1 U S iiiMiim'iSi-:ij^7jm:i,^^^^^ 136 138 139 1,40 1,41 1,44 1,44 Dinas Kesehatan 

Sekda 

Asisten 

Kabag 

Y 4 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

S:<FD/ Bagian Tetkait: 

1 
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____ • • 
^^^^^^^^^^^^^1 INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. Foku^idang Urusat^ Indikator 
ivincrja i tfuiDdnguiiAiii ly^^rdii 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
pellUUe l^i JliLLJ 

(2021) 

Perangkat Daerah No. Foku^idang Urusat^ Indikator 
ivincrja i tfuiDdnguiiAiii ly^^rdii 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

pellUUe l^i JliLLJ 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pendudukp 

Z7 Cakupan Desa Siaga Aktif berstrata 
T>T UJI 1 UKl 8,77 11,70 14,62 1 7 3 4 20,47 2339 2339 Dinas Kesehatan 

Z8 Cakupan rumah sehat 73,11 75,00 76 77 78 79 79 Dinas Kesehatan 

Z9 
Cakupan gedung puskesmas/pustu 
dalam kondisi baik 

37,18 51,28 64,1 76,91 84,62 89,74 89,74 Dinas Kesehatan 

ZlO 
Persentase ketersediaan obat sesuai 
dengan kebutuhan 95 OS nn jj 97 98 98 Dinas Kesehatan 

Z l l 
Persentase kunjungan puskesmas/ visit 
rate 85,75 86,75 87,75 88,25 88,75 88,75 Dinas Kesehatan 

Z12 
Persentase penduduk yang 
memanfaatkan Rumah Sakit 10,44 10,60 10,79 10,99 11,19 1136 1136 RSUD 

Z13 Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar 0 QQ QQ 3 3 3 3 0 0 , 0 / 100 lUU Q nn 100 100 Dinas Kesehatan 

Z14 
Persentase penanganan Penyakit 
menular (Diare, DBD, Tb Paru dan 
pneumonia balita) 

100 100 100 -t nn 100 "1 nn lOU •f nn 100 100 Dinas Kesehatan 

Z15 Cakupan pelayanan balita gizi buruk 100 Q no lUU lUU 100 1 nn lUU inn lUU 100 Dinas Kesehatan 

Z16 
Cakupan pertolongan persalinan di 
sarkes 99,83 9 9 3 5 99,86 9 9 3 7 99378 9 9 3 9 99,89 Dinas Kesehatan 

Z17 
Cakupan pelayanan anak balita 
paripuma 86,6 87,20 873 88 883 89 89 Dinas Kesehatan 

Z18 
Cakupan pelayanan kesehatan usia 
lanjut 

55,11 58 60 62 64 65 65 Dinas Kesehatan 

Z19 
Sarana dan prasarana rumah sakit yang 
representatif: 

RSUD 

-P 
Jal 
da 

|ba 

ersentase Ruang Rawat Inap Rawat 
an, Rawal Inap dan Penunjang Medis 
n kantor Rumah Sakit dalam kondisi 6937 7033 7Z20 7 3 3 0 74,00 74,20 74,20 

rat Hierarki 

-P 
Jal 
da 

|ba Parai Koarainsfii 

6937 7033 7Z20 7 3 3 0 74,00 74,20 74,20 

Selcda Y SKPO/ Bagian Pemrakarsa 
RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 

Asislen i/i.-O/ Bagian feikaJ: 
1 

Kabag 
Hnhiim 4 2 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. FokuVBidang Urusai^ Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

1 2 3 4 5 
%J 

6 7 a 9 10 

- Ppr<ipnf;*QP l c p l ; i v f i k f i n npralAhin 
pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap 
dan Penunjang Medis (kondisi baik) 

85,97 oo R 6 1 R 
OO, lO 

R 6 8 ^ R 6 R l 8 6 6 7 
0 0 , D / 

86,67 

- Persentase jumlah ambulance/ mobil 
jenazah yang berfungsi dengan baik 77,78 80 81,80 81,80 81,80 8330 8330 

Z20 Cost Recovery Rate £ 4 0 % £ 4 0 % £ 4 0 % £ 4 0 % £ 4 0 % £ 4 0 % £ 4 0 % RSUD 

Z2I Persentase karyawan yang mendapatkan 
pelatihan minimal 20 jam dalam setahim 44,42 45,03 45,63 4635 46,85 47,46 47,46 RSUD 

2.22 
Persentase penyediaan sarana 
pelayanan kesehatan masyarakat 71,88 74,47 75 75,44 75,81 76,12 76,12 RSUD 

Z23 Kemampuan layanan kesehatan Rumah 
Sakit 

Tipe C TipeC TipeC TipeC TipeB TipeB TipeB RSUD 

3 ' Pekerjaan Umuih dan Penataan Ruang : ' ' ft 

3.1 Persentase jalan dan jembatan dalam 
kondisi baik 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

-Jalan 56,15 5934 61,70 6336 65,43 65,93 65,93 
- Jembatan 9ZS1 93 93,25 9 3 3 8 9 3 3 0 93,63 93,63 

3.2 Jumlah tempat ibadah 3.167 3.197 3.212 3.227 3.242 3.257 3.257 Sekretariat Daerah 

3.3 
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan 
drainase/saluran pembuangan air 
(minimal 1,5 m) 

24.13730 24.985,00 25.840,00 26.690,00 27340,00 28350,00 28350,00 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.4 Sempadan jalan yang dipakai pedagang 
kaki lima atau bangunan rumah liar 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 izoo Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

3.5 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan 
Luas Wilayah ber HPL/HGB 36,70 38,20 39,70 4 1 3 0 4Z70 44,20 44,20 Dinas Pekerjazin Umum 

dan Penataan Ruang 

m•hf:^M•.trt^rn'^^ 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
H'jk'jm 9 

Paraf Kflordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPO/ Bagian Terkait: 
I •• 
2 
3, 

7 RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. Foku^idang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 
2015 

Target Capaian Setiap Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

10 

3.6 
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 
20% dari luas wilayah kota/kawasan 
perkotaan 

19,20 19,21 19,22 1933 19,24 19,25 19,25 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.7 Ruang publik yang berubah 
peruntukannya 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.8 Persentase Penduduk berakses air bersih 50,05 5235 5438 56,70 58,95 60,75 60,75 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.9 Persentase rumah tangga bersanitasi 8736 89,06 9036 9236 9336 95,06 95,06 
Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

3.10 Drainase dalam kondisi baik 8034 82,04 8334 85,04 8634 88,04 88,04 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.11 
Jumlah penataan kawasan dan penanda 
kawasan 

10 11 12 12 12 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.12 
Jumlah dokumen tata ruang yang 
dihasilkan 

10 12 12 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.13 
Persentase bangunan ber 1MB per total 
bangunan 

71,72 74,22 76,72 79,22 81,72 84,22 8432 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.14 
Jumlah rekomendasi pemar\faatan ruang 
yang diterbitkan 

181 220 235 250 265 290 290 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Fenataan Ruang 

Paraf Hierart 

Rasio Tempat Pembuangan Sampah 
£rPS) Kota Kabupaten per satuan 
I uciuk 

Asisten 

Kabag f 

036 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 

Paraf Xoordtnagr 

^^^"'eaS'an Pemrakarsa 

i'-ftrO'Bagian Tefkait: 
7~ 

0,46 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. 
Foku^idang UrusaiV Indikator 

Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 
2015 

Target Capaian Setiap Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

10 

3.16 
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi 
baik 4.489 6.145 6.827 7.509 8.191 8.873 8.873 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.17 
Persentase jalan dan jembatan yang 
dibangun 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

- Jalan 39,8 75,70 100 100 100 100 100 

- Jembatan 423 75 8333 9137 93,75 9533 9533 

3.18 
Persentase peningkatan sarana dan 
prasarana kebinamargaan 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Fenataan Ruang 

- Alat Berat 6837 70 69,97 7038 70,78 71,19 71,19 
- Alat Laboratorium 9335 95 9534 9537 9639 96,91 96,91 

3.19 
Persentase luas sawah beririgasi dalam 
kondisi baik 

4430 49,80 5230 5530 58 6030 6030 
Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

3.20 
Persentase panjang irigasi dalam kondisi 
baik 3930 41,60 42,70 4330 44,90 46,00 46,00 

3.21 Luas sawah baru beririgasi (ha) 160 320 480 640 800 800 

3.22 Jumlah embung Dalam kondisi baik 11 13 15 17 19 21 21 
Dinas Pekerjaan Umum 

dan Fenataan Ruang 

3.23 
Persentase jalan poros desa dan jembatan 
perdesaan dalam kondisi baik 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

- Jalan 24,75 29,19 31,40 33,62 3534 36,21 36,21 
- Jembatan 50,10 54 55,22 56,71 58,20 59,70 59,70 

Paraf Hî arlT 
Sekda Y 
Asisten 

Kabag 

Ptf ur̂ iahAh j f^ j j^^o^fel^ lUVJl jUt l Permukiman 
SKPD/ gagian Pemrakarsa 

33 
3KPD/ Bagian Terkait: 
1 

£ RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. 
FokuVBidang Urusaq/Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

npTVin 
E\.L J IVILJ 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. 
FokuVBidang Urusaq/Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1 Persentase permukiman layak huni 99,943 99,965 99,976 99,985 99,993 100 100 
Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

4.2 Rumah tangga pengguna air bersih 69,02 70,75 7132 72,49 73,6 74,47 74,47 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

4.3 Lingkungan pemukiman kumuh 0,057 0,055 0,053 0,051 0,049 0,047 0,047 
LJlXiaQ 1 ITi iilluXluUl, 

Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

4.4 Peningkatan pembangunan jalan 
lingkungan 

5538 5738 6038 6238 6538 6738 6733 
Dmas Perumahan, 

Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

4.5 Persentase Pembangunan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum 4132 45,03 46,78 4834 50,29 52,05 52,05 

I j i na c T'ota iin a n a n 

Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

4.6 
Persentase peningkatan prasarana 
permukiman 

0 2,10 4,20 630 8,40 1030 1030 
Lykiici^ Jt i^i 4JI1 lai loi 1̂  

Kawasan Permukiman 
dan Pertarxahan 

4.7 Rumah layak huni 92,21 92,26 9235 92,41 92,48 9235 9235 
Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

4.8 Persentase permukiman kumuh 0,057 0,035 0,024 0,015 0,007 0,000 0,000 
Dinas Perumahan, 

• Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

4.9 
Cakupan pelayanan bencana kebakaran 
di kab/kota 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 SATPOL PP 

4.10 
Jumlah rumah tangga pengguna listrik 133.678 137.718 139.784 141.881 144.009 146.169 146.169 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Sekda 

Asisten 

f Kauag 

Y 

f 
SKPO/Bagian Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkait EL RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. FokuVBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

5.1 
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 
10.000 penduduk 

0,99 1,02 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 SATPOL PP 

5.2 
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 
Penduduk 

0 0 3 003 0 93 093 
V,Vv, 

093 093 SATPOL PP 

5.3 
Rasio Pos Siskamling per jumlah 
desa/ kelurahan 

1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 SATPOL PP 

5.4 Persentase Penegakan PERDA 90 94 95 95 97 99 99 SATPOL PP 

R R 
Persentase tingkat penyelesaian 
pelanggaran KB (ketertiban, 
ketentraman, keindahan) di Kabupaten 

90 92 93 94 95 97 97 SATPOT PP 

5.6 Persentase Petugas LINMAS terlatih 27 42 56 71 85 100 100 SATPOL PP 

5.7 
Persentase jumlah pembinaan, 
pengawasan dan penyelesaian 
pelanggaran PERDA dan PERKADA 

90 92 93 94 95 97 97 SATPOL PP 

5.8 Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 
24 jam (kali) 

2 2 2 2 2 2 2 SATPOL PP 

5.9 
Cakupan Desa dan Kelurahan tangguh 
bencana 

Z3 7,0 9,4 11,7 14,0 16,4 16,4 BPBD 

6 Sosial 

6.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 
jompo dan panti rehabililasi 

16 16 16 16 16 16 16 Dinas Sosial 

6.2 Penanganan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 783 783 79,8 81,4 82,9 843 843 Dinas Sosial 

Parat Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 4 Kabag 

Parai Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa £ 
SKPO/ Bagian Terkaii: 

? 
1' 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. 
FokuE/Bidang Urusaq/ Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RFJMD 
2015 

Target Capaian Setiap Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

10 

6.3 
Persentase Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 
memperoleh bantuan 

783 783 793 81,4 82,9 843 843 Dinas Sosial 

6.4 
Persentase korban bencana skala 
kab/kota yang menerima bantuan 
selama masa tanggap darurat 

60 60 61,2 62,4 633 64,8 66 Dinas Sosial 

6.5 
Cakupan Eks Penyandang Penyakit 
Sosial yang Dibina 80 80 813 83,2 843 86,4 88 Dirxas Sosial 

6.6 
Persentase lembaga kesejahteran sosial 
yang mendapatkan pemberdayaan 65 663 67,9 69,2 703 713 73,1 Dinas Sosial 

Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar M^ikY.--lM 
Tenaga Kerja 

1.1 
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja 75 75 763 78 793 81 81 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

1.2 
Persentase penyelesaian perselisihan 
pekeija dan pengusaha 100 100 100 100 100 100 100 

Dirxas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

1.3 Tmgkat pengangguran terbuka 1,22 1,04 1,03 1,02 1,01 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

1.4 Keselamatan dan perlindungan 16 16 16 16 16 16 16 
Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

1 3 
Perselisihan buruh dan pengusaha 
terhadap kebijakan pemerintah daerah 100 lOO 100 100 100 100 100 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

1.6 
Persentase penempatan tenaga kerja 
melalui AKL, AKAD dan AKAN 60 60 61,2 62,4 633 643 6430 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Paraf Hierarki 
Persentase FembinaanTenaga Kerja 100 100 100 100 100 100 100 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Sekda Y RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 
Asisten 

Kabag 
HitJtitm. 



No. FokuVBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. FokuVBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Z l 
Persentase partisipasi perempuan di 
lembaga pemerintah 6738 67,28 673 67,95 68,01 68,05 68,05 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

2.2 
Persentase Partisipasi perempuan di 
lembaga swasta 

3Z72 3Z72 323 32,05 31,99 31,95 31,95 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

Z3 Rasio KDRT 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

2.4 
Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah 
umur 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01% 0,01 0,01 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten Tl 
Kabag 

Paraf Koordinasi 
SKPO/ Bagian Pemrakarsa 

£• 
SKPO/ Bagian terkait: 

•> 

SKPO/ Bagian terkait: 

•> 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. FokuVBidang Urusai^ Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. FokuVBidang Urusai^ Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Z5 Persentase advokasi dan fasilitasi PUG 
dan anak 

36,96 38,00 40,00 4^00 45,00 50,00 50,00 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

2.6 

Cakupan perempuan dan anak korban 
kekerasan yang mendapatkan 
penanganan pengaduan oleh petugas 
terlatih 

100 100 100 100 100 100 100 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

2.7 Persentase angkatan keija perempuan 79,20 7930 79,70 80,00 8030 8030 80,80 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Pemberdayaan 
Perempuan, dan 

Perlindungan Anak 

• 3 Pangan 

3.1 Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dinas Pangan 
3.2 Ketersediaan pangan utama 194.55 kg/jiwa 196.67 kg/jiwa 198.31 kg/jiwa 199.96 kg/jiwa 201.161 kg/jiwa 203.25 kg/jiwa 203.25 kg/jiwa Dinas Pangan 
3.3 Ketersediaan pangan Dinas Pangan 

- Beras 116.117 ton 118.000 ton 119.000 ton 120.000 ton 121.000 ton 122.000 ton 12Z000 ton 
-Jagung 10Z256 ton 103.278 ton 104.310 ton 105.353 ton 106.406 ton 107.470 ton 107.470 ton 
- Kedelai 6.026 ton 6.086 ton 6.147 ton 6.209 ton 6.271 ton 6.333 ton 6.333 ton 
- Daging 1.736 ton 1.771 ton 1.807 ton 1.843 ton 1.879 ton 1.917 ton 1.917 ton 

- Telur 373 ton 377 ton 380 ton 384 ton 384 ton 392 ton 392 ton 

Par if Hierarki Paraf Koordinasi 8.521 ton 8.606 ton 8.692 ton 8.779 ton 8.779 ton 8.956 ton 8.956 ton 

Sekda Y SKPD/Baqlan Pemrakarsa 
W / > e D A RPJMD KABUPATEN PAOTAN 2016-2021 ^^^B 

Asisten I SKPO/ Bagman TorKaii: 
1 

Kabag 
Hukum 

? • 
y 



No. 
Fokuf/Bidang Urusat^ Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
w.rtvCn.4rt fJOT\4r^ 
periode Ki j i v i u 

(2021) 

Perangkat Daerah No. 
Fokuf/Bidang Urusat^ Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

w.rtvCn.4rt fJOT\4r^ 
periode Ki j i v i u 

(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4 
Persentase stabilnya harga pangan 
(beras) di tingkat konsumen (coefficient 
of variance) 

Q 
o 

7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 - 8 / - o Dmas Pangan 

3 3 
Cadangan pangan pemerintah 
kabupaten 

£ 100 ton £ 100 ton £ 100 ton £100 ton £ 100 ton £ 100 ton £ 100 ton Dinas Pangan 

3.6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 7934 803 81,7 83,4 853 863 86,8 Dinas Pangan 
3.7 Persentase Pangan yang aman 89 89,20 89,40 89,60 8930 89,90 89,90 Dinas Pangan 

; 4 Pertanahan 

4.1 Persentase luas lahan bersertifikat 1931 20,05 20,63 2135 21,9 2 2 3 9 . 2239 
Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

4.2 Penyelesaian kasus tanah Negara 100 100 100 100 100 100 100 
DinaQ Ppnimatian 

Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 

4.3 Penyelesaian izin lokasi 100 100 100 100 100 100 100 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

4.4 
Persentase tanah aset pemerintah daerah 
yang bersertifikat 36,63 38,17 38,940 39,70 40,47 41,24 41,24 

Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan 

5 Lingkungan Hidup 

5.1 
Indeks kualitas lingkungan hidup 
(IKLH) 

73,24 73,27 73,28 73,29 7 3 3 7331 7 3 3 1 
Dinas Lingkungan 

Hidup 

5.2 
Persentase Penduduk berakses air 
minum 

50,05 5235 5435 56,7 58,95 60,75 60,75 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

5.3 Pe mantauan status mutu air 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan 
Hidup 

Sekda Y 
rjrtti nooromasi 

SKPD/Bagian Pemrakarsa 
RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 ^^^B 

Asisten % 
SKPD/ Bagian Terkaiu 
1 

Kabag 2. 
\ 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

N o . 
F o k u E / B i d a n g U r u s a p / I n d i k a t o r 

K i n e i j a P e m b a n g u n a n D a e r a h 

K o n d i s i 
K i n e r j a p a d a 
a rV i l l L/div\4C 

R P J M D 

T a r g e t C a p a i a n S e t i a p T a h u n 
K o n d i s i K i n e r j a 

p a d a a k h i r 
p e r i o d e R P J M D 

(2021) 

Perangkat D a e r a h N o . 
F o k u E / B i d a n g U r u s a p / I n d i k a t o r 

K i n e i j a P e m b a n g u n a n D a e r a h 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

K o n d i s i K i n e r j a 
p a d a a k h i r 

p e r i o d e R P J M D 
(2021) 

Perangkat D a e r a h 

1 2 3 s 
DJ 

7 a o 9 10 

5.4 
L u a s a n penghijauan w i l a y a h r a w a n 
longsor d a n Sumber Mata A i r 

5 10 15 20 25 30 30 D i n a s L i n g k u n g a n 
H i d u p 

5.5 
C a k u p a n p e n g a w a s a n terhadap 
p e l a k s a n a a n a m d a l 

100 100 100 100 100 100 100 
Dina*; t i n o k i i n o a u 

H i d u p 

5.6 
T e m p a t p e m b u a n g a n s a m p a h ( I P S ) p e r 
s a t u a n p e n d u d u k 

036 1 1 3 1 3 1 3 2 2 
D i n a ^ T inffkuTxran 

H i d u p 

5.7 P e n e g a k a n h u k u m l i n g k u n g a n 100 100 100 100 100 100 100 
Diti^Q T incTlcimfT^in 

H i d u p 

5.8 P e n g h a r g a a n Kebers ihan N a s i o n a l A d a A d a A d a A d a A d a A d a A d a 
H i d u p 

5.9 
t u m l a h sekolah b e r w a w a s a n Iinekun<zan 

( A d i w i y a t a ) 
41 77 161 343 453 563 563 

H i d u p 

5.10 Persentase penanganan s a m p a h 9035 9135 9335 9435 9635 9735 97,85 
iff n 1443 i.0»ij i)^n.Lii i^ai t 

H i d u p 

5.11 Persentase Pengolahan S a m p a h A k h i r 27 273 28 283 29 30 30 
H i d u p 

5.12 P e n u m b u h a n Bank S a m p a h 13 25 40 55 70 80 80 
D i n a s I inokiinf^an 
1—^ u 1 0 0 L v U 1 T l l V U . t t l u l 4 

H i d u p 

5.13 J u m l a h t a m a n kehati 0 1 2 3 4 5 5 D i n a s L i n g k u n g a n 
H i d u p 

5.14 Persentase taman kota y a n g tertata 36,9 413 443 48 503 60,2 60,2 D i n a s L i n g k u n g a n 
H i d u p 

5.15 
A k i b a t A d a n y a Dugaan P e n c e m a r a n 
d a n / a t a u Perusakan L i n g k u n g a n H i d u p 
y a n g Dit indaklanjut i 

100 100 100 100 100 100 100 D i n a s L i n g k u n g a n 
H i d u p 

5.16 
J u m l a h lokasi pemantauan kuali tas 
l i n g k u n g a n yang d i s a m p l i n g 

156 160 170 180 190 200 200 D i n a s L i n g k u n g a n 
H i d u p 

Selcda 

Asisten 

Kabag 
JlukuuL 

Y 

f 

SKPIJ^agian Pemrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkait: 
1 
2. 
3. 

RPJMD KABUPATEN PACtTAN 2016-2021 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. FokuyBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. FokuyBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.17 Indeks Tutupan Hutan 72,27 7234 7236 7238 72,42 72,42 72,42 Dinas Lingkungan 
Hidup 

5.18 
Persentase industri hasil tembakau yang 
teruji kualitas Iingkung2m hidupnya 50 50 50 80 80 100 100 Dinas Lingkungan 

Hidup 
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

6.1 
Rasio penduduk berk IP per satuan 
penduduk 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 Dinas Kependudukan 

dam Pencatatan Sipil 

6.2 Rasio bayi berakte kelahiran 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

6.3 Rasio pasangan berakte nikah 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

6.4 Persentase Kepemilikan K l P 9138 92,25 92,8 93,95 94,70 9430 94,60 Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

6.5 
Persentase Kepemilikan akta kelahiran 
per 1000 penduduk 81,43 84,15 84,75 85,25 85,75 8637 8635 Dmas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

6.6 Ketersediaan database kependudukan 
skala provinsi 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

6.7 Penerapan K I P Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan SipU 

iPa ra f Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
Hukum 

Paraf Koordinasi 
S K P ^ f e P e m r a k a r s a 

SKPO/ Sagian Ferkait; z RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. FokuE/Bidang UrusarV Indikator 
i v i n E ^ T j a i c i n O f i i i g u i i d n i-/at:rdii 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
nrt#!rt.4rt U O T ^ ' f r Y 
perioae KL J M U 

(2021) 

Perangkat Daerah No. FokuE/Bidang UrusarV Indikator 
i v i n E ^ T j a i c i n O f i i i g u i i d n i-/at:rdii 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

nrt#!rt.4rt U O T ^ ' f r Y 
perioae KL J M U 

(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.8 Persentase Cakupan Penerbitan: Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

l . K T P 9 1 3 8 92,25 9 2 3 0 93,95 94,70 94,60 94,60 

2. Kartu Keluarga 95,70 96,95 97,20 9 7 3 5 9 7 3 5 97,75 97,75 

3. Akta Kelahiran 81,43 84,15 84,75 85,25 85,75 8 6 3 5 86,35 

4. Akta Kematian 54,69 55,60 55,75 55,85 56,15 56,40 56,40 

f Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: •'ft̂ 'ft*'ft ^ ' -ft" ' ftftrft ' . , 'ft "ft":!"'.''; , '' . , ' 1-] 'I ' , ft' • ' .• • • F : 

7.1 
Rata-rata jumlah kelompok binaan 
lembaga pemberdayaan masyarakat 
(LPM) 

6,06 6,09 6,12 6,16 6,19 6,22 6,22 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

7,2 
Persentase rata-rata jumlah kelompok 
binaan PKK 87,07 87,11 87,15 8 7 3 0 87,24 87,28 8 7 3 8 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

7.3 Jumlah LSM 49 53 55 57 59 61 61 Badan Kesbangpol 

7.4 Persentase LPM Berprestasi 0,29 0,31 0,31 0 3 1 0,35 0,35 0,35 
Dinas P e m b p r d a v a a n 
Masyarakat dan Desa 

7.5 Persentase PKK aktif 100 100 100 100 100 100 100 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

7.6 Persentase Posyandu aktif 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 

7.7 
Persentase swadaya masyarakat 
terhadap program pemberdayaan 
masyarakat 

26,99 27,07 27,16 27,24 2 7 3 2 2 7 3 9 2 7 3 9 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

7.8 
Persentase Pemeliharaan Pasca Program 
pemberdayaan masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
Hukum 

Haraf Koordinasi 
SKPW^iMl^mrakarsa 

SKPD/ Bagian Terkait: 
1 
2. 
3. 

SKPD/ Bagian Terkait: 
1 
2. 
3. 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. Fokus/Bidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. Fokus/Bidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.9 
Persentase desa dengan administrasi 
baik 

78,91 80,72 8233 8433 86,14 8835 8835 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

7.10 
Persentase pertumbuhan lembaga 
ekonomi perdesaan 

2,17 323 2,49 364 380 2,95 2,95 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

8.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,75 1,74 1,71 1,71 1,70 1,70 1,70 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

8.2 Rasio akseptor KB 48,96 49 49,05 49,09 50 - 50,05 50,05 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

8.3 Cakupan peserta KB aktif 78,40 78,86 79,09 7 9 3 2 7 9 3 5 79,78 79,78 

Dmas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

Paraf Hierarki 

Sekda V 
Asisten 

Kabag 
Hukum 9 

Paraf Koordinasi 

SKPD/ £agian Terkait: 
1-
2 
3. „ „ . 

A RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. FokuVBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 
2015 

Target Capaian Setiap Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

10 

8.4 
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak 
terpenuhi (Unmeet Need) 9,98 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

8.5 
Persentase sekolah dan organisasi 
kepemudaan yang mendapatkan KIE 
reproduksi remaja 

35 35 36 37 38 39 39 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

8.6 
Persentase Sekolah dan pondok 
pesantren yang telah membentuk PIK-R 5,00 15,00 20,00 2530 30,00 35,00 35,00 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

8.7 
Cakupan penyediaan alat dan obat 
kontrasepsi untuk memenuhi 
permintaan masyarakat 

2,68 5,00 7,00 9,00 11,00 1 2 3 1 2 3 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

8.8 
Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber 
KB mandiri 73,90 73,90 75,00 76,00 78,00 79,00 

•J?TH!l f f l !BW • Parat koordinasi 

Sekda Y f. 
Asisten SKPD/ Bagian Terkait: 

1 
Kabag 2. 

3. 

79,00 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. Fokus/Bidang UrusarV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. Fokus/Bidang UrusarV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.9 
Cakupan kelompok BKB Holistik 
Integratif ber KB , 24,90 R 7 9(1 

DI ,£\i 
Rfi fin 
v J U , O U 

R4 9(1 
Lr±i£>J 

6 4 9 0 
\ji±/£\J 

8n s 
OXJfD 

803 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

8.10 
Cakupan jumlah Kader dalam kelompok 
Tribina 41,09 44,10 513 63,2 67,4 70,7 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan, dan 
Perlindungan Anak 

9 Perhubungan 

9.1 
Jumlah arus penumpang angkutan 
umum 6.520.708 6.553.312 6.586.078 6.619.008 6.65Z104 6.685364 6.685364 Dinas Perhubungan 

9.2 Rasio ijin trayek 0,0085 0,0091 0,0090 0,0088 0,0086 0,0084 0,0084 Dinas Perhubungan 
9.3 Rasio uji KIR angkutan umum 42,27 45,03 47,97 51,11 54,45 58,00 58,00 Dinas Perhubungan 
9.4 Rasio angkutan melalui terminal 1,568 1,568 1,545 1,537 1,534 1333 1,533 Dinas Perhubungan 
9.5 Rasio penumpang melalui terminal 4,84 4,86 4,86 4,90 4,94 4 , % 4,96 Dinas Perhubungan 

9.6 
Rasio angkutan umum terhadap jumlah 
penumpang 0,0096 0,0094 0,0092 0,0089 0,0087 0,0085 0,0085 Dinas Perhubungan 

9.7 
Persentase sarana dan prasarana 
perhubungan 50,70 56,73 61,93 6736 7237 77,91 77,91 Dinas Perhubungan 

9.8 
Lama pengujian kelayakan angkutan 
umum (menit) 30 30 30 30 30 30 30 Dinas Perhubungan 

9.9 
Biaya pengujian kelayakan angkutan 
umum (Rp) 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Dinas Perhubungan 

9.10 Persentase Pemasangan Rambu-Rambu 65,20 73,20 80,80 8730 93,50 100 100 Dinas Perhubungan 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
HaJium 

Paraf Koordinasi 

SKPD/ Bagian Terkait: 
1 
2. 
3. 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



IMO. 
Fokus/Bidang UnisaiVIndikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah IMO. 
Fokus/Bidang UnisaiVIndikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.11 
Persentase penerapan norma 
keselamatan bidang perhubungan 

33,9 43 53,2 63,0 73,1 83,4 83 Dinas Perhubungan 

9.12 
Persentase prasarana dan fasilitas 
perhubungan dalam kondisi baik 3 2 50 56 61 67 72 72 Dinas Perhubungan 

9.13 Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji) 39 40 40 40 40 40 40 Dinas Perhubungan 

9.14 
Persentase pemenuhan sarana dan 
prasarana perhubungan 

3 7 43 48 5 2 56 61 61 Dinas Perhubungan 

9.15 
Persentase tersedianya sarana 
pengendali dan pengamanan lalu lintas 65 70 76 8 2 89 95 95 Dinas Perhubungan 

10 Komunikasi dan Informatika . 

10.1 Jumlah surat kabar nasional/lokal 5 8 8 8 8 8 8 
Dinas Komiinilcasf d a n 

Informatika 

10.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 28 3 2 32 3 2 32 32 32 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

10.3 Website milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

10.4 
Persentase jaringan komunikasi dan 
informatika yang terintegrasi 

2,22 41,00 5 6 3 1 7 2 3 2 8 7 3 3 100 100 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

10.5 
Persentase pegembangan aplikasi sistem 
informasi 

25 , 43,75 6 2 3 0 7 5 3 0 8 7 3 0 100 100 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

10.6 
Jumlah Informasi Publik daerah yang 
terpublikasi media 

210 294 378 462 546 630 630 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

10.7 
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat 
(KIM) 

12 24 36 48 60 72 72 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah . . . . 

11.1 Jumlah UM non B P R / L K M UM 22.013 22.233 22.345 22.565 22.785 23.005 23.005 
Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 

Katiag 
U . . L . . n t 

Parai Koordinasi 
SKPP/ Bagtan Pemrakarsa 

SKPO/ Bagian Terkait: 
1 
? 
3 

SKPO/ Bagian Terkait: 
1 
? 
3 
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INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. Foku^idang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 
2015 

Target Capaian Setiap Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

10 

11.2 Jumlah BPR/LKM 5.534 5.536 5.538 5.540 5.542 5.542 5.542 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

113 Persentase Usaha Mikro yang dibina 3,47 3,48 3,49 3 3 0 3 3 1 3 3 2 3 3 2 
Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

11.4 
Persentase peningkatan jumlah 
wirausaha baru 3,07 3,25 3,43 3,61 3,80 3,97 3,97 Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

113 
Persentase Peningkatan Usaha Mikro 
yang mendapat bantuan modal 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,48 Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

11.6 Persentase Koperasi Mandiri 0,81 1,21 1,41 1,81 2,22 2,42 2,42 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

i 12 Penanaman Modal 

12.1 Jumlah investor berskala nasional 
(PMDN/PMA) (unit usaha) 129 134 140 147 155 164 164 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

12.2 Rasio daya serap tenaga kerja 3,68 3,86 4,05 435 4,68 5,03 5,03 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

123 Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah) 0,693 0,728 0,764 0,821 0,883 0,949 0,949 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

12.4 Persentase Kenaikan Nilai Realisasi 
PMDN 26,84 5,00 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

13 Kepemudaan dan Olahraga 

13.1 Jumlah organisasi pemuda 3 24 24 24 24 24 24 
Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 

13.2 

Pai^atWerarkt-

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
Htiluim 

Jumlah organisasi olahraga 24 25 25 26 26 27 

Pjiiii Kooidmasi 
SKPg^B^^anPemrakarsa 

SKPO/Bagian Terkait: 
1. 
2. 

27 
Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. 
X \f£\,\A^U XJXX4Allt^ R U 3 * U u XatUX^u4l\/L 

Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

L/aua A U v i u x 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah No. 
X \f£\,\A^U XJXX4Allt^ R U 3 * U u XatUX^u4l\/L 

Kinerja Pembangunan Daerah 
? n i R 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
L/aua A U v i u x 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

133 Jumlah kegiatan kepemudaan 46 4 0 RO RO DU R 9 D Z CQ 
D Z 52 Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 

13.4 Jumlah kegiatan olahraga 29 30 31 31 
Ol 

33 
OO 

33 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 

133 
Gelanggang / balai remaja (selain milik 
swasta) 

185 186 186 187 188 189 189 
Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 

13.6 Lapangan olahraga 171 173 175 176 177 179 179 Dinas Pariwisata, 
X d i i u v i a u a i L v-zxcuxictsLci 

13.7 Jumlah Pemuda Pelopor 156 158 160 170 180 203 203 
Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 

133 
Persentase Cabang Olahraga yang 
berprestasi 60 62 62 63 63 65 65 Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 

14 Statistik 

14.1 Buku "kabupaten dalam angka" ada ada ada ada ada ada ada Dmas Komunikasi dan 
Informatika 

142 Buku "PDRB kabupaten" ada ada ada ada ada ada ada Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

143 
Jumlah Dokumen Data/ Informasi/ 
Statistik Sektoral Yang Dihasilkan 3 3 4 5 6 7 7 Dinas Komunikasi dan 

Informatika 
1 c 
I D 

Persandian 

15.1 
Persentase informasi daerah yang wajib 
diamankan dengan persandian 

100 100 100 100 100 100 100 Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

16 Kebudayaan 

16.1 
Penyelenggaraan festival seni dan 
budaya 

30 32 34 36 38 40 40 Dinas Pendidikan 

16.2 
Persentase seniman/ budayawan yang 
dibina 

85 85 90 96 100 100 100 Dinas Pendidikan 

163 
-af Htararb! 

Pe 
di 

rsentase museum Geosile yang 42 50 60 65 70 75 75 Dinas Pendidikan 

Sekda Y SKPD^^ia^emrakarsa 
RPJMD KABUPATEN PACITA N 2016-2021 ^^^1 

Asisten SKPD/ Bagian Terkait: 
1 

RPJMD KABUPATEN PACITA 

Kabag 1A 2. 



No. 
FokuE/Bidang UrasaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 
2015 

Target Capaian Setiap Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

10 

16.4 
Persentase penyelenggaraan festival seni 
dan budaya di Kabupalen Pacitan yang 
difasilitasi 

69 71 73 75 78 80 80 Dinas Pendidikan 

17 Perpustakaan 

17.1 Jumlah perpustakaan 162 450 475 500 525 575 575 Dinas Perpustakaan 

17.2 Koleksi buku yang tersedia di 
perpustakaan daerah 25.316 25.816 26.316 26.816 27.316 27.816 27.816 Dinas Perpustakaan 

173 Jumlah Pengunjung Perpustakaan 59.040 77389 92389 107.389 12Z389 137.389 137.389 Dinas Perpustakaan 

18 Kearsipan 

18.1 Pengelolaan arsip secara baku 65,80 7230 79,05 86,05 9330 100 100 Dinas Perpustakaan 

18.2 Jumlah peserta peningkatan SDM 
pengelola kearsipan 192 200 200 200 200 200 200 Dinas Perpustakaan 

18.3 Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola 4.320 Box 4.581 Box 4.842 Box 5.183 Box 5.364 Box 5.625 Box 5.625 Box Dinas Perpustakaan 

18.4 Jumlah Arsip Stastis yang Dipelihara 97 Box 123 Box 149 Box 175 Box 201 Box 227 Box 227 Box Dinas Perpustakaan 

18.5 Persentase PD dan desa yang 
menerapkan arsip secara baku 6539 7336 78,04 83,18 8832 93,46 93,46 Dinas Perpustakaan 

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan ; w; .tYr^t\\t^ 
Kelautan dan Perikanan 

1.1 Produksi perikanan budidaya (ton) 801,45 88139 969,75 1066,73 1173,40 1290,74 1290,74 Dinas Perikanan 

1.2 
Produksi perikanan kelompok nelayan 
(ton) 10.891,42 11.218,17 11354,71 11.90135 1Z25839 11626,14 11626,14 Dinas Perikanan 

13 

Sekda 

Asisten 9 Kabag 
Hukum 

Konsumsi ikan masyarakat 
16,26 17,07 17,93 1832 19,76 20,75 20,75 Dinas Perikanan 

SKPD/Bagian Pemrakarsa 

SKPD/Bagian Terkait: 
1 
2. 
3, . ^ _ _ 

J . RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. FokuE/Bidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. FokuE/Bidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4 Peningkatan Produksi benih ikan (ekor) 1.480.000 1.628.000 1.790.800 1.969.880 2.166.868 2.383.555 Z383.555 Dinas Perikanan 
1.5 Produksi hasil olahan perikanan (ton) 1.398,28 1.468,20 1341,61 1.618,69 1.699,62 1.784,60 1.784,60 Dinas Perikanan 

1.6 
Cakupan masyarakat perikanan yang 
mandiri (orang) 4.514,00 4.739,70, 4.976,69 5.22532 5.486,80 5.761,13 5.761,13 Dinas Perikanan 

Q 

Z ' .Pariwisata > ^ '1 \ ' 

2.1 Jumlah Kunjungan wisata 1.556.000 1.750.000 2.000.000 2.300.000 2.650.000 3.000.000 3.000.000 Dinas Pariwisata, 
P p m i i d a d a n Olahracxa 
» \ . U H T V T H v T U l I V ^ T C T U H l ^ H 

2.2 Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata 6.500.000.000 10.035.700.000 12.042.680.000 14.451.775.000 16.681.900.000 21.108.880.000 20.108.880.000 Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 

2.3 Persentase peningkatan jumlah 
kunjungan wisata 33 42 53 58 63 67 67 Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 

2.4 
Persentase pengelolaan destinasi wisata 
di Kab Pacitan 25 44 50 55 60 63 63 Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 
^Pertanian, < H' ' : ' . . ' ' „ I-- •VM : . ' •• ' 

3.1 
Produktifitas Padi atau bahan pangan 
utama sektor lainnya per ha (kw/ha) 5 4 3 7 5 4 3 9 54,73 5 4 3 6 54,91 55,00 55,00 Dinas Pertanian 

3.2 Persentase kontribusi sub sektor 
petemakan terhadap PDRB 2,24 2,17 2,12 2,08 2,03 1,98 1,98 Dinas Pertanian 

3.3 
Persentase kontribusi sektor 
pertanian/perkebunan terhadap PDRB 2,59 2,50 ^ 4 5 2,40 ^ 3 4 2,28 ^ 2 8 Dinas Pertanian 

3.4 
Persentase kontribusi sektor pertanian 
(palawija) terhadap PDRB 13,03 1 2 3 2 1 2 3 7 12,10 1 1 3 1 1131 1 1 3 1 Dinas Pertanian 

3.5 Persentase kontribusi sektor perkebunan 
(tanaman keras) terhadap PDRB 2,53 2,45 2,40 2 3 4 2,29 2,23 2,23 Dinas Pertanian 

3.6 
Persentase kontribusi Produksi 
kelompok petani terhadap PDRB 2,88 2,79 2,74 2,68 2,61 2 3 5 2 3 5 Dinas Pertanian 

p Ifjf îarnFli 1 X a fUpan bina Ĵ plompok petani 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pertanian 

Sekda Y 
RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 ^^^1 

Asisten 1 SrtPD/Bagian Terkait: 
1 

Kabag 2. 
3. 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. FokuE/Bidang UrusatV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
H T V O - X | / d I X I U C 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. FokuE/Bidang UrusatV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.8 Perungkatan Pendapatan Petani Kebun 
(capaian rata-rata Rp/KK/Tahun) 352.588353.800 360.166.004.414 370.743.655.028 381.321.305.642 391.321305.642 400.321.305.642 400.321.305.642 Dinas Pertanian 

3.9 
Penyerapan tenaga kerja baru di sektor 
perkebunan Qumlah tenaga kerja 
baru/ tahun) 

26.534 26.733 26.866 27.005 27.140 27375 27.275 Dinas Pertanian 

3.10 
PpfQpnf̂ iQ^ t>^nlr><j\cf\4AT\ TiPrhimniin;iti 
sub sektor sektor perkebunan 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,20 Dinas Pertanian 

3.11 

Penumbuhan sentra sentra komoditas 
wilayah pengembangan perkebunan 
(jumlah sentra pengembangan 
perkebunan) 

18 21 24 27 30 33 33 Dinas Pertanian 

3.12 Produktifitas Tanaman Pangan per 
hektar padi dan palawija (kw/ha) 90,61 yu,/z cm OA VU,iS4 cm oc yi,uz m na 

yi,uy 
91,09 Dinas Pertanian 

3.13 Produksi Tanaman Pangan Padi dan 
Palawija (Ton) 

885.114 886.251 887.408 888.455 889.162 889.804 889.804 Dinas Pertanian 

3.14 Produksi Hortikultura (Ton) 65.836 71.434 77.629 84.502 92.145 100.663 100.663 Dinas Pertanian 

3.15 Produksi Hasil Perkebunan (Ton) 37.482,087 0/.VO£AJOJ o ly 1 rm o/./oU,lUU Q T O i l -trm o/.yoZ, lUU 3o.UoZ,lDU 3o-232,Uo/ 38.232,087 Dinas Pertanian 

3.16 Indeks Pertanaman Padi (IP) 1,75 1,75 1,76 1,76 1,77 1,77 1,77 Dinas Pertanian 

3.17 Persentase diseminasi teknologi 
pertanian pada kelompok tani 736 17,43 2730 3730 46,70 56,40 56,40 Dinas Pertanian 

3.18 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok 
Tani 2,62 2,97 3,05 3,12 3,19 3,26 3,26 Dinas Pertanian 

3.19 Cakupan Kelompok Tani vang dilatih 
X r J O 

Teknologi Perkebunan 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,25 Dinas Pertanian 

3.20 Produksi daging (kg) 3.247.446 3.315.028 3.383.995 3.454.397 3.526.263 3.599.625 3.599.625 Dinas Pertanian 
3.21 Produksi telur (kg) 498.000 508.361 518.937 529.733 540.754 55X004 55X004 Dinas Pertanian 
3.22 Produksi susu (Itr) 21.600 2Z049 22.508 2X976 23.454 23.942 23.942 Dinas Pertanian 

85399 87.176 88.990 90.841 9X731 94.660 94.660 Dinas Pertanian 

Sekda Y 
Asisten 1 

SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

S A P O / Bagian Terkait 
1 
2 . _ 
1 . 
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INDIKATOR KINERJA DAERAH 

riO, 
FokuVBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPIMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
i ^ i . f x i u X 7 i J ^ . x i i d i a . 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah riO, 
FokuVBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

i ^ i . f x i u X 7 i J ^ . x i i d i a . 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.24 Populasi Ternak Potong Kecil (Ekor) 171.213 174 775 178 411 

X i *Jw^ X X 
185912 189 780 189.780 Dinas Pertanian 

3.25 Populasi Unggas (Ekor) 1.111.778 1.134.908 1.158.519 1.182.621 1.207.225 1.23X341 1.232.341 Dinas Pertanian 
3.26 Persentase status kesehatan ternak 87,5 87,7 88 88 88 89 89 Dinas Pertanian 

3.27 Persentase diseminasi teknologi 
petemakan pada petemak 0,84 1,24 1,64 XM 2,44 X84 X84 Dinas Pertanian 

3.28 Persentase pelaku usaha perkebunan 
yang mendapat pembinaan 0 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 25,00 Dinas Pertanian 

Q Qn 3.29 Persentase peningkatan produksi 
tanaman tembakau 6,80 5 5 5 5 5 5 Dinas Pertanian 

4 Energi dan Sumber Daya Mineral 

; 4.1 Persentase permohonan izin energi dan 
sumber daya mineral yang dilayani Too 100 100 100 100 100 Too 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

5 Perdagangan 

5.1 
Kontribusi sektor Perdagangan Besar 
dan Eceran dan Reparasi mobil dan 
Sepeda Motor terhadap PDRB 

1.872.265,70 X328.009,05 2.593.701,86 2.889.60X80 3.219.245,28 3.586.492,40 3.586.492,40 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

5.2 Persentase komoditas perdagangan yang 
diawasi peredarannya 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan 

5.3 Cakupan bina kelompok 
pedagang/usaha informal 123 13,75 15 16,25 173 18,75 18,75 

Dinas Perindustrian 
CJ U UT 0 T ^ T U \* —* TT TU T I 

dan Perdagangan 

5.4 Omset penjualan komoditas unggulan 711 M 753 M 795 M 837 M 879 M 921 M 921 M Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

5.5 Persentase rata-rata pasar daerah dalam 
kondisi baik 8035 823 84 85 86 87 87 Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan 

5.6 Persentase Peredaran Barang Kena Cukai 
Ilegal 0,21 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
Hukuir 

Paraf Koordinasi 
SKPD/ Bagiap Pemrakarsa 

SKPO/Bagian Terkait: 
1 
•) 

3. 

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. Fokus/Bidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD Perangkat Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Perindustrian 

7.1 
Kontribusi sektor Industri Pengolahan 
terhadap PDRB 

6,68 6,86 6,98 7,11 7,24 738 738 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

7.2 Persentase kontribusi industri rumah 
tangga terhadap PDRB sektor Industri 8034 81,25 81,74 81,93 8X07 8X21 82,21 Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan 

7.3 Cakupan bina kelompok pengrajin 3,95 4,1 4,26 4,41 436 4,71 4,71 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

7.4 Jumlah Industri Kecil menengah dan 
kerajinan 

11347 11397 11.857 1X127 1X407 1X697 1X697 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

7.5 Persentase Pertumbuhan Industri 3,9 X20 X24 2,27 230 233 233 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

8 Ketransmigrasian 

8.1 Persentase transmigran swakarsa 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 6637 66,67 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

8.2 Persentase transmigrjin yang 
ditempatkan 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 
1 Perencanaan Pembangunan 

1.1 Tersedianya dokumen perencanaan 
RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA ada ada ada ada ada ada Ada Bappeda 

1.2 
Tersedianya Dokumen Perencanaan 
RPJMD yg telah ditetapkan dgn 
PERDA/PERKADA 

ada ada ada ada ada ada Ada Bappeda 

13 
Tersedianya Dokumen Perencanaan 
RKPD yg telah ditetapkan dgn 
PERKADA 

ada ada ada ada ada ada Ada Bappeda 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 

Katiaa 
Hukum 

Paraf Koordinasi 
SKPp/ Ba^un^emrakarsa 

SKPO/Bagian Terhait; 
1. 
2, 
3 

A RPJMD KABUPATEN PACfTAN 2016-2021 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. Foku^idang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

n P T M T l Ivl y iVl Lf 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. Foku^idang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5 
Persentase Keselarasan Program RPJMD 
Kedalam RKPD 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda 

1.6 

1 ^ 0 t - c 0 n t 0 C 0 / I r t l ' i i m O T i n s r t , 1 0 ( 3 

perencanaan bidang pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat yang dihasilkan 

3536 52,94 64,71 • 76,47 88,24 100 100 Bappeda 

1.7 
Persentase dokumen dan data 
perencanaan bidang perekonomian yang 
dihasilkan 

38,98 5932 69,49 79,66 8933 100 100 Bappeda 

1.8 
Persentase dokumen dan data 
Pengembangan Wilayah Strategis dan 
Cepat Tumbuh (KSC1) yang dihasilkan 

26,67 46,67 60,00 • 7333 86,67 100 100 Bappeda 

1.9 
Persentase dokumen dan data 
perencanaan bidang prasarana wilayah 
dan SDA 

50,70 66,20 74,65 83,10 9135 100 100 Bappeda 
L k 

• 2 ; • Keuangan : . l . ' ' 1.'.... "[: ' ' /• 1.. 

X I Opini Audit BPK terhadap Laporan 
keuangan daerah WIP WTP WTP WIP WTP WTP WTP 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Daerah 

X2 Persentase barang/ aset daerah yang 
teregistrasi 100 100 100 100 100 100 100 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Daerah 

X3 Cakupan pendapatan daerah 13 1,4 13 1,6 1,7 13 1 3 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Daerah 

3 , Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan : ft 

3.1 
P 
d 

srsentase aparatur yang mengikuti 
klat 1836 2539 5234 6832 8436 100 100 

Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah Par If Mierarti 

P 
d 

Parat Koordinasi 
1836 2539 5234 6832 8436 100 100 

Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 

Sekda Y SKPD/ Bagian Pemrakarsa A RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 ^^^1 
Asisten SKPD/ Bagian Terkait: 

1 

Kabag 
Mm, 9 1 

3 



No. FokuVBidang UnisaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 
2015 

Target Capaian Setiap Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

10 

3.2 
Persentase peningkatan kedisipiinan 
aparatur 

8,79 20,00 40,00 60,00 80,00 100 100 
Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah 

3.3 
Persentase administrasi kepegawaian 
yang diselesaikan tepat waktu 19,46 3337 5134 67,25 83,61 100 100 

Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 

Penelitian dan Pengembangan 

4.1 

Persentase kelitbangan / Inovasi Daerah 
(Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, 
Perekayasaan, Penerapan, 
Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan 
Diseminasi) Yang Dimanfaatkan 

95 95 95 95 96 96 96 Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Pemerintahan Umum 

5.1 
Sistem informasi Pelayanan Perijinan 
dan adiministrasi pemerintah 

ada ada ada ada ada ada ada 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

5.2 
Cakupan sarana prasarana perkantoran 
pemerintahan desa yang baik 

35,67 4737 53,22 59,06 64,91 70,76 70,76 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

5.3 Sistem Informasi Manajemen Pemda 11 17 21 25 25 Sekretariat Daerah 
5.4 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 
5.5 Persentase PD yang menerapkan SOP 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 

5.6 
Persentase kelembagaan Organisasi 
Perangkat Daerah yang tepat fungsi 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 

5.7 
Persentase kebijakan pemerintahan 
umum yang diterbitkan 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 

Par if Hierarki 

Sekda 7 
Ketepatan waktu penyusunan laporan 
p fn i f E ! l e i iEgarag rpemo i ' ' n tahan d a g r a h 

< 90 hari < 90 hari < 90 hari < 90 hari < 90 hari < 90 hari < 90 hari Sekretariat Daerah 

Asisten 

Kabag 9 
SKPJD/Ba^^^emrakarsa 

SKPO/ Bagian Terkait: 
1 
7. ^ 

f - RPJMO KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. FokuVBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Ppf^Tio'lcjil" n^pr^h 
X dd-iJ-givax LJacxcui 

No. FokuVBidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Ppf^Tio'lcjil" n^pr^h 
X dd-iJ-givax LJacxcui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Persentase regulasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

1 fl CO. 2632 4X11 63,16 84,21 100 1 fV\ 

100 Sekretariat Daerah 

5.10 
Persentase tertib administrasi 
pembangunan 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 

Vr 11 

5.11 
Persentase fasilitasi pengadaan barang 
dan jasa melalui ULP 40 60 70 80 90 100 100 Sekretariat Daerah 

5.12 Cakupan perjanjian kerjasama yang 
ditangani 40 60 70 80 90 100 100 Sekretariat Daerah 

5.13 
Persentase kebijakan bidang 
perekonomian yang diterbitkan 18,92 45,95 59,46 7X97 86,49 100 100 Sekretariat Daerah 

C 1 4 

5.14 
Persentase kebijakan bidang sumber 
daya alam yang diterbitkan 

1 A ie\ 

14,29 
4X86 57,14 71/43 85,71 100 100 Sekretariat Daerah 

C IK 

5.15 
Persentase kebijakan bidang 
kesejahteraan rakyat yang diterbitkan 14,29 4236 57,14 71,43 85,71 100 100 Sekretariat Daerah 

5.16 Jumlah kejadian terkait konflik 
keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah 

5.1/ 
Persentase produk hukum daerah yang 
ditetapkan 

AC C7 63,72 7X79 81,86 90,93 100 1 /\r\ 

100 Sekretariat Daerah 

5.18 Keterpaduan program pemerintah 140 kali 200 kali 225 kali 240 kali 245 kali 250 kali 250 kali Sekretariat Daerah 

5.19 
Persentase penyampaian informasi 
tentang cukai kepada masyarakat dan/ 
pemangku kepentingan 

100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 

5.20 
Persentase pengawasan dan 
penyelesaian hasil pemeriksaan: Inspektorat 

- Pengawasan sebagaimana target PKPT 
/ N o n PKPT 100 100 100 100 100 100 100 

- Penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan 

90,16 9030 91 9130 92 9230 9 2 3 0 

Sekda 

Kabag 
..HiikuilL 

Paraf Koordinasi 
SKPQ/ Bagian Pemrakarsa 

5'ftFO/ Bagian Tsikait: 
RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 



No. Foku^idang UnisaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.21 
Persentase pemeriksa pengawasan yang 
mendapat pendidikan dan pelatihan 

X X X 

teknis pengawas 
4230 45 4730 50 5230 55 55 Inspektorat 

5.22 
Persentase pedoman sisdur pengawasan 
yang disusun 8730 22 553 77,7 88,8 100 100 Inspektorat 

5.23 
Persentase penyelesaian pengaduan 
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat 

5.24 Persentase raperda yang ditetapkan 
bersama 58,62 72,41 7 9 3 1 86,21 93,10 100 100 Sekretariat DPRD 

5.25 
Persentase pembinaan terhadap LSM, 
UiiJias, u t u r aan rartai routiK 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kesbangpol 

5.26 
Persentase penduduk yang 
mendapatkan pembinaan wawasan 
kebangsaan 

1,95 5,84 7,79 9,74 11,69 13,63 13,63 Badan Kesbangpol 

5.27 
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 
Kecamatan B B B B B B B Sekretariat Daerah 

5.28 
Persentase Waktu Pelayanan 
Administrasi Umum Yang Tepat Waktu 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1.1 
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per 
kapita 641,12 671,40 639,69 643,82 647,98 65X17 65X17 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

1.2 
Pengeluaran konsumsi non pangan 
perkapita 1.372.651 1,464.155,20 1.366.551,11 1.375.38X01 1.384.269,98 1.393.215,38 1.393.215,38 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Pertanian 

ParifHf 

Sekda 

crarki-

Y 
Asisten 1 Kabag 
Hukdin 

-Paraf Koordinasi 
10333 10437 1 0 5 3 5 106,23 106,92 107,61 107,61 Bappeda 

SKPD/Bagian Terkait: 
1 
2 
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INDIKATOR KINERJA DAERAH 

No. Foku^Bidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinefja 

pada akhir 
periode RPJMD 

(2021) 

Perangkat Daerah No. Foku^Bidang UrusaiV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinefja 
pada akhir 

periode RPJMD 
(2021) 

Perangkat Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
; Fokus Fasilitas WiiayalVInfrastuktur * • ' , ' : 1 f t ' sft^s;^ - . ^^4^*^|if 

1 Perhubungan ? .ft , * ; 

i . i Rasio panjang jalan per jumlah 
kendaraan 39,82 . 40,61 41,43 42,25 43,1 43,96 43,96 Dinas Perhubimgan 

1.2 
Jumlah orang/barang yang terangkut 
angkutan umum 10.874.146 11.146.000 11.480.380 11.709.987 11.944.187 1Z242.792 1Z242.792 Dinas Perhubungan 

"ft 2 Penataan Ruang ^ J . \ M ~ • • 

Z l . Ketaatan terhadap RTRW 77,00 79,00 81,00 83,00 85,00 8730 87,00 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Rusmg 

Q Q Luas wilayah produktif 20,22 20,22 . 20,22 20,22 20,22 20,22 • 20,22 . Dinas Pekerjaan Umum 
dan Feiiataan Ruang 

2.3 Luas wilayah industri 17,01 2136 23,93 2631 30,04 33,66 33,66 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

2.4 Luas wilayah kebanjiran 7,38 7,33 7,28 7,23 7,18 7,13 7,13 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

23 Luas wilayah kekeringan 19,05 1833. 1734 17,07 16,60 16,15 16,15 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

2.6 Luas wilayah perkotaan 9,5 9,5 9 3 9,5 9 3 9 3 9,5 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umunv Adminislrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

3.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang 10 11 12 13 13 14 14 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

3.2 Jen 
dai 

is dan jumlah perusahaan asuransi 
1cabang 3 4 4 . 5 . 5 6 6 

Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Parar Hieiarki Karat Koordinasi 
Sekda SKPD^^ianPemrakarsa A RPJMD KABUPATEN PACTTAN 2016-2021 
Asisten SKPD/Bagian Terkait: 

1 
RPJMD KABUPATEN PACTTAN 2016-2021 

Kabag 
Hui)um 9 2. 



INDIKATOR KINERJA DAERAH 

Nn 
ll\Jm 

Foku^idang UrusarV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RFJMD 

(2021) 

X c x f u i g i v H i gja^LaLx Nn 
ll\Jm 

Foku^idang UrusarV Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RFJMD 
(2021) 

X c x f u i g i v H i gja^LaLx 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 Jenis, kelas, dan jumlah restoran 21 23 26 29 33 37 37 
Badan Pendapatan 

Daerah 

3.4 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ 
hotel 29 30 31 31 32 33 33 

Badan Pendapatan 
Daerah 

Fokus Iklim Berinvestasi ;• - •• • Ik r • 9 il' \ ." L-i'\i ^ . ' i^,:. ••,'.*.. , kkAl-^' - Y, :'9l. >; *' " }^ 
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1.1 Angka kriminalitas 1,6 1,4 1,4 1 3 1,2 1,1 1,1 SATPOL PP 
1.2 Jumlah demo 7 5 4 4 3 3 3 SATPOL PP 

1.3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi 
daerah 12 12 12 12 12 12 12 Badan Pendapatan 

Daerah 

1.4 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 100 100 100 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

1.5 Lama proses izin usaha Penanaman 
Modal (hari kerja) 5 5 5 4 3 3 3 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

1.6 Jumlah Perda / Perbup dan kebijakan 
yang mendukung iklim investasi 4 4 5 6 6 6 6 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Fokus Sumber Daya Manusia • . _ ft ft - ft)7yftf5^%.ft-;V,;^i^|*ift4^^^^ 
1 Ketenagakerjaan 

1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 552 563 574 585 596 607 607 
Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

1.2 Rasio ketergantungan 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Parat Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 

Kal>a3 9 
Parat Koordinasi 

SKPO/ Bagian Terkait: 
1 
2 
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PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB X 

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

10.1. Pedoman Transisi 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk 

dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. 

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pacitan 

Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pacitan akan melaksanakan penyusunan Rancangan RKPD 

Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan penmdang-undangan, dengan 

salah satu agenda yaitu menyelesaikan masalah-masalah pembangiman yang belum seluruhnya 

tertangani dan terselesaikan sampai dengan Tahun 2021, selain masalah-masalah pembangunan 

yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022, 

Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 

Kabupaten Pacitan 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Hal 

ini untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Padtan dengan 

pembangunan Provinsi Jawa Timur. 

10.2. Kaidah Pelaksanaan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling 

lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Padtan 2016-2021 ini 

dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Dalam 

pelaksanaannya, RPJMD dan Renstra perangkat daerah akan dijabarkan kedalam RKPD yang 

memuat program dan kegiatan pembangunan tahunan. Selanjutnya RKPD digunakan sebagai 

pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk 

tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021. 

Beberapa kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 yang perlu diperhatikan, 

sebagai berikut: 

1. Setiap perangkat daerah di Kabupaten Padtan berkewajiban untuk menyusun Renstra 

perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padtan 2016-2021. Bila 

ada penetapan perangkat daerah yang baru setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya 

Perda RPJMD ini, maka akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

2. RPJMD merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat 

daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD 

dengan Renstra perangkat daerah. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan 

RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap penjabaran RPJMD ke 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

4 Kabag 

'"WW'"" 
SKPO/Bagian Terkait: 
1 

? 
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PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

3. RPJMD merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman 

penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Tahim 2017 sampai dengan 2021; 

4. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Pacitan merupakan dokumen yang dijadikan bahan 

penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD 

Kabupaten Pacitan. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan 

diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan penmdang-imdangan; 

5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, 

maka akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD melalui pelaksanaan RKPD selama 

5 (lima) tahun. Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD dan RKPD; 

6. Bupati Pacitan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat; 

7. DPRD Kabupaten Pacitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan. 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asisten 4 Kabag 

Parar Koordinasi 

E aKKU/Bagian Terkait: 
1 
2. 
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PEDOMAN TRANStS DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

3. RPJMD merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sampai dengan 2021; 

4. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Pacitan merupakan dokumen yang d̂ 'adikan bahan 
penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD 
Kabupaten Padtan. Apabila terdapat program dan kegiatan yung tidak sesuai dengan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan 
diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RFJMD Kabupaten Padtan 2016-2021, 
maka akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD melalui pelaksanaan RKPD selama 
5 (lima) tahun. Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan RPJMD dan RKPD; 

6. Bupati Padtan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat; 
7. DPRD Kabupaten Padtan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

Tentang RPJMD Kabupaten Padtan. 

BUPATI PACTTAH 

m^ 
UTDARTATO 
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